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ABSTRAK

Nama . Madonna Corry Evelyna
Program Studi : llmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi
Judul . Penetapan Harga Obat Hipertensi dan Jantung dalam

Perspektif Hukum Persaingan Usaha (Analisa Putusan
KPPU No.17/KPPU-1/2010)

Tesis ini membahas mengenai penetapan harga obat hipertensi dan jantung yang
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem
pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif
hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Putusan KPPU
No. 17/KPPU-1/2010 berkaitan dengan penetapan harga dan kartel yang dilakukan
oleh perusahaan-perusahaan farmasi terkenal. Perusahaan-perusahaan farmasi
tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 5 mengenai penetapan harga dan Pasal
11 mengenai kartel. Kemudian perusahaan-perusahaan farmasi mengajukan
keberatan terhadap Putusan KPPU ke Pengadilan Negeri. Atas dasar keterangan
ahli dan sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia maka putusan KPPU
No.17/KPPU-1/2010 dibatalkan seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
atau penelusuran kepustakaan dalam pengumpulan data. Hasil penelitian
menyarankan perbaikan-perbaikan dalam peningkatan pengawasan terhadap
pelaku usaha, peningkatan edukasi, serta diberikan ruang bagi pembuktian tidak
langsung untuk perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.

Kata kunci:
Penetapan harga, kartel, hukum persaingan usaha
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ABSTRACT

Name : Madonna Corry Evelyna
Study Program  : Law, Economic Law
Title . Pricing of Hypertension and Cardiovascular Drugs in

Business Competition Law Perspective (Analysis Case of
KPPU Number 17/KPPU-1/2010)

This thesis discusses the pricing of hypertension and cardiovascular medications
that cause unfair competition, including cartels and verification systems are used
in resolving the matter in perspective of competition based on No. 5 Year 1999
concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business
Comepetition. The Commission’s decision No.17/KPPU-1/2010 relating to price
fixing and cartels are performed by well-known pharmaceutical companies.
Pharmaceutical companies have met the elements of Article 5 concerning the
pricing and Article 11 of the cartel. Then the pharmaceutical companies objected
to the Commission's decision to the District Court. On the basis of expert
testimony and evidence that the system adopted by Indonesia, the decision of the
Commission No.17/KPPU-1/2010 canceled entirely by the Central Jakarta District
Court. The method used in this study is normative legal research or literature
searches in data collection. The results suggest improvements in increased
oversight of the business, improving education, and provided space for an indirect
evidance for the case of unfair business competition in Indonesia.

Key words:
Price fixing, cartels, competition law
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di dunia dalam tahun-tahun belakangan
ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Begitu pula dengan
perkembangan teknologi yang semakin mengalami kemajuan dengan
ditandai adanya pengetahuan dan penemuan baru di bidang teknologi.
Keinginan bangsa Indonesia untuk memajukan perekonomian negara turut
melebur menjadi satu, seirama dengan perkembangan dunia saat ini.
Peningkatan kualitas dalam segala bidang perekonomian suatu negara
dijadikan sasaran dan tujuan utama agar terselenggaranya pembangunan
negara serta terciptanya masyarakat yang sejahtera. Terpenuhinya
kebutuhan masyarakat suatu negara merupakan wujud dari kualitas
perekonomian negara. Dalam dunia perdagangan baik barang maupun
jasa, peran berbagai bidang dalam segi perlindungan sangat diperlukan
untuk meningkatkan kualitas keberlangsungan aktifitas perekonomian.

Seiring dengan meningkatnya berbagai transaksi bisnis dan
perkembangan teknologi tentu akan membawa dampak dan konsekuensi
tersendiri bagi keberlangsungan perekonomian sehingga perlu dinaungi
oleh adanya peraturan. Kondisi sistem sosial, ekonomi, dan politik harus
saling mendukung agar terselenggaranya ekonomi yang baik antara
pengusaha dengan pengusaha dan terjaminnya kesejahteraan masyarakat
selaku konsumen. Di Indonesia saat ini telah memasuki babak baru dalam
era perekonomian yang kompetitif dengan mengedepankan pengetahuan
sebagai aspek dari suatu kemajuan pada kesiapan tata ekonomi nasional
yang telah memasuki dan mengikuti perkembangan ekonomi dunia yang
akan semakin mengglobalnya ekonomi pasar. Menghindari persaingan
usaha tidak sehat dalam perekonomian di Indonesia merupakan salah satu
tujuan dari pembangunan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5
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Tahun 1999, definisi persaingan usaha tidak sehat adalah “Persaingan
antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur
atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.! Dari
pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pemusatan kekuatan ekonomi dan
persaingan usaha tidak sehat adalah telah terjadinya penguasaan nyata dari
suatu pasar bersangkutan sehingga harga dari barang atau jasa yang
diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai
permintaan dan penjualan, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu
atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut.?

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja mengemukakan bahwa untuk
mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yang menjurus ke arah
terjadinya monopoli, Undang-undang melarang dilakukan “tindakan-
tindakan” tertentu oleh para pelaku usaha. Secara garis besar tindakan-
tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua macam kategori.
Pertama adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka “kerja sama”
dengan sesama pelaku usaha ekonomi, sebagaimana diatur dalam:*

1. Pasal 4 dalam bentuk Oligopoli (dalam Black’s Law Dictionary
Oligopoly diartikan sebagai economic condition where only a few
companies sell substantially similar or standardized products);

2. Pasal 5 sampai dengan pasal 8 dalam bentuk Penetapan harga
secara bersama;

3. Pasal 9 dalam bentuk Pembagian wilayah secara bersama;

4. Pasal 10 dalam bentuk kerja sama Pemboikotan;

5. Pasal 11 dalam rangka pembentukan Kartel (menurut Black’s Law
Dictionary Cartel is a combination of producers of any product
joined together to control its production, sale and price, so as to
obtain a monopoly and restrict competition in any particular

industry or commodity);

! Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.5 tahun 1999, ps. 1 huruf f.

2 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 18.

* Ibid., hal. 18.
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7.
8.
9.

3

Pasal 12 untuk Trust, dimana Trust adalah an association or
organization of persons or corporations having the intention and
power, or the tendency, to create monopoly, control production,
interfere with the free course of trade or transportation, or to fix
and regulate the supply and the price of commodities (Black’s
Law Dictionary);

Pasal 13 dalam bentuk Oligopsoni;

Pasal 14 dalam rangka Integrasi vertikal,

Pasal 15 dalam bentuk Perjanjian tertutup;

10. Pasal 16 dalam bentuk Perjanjian dengan pihak di laur negeri

Dan kedua dalam bentuk tindakan atau perbuatan hukum yang

dilakukan oleh pelaku usaha dan atau kelompok pelaku usaha tersebut

tanpa melibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya, yang

dalam Undang-undang ini dibagi ke dalam:

1.
2.

Monopoli, yang diatur dalam pasal 17;

Monopsoni, yang diatur dalam pasal 18 (menurut Black’s Law
Dictionary Monopsony is a condition of the market in which there
is but one buyer for a particular commodity);

Penguasaan pasar, yang diatur dalam pasal 19 sampai pasal 21;

Persekongkolan, yang diatur dalam pasal 22 sampai pasal 24.

Kesejahteraan masyarakat selaku konsumen dalam sebuah sistem

perekonomian selain daripada pelaku usaha merupakan tujuan dan sasaran

dari terbentuknya Undang-undang mengenai persaingan usaha juga

mementingkan hak dan kesejahteraan masyarakat sebagai manusia dan

sebagai konsumen. Salah satunya adalah dalam dunia kesehatan yang

merupakan hak asasi manusia dan menjadi tanggung jawab sosial di dalam

pencapaiannya. Upaya yang dilakukan di bidang kesehatan ini antara lain

melalui ketersediaan obat dan keterjangkauan harga obat. Bila upaya ini

diserahkan pada kebebasan pasar maka tujuan mencari untung akan lebih

* 1bid, hal. 19-20.
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dominan. Mekanisme pasar obat jelas berbeda dari produk lain, posisi
tawar konsumen boleh dikatakan nihil.> Dari sudut keterjangkauan secara
ekonomis, harga obat di Indonesia pada umumnya dinilai mahal dan
struktur harga obat tidak transparan.® Perusahaan farmasi juga cenderung
menjadi sumber mahalnya harga obat, ketersediaan dan keterjangkauan
obat yang dilakuan oleh perusahaan-perusahaan farmasi membuat
masyarakat kehilangan daya tawarnya terhadap obat. Persaingan usaha
tidak sehat maupun Kartelisasi memasuki dunia farmasi sangat
dimungkinkan. Paten yang dimiliki suatu perusahaan farmasi menjadi
acuan diadakannya “kerja sama” dengan perusahaan farmasi lainnya yang
seharusnya menjadi pesaing. Paten yang dimiliki merupakan bentuk
perlindungan terhadap inovasi bagi perusahaan farmasi.

Salah satunya adalah perlindungan dan peran Hak Kekayaan
Intelektual (HKI)" sangat penting. Keberadaan HKI memegang peranan
pada suatu barang dan jasa sehingga memiliki nilai dan manfaat ekonomi
bagi pemegangnya karena HKI itu sendiri memberikan keutamaan
terciptanya inovasi baru, serta meningkatkan daya saing pada barang dan
jasa itu sendiri. Peningkatan kualitas perekonomian khususnya dalam
bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) salah satunya diwujudkan melalui
ratifikasi berbagai konvensi mengenai Hak Kekayaan Intelektual.
Konvensi-konvensi mengenai Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan
produk negara-negara maju dalam upaya melindungi hak dan inovasi
terhadap barang dan jasa.

Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai “hak
atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual
manusia”. Penggambaran ini pada dasarnya memberikan kejelasan pada
bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir

karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan obyek

® “Subsidi Obat Generik Rawan Korupsi”,
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0107/27/fea02.html>, diunduh 12 Februari 2012.

® “Labelisasi dan Penetapan Harga Obat”,
http://www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=268&encodurl=03%2F30%2F08%2C06%3
A03%3A49>, 12 Februari 2012.

" Untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan singkatan “HKI”.
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pengaturannya. Pemahaman mengenai HKI karenanya merupakan
pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena
kemampuan intelektual tadi.?

Oleh karena itu tujuan dari peraturan perundang-undangan di bidang
HKI menjadi sangat penting untuk memajukan pertumbuhan ekonomi
suatu negara. Hal ini pun dirasakan penting oleh Indonesia, sehingga
Indonesia ikut serta dalam Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade on
Counterfeit Goods) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia yang ditandatangani pada tanggal 15 April
1994 (Undang-Undang R.l. No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan
Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/Agreement
Establishing the World Trade Organization).’

Pada dasarnya pengetahuan mengenai keberadaan HKI sudah
menyeluruh  masuk dalam berbagai bidang dunia perdagangan.
Pengetahuan mengenai HKI secara umum telah sampai pada masyarakat
Indonesia, namun secara spesifik dan memiliki pemahaman serta
pengertian yang luas dan lebih lanjut mengenai Hak Kekayaan Intelektual
di Indonesia kurang mendapat pemahaman secara menyeluruh dan
mendetail. Terhadap perkembangan dan sejarah dari HKI itu sendiri juga
kurang mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia pada umumnya,
khususnya pada pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait dalam sistem
perekonomian.

Persetujuan TRIPs merupakan Persetujuan yang mengatur tentang
Aspek-aspek Dagang HKI yang mensyaratkan adanya perlindungan
terhadap HKI yang merupakan standar internasional yang harus dipakai
berkenaan dengan HKI. HKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak-Hak yang
terkait (Copyright and Related Rights), Merek Dagang (Trademarks),

Indikasi Geografis (Geographical Indication), Desain Industri (Industrial

® Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 171.

% Cita Citrawinda Noerhadi, Hak Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi dalam Media
HKI, Vol. I, (Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan
HAM RI, 2004), hal. 10.
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Design), Paten (Patent), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout
Designs/Topographies of Integrated Ciscuits), Rahasia Dagang
(Protection of Undisclosed Informtion) dan Pengawasan terhadap Praktek
yang membatasi Konkurensi Dalam Kontrak Lisensi (Control of Anti-
Competitive Practices in Contractual Licenses).”® Bidang yang diatur
dalam HKI tersebut diharapkan dapat memberikan perbedaan dalam
pelaksanaan dari dasar-dasar perlindungan hak kekayaan intelektual.
Memberikan perbedaan perspektif antara bidang yang satu dengan yang
lainnya, sehingga mudah memahami baik secara teori dan dalam
prakteknya.

Mengenai pengaturan Hak Kekayaan Intelektual tersebut kita dapat
mengetahui bidang-bidang yang masuk dalam lingkup HKI. Hak-hak yang
melekat pada barang dan jasa tersebut dapat dimiliki dengan prosedur dan
kriteria dari masing-masing bentuk Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
Sebagai upaya untuk menspesifikasikan perlindungan hukum agar tidak
menjadi  bias, maka bidang-bidang HKI memiliki bidang-bidang
perlindungan tersendiri sebagaimana dituangkan dalam peraturan yang
mengatur melekat pada perlindungan masing-masing Hak Kekayaan
Intelektual. Sejauh ini Indonesia telah memiliki 6 undang-undang pokok di
bidang HKI, masing-masing yaitu Undang-Undang No. 30 tahun 2000
tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang
Desain Industri, Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No.14 tahun 2001 tentang Paten,
Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang
No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Keenam Undang-Undang HKI yang
berlaku saat ini telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam Persetujuan TRIPs. Tentunya dengan telah
diberlakukannyakeenam undang-undang di bidang HKI ini dapat
mengakomodasi kebutuhan para pemilik HKI dalam upaya memberikan

perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual miliknya.**

9 1hid., hal. 10-11.
" bid., hal. 11.
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Diberlakukannya berbagai undang-undang tersebut tidak menutup
kemungkinan terjadinya berbagai pelanggaran. Dengan adanya pengaturan
pada berbagai bidang kekayaan intelektual menjadi barometer dalam
penegakan hukum di Indonesia sebagai sumbangan pada peningkatan
kualitas perekonomian dan hukum nasional. Berbagai permasalahan
seringkali terjadi dalam implementasinya guna menegakkan peraturan
yang telah diatur oleh undang-undang yang berkaitan. Mengenai
keterkaitan antara satu bidang dengan bidang lain akan sering muncul
korelasi permasalahan, diantaranya mengenai pengaturan HKI dengan
persaingan usaha. Peraturan-peraturan maupun batasan-batasan mengenai
persaingan usaha di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Dalam tujuannya Undang-Undang No. 5 tahun 1999
diperuntukkan melindungi para pelaku usaha dan konsumen dari praktek
persaingan curang, pada kenyataannya Undang-Undang dalam bidang HKI
dapat memicu pelanggaran di Undang-Undang mengenai persaingan usaha
tidak sehat.

Jika harus dilihat dari sisi nasional, di mana manusia Indonesia
berperan sebagai pelaku atau pelaksana, dan  meningkatnya
profesionalisme dan produktivitas manusia Indonesia merupakan sesuatu
yang benar-benar ingin diwujudkan, maka pembentukan dan
pengembangan HKI dalam sistem hukum di Indonesia memiliki arti yang
penting, konkretnya kita ambil dari salah satu jenis HKI, yaitu paten.*?
Sedangkan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah mengenai
kartelisasi pada perusahaan farmasi, dimana kartel tersebut diawali dengan
adanya pelanggaran paten yang dilakukan oleh perusahaan farmasi.

Melihat fenomena yang terjadi dalam praktek usaha baik dalam
penerapan HKI dan Undang-Undang Anti Monopoli mendorong untuk
melakukan pengkajian yang mendalam mengenai putusan KPPU No.
17/KPPU-1/2010. Menyadari kesulitan akibat adanya tumpang tindih
antara kepentingan persaingan usaha dengan kepentingan perlindungan

12 0p Cit, hal. 173.
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hak atas kekayaan intelektual dan/atau kepentingan kemajuan teknologi
terlebih perkembangan teknologi informasi, dan juga kepentingan untuk
memberikan keseimbangan antara persaingan usaha dan perdagangan
bebas dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, Indonesia
sepertinya terdesak, terutama dengan keikutsertaan penandatanganan
perjanjian TRIPs di mana ditentukan agar turut serta dalam perdagangan

internasional dengan perlindungan kekayaan intelektual.®

Di lain pihak,
ketentuan negara menghindari agar jangan sampai penerapan hak atas
kekayaan intelektual menjadi dasar untuk melakukan penyalahgunaan
kekuasaan pasar karena kekuatan reputasi bisnis yang biasanya disertai
kekuatan modal yang cukup untuk berinvestasi dengan alasan latar
belakang perlindungan kekayaan intelektual.**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*> mempunyai tugas dan
peranannya sehingga memudahkan dalam mengetahui bentuk-bentuk
praktek persaingan usaha yang curang. Keterkaitan dalam pemberian
lisensi dan pelanggaran paten, KPPU mempunyai dasar-dasar tersendiri
untuk menyatakan bahwa suatu tindakan dapat disebut kategori kartel.
KPPU mengartikan unsur perjanjian dalam Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999
tentang kartel sebagai perjanjian ataupun kolusi. Salah satu syarat
terjadinya kartel adalah harus ada perjanjian atau kolusi antara pelaku
usaha. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel, yaitu :*°

1. Kolusi eksplisit, dimana para anggota mengkomunikasikan

kesepakatan mereka secara langsung yang dapat dibuktikan
dengan adanya dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama,
kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan
dan data lainnya.

2. Kolusi diam-diam, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak

berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan juga

diadakan secara rahasia. Biasanya yang dipakai sebagai media

3 0p Cit., hal. 180.

1 Op Cit.

> Untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan singkatan “KPPU”.

18 The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Ikhtisar
Ketentuan Persaingan Usaha, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), hal. 39-40.
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adalah asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota
kartel dikamuflasekan dengan pertemuan-pertemuan yang legal

seperti pertemuan asosiasi.

Dari hal tersebut menjadi dasar pemikiran dalam penentuan suatu
perjanjian lisensi paten dapat dikategorikan seperti yang tersebut
sebelumnya dalam penentuan suatu tindakan kartel. Unsur-unsur yang ada
dalam perjanjian lisensi paten membolehkan untuk melakukan perjanjian
lisensi paten, dimana hak istimewa pemegang paten menjadi bentuk yang
bertolak belakang dengan apa yang tersebut dalam pasal undang-undang
anti monopoli, bahwa perjanjian merupakan unsur yang mendasari
disebutnya suatu tindakan kartel.

Ada dua alasan mengapa peraturan-peraturan publik yang mendukung
persaingan usaha sangat penting. Pertama, karena adanya tingkat
minimum persaingan diperlukan untuk menghasilkan sektor-sektor yang
dikendalikan oleh pasar. Sektor tersebut diperbolehkan untuk menjadi
sektor yang dikuasai pasar dan bukan sektor yang dikuasai oleh
pemerintah. Kedua, tingkat minimum persaingan ini tidak dapat bertahan
sendiri tanpa adanya hukum persaingan.*’

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada
Maret 2000, pemerintah Indonesia diharapkan dapat menjamin iklim usaha
yang kondusif bagi pelaku-pelaku pasar sehingga tercipta kesempatan
berusaha yang baik. Dengan peraturan ini diharapkan dapat tercipta
efisiensi dalam perekonomian nasional dan efektivitas kegiatan usaha serta
mencegah praktek-praktek monopoli dan praktek lain yang dimaksudkan
untuk menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun demikian,

upaya untuk lebih menyempurnakan undang-undang ini masih tetap perlu

7 Carl Keysen and Donald F. Turner, Antitrust Policy: an Economic and Legal Analysis,
third printing, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), page. 4.
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dilakukan, mengingat hukum persaingan merupakan hal baru bagi
Indonesia.*®

Praktek persaingan usaha tidak sehat dan monopoli dapat
menyebabkan rusaknya sistem perekonomian. Posner berpendapat, ada
tiga alasan positif mengapa praktik monopoli tidak dikehendaki:*°

1. Monopoli mengalihkan kekayaan dari para konsumen kepada
pemegang saham perusahaan-perusahaan yang monopolistik, yaitu
distribusi kekayaan dari golongan yang kurang mampu kepada
yang mampu.

2. Monopoli atau setiap kondisi yang memperkuat kerjasama
diantara perusahaan-perusahaan yang bersaing, melakukan
manipulasi politis untuk memperoleh proteksi dalam bentuk
peraturan perundang-undangan.

3. Berkaitan dengan keberatan atas praktek monopoli yakni, bahwa
kebijakan anti monopoli yang bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi, merupakan kebijakan yang membatasi kebebasan
bertindak bagi  perusahaan-perusahaan besar untuk dapat

berkembangnya perusahaan-perusahaan kecil.

Melihat alasan yang diberikan Posner tersebut, jika dihubungkan
dengan apa yang menjadi pembahasan pada penelitian ini, alasan yang
kedua lebih cocok dikaitkan dengan permasalahan HKI dan persaingan
usaha yang terjadi di Indonesia. Dilihat dari sisi HKI maka berdiri di balik
perlindungan undang-undang paten, mengatasnamakan keistimewaan
pasal dalam hak paten. Persaingan usaha melindungi dengan syarat tidak
memasuki ranah persaingan usaha tidak sehat. Kedua hal tersebut pada
titik nya bertemu satu sama lain dalam mempertahankan perlindungan

yang diberikan oleh masing-masing undang-undang.

'8 Mardiharto Tjokrowarsito, Aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Hukum
Persaingan, dalam Jurnal Hukum Bisnis vol. 11, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,
2000), hal. 62.

9 Richard A. Posner, Antitrust Law: an economic perspektif, (Chicago and London: The
Universiti Of Chicago Press, 1976), Page. 8-9.
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Pada dasarnya, baik HKI maupun hukum persaingan mempunyai
tujuan yang sama yaitu menciptakan aturan main yang jujur dalam
berbisnis di samping itu juga meningkatkan perlindungan bagi konsumen.
Secara umum hukum HKI memberikan penghargaan kepada penemu suatu
teknologi baru (innovation) berupa pemberian perlindungan hukum
terhadap tindakan peniruan atau pencurian ide di samping juga
memberikan hak untuk melisensikan kepada pihak lain. Dengan
pemberian perlindungan tersebut, memegan paten (patentee) dapat
menyebarluaskan atau bahkan mentransfer hak melalui perjanjian lisensi

tanpa ketakutan ditiru oleh pihak lain.?

Atas dasar tersebut, penulis mengkaji lebih jauh mengenai perjanjian
yang dilakukan oleh perusahaan farmasi yang diduga melakukan tindakan
persaingan usaha tidak sehat yaitu kartel. Kasus kartel obat hipertensi dan
jantung yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica
mengundang Ketertatikan tersendiri. Karena dalam putusannya KPPU
menyatakan kelompok usaha Pfizer dan Dexa terbukti melakukan
pelanggaran terhadap persaingan usaha vyaitu Kkartel, hal tersebut
sebagaiman diuraikan dalam Putusan No. 17/KPPU-1/2010. Ternyata pada
prosesnya, kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica mengajukan
keberatan terhadap putusan KPPU tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan KPPU
dibatalkan secara keseluruhan, hal tersebut mendasar pada alat bukti dan
pembuktian yang digunakan KPPU. Pada putusan KPPU dijelaskan bahwa
kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica telah melanggar Pasal 5,
Pasal 11, Pasal 16, serta Pasal 25 ayat (1). Berkaitan dengan pasal tersebut
kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica masing-masing dikenakan
denda sebesar Rp. 25. 000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah).
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain terhadap
putusan KPPU tersebut, dalam pemeriksaan tambahan dengan
menghadirkan keterangan ahli, maka berdasarkan sistem pembuktian yang

dianut oleh perundang-undangan Indonesia, maka putusan KPPU tersebut

“Mardiharto Tjokrowarsito, Op Cit., hal. 63.
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dibatalkan secara keseluruhan. Pembuktian yang dihadirkan oleh KPPU
tidak dapat diterima dan dijadikan dasar untuk memutus kasus kartel yang
dilakuan oleh kelompok usah Pfizer dan PT. Dexa Medica tersebut.
Sedangkan menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pembuktian
seharusnya tidak menggunakan analisis dengan alat bukti tidak langsung,
karena Indonesia menganut sistem perundang-undangan dengan bukti

langsung.

Berdasarkan kasus kartel obat hipertensi dan jantung yang dilakukan
oleh kelompok usaha Pfizer dengan PT.Dexa Medica tersebut menjadikan
alasan penulis untuk meneliti dan membahas mengenai Penetapan Harga
Obat Hipertensi dan Jantung dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha
terkait dengan Putusan KPPU No. 17/KPPU-1/2010.

Pokok Permasalahan
Dengan mempertimbangkan uraian latar belakang sebagaimana telah
digambarkan sebelumnya, dan guna memberikan arah dan fokus pada

penelitian ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Apakah telah terjadi persaingan usaha tidak sehat pada perkara Nomor
17/KPPU-1/2010 ?

2. Apa yang menjadi kendala dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999
tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat pada
penyelesaian perkara kartel ?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan dan memaparkan :

1. Untuk mengetahui apakah terjadi pelanggaran hukum persaingan
usaha pada perkara Nomor 17/KPPU-1/2010.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam hal penyelesaian

perkara kartel dilihat dari aspek persaingan usaha.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai
berikut :

1. Manfaat Teoritis
Meningkatkan  pengetahuan dan wawasan penulis dalam
memformulasikan suatu peristiwa hukum menjadi bentuk karya tulis
ilmiah. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk
memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa
tertarik dalam masalah yang akan dibahas berkaitan dengan
persaingan usaha, sebagai bahan pemikiran terhadap pengembangan

teori untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi
pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidang persaingan usaha,
khususnya dalam menerapkan peraturan hukum yang memberikan

perlindungan terhadap persaingan usaha.

3. Manfaat Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

masyarakat mengenai persaingan usaha di Indonesia.

1.5 Kerangka Teori

Dalam Tesis ini digunakan teori yang berhubungan dengan persaingan
usaha, untuk dijadikan sebagai dasar dalam menganalisa masalah. Dari
perspektif teori, kehadiran suatu Undang-Undang baru, perangkat hukum
yang baru dan termasuk sebaliknya hilang atau hapusnya suatu Undang-
Undang atau perangkatnya harus dilihat dalam konteks berubahnya sebuah
sistem hukum. Dalam perspektif sistem hukum seperti itulah hendaknya
dilihat kehadiran hukum antimonopoli yaitu Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 dalam sistem hukum di Indonesia. Substansi putusan KPPU
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Nomor 17/KPPU-1/2010 menjadi korelasi suatu efektifitas sebagai sistem
hukum yang hidup.

Teori hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound bahwa “Law is a tool
of social engineering.” Keistimewaan gagasan Pound tentang fungsi
hukum sebagai alat perubahan sosial terlihat dari pandangannya mengenai
masyarakat yang terus-menerus berkembang dan maju melalui peranan
hukum, jadi hukum tidak saja memelihara peradaban yang sudah ada
(hukum sebagai social control) tetapi hukum juga menciptakan peradaban
(hukum sebagai alat social engineering). Untuk itu para ahli hukum
dituntut untuk menciptakan hukum, bukan saja untuk mengatur dan
menyusun atau mensistemasikan bahan-bahan hukum yang telah ada
karena pada zaman yang modern ini terjadi perkembangan teknologi yang
pesat dan pola perubahan perilaku dalam masyarakat. Maka hukum
diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia dan secara terus menerus
berfungsi sebagai social engineering.?

Hukum di Indonesia dituntut untuk terus maju dalam perkembangannya
mengikuti peradaban masyarakat yang terus maju. Dituntut untuk
mengikuti perkembangan dunia, seperti halnya dalam persaingan usaha.
Perkembangan masyarakat dunia mendorong untuk ahli hukum di
Indonesia ikut menjadi social engineering dalam menangani masalah
persaingan usaha. Pada bidang tersebut hukum yang ada diharapkan bisa

menjadi social control terhadap apa yang sudah ada dalam penerapannya.

1.6 Kerangka Konsepsional
Dalam suatu penelitian diperlukan suatu kerangka berfikir secara
ilmiah dan dilandasi oleh pola pikir yang mengarah pada suatu
pemahaman yang sama. Teori merupakan pengarah atau petunjuk dalam

penentuan tujuan dan arah penelitian.?> Dalam hal memperoleh pedoman

2! Melkias Hetharia, Fungsi Hukum Menurut Roscoe Pound, (Jakarta: Program Pasca
Sarjana Ul, 1996), hal. 159.

%2 5ri Mamudiji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Cet. I, (Depok: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 17.
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yang konkrit dalam penulisan, penulis menggunakan rumusan peraturan
perundang-undangan terkait sebagai berikut :

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran
barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau
satu kelompok pelaku usaha.”®

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau
lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau
jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan
dapat merugikan kepentingan umum.?*

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha.”

Penetapan harga adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian
dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu
barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan
pada pasar bersangkutan yang sama.?

Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk
mengikatkan diri terhadap satu lebih pelaku usaha lain dengan nama
apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.’

Kartel adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha
melalui perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dengan maksud untuk
mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu
barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan

atau persaingan usaha tidak sehat

%% Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 1.

% Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 2.

% Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 6.

% Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 5 angka 1.

%" Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 angka 7
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1.7 Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis
normatif, sehingga data yang dipergunakan berupa norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pelaksanaan peraturan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Sedangkan hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif-
analitis. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data
seteliti mungkin tentang manusia, keadaan-keadaan atau gejala-gejala
lainnya.?® Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat normatif
yuridis, dimana penulis menganalisa norma-norma hukum dan asas-
asas hukum mengenai keterkaitan antara perjanjian lisensi paten dan

persaingan usaha dalam hukum nasional.

2. Jenis Sumber Data

Pada penelitian normatif yuridis ini, data yang dipergunakan adalah
data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data
sekunder.”® Data sekunder sebagai sumber data yang akan penulis
jadikan ‘acuan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari
kepustakaan.*® Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier
yang saling dibedakan berdasarkan kekuatan mengikatnya. Adapun data
sekunder yang digunakan penelitian ini, sebagai berikut:*

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat

dan terdiri dari Norma Dasar,32 Peraturan Dasar, Peraturan

%8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 2007), hal. 9.

# Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV
Rajawali, 2004), hal. 24.

% Sri Mamudii, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

*! Ibid, hal. 30-31.

% yang dimaksud dengan Norma Dasar adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,
sedangkan yang dimaksud dengan Peraturan Dasar adalah Batang Tubuh Undang-Undang Dasar
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Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan,
seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum
dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.** Bahan
hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa
peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Putusan KPPU No.
17/KPPU-1/2010,  Putusan  Pengadilan ~ Negeri  No.
05/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst. Bahan hukum primer adalah bahan-
bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar,
peraturan  dasar, peraturan perundang-undangan, dan
yurisprudensi.>

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan
informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer
serta implementasinya, seperti berupa laporan penelitian, artikel
ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, skripsi, tesis
dan disertasi.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
atau bahan hukum sekunder, contohnya abstrak, almanak,
bibliografi, buku pegangan. Buku petunjuk, buku tahunan,
ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah,
sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.

1945 dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2006), hal. 13.

% Ibid.

%Soekanto, Op Cit, hal. 13.
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3. Cara Memperoleh dan Mengumpulkan Bahan Hukum
Data yang ada diperoleh penulis dengan cara library research,® yaitu
metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap

sejumlah literatur di perpustakaan.®

4. Analisis Data
Metode pengolahan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif karena
menghasilkan temuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan

prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab, dimana setiap
bab dibagi-bagi dalam beberapa sub bab. Materi yang dibahas dalam setiap
bab akan diberi gambaran secara umum dan singkat sebagai berikut:

Bab 1 adalah Pendahuluan dimana penulis menjelaskan latar belakang
permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kerangka teori, kerangka konsepsional, metode penelitan dan sistematika
penulisan. Bab 2 adalah Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha dan
Kartel di Indonesia, dimana penulis menjabarkan mengenai persaingan
usaha di Indonesia, dilihat dari pengertian umum tentang persaingan usaha
tidak sehat, peranan, fungsi dan tujuan hukum persaingan usaha, perjanjian
yang dilarang, kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan, serta hal-
hal yang dikecualikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian
pada bab ini juga akan dijabarkan mengenai kartel dalam hukum
persaingan usaha terkait indikator kartel serta metode pendekatan dalam
putusan kartel. Bab 3 adalah Analisis Mengenai Kartel Pada Perkara No.
17/KPPU-1/2010 dan Kendala dalam Penyelesaian Kartel Ditinjau dari

Aspek Persaingan Usaha yang berisikan pembahasan mengenai analisis

% penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan data
sekunder atau norma hukum tertulis. Lihat Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode
Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 25.

% Sri Mamudii, et. al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Depok: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 22.
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substansi perkara kartel terkait dengan kasus posisi, putusan KPPU,
putusan Pengadilan Negeri, kemudian analisis. Serta akan dijabarkan
mengenai kendala dalam penyelesaian kartel. Pembahasan yang akan
dilakukan dikaitkan dengan Putusan No. 17/KPPU-1/2010 serta Putusan
No. 05/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst. Kemudian analisa yang akan dilakukan
pada bab ini akan ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bab 4

adalah penutup yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran.
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BAB 2

TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KARTEL DI
INDONESIA

2.1 Tinjauan Umum Hukum Persaingan Usaha

Persaingan usaha memiliki peranan yang cukup signifikan dalam
pembangunan perekonomian suatu negara, terutama bagi negara yang turut
serta dalam perdagangan global. Suatu persaingan usaha yang sehat
memberikan banyak kesempatan bagi para pelaku usaha untuk
berkompetisi secara adil dalam memperoleh keuntungan usaha tanpa
mengesampingkan kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen. Agar
tercipta persaingan yang sehat dan situasi yang kondusif maka diperlukan
aturan yang menaungi dan sejalan dengan pembangunan ekonomi.

Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan hal yang baru
bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan baru keluarnya Undang-
Undang tentang Monopoli pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara
efektif pada tanggal 5 Maret 2000, secara lengkapnya dengan nama
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk itu diperlukan pemahaman yang
lebih jauh dan lebih baik lagi mengenai persaingan usaha tidak sehat serta
hal-hal yang terkait didalamnya. Berbagai teori, pemahaman maupun
perkembangan terhadap Monopoli dan hukum persaingan sepatutnya
dicerna dan dibahas lebih mendalam sebagai kontribusi pembangunan

ekonomi di Indonesia.

2.1.1 Pengertian Umum tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat
Apabila membayangkan kata monopoli, maka akan terbayang dalam
benak kita adanya seseorang atau sekelompok orang yang menguasai suatu
bidang tertentu secara mutlak tanpa memberikan kesempatan kepada pihak
lain untuk ikut ambil bagian. Dengan melakukan monopoli suatu bidang

berarti akan terbuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan yang
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sebesar-besarnya bagi kepentingan sendiri. Monopoli di sini sering
diartikan sebagai kekuasaan untuk menentukan harga, kualitas dan
kuantitas suatu barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.
Masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya
sendiri baik mengenai harga, mutu, dan jumlah dikarenakan tidak adanya
pilihan lain kecuali apa yang telah ditawarkan oleh pihak yang melakukan
monopoli tersebut. Hal-hal tersebut telah menimbulkan citra yang kurang
baik yang dikaitkan dengan keserakahan pihak tertentu yang memonopoli
suatu bidang yang menghasilkan barang maupun jasa. Monopoli telah
memberikan suatu kesan makna bagi masyarakat luas, yang secara
konotatif tidak baik dan merugikan kepentingan orang banyak. Banyaknya
persepsi yang ada, tidak hanya di kalangan masyarakat awam, melainkan
juga di kalangan dunia usaha telah membuat makna monopoli kadang
bergeser dari pengertiannya semula.
Dalam Black’s Law Dictionary, monopoli didefinisikan sebagai:

“A privilege of peculiar advantage vested in One Or more persons or
companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a
particular business or trade, manufacture a particular article, or
control the sale of the whole supply of a particular commodity. A form
or market structure in which one or only a few firms dominate the total
sales of a product or service ;o

Definisi lain dari monopoli juga diberikan oleh Christopher Pass dan
Bryan Lowes, dimana monopoli diartikan sebagai:
“Suatu jenis struktur pasar (Market Structure) yang mempunyai sifat-
sifat sebagai berikut:
a) Satu perusahaan dan banyak pembeli;
b) Kurangnya produk substitusi;

¢) Pemblokiran pasar untuk dimasuki”®

%7 Black Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, Sixth Ed., (St Paul MN: West
Publishing Co., 1991), hal. 696.

% Christopher Pass dan Bryan Lowes, Collins Kamus Lengkap Ekonomi, Ed. 2 (Jakarta:
Penerbit Erlangga, 1997), hal. 431.

Universitas Indonesia

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012



22

Sedangkan definisi dari monopoli yang terdapat dalam Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, adalah:

”Penguasaan atas produksi dan/atau pemsaran barang dan/atau atas
penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok
pelaku usaha”.*®

Selain definisi dari Monopoli, dalam Undang-Undang juga diberikan
pengertian dari Praktek Monopoli, yaitu:

”Pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang
mengakibatkan dikuasainyan produksi dan/atau pemasaran atas barang
dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat
dan dapat merugikan kepentingan umum”.*

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya ada empat
hal penting yang dapat dikemukakan dalm praktek monopoli, yaitu:

1. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi;

2. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut berada pada satu atau lebih
pelaku usaha ekonomi;

3. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan
usaha tidak sehat;

4. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan
umum.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga mendefinisikan yang
dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat, yaitu:

”Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi
dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak
jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.*!

Dengan demikian, persaingan usaha tidak sehat merupakan setiap

kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur:

% Indonesia, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, Ps. 1 angka 1

“® Ibid., Ps. 1 angka 2
* Ibid., Ps. 1 angka 6
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1. Ada cara yang tidak jujur dalam menjalankan kegiatan usaha, baik
di bidang produksi maupun pemasaran;

2. Cara yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan melawan
hukum;

3. Perbuatan melawan hukum tesebut bertujuan meniadakan
persaingan;

4. Ada unsur perbuatan restrictive trade practice atau barrier to entry;

5. Perbuatan tersebut dilakukan antar sesame pelaku usaha.

Undang-Undang tidak merinci secara lebih jauh definisi perbuatan-
perbuatan apa saja yang termasuk dalam persaingan usaha tidak sehat
tersebut. Namun dapat dilihat dalam batang tubuh dari Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat, dalam Bab |1l tentang Perjanjian yang Dilarang dan
Bab V tentang Posisi Dominan, akan didapati bahwa istilah persaingan
usaha tidak sehat ini selalu disebutkan sebagai alternatif dari kata
monopoli sebagai salah satu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan atau
perjanjian yang dilarang tersebut.

Hal yang menarik dari Undang-Undang ini adalah bahwa selama suatu
pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan
usaha tidak sehat, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan telah terjadi
suatu praktek monopoli yang melanggar atau bertentangan dengan
Undang-Undang ini meskipun monopoli itu sendiri secara nyata-nyata
telah terjadi, misalnya dalam bentuk penguasaan produksi dan/atau
pemasaran barang dan/atau jasa tertentu. Jadi di sini dapat terlihat bahwa
monopoli itu sendiri tidaklah dilarang, yang dilarang adalah praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Peranan, Fungsi dan Tujuan Hukum Persaingan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dalam bagian umum dari

*2 Elyta Ras Ginting, Hukum Anti Monopoli Indonesia, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2001), him 21-22
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penjelasan menegaskan bahwa tujuan dari adanya undang-undang ini
adalah:

”.... agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan

benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta

terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau

kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan

persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat e

Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999, bahwa Undang-Undang Anti Monopoli mengambil
landasan kepada suatu demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjaga keseimbangan antara
kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum, dengan tujuan
untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisisensi ekonomi
serta melindungi konsumen.

2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya
persaingan usaha yang sehat, dan menjamin kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi setiap orang.

3. Mencegah praktek-praktek monopoli dan/atau persaingan usaha
tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha.

4. Menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam
rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu
upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.**

Tujuan dari Undang-Undang Anti Monopoli sebagaimana dipaparkan
di atas, sebenarnya sama dengan tujuan dari Undang-Undang Anti
Monopoli di banyak negara lain, misalnya dengan Undang-Undang Anti
Monopoli di Belanda, yakni Wet Economische Mededinging, yang
bertujuan:

.... to support the increasing pursuit of cooperation when such
cooperation is aimed at preventing the destructive consequences of
unrestricted competition, and to limit such cooperation when the
monopoliigic power of cartels is used ina way detrimental to the public
interest”.

** Indonesia, op.cit., UU No. 5 Tahun 1999, Penjelasan Umum

*“Ibid., Ps. 3

*Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, cet. 2,
(Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hIm 2-3, (Lihat juga dalam Schuit, Steven R, 1983 : 253).
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Begitu pula tujuan dari Undang-Undang Anti Monopoli di Amerika
serikat, misalnya Sherman Act (1890) berorientasi pada tujuan ekonomis
dalam rangka menegakkan hak setiap warganya untuk berpartisipasi dalam
bidang usaha, yaitu mematahkan setiap kegiatan bisnis yang anti
persaingan dan efisiensi alokasi sumber daya serta mengandung misi
melindungi konsumen. Lalu Clayton Act (1914) dan The federal Trade
Commission Act (1914) yang bertujuan untuk melindungi pelaku usaha
kecil dalam sistem persaingan. Begitu pula dengan Robinson Patman Act
(1950) yang menyempurnakan  peraturan-peraturan  sebelumnya,
khususnya di bidang Price Discrimination dan untuk melindungi pelaku
usaha kecil terhadap booming supermarket yang timbul pada saat itu.*

Terdapat sedikit perbedaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam
visinya bila dibandingkan dengan Undang-Undang Anti Monopoli di
Amerika serikat, hal tersebut dikemukakan oleh Elyta Ras Ginting, di
mana beliau mengemukakan: “Adapun Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
tidak menekankan visinya yang kompetisi semata, tetapi lebih dari itu
undang-undang ini membawa visi sebagai suatu ‘behaviour of conduct’
dalam tatanan dunia usaha, termasuk di dalamnya melindungi konsumen.
Ini karena asas yang dikandung dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
bukan ekonomi kapitalis dengan prinsip Laissez Faire (hal ini berbeda
dengan Amerika Serikat yang menganut prinsip tersebut sehingga
meminimalkan intervensi pemerintah di bidang ekonomi), tetapi
sebaliknya Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia berlandaskan asas
demokrasi ekonomi yang bertujuan menyelaraskan antara kepentingan
pelaku ekonomi dengan kepentingan umum”.*’

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedua Undang-Undang tersebut dan
juga Undang-Undang Anti Monopoli di negara manapun mempunyai
tujuan yang sama yaitu mendukung adanya kompetisi yang sehat dan
mengefisiensikan alokasi dari sumber-sumber ekonomi yang ada sehingga
tidak terpusat pada satu pihak saja yang pada akhirnya akan melindungi

masyarakat konsumen dan pelaku usaha itu sendiri.

“® Elyta Ras, op. cit., him. 23.
" 1bid., him. 25.
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2.1.3 Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan

Mengenai perjanjian yang dilarang, diatur pada Bab Ill tentang
Perjanjian yang Dilarang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Larangan tersebut merupakan larangan
terhadap keabsahan objek perjanjian, dengan demikian berarti setiap
perjanjian yang dibuat dengan objek perjanjian berupa hal-hal yang diatur
dalam Undang-Undang ini adalah batal demi hukum dan karenanya tidak
dapat dilaksanakan oleh pengusaha yang menjadi subjek dari perjanjian
tersebut. Perjanjian yang dimaksud di sini tidak berbeda dengan pengertian
perjanjian pada umumnya baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam
Undang-Undang, objek perjanjian yang dilarang untuk dibuat antara
pelaku usaha dengan pelaku usaha lain adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian Oligopoli

a. “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi
dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”.

b. “Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama
melakukanpenguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau
jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga)
pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh
puluh lima persen) pangsa pasar 1 (satu)jenis barang atau jasa
tertentu”.*®
Dari pasal tersebut dapat dilihat bahwa pelaku usaha dianggap telah

melakukan suatu perbuatan bersama-sama menguasai atau memasarkan

suatuproduksi barang atau jasa jika telah menguasai lebih dari 75%

pangsa pasar untuk 1 (satu) jenis barang atau jasa. Berdasarkan

*® Indonesia, op. cit., UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 4
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ketentuan ini maka dapat dilihat bahwa secara yuridis indikasi telah
terjadinya praktek oligopoli dapat diukur dari :*°
1. Ada 2 pelaku usaha atau kelompok usaha yang menguasai
produksi atau
2. Menguasai pangsa pasar lebih dari 75%;
3. Menguasai produk barang dan/atau jasa yang sejenis yang tidak
ada substitusinya di pasar;
4. Terdapat barrier to entry ke dalam usaha tersebut sehingga tidak

ada persaingan.

2. Penetapan Harga
a. Price Fixing
Price fixing disebabkan terjadinya persetujuan antara beberapa
pelaku usaha yang merupakan pesaing, yang membawa akibat langsung
terhadap harga barang atau jasa yang ditawarkan mereka. Harga yang
ditentukan bersama tersebut tidak harus tepat sama, akan tetapi rentang
harga tertentu sudah cukup untuk menyatakan bahwa telah terjadi
penetapan harga. Perjanjian Price Fixing sendiri dapat berupa:
I. Horizontal Price Fixing
Adalah perjanjian penetapan harga umum yang terjadi antar
sesame pelaku usaha yang selevel seperti produsen dengan
produsen terhadap barang dan/atau jasa yang Sama Yyang
diberlakukan pada pasar yang bersangkutan yang sama.
ii. Vertical Prize fixing
Adalah perjanjian penetapan harga umum yang terjadi antara
pelaku usaha yang tidak selevel, misalnya antara produsen dan
distributor atau dengan pengecer (retailer).
b. Diskriminasi Harga (Price Discrimination)
Perjanjian diskriminasi harga yang dilarang oleh Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999, merupakan perjanjian yang menimbulkan

diskriminasi harga antara konsumen yang satu dengan para konsumen

* Elyta Ras, op. cit., him. 34
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yang lain dalam pasar yang sama (relevant market) untuk suatu produk
barang dan/atau jasa yang sama, di mana biasanya yang melakukan
diskriminasi harga seperti ini adalah pelaku usaha kecil dengan alasan
ekonomi. Larangan diskriminasi harga ditujukan bagi para pembeli
terhadap barang sejenis dengan kualitas yang sama, dengan tidak
memandang apakah pembelian barang tersebut untuk konsumsi, untuk
digunakan ataupun untuk dijual kembali, asalkan praktek tersebut akan
dapat mengakibatkan terhambatnya atau berkurangnya persaingan di
antara para penjual atau cendnerung mengakibatkan terjadinya
monopoli di setiap tingkat perdagangan, atau akan mengakibatkan tidak
berjalan, berkurang, atau terhambatnya persaingan dengan pihak yang
akan mendapatkan keuntungan dari praktek tersebut, atau dengan para

pelanggannya.

. Perjanjian Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar

Larangan pembuatan perjanjian yang berisikan penetapan harga
barang atau jasa di bawah harga pasar atau yang dikenal dengan istilah
anti dumping ini dimaksudkan agar pihak pesaingnya tidak dirugikan
karena barang atau jasanya tidak laku, padahal barang atau jasanya
sesuai dengan harga pasar. Di samping itu, apabila perjanjian yang
menetapkan harga di bawah harga pasar ini tidak dilarang, maka pihak
yang kurang kuat modalnya tentu tidak sanggup menyainginya,
sehingga pada akhirnya nanti para pesaing tersebut akan berguguran

karena tidak laku.

. Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali (Resale Price Maintenance)
Perbuatan resale price maintenance ini biasanya dilakukan oleh
pelaku usaha yang selevel untuk diterapkan pada pelaku usaha yang
tidak selevel, misalnya antara pemasok dengan pemasok yang bersama-
sama menentukan resale price maintenance untuk diterapkan kepada
penerima barang dan/atau jasa (retailer), di mana pemasok tadi

menentukan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan mensual
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kembali barang atau produk yang diperolehnya tersebut dengan harga
lebih refiida dari yang telah diperjanjikan. Resale price maintenance
merupakan suatu tipe praktek perdagangan restriktif, di mana seorang
pemasok menentukan harga pada tingkat di mana semua pengecer harus
menjual kepada pembeli-pembeli terakhir (konsumen terakhir).
Perbuatan ini dilarang karena bisa meniadakan persaingan antar retailer
di bidang harga eceran, disebabkan perbuatan ini akan mencegah para
penjual untuk bersaing dengan harga yang ditawarkan dan pada
akhirnya akan menghilangkan kesempatan bagi konsumen untuk
mendapatkan keuntungan dari adanya persaingan dengan harga yang

seharusnya bisa ditawarkan oleh para penjual eceran (retailer) tadi.

. PembagianWilayah (Market Division)

Tujuan dari dilarangnya perjanjian yang membagi wilayah
pemasaran ataupun alokasi pasar adalah karena perjanjian yang
demikian, sebagaimana juga perjanjian yang dilarang lainnya, dapat
meniadakan atau membatasi pasar, sehingga pihak konsumen maupun
pihak pesaing usaha akan sangat dirugikan akibat adanya perjanjian
tersebut.

. Pemboikotan

Pemboikotan merupakan suatu upaya penghentian pemasokan
barang oleh produsen untuk memaksa pihak distributor menjual
kembali barang-barang tersebut dengan suatu ketentuan khusus yang

ditetapkan pihak produsen.

. Perjanjian Kartel
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan

mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang
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dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat”.>°

Menurut pasal ini, kartel yang dilarang adalah kartel yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat. Dalam beberapa kasus, pembentukan kartel juga dapat membawa
keuntungan. Misalnya, memberikan proteksi terhadap suatu industri
dari ancaman persaingan yang mematikan. Dengan sistem kartel juga
dapat dicegah pengaruh dari persaingan yang dapat memaksa
perusahaan melakukan inovasi yang tidak begitu mendesak sehingga
dapat meringankan biaya riset dan pengembangan. Namun dalam
kenyataannya, praktek kartel lebih sering merugikan karena dapat
menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki sektor perdagangan
tersebut. Bahkan seringkali dapat mematikan perusahaan lain yang
bergerak di sektor yang sama tetapi bukan merupakan anggota dari

kartel tersebut.>

8. Trust

Trust hampir sama dengan kartel, namun perjanjian untuk
membuat trust dilakukan di antara pelaku usaha dengan pelaku usaha
lain yang bukan pesaingnya, dan perjanjian tersebut dimaksudkan untuk
membentuk gabungan usaha yang lebih besar sehingga dapat
mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa.’?
Dengan perjanjian tersebut, dibentuk suatu kerja sama dengan cara
membentuk perusahaan yang lebih besar akan tetapi perusahaan
anggota trust tetap eksis. Tujuannya adalah untuk mengontrol produksi

dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.>®

% Indonesia, op. cit., UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 11

L Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, cet. 1
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), him. 55

> bid., him. 56

> Munir, op. cit., him. 65
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9. Oligopsoni

Jika istilah oligopoli ditujukan terhadap keadaan pasar di mana
hanya dua atau tiga perusahaan saja yang menjadi penjual terhadap
produk tertentu, maka sebaliknya dengan pengertian oligopsoni, di
pasar hanya ada dua atau tiga pembeli yang membeli produk tertentu.
Perjanjian yang dilarang ini adalah perjanjian yang bertujuan secara
bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar
dapat mengendalikan harga barang atau jasa sejenis. Perjanjian ini
dilarang karena seringkali dalam perjanjian ini terkandung unsur
penetapan harga, pengontrolan produksi dan pemasaran serta market
division. Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (2) mengatur tentang anggapan
hukum telah terjadinya oligopsoni jika dua atau tiga pelaku usaha atau
kelompok usaha telah menguasai telah menguasai lebih dari 75%
pangsa pasar dari satu jenis barang dan/atau jasa tertentu.

10. Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal merupakan suatu penguasaan serangkaian proses
produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses
yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha
tertentu. Menurut Elyta Ras Ginting, tindakan integrasi vertikal dapat
menguntungkan maupun merugikan. Dampak yang menguntungkan
tersebut misalnya perusahaan dapat melakukan penghematan biaya
operasional karena penggunaan sumber daya yang ada secara efisien
maupun penghematan manajerial dan dapat menghasilkan produk
dengan harga yang lebih murah. Sedangkan dampak yang merugikan
dialami oleh pelaku usaha lainnya yang tidak dapat ikut berpartisipasi
dalam bisnis tersebut karena adanya barrier to entry yang mungkin
dibuat oleh pihak pesaing yang melakukan perjanjian integrasi vertikal

tersebut sehingga dapat meniadakan persaingan.>*

** ElytaRas, op. cit., hlm 51-52
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11. Perjanjian Tertutup

Menurut Collins, yang dimaksud dengan exclusive dealing
merupakan suatu praktek di mana seorang pemasok mengontrak
distributor untuk memasarkan hanya produk pemasok tersebut tanpa
memasarkan produk saingannya. Transaksi yang eksklusif dalam
beberapa hal dapat memberikan manfaat, yaitu dapat mengurangi biaya
distribusi. Akan tetapi, jika transaksi khusus ini dilakukan oleh
beberapa perusahaan besar dalam suatu pasar, akses dari perusahaan
kecil atau perusahaan yang baru untuk masuk dan membangun

jaringan pemasaran akan terbatas.™

12. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri

”Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di
luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.*®
Ketentuan yang diatur pada Pasal 16 ini sangat luas sifatnya, di mana
perjanjian yang dilarang itu tidak ditentukan sifatnya. Dengan kata
lain, semua perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat
mengakibatkan timbulnya praktek monopoli dan persaingan usaha

tidak sehat adalah dilarang.

2.2 Konsep Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha
Biasanya hambatan dalam perdagangan dilakukan untuk mencegah
terjadinya persaingan yang wajar, sehingga mengakibatkan kerugian dalam
kegiatan usaha, terutama bagi para pihak yang berkaitan langsung dengan
bidang usaha yang bersangkutan.”’ Salah satu cara dalam mengatasi
hambatan ini adalah dengan pengaturan hukum.®

% Christopher Pass, op. cit., him. 215

% Indonesia, op. cit., UU No. 5 Tahun 1999, Ps. 16

%" Stephen F. Ross, Principles of Antitrust Law (Westbury, New York:The Foundation
Press, 1993), hal. 117.

% A. M. Tri Anggraini, “Perspektif Perjanjian Penetapan Harga Menurut Hukum
persaingan Usaha” dalam Masalah-masalah Hukum Ekonomi Kontemporer, diedit oleh Ridwan
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Pada dasarnya, terdapat dua jenis hambatan dalam perdagangan, yakni
hambatan horizontal dan vertical. Hambatan horizontal adalah suatu
tindakan dimana ketika para pesaing dalam bidang usaha sejenis terlibat
dalam perjanjian yang mempengaruhi perdagangan di wilayah tertentu.>®

Hambatan horizontal diartikan secara luas sebagai suatu perjanjian
yang bersifat membatasi dan praktek konspirasi termasuk perjanjian yang
secara langsung atau tidak langsung menetapkan harga dan atau
persyaratan lainnya, seperti perjanjian menetapkan pengawasan atas
produksi dan distribusi, pembagian kuota atau wilayah, atau pertukaran
informasi dan data mengenai pasar, serta perjanjian menetapkan kerjasama
dalam penjualan maupun pembelian secara terorganisir atau menciptakan
hambatan masuk pasar (entry barrier).”

Berbeda dengan jenis hambatan horizontal, hambatan vertical adalah
hambatan perdagangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dari
tingkatan yang berbeda dalam rangkaian produksi dan distribusi.®
Hambatan yang berbentuk perjanjian ini biasanya melibatkan pelaku usaha
pengawas (contolling), dan yang diawasi (controlled). Contoh perjanjian
ini adalah tying agreement, dimana seorang penjual hanya akan menjual
suatu jenis produk jika pembeli bersedia membeli jenis produk lainnya dari

penjual yang sama.®

2.2.1 Indikator Kartel
Selain menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh terlapor memiliki

karakteristik kartel, tim pemeriksa juga menilai faktor-faktor dapat

Khairandy (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi,
2006), hal. 258.

% E. Thomas Sullivan dan Jeffrey L. Harrison, Understanding and Its Economic
Implication (New York: Matthew Bender & co., 1994), hal. 75.

% Anggraini, op. cit., hal. 259 dalam Martin Heidenhain et. al, German Antitrust Law
(Frankfurt am Main: Verlap Fritz Knapp GmbH, 1999), hal. 17.

¢! Lawrence Anthony Sullivan, “Antitrust”, (St.Paul Minnesota: West Publishing, Co.,
1977), hal. 657. Lihat pula pendapat yang mengatakan bahwa hambatan vertical adalah hubungan
antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang merupakan suatu jaringan proses produksi, yang
dapat terjadi dalam satu perusahaan maupun antara produser dengan distributor atau dealer, dalam
Ningrum Natasya Sirait, “Pembuktian dalam Pelanggaran Hukum Persaingan,” (Makalah
disampaikan pada seminar KPPU dan JFTC-JICA, Karawaci, 30 Agustus 2006), hal. 3.

82 A, M. Tri Anggraini, op. cit., hal. 260.
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mendorong atau memfasilitasi terjadinya kartel baik faktor struktural
maupun perilaku. Sebagian atau seluruh faktor tersebut dapat digunakan
sebagai indikator dalam melakukan identifikasi eksistensi sebuah kartel
pada sektor bisnis tertentu. Beberapa diantara faktor-faktor tersebut akan
diuraikan di bawah ini :
1. Faktor structural
a. Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan Secara prinsip, Kartel
akan lebih mudah jika jumlah perusahaan tidak banyak. Dalam
hal ini indikator tingkat konsentrasi pasar seperti misalnya CRn (
jumlah pangsa pasar n perusahaan terbesar) dan HHI (Herfindahl-
Hirschman Index) merupakan indikator yang baik untuk melihat
apakah secara struktur, pasar tertentu mendorong ekseistensi
kartel
b. homogenitas produk
Produk yang homogen, baik berupa barang atau jasa,
menyebabkan preferensi konsumen terhadap seluruh produk tidak
berbeda jauh
c. kontak multi pasar
Pemasaran yang luas dari suatu produk memungkinkanterjadinya
kontak multi-pasar dengan pesaingnya yang juga mempunyai
sasaran pasar yang luas. Multi-pasar dapat diartikan persaingan di
beberapa area pasar atau di beberapa segmen pasar dapat juga
kontak pada beberapa pasar bersangkutan yang berbeda. Kontak
yang berkali-kali ini dapat mendorong para pengusaha yang
seharusnya bersaing untuk melakukan kolaborasi, misalnya
dengan alokasi wilayah atau harga. Selain itu, tidak ada insentif
bagi para pelaku usaha tersebut untuk tidak ikut dalam kartel
karena adanya kekhawatiran “tindakan balasan” dari anggota
kartel di seluruh area atau segmen pasar sasaran
d. Hambatan masuk pasar
Tingginya entry barrier sebagai hambatan bagi perusahaan baru

untuk masuk pasar akan memperkuat keberadaan suatu kartel.
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Peluang pendatang baru untuk mengisi kekosongan pasar akibat
harga kartel yang tinggi agak tertutup. Dengan demikian kartel
akan dapat bertahan dari persaingan pendatang baru. Tingginya
entry barrier dapat bersumber dari tingginnya nilai investasi,
maupun teknologi
e. Karakter permintaan: keteraturan, elastisitas dan perubahan
Permintaan yang teratur dan inelastis dengan pertumbuhan yang
stabil akan memfasilitasi berdirinya kartel. Hal ini terjadi karena
adanya kemudahan bagi para peserta kartel untuk memprediksi
dan menghitung tingkat produksi serta tingkat harga yang dapat
mengoptimalkan keuntungan mereka. Sebaliknya jika permintaan
sangat fluktuatif, elastis dan tidak teratur akan menyulitkan
terbentuknya kartel. Selain itu, permintaan yang inelastis
menunjukan bahwa konsumen sulit untuk mengurangi jumlah
permintaannya akibat kenaikan harga jual. Kondisi tersebut
mengakibatkan tindakan anti persaingan yang dilakukan oleh
pelaku usaha tidak dapat dikoreksi otomatis oleh berubahnya
pilihan konsumen. Oleh karena itu, kondisi inelastis akan
mengakibatkan tindakan kartel efektif merugikan konsumen dan
tidak dapat dikoreksi secara alamiah.
f. Lemahnya kekuatan tawar pembeli (buyer power)

Pembeli dengan posisi tawar yang kuat akan mampu melemahkan
dan akhirnya membubarkan kartel. Dengan posisi ini, pembeli
akan mudah mencari penjual yang mau memasok dengan harga
rendah, yang berarti mendorong penjual untuk tidak mematuhi
harga kesepakatan kartel. Pada akhirnya kartel tidak akan berjalan
secara efektif dan bubar dengan sendirinya. Namun sebaliknya
lemahnya kekuatan daya tawar pembeli, akan mengefektifkan
tindakan anti persaingan termasuk kartel dalam mengeksploitasi

konsumen
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g. Adanya agen penjualan yang sama
Adanya agen penjualan yang sama diantara pesaing, memudahkan
pelaku usaha yang terlibat kartel untuk memantau strategi yang
diterapkan oleh pesaing. Selain itu, agen penjualan yang sama ini
menjadi instrumen untuk melakukan mengkoordinasikan tindakan
antar pesaing selain berguna melakukan monitoring perubahan

output dan harga pesaing®®

2. Faktor Perilaku

a. Transparansi dan Pertukaran Informasi
Kartel akan mudah terbentuk jika para pelaku usaha terbiasa
dengan pertukaran informasi dan transparansi diantara
mereka. Transparansi informasi ini semakin memudahkan
kartel apabila hal tersebut termasuk informasi terkait harga,
produksi dan tingkat penjualan pesaing

b. Pelaku usaha akan mudah membentuk kartel apabila tersedia
informasi tentang respon dan reaksi pesaing di pasar terhadap
strategi penetapan harga, produksi dan pemasaran pelaku
usaha. Ketiadaan transparansi informasi akan menyulitkan
pelaku usaha dalam mengkoordinasikan kartel menjadi efektif

c. Dalam beberapa perkara persaingan usaha di uni eropa bahkan
pertukaran  informasi antar pesaing dapat dianggap
membahayakan kondisi persaingan sehingga dinyatakan
sebagai pelanggaran. Hal tersebut terjadi apabila informasi
tersebut berkaitan tentang spesifik tentang individu
perusahaan dan bukan data agregat industri, terjadi dalam
industri yang terkonsentrasi, berkaitan dengan strategi dan
rencana perusahaan (dimana informasi-informasi tersebut

tidak dapat diakses oleh konsumen atau pelaku usaha

% pytusan KPPU No: 17/KPPU-1/2010, hal. 62-64. Lihat juga dalam ICN, 2008, Anti-
Cartel Enforcement Manual.
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potensial) atau informasi-informasi yang dapat mempengaruhi
pilihan strategi pelaku usaha pesaing di pasar®®

2.2.2 Metode Pendekatan Hukum dalam Putusan Kartel

Kata “per se” berasal dari bahasa Latin yang berarti by itself, taken
alone, by means of itself, through itself, inherently, in isolatio,
unconnected with other matters, simply as such, in its own nature without
reference to its relation.®® Maksud dari prinsip ini adalah apabila suatu
aktivitas adalah jelas maksudnya dan mempunyai akibat merusak, hakim
tidak perlu harus mempermasalahkan masuk akal tidaknya dari peristiwa
yang sama (dengan peristiwa yang sedang diadili) sebelum menentukan
bahwa peristiwa yang bersangkutan merupakan pelanggaran hukum
persaingan.®

Rule of Reason merupakan kebalikan dari per se illegal. Artinya untuk

menyatakan suatu kegiatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan,
pencari fakta harus mempertimbangkan keadaan di sekitar kasus tersebut
untuk menntukan apakah perbuatan itu membatasi persaingan secara tidak
patut, dan untuk itu disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan
akibat-akibat antikompetitif, atau kerugian yang nyata terhadap
persaingan, dan tidak berupa apakah perbuatan itu tidak adil maupun
melawan hukum. Untuk mengetahui suatu perbuatan termasuk per se
illegal dapat menggunakan pertanyaan seperti :*’

1. Apakah ada manfaat sosial bagi perbuatan price fixing (yakni
manfaat yang tidak dapat dicapai melalui persaingan) dalam
lingkungan apapun ? Apakah hal ini sering terjadi ? Apakah tidak
ada mekanisme yang lebih baik untuk menghadapi masalah

tersebut ?

% Ibid., ICN, 2008, Anti-Cartel Enforcement Manual

% Ayudha D. Prayoga et al., Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di
Indonesia (Proyek ELIPS, 1999), hal. 31.

% Ibid., dalam Gellhorn, et al., Has Antitrust Outgrown Dua Enforcement ? A Proposal
for Rationalization, The Antitrust Impulse, Volume | (London: ME Sharpe , tanpa tahun): 338.

% Philip Areeda dan Louis Kaplow, Antitrust Analysis, Problem, Text, Cases (Boston:
Little Brown and Company, 1988), hal. 196-224.
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. Jika price fixing dibolehkan untuk beberapa kasus, haruskah

diadakan pengaturan lebih lanjut ? Apakah lembaga pelaksana

hukum dapat (secara hukum) melakukan tujuan tersebut ?

. Apakah lembaga pelaksana mampu membuat pembenaran yang

dapat dipercaya dalam kasus tertentu mengenai manfaat price
fixing, tingkat bahayanya, atau penyesuaian terus menerus yang
perlu apabila akibat buruk tidak dapat dihindari ?

. Apakah kemanfaatan-kemanfaatan tersebut diatas dapat

dibuktikan dalam kasus tertentu atau dengan kata lain dapatkah
pengadilan menentukan kasus mana yang bisa mendapatkan
pembenaran khusus ?

Untuk membenarkan kartel tidak hanya harus adanya
kemanfaatan atau sebaliknya, tetapi juga harus berhubungan
secara signifikan dengan bahayanya penetapan harga, yang secara
tidak umum ditiadakan oleh beberapa pembenaran yang diakui.
Haruskah pengadilan memperbolehkan kartel demi keuntungan
hukum ? Untuk seluruh kepentingan atau kepentingan dalam
tingkat tertentu ? Bagaimana kemanfaatan tersebut di pertukarkan
dengan bahaya kenaikan harga dan berkurangnya produk ?

. Apakah larangan absolut tersebut terutama berguna untuk

mencegah otang yang potensial melakukan price fixing, baik
melalui penjelasan larangan itu maupun dengan berbagai sanksi

yang menyertai larangan berdasarkan kategori tertentu ?

Jika suatu kolaborasi mengandung sifat-sifat prokompetitif dan
sekaligus antikompetitif maka rule of reason memungkinkan untuk
diterapkan. Perilaku tersebut berlaku terhadap penyelidikan multifaktor

yang mempertanyakan tiga hal, yaitu :%

% prayoga et al., op cit., hal. 69, dalam Section 2 (6) UU Antimonopoli Jepang, Lihat

Undang-undang Persaingan Jepang , Makalah pada Kursus Singkat Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Fakultas Hukum UNHAS, Ujung Pandang, 15-16 Mei 1999,

hal. 2.
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1. Pembatasan perdagangan tersebut membatasi output dan
menaikkan harga ?

2. Apakah manfaat efisiensi melebihi akibat antikompetitif yang
mungkin timbul ?

3. Apakah pembatasan tersebut sepatutnya diperlukan utnuk
mencapai tujuan efisensi ? Dengan demikian tampak bahwa rule
of reason terutama memfokuskan diri secara langsung apda
dampak terhadap kondisi persaingan dari pembuatan pembatasan

yang diselidiki.

Pendekatan rule of reason dimaksudkan sebagai upaya hukum untuk
melarang suatu perjanjian atau kegiatan usaha apabila perjanjian atau
kegiatan yang dimaksud mengurangi atau menghilangkan persaingan. Sifat
larangannya tidak mutlak karena tergantung kepada terpenuhi atau tidak
suatu alasan (reason) yang ditetapkan oleh pembuat UU.

Hampir semua negara menghukum praktek kartel secara per se illegal,
temasuk juga Indonesia menggunakan kedua pendekatan ini. Jika kita lihat
dari pendekatan atau teori pembuktian yang dianut oleh sistem perundang-
undangan di Indonesia yang mengarah pada rule of reason tent
bertentangan dengan pendekatan yang dianut oleh hukum persaingan
usaha di Indonesia. Hal ini yang menjadi tanggung jawab penegakan
hukum persaingan usaha di Indonesia, karena mengalami tantangan

terhadap sistem pembuktiannya.
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BAB 3

ANALISIS MENGENAI KARTEL PADA PERKARA NO. 17/KPPU-1/2010
DAN KENDALA DALAM PENYELESAIAN KARTEL DITINJAU DARI
ASPEK PERSAINGAN USAHA

3.1 Analisis Substansi Perkara Kartel
3.1.1 Kasus Posisi

Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut
KPPU) mulai tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29
Januari 2010 dan jangka waktu gelar laporan adalah 01 Februari 2010
sampai dengan tanggal 18 Februari 2010 memutuskan menindaklanjuti
tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Kartel dalam Industri Farmasi. Hal
tersebut dilakukan karena ada indikasi terjadinya persaingan usaha tidak
sehat yang dilakukan pelaku usaha dibidang farmasi tersebut. Atas inisiatif
tersebut, KPPU berhak memonitoring perkara tersebut dalam ranah

persaingan usaha.

Setelah melakukan Klarifikasi dan penelitian atas monitoring tersebut,
maka Komisi menyatakan hasil monitoring tersebut telah lengkap dan
jelas. Bahwa berdasarkan hasil monitoring yang telah lengkap dan jelas
tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 40/KPPU/PEN/I1/2010
tanggal 18 Februari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara
Nomor: 17/KPPU-L/2010, untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan
terhitung sejak tanggal 18 Februari 2010 sampai dengan 05 April 2010.

Berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan
adanya indikasi kuat pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.
Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan
dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Atas dasar rekomendasi Tim
Pemeriksa tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor:
76/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 06 April 2010 tentang Pemeriksaan
Lanjutan Perkara Nomor: 17/KPPU-1/2010. Penetapan itu dimaksudkan
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untuk melanjutkan Perkara Nomor: 17/KPPU-1/2010 ke dalam tahap
Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 06 April 2010 sampai
dengan tanggal 30 Juni 2010, dan dapat diperpanjang terhitung tanggal 01
Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010 yang selanjutnya Tim
Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor:
233/KPPU/KEP/VI11/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang Perpanjangan
Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 17/KPPU-1/2010 terhitung sejak
tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 11 Juli 2010. Majelis komisi
telah menetapkan beberapa tergugat, yaitu :*°

1. Pfizer Indonesia
PT Pfizer Indonesia merupakan anak perusahaan Pfizer Inc. PT
Pfizer Indonesia mempunyai kewenangan terhadap operasional PT
Pfizer di Indonesia termasuk dalam pemasaran, penjualan dan
produksi secara terbatas, sedangkan keputusan bisnis terkait raw
material merupakan kewenangan Pfizer Inc. PT Pfizer Indonesia
memiliki keterkaitan kepemilikan dengan Pfizer Inc melalui anak
perusahaan yaitu Pfizer Corporation (Panama).
PT Pfizer Indonesia mendistribusikan Norvask melalui PT Anugrah
Argon Medica, berdasarkan perjanjian distribusi  tersebut
ditandatangai oleh oleh H Sidi Said selaku Presiden Direktur PT
Pfizer Indonesia dengan Mr. Andi Wijaya selaku Direktur PT.
Anugrah Argon Medica.

2. PT. Dexa Medica
Merupakan perusahaan farmasi Penanaman Modal Dalam Negeri
(PMDN), dalam hal ini sebagai produsen obat anti hipertensi dengan
zat aktif Amlodipine Besylate merek Tensivask yang memiliki ijin
edar obat dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal
Pengawasan Obat dan Makanan pada tanggal 12 Desember 1994
untuk sediaan 5 mg dengan  Nomor  Pendaftaran
DKL9405014110A1.

% pytusan KPPU No. 17/KPPU-1/2010, hal. 3-6.
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Sebagaimana produk-produk PT Dexa Medica lainnya, dalam
mendistribusikan Tensivask, PT Dexa Medica menggunakan PT
Anugrah Argon Medica sebagai distributor utama. PT Anugrah
Argon Medica adalah anak perusahaan PT. Dexa Medica yang
menguasai £ 98,13% saham.

3. Pfizer Inc.
Pada tahun 1992, Pfizer meluncurkan Norvasc, Zoloft, dan
Zithromax, dan Pfizer Inc adalah pemegang paten zat aktif
Amlodipine Besylate. Bidang usaha Pfizer Inc adalah Manufaktur
Persiapan Farmasi; Manufaktur Obat dan Botanical; Pestisida dan
Manufaktur Kimia Pertanian Lainnya, Pengembangan di bidang
Rekayasa, fisik, dan Kehidupan ilmu.

4. Pfizer Overseas LLC (d/hPfizer Overseas Inc.)
Pfizer Overseas (d/h Pfizer Overseas Inc) adalah anak perusahaan
dari Pfizer Inc, perusahaan yang bertindak sebagai pihak yang
terlibat dalam perjanjian Supply Agreement dengan PT Dexa Medica
untuk pemasokan bahan baku zat aktif Amlodipine Besylate.

5. Pfizer Global Trading (c/o Pfizer Service Company)
Anak perusahaan dari Pfizer Inc. dan pihak yang menerima Planing
Order, memberikan persetujuan supply, mengirimkan zat aktif
Amlodipine Besylate menerbitkan Invoice packing list, dan
memberikan certificate of analysis kepada PT Dexa Medica
Amlodipine Besylate kepada PT Dexa Medica dan PT Pfizer
Indonesia.

6. Pfizer Corporation Panama
Anak perusahaan dari Pfizer Inc serta merupakan pemegang saham
mayoritas di PT Pfizer Indonesia berdasarkan Pernyataan Keputusan
Rapat berdasarkan akta Notaris Lelyana Arif Gondoutomo PT Pfizer
Indonesia No.12 tanggal 23 Juni 2008.

Kelompok Usaha Pfizer dengan PT Dexa Medica diduga melakukan
pelanggaran pasal 5 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 vyaitu
menetapkan harga obat Anti Hipertensi dengan Zat Aktif Amlodipine
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Besylate. Kemudian kelompok Usaha Pfizer dengan PT Dexa Medica
diduga melakukan pelanggaran Pasal 11 Undang-undang nomor 5 tahun
1999 yaitu secara bersama melakukan pengaturan produksi dan pengaturan
pemasaran obat Anti Hipertensi dengan Zat Aktif Amlodipine Besylate.
Bahwa Kelompok Usaha Pfizer diduga melakukan pelanggaran Pasal 25
ayat 1 Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu menyalahgunakan posisi
dominannya untuk mempengaruhi dokter dan/atau apotek agar hanya
meresepkan obat dengan merek Norvask. PT Dexa Medica bersama
dengan Pfizer Overseas Llc (d/h Pfizer Overseas Inc) serta PT Pfizer
Indonesia, diduga melakukan pelanggaran Pasal 16 yaitu melakukan
perjanjian dengan pelaku usaha asing yang berakibat terjadinya praktek

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Hal ini berdasarkan pada supply agreement yang dibuat antara Pfizer
Inc dengan PT Dexa Medica. Kedua perusahaan tersebut melakukan
kerjasama guna menghindari pelanggaran paten yang dilakukan oleh PT
Dexa terhadap Pfizer Inc. PT Dexa Medica terikat secara perjanjian
produksi barang dengan mengikutsertakan Pfizer Indonesia sebagai pihak
yang dilampirkan mengenai invoice supply agreement yang dilakukan oleh

PT Dexa dengan Pfizer.

Peristiwa ini menurut pemeriksaan KPPU bermula pada 12 Desember
1994, PT Dexa Medica mempunyai ijin edar obat yang mengandung zat
aktif Amlodipine Besylate dengan Merek Tensivask sediaan 5 mg dengan
Nomor pendaftaran DKL9405014110A1. PT Dexa menyatakan bahwa
bahan baku zat aktif Amlodipine Besylate yang dipergunakan untuk
memproduksi Tensivask pada tahun 1995 didapatkan oleh PT Dexa
Medica dari Eropa. Sedangkan Pfizer Inc. dan perusahaan patungannya di
Indonesia adalah pemegang lisensinya. Kemudian PT Pfizer Indonesia
telah mengumumkan (somasi) yang menyebutkan terjadinya pelanggaran
paten atas zat aktif Amlodipine Besylate melalui harian Kompas pada
Jumat tanggal 21 Juni 1996 di halaman 10 dan harian Bisnis Indonesia

pada hari Kamis tanggal 25 Juli 1996.
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Dalam hal ini sengketa paten untuk zat aktif Amlodipine Besylate
terjadi antara Pfizer Inc. selaku pemilik paten dan PT Dexa Medica.
Akibat somasi tersebut menurut PT Dexa Medica, perusahaan punya 2

pilihan :"

1. Menarik produk dari pasar dan berhenti memproduksi Tensivask,
atau
2. Menemui pihak Pfizer Inc. serta menawarkan kerjasama dan

menanyakan kemungkinan membeli bahan baku Pfizer.

Langkah penyelesaian sengketa paten yang diambil oleh PT Dexa
Medika adalah opsi yang kedua, yaitu PT Dexa Medica menemui Pfizer
Indonesia melalui Presiden Direktur PT Pfizer Indonesia yaitu McDara
Lynch. Pada proses negosiasi tersebut PT Pfizer Indonesia merupakan
pihak yang menghubungkan PT Dexa Medica dengan Pfizer Inc. di New
York. Pihak yang terlibat dalam proses negosiasi tersebut adalah Pfizer
Inc, Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc), dan Pfizer Indonesia.
PT Dexa Medica menyatakan bahwa dalam proses negosiasi tidak pernah
bertemu langsung dengan Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc),
yang selanjutnya PT Dexa Medica melakukan Supply Agreement dengan
Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) untuk menyelesaikan
pelanggaran atas paten yang dimiliki oleh Pfizer Inc yang dilakukan oleh
PT Dexa Medica.

Pada pelaksanaan Supply Agreement, Pfizer Global Trading menerima
Planing Order dari PT Dexa Medica, memberikan persetujuan supply,
mengirimkan zat aktif Amlodipine Besylate menerbitkan Invoice packing
list, dan memberikan certificate of analysis kepada PT Dexa Medica.
Perjanjian Supply Agreement tersebut yang dilakukan antara Pfizer
Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) dan PT Dexa Medica adalah
dalam rangka penyelesaian sengketa paten atas penggunaan zat aktif

Amlodipine Besylate non Pfizer pada masa paten yang merupakan bentuk

% 1bid., hal. 8.
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pelanggaran paten. Implementasi dari Supply Agreement melibatkan
Kelompok Usaha Pfizer dan PT Dexa Medica.

Berikut adalah beberapa indikasi suatu isi perjanjian yang dilakukan

oleh terlapor mengarah pada kartel menurut KPPU, antara lain ;"

1. Pengaturan mengenai komunikasi antar pesaing dalam Supply
Agreement.
Temuan yang didapatkan KPPU terdapat fakta mengenai
ketentuan pasal dalam supply agreement yang mewajibkan
Terlapor II/PT Dexa Medica untuk menembuskan dan atau
memberi copy semua bentuk pelaksanaan supply agreement
antara Terlapor II/PT Dexa Medica dan Terlapor IV/Pfizer
Overseas LLC kepada Presiden Direktur Terlapor I/PT Pfizer
Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta dan temuan yang didapatkan
KPPU, mengarahkan jelas pada ketentuan pasal dalam supply
agreement suatu bentuk pelaksanaan supply agreement yang
mengarahkan pada perbuatan kartel. Dalam pembelaannya baik
Terlapor I/PT Pfizer Indonesia maupun Terlapor II/PT Dexa
Medica tidak membantah fakta dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Lanjutan (LHPL)"? yang menyatakan adanya ketentuan mengenai
dan menerima tembusan atau copy semua bentuk pelaksanaan
supply agreement antara Terlapor [I/PT Dexa Medica dan
Terlapor 1V/Pfizer Overseas LLC. Majelis Komisi menilai fakta
dalam LHPL tersebut telah menunjukan bukti adanya ketentuan
dalam supply agreement yang mengatur komunikasi diantara
pesaing yaitu Terlapor II/PT Dexa Medica dan Terlapor I/PT
Pfizer Indonesia. Dengan demikian Majelis  Komisi
menyimpulkan terdapat ketentuan dalam supply agreement yang
mengatur komunikasi diantara pesaing yaitu Terlapor II/PT Dexa
Medica dan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia.

! Ibid., hal. 221-225.
72 Untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan singkatan “LHPL”.
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2. Pengaturan pemberian informasi dalam Pfizer Distribution
Agreement
Dalam LHPL terdapat fakta terkait Pfizer Distribution Agreement
antara Terlapor I/PT Pfizer Indonesia.dengan PT Anugrah Argon
Medica yang mewajibkan PT Anugrah Argon Medica untuk
memberikan informasi sensitif kepada Terlapor I/PT Pfizer
Indonesia. Pada pembelaannya Terlapor I/PT Pfizer Indonesia
tidak menyangkal fakta LHPL mengenai ketentuan dalam Pfizer
Distribution Agreement dan menyatakan kewajiban distributor
untuk memberikan laporan informasi pasar, perkembangan
wilayah yang diperjanjikan, statistik perdagangan informasi
tentang kegiatan pesaing dan informasi lain, dianggap Terlapor
I/PT Pfizer Indonesia sebagai informasi yang sangat berharga
bagi Terlapor |I/PT Pfizer Indonesia dalam menghadapi
persaingan. Atas dasar tersebut Majelis Komisi sependapat
dengan LHPL dan menyimpulkan terkait fakta dalam Pfizer
Distribution Agreement antara Terlapor I/PT Pfizer Indonesia
dengan PT Anugrah Argon Medica yang mewajiban PT Anugrah
Argon Medica untuk memberikan informasi sensitive kepada

Terlapor I/PT Pfizer Indonesia.

3. Substansi pengaturan produksi
Pada LHPL dinyatakan terdapat beberapa pasal dalam supply
agreement yang diduga mengarah kepada bentuk pengaturan
produksi berupa penyampaian rencana (forecast) pembelian
bahan baku serta prosedur pemesanan bahan baku oleh Terlapor
II/PT. Dexa Medica, kewenangan inspeksi kelompok usaha
Pfizer, pencantuman kalimat “dibuat dengan zat aktif dari Pfizer”
dalam setiap kemasan Tensivask, adanya opsi bagi Kelompok
Usaha Pfizer untuk menghentikan perjanjian secara sepihak

apabila dijumpai produk tensivask yang beredar di pasar melebihi
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dari kuantitas yang dapat diproduksi dengan bahan baku yang
dibeli dari kelompok usaha Pfizer, serta pemberitahuan,
persetujuan dan berbagai bentuk komunikasi  sebagai
pelaksanaaan dari supply agreement yang melibatkan Terlapor Il
/PT Dexa Medica dengan Supplier (Terlapor 1\V/Pfizer Overseas
LLC) juga harus disampaikan melalui tembusan kepada Terlapor

I/PT. Pfizer Indonesia dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Temuan yang dihasilkan KPPU tersebut dibantah oleh pihak Terlapor

I/PT Pfizer Indonesia sebagaimana tercantum pada pembelaan tergugat

yang pada pokoknya menyatakan bahwa ;"

1.

Penyampaian forecast pemakaian bahan baku adalah hal yang
wajar

Tidak ada bukti Terlapor I/PT Pfizer Indonesia memproduksi
Norvask berdasarkan prediksi kebutuhan bahan baku Terlapor
I1/PT. Dexa Medica

Ketentuan mengenai inspeksi bahan baku dan produk tensivask
adalah wajar untuk melindungi hak paten yang dimiliki Terlapor
I11/Pfizer Inc

Inspeksi yang terdapat dalam Supply Agreement tidak pernah
dilaksanakan

Oleh karena dalam kemasan Tensivask terdapat merek Pfizer,
maka Terlapor [IV/Pfizer Overseas LLC berhak untuk
menghentikan pasokan apabila produk Tensivask melebihi jumlah
yang dapat diproduksi dengan bahan baku dari Terlapor I\V/Pfizer
Overseas LLC

Pembelaan juga disampaikan Terlapor 1I/PT. Dexa Medica berupa

sanggahan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:"*

1.

Pemberian informasi rencana pemesanan bahan baku kepada

supplier adalah wajar dan bukan informasi yang sensitive

3 Ibid., hal. 228-229.
" Ibid., hal. 229.
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Terlapor I/PT Pfizer Indonesia selaku Market Leader TIDAK
Mungkin Menyesuaikan Produksi dengan Terlapor 1I/PT. Dexa
Medica

Klausula Inspeksi pada Supply Agreement dalam Masa Paten
adalah dapat dibenarkan

Pencantuman  Pfizer dalam kemasan Tensivask untuk

meningkatkan image produk serta volume penjualan

"Menanggapi Pembelaan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia Majelis

komisi memiliki pendapat tersendiri yaitu ;"

1.

Informasi mengenai bahan baku dan produksi tensivask dapat
digunakan untuk menjadi acuan bagi Terlapor I/PT Pfizer
Indonesia (selaku pesaing) untuk memantau pasar atau dalam
artian yang lebih khusus, dapat mengetahui rencana produksi,
realisasi produksi serta penjualan produk pesaing (Tensivask)
Pasal 10 mengenai inspeksi adalah pasal yang berdiri sendiri serta
tidak terkait secara langsung dengan perlindungan atau antisipasi
pelanggaran paten ke depan oleh Terlapor II/PT. Dexa Medica
karena sudah masuk dalam ketentuan lain di supply agreement
yaitu pasal 7, 8 dan 9

KPPU beranggapan, pencantuman merek pfizer dalam kemasan
tensivask menjadi sarana untuk mengendalikan jumlah produk
tensivask di pasar

Pembelaan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia yang pada pokoknya
menyatakan Inspeksi tidak pernah dilaksanakan, adalah tidak
rasional karena pada tiga tahun pertama dan setiap tahun setelah
itu, pasal yang bersangkutan tentang inspeksi dalam supply
agreement tetap ada dan dengan demikian secara de facto dan de
jure masih berlaku

Sampai saat putusan ini dibuat, perjanjian supply agreement
masih berlaku, sehingga produk tensivask yg beredar di pasar

> Ibid., hal. 230-231
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masih sesuai dengan penghitungan penggunaan bahan baku oleh
Terlapor 11/PT. Dexa Medica yang dilakukan oleh Kelompok

Usaha Pfizer

Berkaitan dengan Pembelaan yang diberikan oleh Terlapor 11/PT.

Dexa Medica Majelis komisi berpendapat bahwa :"®

1. Penyampaian rencana pemesanan bahan baku kepada supplier
adalah wajar, tapi apabila juga disampaikan kepada pesaing
secara berkala dan sistematis, menjadi tidak wajar. Selain hal
tersebut, terjadinya variasi antara rencana dengan realisasi
pemesanan bahan baku masih sesuai dengan persyaratan yang
diatur dalam supply agreement yaitu +/- 25% dari forecast

2. Klausula inspeksi oleh supplier wajar, namun apabila melibatkan
pesaing serta obyek inspeksi adalah jumlah produk pesaing,
menjadi tidak wajar dalam perspektif persaingan usaha

3. Supply agreement lebih bersifat perjanjian jual beli bahan baku
yang masih dalam masa paten, bukan perjanjian mengenai paten
atau pelimpahan paten

4. Tidak ada korelasi atau hubungan secara empiris antara
pencantuman merek pfizer dalam kemasan Tensivask dengan

tingkat penjualan produk Tensivask

Dalam pendapat yang diberikan Majelis Komisi terhadap pembelaan-
pembelaan yang diberikan para Terlapor dinilai pembelaan terlapor Il
keliru, karena LHPL tidak pernah mencantumkan atau menyebutkan
Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia sebagai market leader. Majelis Komisi
sependapat dengan LHPL dan menyimpulkan dengan demikian supply
agreement mengarah kepada pengaturan produksi dengan fakta sebagai
berikut: penyampaian rencana (forecast) pembelian bahan baku serta
prosedur pemesanan bahan baku oleh terlapor I1I/PT. Dexa Medica,
kewenangan inspeksi kelompok usaha Pfizer, pencantuman kalimat

“dibuat dengan zat aktif dari Pfizer” dalam setiap kemasan Tensivask,

"8 Ibid., hal. 231-232.
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adanya opsi bagi Kelompok Usaha Pfizer untuk menghentikan perjanjian
secara sepihak apabila dijumpai produk Tensivask yang beredar di pasar
melebihi dari kuantitas yang dapat diproduksi dengan bahan baku yang
dibeli dari kelompok usaha Pfizer, serta pemberitahuan, persetujuan dan
berbagai bentuk komunikasi sebagai pelaksanaaan dari supply agreement
yang melibatkan Terlapor Il PT. Dexa Medica dengan Supplier (Terlapor
IV/Pfizer Overseas LLC) yang juga harus disampaikan melalui tembusan
kepada Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dalam jangka waktu yang telah

ditentukan, sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

3.1.2 Putusan KPPU No. 17/KPPU-1/ 2010

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dalam
LHPL, maka Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap
Pasal 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 5 Undang-
undang No 5. Tahun 1999 secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang
harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan
yang sama’”

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku
bagi:

a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau

b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya
pelanggaran Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis
Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha; Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan

Pasal 1 angka 5; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah
orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan

hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan
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atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi;

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran ketentuan
Pasal ini adalah Terlapor I, Terlapor Il, Terlapor IlI, Terlapor 1V,
Terlapor V, Terlapor VI sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,
dan dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha
terpenuhi.

b. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan
harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh
konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir — butir mengenai
paralel pricing, pembuktian adanya kartel termasuk diantaranya
kartel harga dapat menggunakan paralel pricing sebagai bukti tidak
langsung, berkaitan dengan paralel pricing, Majelis Komis
menyimpulkan terdapat trend kenaikan harga yang sama antara
Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dan Terlapor 11/PT. Dexa Medica
terhadap produk Norvask dan Tensivask, dengan demikian Majelis
Komisi menilai unsur Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya
untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus
dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan
yang sama terpenuhi.

Tim Pemeriksa dalam LHPL menyimpulkan adanya pelanggaran
terhadap Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 11
Undang-undang No 5. Tahun 1999 secara lengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha
pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehat.”
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Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya
pelanggaran Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis
Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha, Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam
pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah Terlapor 1, Terlapor II,
Terlapor 111, Terlapor 1V, Terlapor V,Terlapor VI sebagaimana
disebutkan sebelumnya dalam kasus posisi. Dengan demikian
Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha terpenuhi.

b. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud
untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau
pemasaran suatu barang dan atau jasa. Bahwa dalam perkara
ini, Majelis Komisi menemukan adanya bukti perintah untuk
melakukan komunikasi diantara para pesaing dalam supply
agreement. Implementasi komunikasi diantara para pihak
melalui email dan korespondensi pemesanan bahan baku,
pengaturan produksi melalui forecast dan pencantuman merek
Pfizer dalam kemasan Tensivask, kewenangan inspeksi
Kelompok usaha Pfizer terhadap Terlapor 11/PT. Dexa Medica,

Bahwa atas dasar tersebut, Majelis Komisi menilai perilaku yang
dilakukan Kelompok Usaha Pfizer dan Terlapor II/PT. Dexa Medica
tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi produk Norvask dan Tensivask. Majelis Komisi menyimpulkan
dalam paralel pricing terdapat trend kenaikan harga yang sama antara
Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/PT. Dexa Medica
terhadap produk Norvask dan Tensivask yang seharusnya bersaing di
pasar. Dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur Perjanjian dengan
pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga
dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa

terpenuhi.
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Perbuatan yang dilakukan oleh Kelompok usaha Pfizer dan Terlapor
I/PT. Dexa Medica mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat, dan hal tersebut menyebabkan tidak terjadi
persaingan antara Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dengan Terlapor 1I/PT.
Dexa Medica, berdasarkan:

a. terdapat pola paralel dalam fluktuasi maupun Kkointegrasi
terkait dengan volume penjualan produk Norvask dan
Tensivask di pasar

b. Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask dapat dikatakan
excessive berdasarkan rasio MPR kedua merek tersebut
terhadap harga acuan internasional

c. Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask relatif lebih mahal
dibanding harga rata-rata obat generik dalam pasar
bersangkutan yang sama

d. Dengan demikian  Majelis Komisi — menilai  unsur
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

Tim Pemeriksa dalam LHPL menyimpulkan adanya pelanggaran
terhadap Pasal 16 Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Ketentuan Pasal 16
Undang-undang No 5. Tahun 1999 secara lengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di
luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Atas dasar tersebut maka untuk membuktikan terjadi atau tidak
terjadinya pelanggaran Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999,
maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha, Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam
pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah Terlapor 1, Terlapor I,
Terlapor 111, Terlapor 1V, Terlapor V,Terlapor VI sebagaimana
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telah disebutkan sebelumnya, dengan demikian Majelis Komisi
menilai unsur pelaku usaha terpenuhi.
b. Perjanjian, yang dimaksud perjanjian adalah Supply Agreement
yang dibuat oleh Terlapor I1V/Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer
Overseas Inc) (Kelompok Usaha Pfizer) dan Terlapor 11/PT
Dexa Medica pada tanggal 27 February 1997 dan terus
diperbaharui dan berlaku sampai saat putusan ini dibacakan,
dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur perjanjian
terpenuhi.
c. Pihak Luar Negeri, Terlapor 1I/PT. Dexa Medica melakukan
supply agreement dengan Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC
(d/h. Pfizer Overseas Inc) yang merupakan bagian dari
Kelompok Usaha Pfizer yang berkedudukan di New York,
Amerika Serikat, didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum
Amerika Serikat. Terlapor IV juga merupakan anak perusahaan
Terlapor 111 yaitu PT. Pfizer Inc. berkedudukan di New York,
Amerika Serikat yang merupakan pemilik hak paten atas zat
aktif amlodipine besylate.
Dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur perjanjian terpenuhi.
Hal tersebut dikarenakan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
atau persaingan usaha tidak sehat, tidak terjadi persaingan antara PT.
Pfizer Indonesia dengan PT. Dexa Medica, berdasarkan:
a. Bahwa terdapat pola paralel dalam fluktuasi maupun ko
integrasi terkait dengan volume penjualan produk Norvask dan
Tensivask di Pasar
b. Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask dapat dikatakan
excessive berdasarkan rasio MPR kedua merek tersebut
terhadap harga acuan internasional
c. Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask relatif lebih mahal
dibanding harga rata-rata obat generik dalam pasar

bersangkutan yang sama
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d. Dengan demikian  Majelis  Komisi  menilai  unsur
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

Dalam LHPL Tim Pemeriksa menyimpulkan adanya pelanggaran
terhadap Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999.
Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undang No 5. Tahun 1999
secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk: (a) menetapkan syarat-syarat
perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi
konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi
harga maupun kualitas.”

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya
pelanggaran Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis
Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha, pelaku usaha adalah Terlapor I, Terlapor III,
Terlapor IV, Terlapor V,Terlapor VI, dengan demikian Majelis
Komisi menilai unsur pelaku usaha terpenuhi

b. Posisi Dominan, PT. Pfizer Indonesia (bagian dari kelompok
usaha Pfizer) memiliki pangsa pasar lebih dari 50% untuk pasar
bersangkutan obat anti hipertensi dengan zat aktif Amlodipine
Besylate selama periode tahun 2000 — 2007 dengan demikian
Majelis Komisi menilai unsur Posisi Dominan pada Pasal 25
ayat 2 huruf a terpenuhi

c. Syarat Perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau
menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang
bersaing

Bahwa syarat-syarat perdagangan dalam program HCCP yang
melibatkan Dokter berpotensi melibatkan Dokter dalam praktek penjualan
obat resep secara tidak langsung. Dengan keterlibatannya tersebut

preferensi dan objektivitas Dokter dalam meresepkan obat kepada
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pasiennya khususnya Norvask akan terpengaruh. Meskipun program
HCCP memberikan diskon kepada pasien, harga produk Norvask masih
tetap lebih mahal dibandingkan rata-rata obat generik dalam pasar
bersangkutan yang sama. Dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur
Syarat Perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi
konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing terpenuhi.

Tim Pemeriksa turut menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 kegiatan Terlapor tidak termasuk
dalam kegiatan yang dikecualikan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta
dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi Memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terlapor I/PT Pfizer Indonesia, Terlapor
I1I/Pfizer Inc., Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC, Terlapor
V/Pfizer Global Trading dan VI/PT Pfizer Corporation Panama
terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5, Pasal 11,
Pasal 16, Pasal 25 ayat (1) huruf a UU No 5 Tahun 1999;

2. Menyatakan bahwa Terlapor 1I/PT. Dexa Medica terbukti secara
sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, UU
No 5 Tahun 1999;

3. Menyatakan Pasal 5, Pasal 13 huruf ¢ angka IV, Pasal 18 dalam
Supply Agreement antara Terlapor 111/Pfizer Overseas LLC dengan
Terlapor 11I/PT. Dexa Medica batal demi hukum;

4. Menyatakan Pasal 9.1 angka (V) dalam Pfizer Distribution
Agreement antara Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dengan PT.
Anugrah Argon Medika batal demi hukum

5. Memerintahkan kepada Terlapor I/PT Pfizer Indonesia, Terlapor
II/PT Dexa Medica, Terlapor Il1/Pfizer Inc., Terlapor IV/Pfizer
Overseas LLC, Terlapor V/Pfizer Global Trading dan VI/PT
Pfizer Corporation Panama menghentikan komunikasi yang berisi
informasi harga, jumlah produksi dan rencana produksi kepada

pesaing;
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Memerintahkan kepada PT Pfizer Indonesia untuk menurunkan
harga obat Norvask sebesar 65% dari HNA sampai saat putusan
berkekuatan hukum tetap;

Memerintahkan kepada PT Dexa Medica untuk menurunkan harga
obat Tensivask sebesar 60% dari HNA sampai saat putusan
berkekuatan hukum tetap;

Memerintahkan PT. Pfizer Indonesia untuk tidak melibatkan
Dokter dalam program Health Care Compliance Program (HCCP)
Memerintahkan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dan Terlapor II/PT
Dexa Medica untuk menurunkan biaya promosi sebesar 60 %;
Memerintahkan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dan Terlapor II/PT
Dexa Medica untuk membatasi kegiatan sponsorship kepada
dokter sesuai dengan kode etik yang berlaku;

Menghukum Terlapor I/PT Pfizer Indonesia membayar denda
sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang
harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan
Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan
Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
Menghukum Terlapor [I/PT Dexa Medica membayar denda
sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang harus
disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda
pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan
Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan
Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
Menghukum Terlapor I11/Pfizer Inc. membayar denda sebesar Rp.
25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor
ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di
bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat

Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha
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melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
Menghukum Terlapor [1V/Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer
Overseas Inc) membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua
puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara
sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang
persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank
Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda
Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Menghukum Terlapor V, Pfizer Global Trading ( c/o Pfizer
Service Company) : membayar denda sebesar Rp.
25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetor
ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di
bidang persaingan usaha Departemen Perdagangan Sekretariat
Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha
melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
Menghukum Terlapor VI, Pfizer Corporation Panama: membayar
denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)
yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan
denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen
Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas
Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode
penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang

Persaingan Usaha);

Atas dasar putusan KPPU tersebut para Terlapor | PT. Pfizer

Indonesia, Terlapor 1l PT. Dexa Medica, Terlapor 111 Pfizer Inc, Terlapor
IV Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer Overseas Inc.), Terlapor V Pfizer
Global Trading (co. Pfizer), Terlapor VI Pfizer Corporation Panama dan
mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU No. 17/ KPPU-1/2010.
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Permohonan keberatan tersebut kemudian didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 03 Nopember 2010 dengan
Nomor : 05/KPPU/2010/PN.JKt.Pst.

3.1.3 Putusan Pengadilan Negeri No. 05/ KPPU / 2010 / PN. Jkt. Pst.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal ini yang memeriksa dan

mengadili

perkara Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU). Dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan

perkara antara Pemohon Keberatan-1, 11, I, 1V, V, VI (dahulu terlapor-I,

I, 11, 1V, V, VI) melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik

Indonesia (KPPU). Pengadilan Negeri menimbang, bahwa alasan

keberatan yang diajukan oleh para Pemohon keberatan pada inti pokoknya

adalah sebagai berikut ;"

a. Alasan Keberatan Pemohon-I (dahulu terlapor-1)

Vi.

KPPU mengeluarkan putusan yang melanggar pasal 50
huruf b UU Persaingan Usaha yang mengecualikan hak
paten dari penerapan UU Persaingan Usaha;

KPPU mengeluarkan putusan berdasarkan pada bukti yang
tidak langsung (Indirect Evidence) yang tidak diakui dalam
UU Persaingan Usaha;

Pfizer Indonesia tidak melakukan kartel dengan PT. Dexa
Medica;

KPPU dalam amar putusannya No. 6, 7 dan 9 mengeluarkan
putusan tentang harga tidak sesuai dengan kewenangan
KPPU yang diatur dalam UU Persaingan Usaha;

Putusan KPPU salah pihak yaitu menuduh “kelompok usaha
pfizer” yang fiktif dan tidak berdasar hukum,;

Pfizer Indonesia tidak pernah membuat perjanjian dengan
PT. Dexa Medica;

7 Putusan Pengadilan Negeri No. 05/KPPU/2010/PN.Jkt.PSt, hal. 353-356.
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KPPU  mengeluarkan  putsan  berdasarkan  pasar
bersangkutan yang salah;

Pfizer Indonesia tidak melanggar pasal 5, 11, 16, 25 ayat (1)
huruf a UU Persaingan Usaha;

KPPU salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan Suppy
Agreement;

KPPU salah memahami dan menerapkan ketentuan

Distribution Agreement

b. Alasan Keberatan Pemohon-I1 (dahulu terlapor-I1)

Vi.

Vil.

viii.

KPPU telah melanggar asas-asas yang berlaku umum yaitu
tidak memenuhi prinsip mendengar kedua belah pihak (audi
et alteram partem);

KPPU salah dalam penerapan Hukum Acara yang berlaku
dan telah memutus perkara tanpa pertimbangan hukum yang
cukup (onvoldoende gemotveerd);

Putusan KPPU cacat hukum karena kurang pihak (plurum
litus consortium);

KPPU memberikan  kesempatan serta  melakukan
pemberitahuan  kepada Pemohon  keberatan  untuk
memeriksa berkas perkara (enzage) secara tidak patut;
KPPU telah melanggar asas Due Process of Law dengan
menyimpulkan tanpa memberikan kesempatan pemohon
keberatan mengajukan pembelaan;

KPPU salah menentukan pasar bersangkutan;

Pembahasan dalam pasar bersangkutan Amlodipine
Besylate bersifat parsial dan tidak menggambarkan dan
struktur pasar yang sesungguhnya;

Pertimbangan KPPU dalam putusannya bertentangan
dengan pasar bersangkutan yang ditentukan oleh KPPU
sendiri;

Tidak ada parallel pricing antara harga norvask dan harga

tensivask;
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Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

XiX.
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Tidak ada hubungan kausalitas antara parallel sales dengan
kartel;

Supply Agreement bukan merupakan perjanjian yang dapat
mengakibatkan terjadinya pengaturan produksi;
Penunjukkan PT. AAM selaku distributor pemohon
keberatan dan Turut Termohon keberatan-1 (dahulu
terlapor-1) bukan merupakan bukti adanya pengaturan
distribusi;

Tidak ada indikator yang membuktikan telah terjadi kartel
diantara Pemohon keberatan dengan Para Turut Termohon
keberatan (dahulu Terlapor-I, 111, IV, V dan VI);

Tidak ada Excessive Pricing dan Excessive Profit;

Unsur pasal 5 ayat (1), pasal 11, pasalm16 UU No. 5 Tahun
1999 tidak terpenuhi;

KPPU salah menerapkan hukum dengan memutuskan butir
4 dalam amar putusan;

Butir 7 amar KPPU tidak sesuai dengan kerangka teori
hukum persaingan usaha dan tidak memiliki dasar hukum;
KPPU telah bertindak diskriminatif dengan memutuskan
butir 9 amar putusan tanpa memiliki dasar hukum;

KPPU memutuskan butir 10 amar putusan KPPU tanpa

didasari pertimbangan hukum yang layak;

c. Alasan Keberatan Pemohon-l1Il, 1V, V, dan VI (dahulu terlapor-I11,
IV, V dan VI)

Termohon telah mengabaikan hak fundamental dari Para
Pemohon untuk menjalani Proses hukum yang layak (Due
Process of Law);

Termohon telah gagal dalam melaksanakan tugasnya untuk
membuktikan dugaan-dugaan terhadap para pemohon;
Termohon telah gagal untuk membuktikan bahwa

berwenang untuk memeriksa dan mengeluarkan putusan
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KPPU terhadap para pemohon karena para pemohon bukan
pelaku usaha;

iv. Termohon tidak memiliki bukti bahwa para pemohon telah
melanggar pasal 5, 11, 16 dan 25 UU Anti Monopoli,
melainkan hanya dugaan saja;

v. Bukti dugaan Termohon atas partisipasi para pemohon
dalam pelanggaran pasal 5 dan 11 UU Anti Monopoli tidak
berdasar dan tidak lebih dari hanya asumsi yang tidak jelas
dan pembacaan yang keliru bias atas supply agreement
1997 dan 2007 antara pemohon Il dan Dexa Medica;

vi. Termohon telah gagal untuk mempertimbangkan supply
agreement pengecualian dari UU Anti Monopoli padahal
supply agreement jelas terkait dengan perjanjian hak
kekayaan intelektual;

vii.  Paralel Pricing bukan merupakan bukti atas kartel atau
penetapan harga atau persaingan usaha tidak sehat atau
praktek monopoli;

viii.  Putusan KPPU didasarkan sepenuhnya pada ‘“bukti tidak
langsung” yang mana tidak diakui sebagai alat bukti oleh
UU anti monopoli;

iXx. Termohon tidak memiliki bukti atas pelanggaran pasal 5
dan 11 UU Anti Monopoli, karena Termohon tidak
memiliki bukti atas perjanjian apapun antara Pfizer
Indonesia dan Dexa Medica yang menyepakati untuk
menetapkan atau mempengaruhi harga norvask dan
tensivask;

X. Termohon telah gagal untuk membuktikan peran serta para
pemohon dalam dugaan pelanggaran dari pasal 25 UU Anti
Monopoli;

xi. Putusan KPPU telah gagal mencakup pihak-pihak yang
terkait dan penting dan oleh karena itu putusan KPPU
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secara formal cacat akibat kurang pihak (plurum
konsorsium litis);

xii. Denda yang dijatuhkan kepada para pemohon merupakan
pelanggaran atas prinsip pemerintahan yang baik karena
denda tersebut sewenang.

Alasan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut turut menjadi salah
satu pertimbangan Majelis dalam memutuskan, begitu pula dengan
pertimbangan Majelis terhadap putusan KPPU No. 17/KPPU-I/ 2010
tanggal 27 September 2010 yang menyatakan bahwa Para Pemohon
Keberatan (dahulu para Terlapor) telah melanggar pasal 5, 11, 16 dan 25
ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

Hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan terhadap para ahli turut
menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini. Sehingga
dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakrta
Pusat pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2011, memutuskan untuk : "

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon

Keberatan-I, 11, 111, 1V, V, dan VI untuk seluruhnya;

2. Membatalkan putusan KPPU Nomor. 17/KPPU-1/2010 tertanggal

27 September 2010 untuk seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu

rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, KPPU
mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mempertahankan
putusannya. Upaya kasasi tersebut ditempuh karena KPPU keberatan
dengan putusan pengadilan negeri, dimana KPPU menganggap putusan
KPPU atas perkara tersebut telah beralasan dan berdasar bukti yang cukup.
Perkara yang terdaftar dengan No. 294 K/PDT.SUS/2012 itu kini sedang

dalam proses pemeriksaan oleh majelis hakim.

8 Ibid., hal. 382.
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3.1.4 Analisis

Sebagaimana diuraikan di muka dalam pembahasan tesis ini, penulis
akan mencoba membuat kajian terhadap putusan KPPU yang duduk
persoalan, pertimbangan hukum sampai kepada amar putusan telah
dipaparkan dalam sub bab sebelumnya. Analisis yang penulis lakukan
dalam tesis ini berdasar pada dua segi, yaitu bagaimana hukum materil
diterapkan dan bagaimana hukum formil (pendekatan hukum yang
digunakan di KPPU) digunakan dalam menerapkan hukum materil.

Tujuan dari pengaturan hukum persaingan adalah menciptakan pasar
yang wajar, kestabilan perekonomian, tercipta persaingan yang sehat serta
mensejahterakan konsumen, dan salah satu tujuan penting dari pengaturan
tersebut adalah pencegahan terhadap kartel. Kartel menjadi sangat
merugikan bagi konsumen karena harga yang ditetapkan oleh pelaku-
pelaku kartel tidak mensejahterakan konsumen. Dampak penting lainnya
adalah ketika perekonomian negara menjadi terganggu yang diakibatkan
terdapat hambatan bagi pelaku usaha lain untuk berinovasi dan bersaing.
Kartel tidak mengijinkan regenerasi inovasi yang kompetitif.

Terungkapnya suatu kartel tidak terlepas dari beban pembuktian yang
dapat dihadirkan ke publik. Dalam hal ini KPPU sebagai lembaga
pengawas persaingan usaha harus memiliki kemampuan untuk
membuktikan ketika suatu tindakan disebut kartel. Tentu pembuktian yang
dilakukan oleh KPPU berkaitan dengan pemenuhan alat bukti yang cukup
agar dapat memutuskan suatu tindakan dapat dikatakan kartel. Perangkat
alat bukti harus memiliki kekuatan hukum yang mengikat, mampu
membuktikan dan dapat menganalisa indikasi-indikasi kartel yang
ditemukan oleh KPPU.

Cara terbaik untuk menunjukkan keberadaan kartel memang
normalnya adalah dengan mendasarkan pada direct evidence. Namun hal
ini tidak serta merta menutup kemungkinan untuk menemukan atau
menggunakan unsur pembuktian dengan indikasi lain, misalnya indirect

evidence.
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Dari kedua hal yang ditemukan dalam Putusan KPPU No. 17/KPPU-
1/2010 ditemukan adanya indikasi yang menafsirkan pada persepsi dan
temuan di lapangan yang dirangkum menjadi satu menjadi barang bukti.
Kemudian pada Putusannya Pengadilan Negeri mendasarkan pembuktian
kartel pada opini yang mengarah kepada pendekatan rule of reason
sebagaimana metode tersebut dianut dan dipakai di Indonesia. Kedua
putusan tersebut menjadi acuan bagi masyarakat Indonesia untuk
menafsirkan ketidaksiapan sistem yang jelas yang digunakan di Indonesia.
Ketika berbicara mengenai direct maupun indirect evidence, seharusnya
pengkotak-kotak-an tidak diperlukan didalam membuktikan suatu tindakan
kartel, ketika terbatasi sebagaimana hal tersebut terjadi pada perkara kartel
yang di putus oleh KPPU No. 17/KPPU-1/2010 dan di batalkan putusannya
oleh Pengadilan Negeri dalam putusan No. 05/KPPU/2010/PN.Jkt.PSt
maka yang terjadi dan terlihat adalah sebuah ketidakjelasan saja menurut
penulis.

Pada dasarnya ada dua pendekatan atau teori yang dipakai untuk
melihat apakah perjanjian tersebut dilarang atau tidak. Teori tersebut
adalah teori per se dan teori rule of reason. Teori per se mendasarkan pada
pelaksanaan setiap tindakan yang dilarang akan bertentangan dengan
hukum yang berlaku.”

Sedangkan teori rule of reason mendasarkan jika dilakukan tindakan
itu, masih dilihat seberapa jauh hal tersebut akan merupakan monopoli
atau akan berakibat kepada pengekangan pasar. Jadi tindakan tersebut
tidak otomatis dilarang, sungguhpun perbuatan yang dituduhkan tersebut
dalam kenyataannya terbukti telah dilakukan.®

Pada kasus dugaan kartel yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer
dengan PT. Dexa Medica, dalam putusannya KPPU menganggap
perusahaan-perusahaan farmasi tersebut telah melakukan kartel pada obat
hipertensi dan jantung. Dalam penjelasan dan pemriksaannya, KPPU

menemukan bebrapa indikasi yang mengarah pada kartel. Tentu saja

”® Munir Fuadi, Hukum Anti Monopoli, hal. 5.
% Ibid, hal. 5-6.
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analisa yang dilakukan KPPU tersebut telah berdasar pada Undang-undang
yang ada, yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli
dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Bermula dari perjanjian supply
agrement yang dilakukan oleh PT. Dexa dengan Pfizer Inc. yang kemudian
dari kesepakatan damai terhadap pelanggaran paten yang di lakukan oleh
PT. Dexa Medica berujung pada perilaku kartel yang ditemukan oleh
KPPU.

Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan
pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara
keduanya. Dengan perkataan lain, kartel (cartel) adalah kerja sama dari
produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi
produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap
komoditas atau industri tertentu. ®* Jika dilihat dari pengertian sederhana
mengenai kartel, maka yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dengan
PT. Dexa Medica sudah masuk ranah dugaan kartel.

Suatu kegiatan usaha disebut kartel tentu harus memiliki berbagai
penilaian dari indikasi-indikasi yang ditemukan dalam fakta lapangan yang
mengarahkan pemahaman bahwa tindakan tersebut adalah kartel. Tidak
serta merta kita menuduhkan suatu kelompok usaha tersebut kartel tanpa
adanya dasar yang kuat dan analisa yang akurat mengenai kartel. Dalam
hal ini, KPPU selaku pihak yang mengawasi persaingan usaha di
Indonesia, telah sedemikian rupa mengamati, meneliti dan memeriksa
perkara mengenai obat hipertensi dan jantung yang beredar di pasar untuk
tetap pada koridor persaingan usaha yang sehat. Pada kenyataannya,
terdapat indikasi-indikasi yang kuat dari perusahaan-perusahaan farmasi
yang terkait melakukan tindakan kartel. Indikasi tersebut terangkum jelas
pada temuan yang didapatkan oleh KPPU dalam pemeriksaan mengenai
perkara tersebut.

Dari uraian pembuktian yang ditemukan dan diteliti serta diperiksa

oleh Majelis Komisi serta pembelaan yang diberikan oleh para terlapor

8 Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha, 2010, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta, Hal. 105.
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terlihat jelas bahwa pembuktian kartel begitu sulit untuk dibuktikan. Para
terlapor tetap membantah dan melakukan pembelaan terhadap tuduhan dan
bukti yang diberikan oleh Majelis Komisi mengenai supply agreement
bahwa itu hanya sebatas bentuk perlindungan dari pelanggaran paten yang
dilakukan oleh PT. Dexa Medica terhadap Pfizer Inc. Supply agreement
sebagai sebuah prosedur bisnis yang dilakukan oleh PT Dexa Medica
dengan Pfizer Inc dan wujud dari kerjasama kedua perusahaan menjadi
dasar penguat pembelaan yang selalu diusung olen PT Dexa Medica.
Proses kerjasama distribusi antara PT. Pfizer Indonesia dengan PT Dexa
Medica yang diawali di tahun 2006 merupakan waktu yang sama dengan
proses sengketa paten yang sedang terjadi antara PT Pfizer Indonesia
dengan PT Dexa Medica. Dalam proses sengketa tersebut, terdapat fakta
bahwa PT. Pfizer Indonesia menjalin kerjasama dengan anak perusahaan
atau anak perusahaan dari perusahaan yang tengah menjalani proses
sengketa paten (PT Dexa Medica). Kondisi tersebut disebabkan oleh fakta
bahwa PT. Anugrah Argon Medica adalah satu satunya penyalur
(distributor) untuk produk Tensivask yang merupakan salah satu obyek
sengketa hak paten antara PT Pfizer Indonesia dengan PT Dexa Medica.
Berdasarkan data dan fakta tersebut, Tim menilai bahwa proses negosiasi
dan penetapan PT Anugrah Argon Medica selaku distributor dari PT Pfizer
Indonesia merupakan bagian dari proses negosiasi yang dilakukan antara
PT Dexa Medica dengan PT Pfizer Indonesia-Pfizer Inc-Pfizer Overseas.
Dalam kasus dugaan kartel pada PT Dexa Medica dengan Pfizer Inc
serta perusahaan afiliasinya terbukti kuat dari pembuktian yang berhasil
dibuktikan oleh KPPU adanya indikasi kartel. Berbagai pembelaan dari
pihak Terlapor memang suatu bentuk kewajaran guna mempertahankan
argumentasi masing-masing pihak untuk memenangkan perkara tersebut.
Namun disini bukan membahas mengenai siapa pihak yang menang dan
kalah, maupun pihak yang benar dan salah, baik itu didalam peristiwa
hukum, ekonomi, maupun beban pembuktian yang mampu dihadirkan
secara argumentatif. Tujuan dari pembahasan ini adalah bentuk keinginan

untuk melihat lebih dekat mengenai kartel dalam spesifikasi pembuktian
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dari alat bukti yang digunakan oleh KPPU menjadi bantahan yang sangat
argumentatif dari para Terlapor dengan alasan yang kuat bahwa unsur
pembuktian yang diberikan KPPU tidak terpenuhi.

Pasal 11 UU Persaingan Usaha menyatakan : “Pelaku usaha dilarang
membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud
untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau
pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat beberapa unsur yang harus
dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggaran terhadap Pasal 11 UU
Persaingan Usaha, yaitu :

1. Membuat perjanjian dengan pesaing

2. Bermaksud mempengaruhi harga

3. Mengatur produksi dan atau pemasaran

4. Mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak

sehat

Jika kita lihat dengan seksama, maka unsur-unsur tersebut bersifat
komulatif (bukan alternatif). Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah
satu unsur mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap Pasal 11 UU
Persaingan Usaha menjadi tidak terbukti. Disinilah kita melihat unsur
pembuktian yang digunakan oleh KPPU masih pada pembuktian
menggunakan pendekatan rule of reason, mendasarkan perbuatan yang
private melanggar persaingan usaha, disinilah letak reason pada
pendekatan tersebut dengan melakukan analisa pasar dari sisi ekonomi.
Kesulitan dari pendekatan rule of reason dalam persaingan usaha adalah
terlalu lama prose yang diperlukan untuk membuktikan suatu perbuatan
tersebut Kkartel atau tidak, sementara di negara-negara lain metode
pendekatan kartel sudah menggunakan per se illegal yang tanpa melihat
alasan atau pelanggaran terhadap persaingan usaha dan bahkan di negara-
negara lain kartel masuk dalam kejahatan pidana. Tidak terlihat adanya
whistle blower pada perkara kartel ini, maka itu dijadikan juga alibi kuat

bagi para terlapor untuk menghindari tuntutan KPPU. Seharusnya ini tidak
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terjadi, jika adanya perbaikan-perbaikan di bidang regulasi yang terus
dikembangkan oleh KPPU. dengan peningkatan pengawasan melalui
regulasi yang spesifik tentang kartel maka akan kecil kemungkinan dan
mempersempit ruang pelaku usaha selaku pemegang paten untuk

melakukan perjanjian dengan mengusung hak-hak pemegang paten.

Pada satu sisi HKI berbicara tentang perlindungan hak intelektual
sebagai bentuk insentif dan penghargaan (incentive and reward) agar
memacu Kkreatifitas dan inovasi dalam mengembangkan seni, ilmu
pengetahuan, teknologi dan perdagangan yang diharapkan akan
meningkatkan kualitas peradaban masyarakat. Pengaturannya memberikan
kesempatan kepada si kreator dan/atau si pemegang haknya atau bahkan
mengambil keuntungan dari padanya. Rezim hukum HKI dengan demikian
dapat dikatakan berada pada sisi pro persaingan usaha. Pada sisi lain,
rezim hukum persaingan usaha berbicara tentang perlindungan terhadap
iklim berkompetisi yang fair guna terbukanya peluang ekonomi, inovasi,
dan kesempatan berusaha bagi semua pihak. Pada prinsipnya hukum ini
akan memberikan kesempatan untuk kepastian berusaha bagi semua orang
dengan cara membebaskan pasar guna efisien dan kompetisi yang fair

untuk memberikan konsumen alternatif pilihan yang terbaik dalam pasar.

Kacamata UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, HKI adalah termasuk pasal yang
dikecualikan yaitu Pasal 50 huruf b, yang berbunyi : “perjanjian yang
berkaitan denga hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek
dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu
dan rahasia dagang serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba’.
Hendaknya setiap pihak memaknai ketentuan Pasal 50 huruf b tersebut
sebagai berikut : pertama, bahwa perjanjian yang berkaitan dengan hak
kekayaan intelektual yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perjanjian
lisensi yang berada dalam lingkup hak paten, hak merek, hak cipta, hak
desain industri, hak desain tata letak sirkuit dan hak rahasia dagang.

Kedua, bahwa istilah “rangkaian elektronik terpadu” hendaknya dimaknai
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sebagai desain tata letak sirkuit terpadu. Pandangan KPPU dalam
pedomannya, penerapan pengecualian tentang lisensi HKI, setiap orang
hendaknya memandang bahwa pengecualian perjanjian lisensi HKI dari
ketentuan hukum persaingan usaha hanya dapat dilakukan sepanjang
perjanjian lisensi HKI tersebut tidak bertentangan dengan asas dan tujuan
dalam pasal 2 dan 3 UU No. 5 tahun 1999. Untuk mencegah
penyalahgunaan HKI yang menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat maka indikator utama pengecualian adalah
pengusaan pasar atas produk atau jasa yang dilakukan dengan lisensi HKI
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar.

Dari hasil putusan KPPU, kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa
Medica merasa keberatan dan mengajukan alasan keberatannya tersebut
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan-alasan yang telah
diuraikan sebelumnya pada kasus posisi. Majelis Hakim melihat dari sisi
yang berbeda dan mendasarkan putusan pada keterangan ahli yang
dihadirkan sebagai bagian dari pemeriksaan tambahan yang diajukan oleh
kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica. Salah satunya adalah
mengenai pembuktian indikasi kartel yang digunakan KPPU dianggap
salah dan tidak berdasar.

Secara formal pembuktian dengan menggunakan alat bukti tidak
langsung nampaknya sulit diterima, hal ini terlihat dari Putusan Pengadilan
Negeri pada kasus kartel obat hipertensi dan jantung yang melihat sisi
pembuktian tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia. Dalam salah satu
pendapat ahli yang dihadirkan dalam pemeriksaan tambahan oleh KPPU,
Prof. Erman Rajagukguk, SH.LL.M, Ph.D mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :#?

1. Alat bukti tidak langsung (indirect evidence) bisa berupa
penafsiran atau interpretasi , logika, misalnya beberapa kali

mengadakn hubungan telepon tanpa membuktikan isi

® Erman Rajagukguk, keterangan ahli dalam Putusan Pengadilan Negeri No.
05/KPPU/2010/PN.Jkt.Pst. hal. 358-359.
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pembicaraan telepon tersebut, atau beberapa kali mengadakan
pertemuan, tanpa membuktikan apa isi pertemuan tersebut

2. Bukti tidak langsung tidak dikenal dalam hukum pembuktian
persaingan usaha Indonesia UU.No. 5 tahun 1999, yang dikenal
sebagaimana dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999

3. Kesimpulannya adalah, bukti tidak langsung tidak sama dengan
alat bukti dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 dan tidak dikenal
dalam undang-undang di Indonesia

4. Bukti tidak langsung tidak sama dengan alat bukti petunjuk.
Berdasarkan pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk harus diperoleh
dari keterangan saksi, surat maupun keterangan pelaku usaha /
terlapor. Sedangkan bukti tidak langsung bisa berdasarkan
dugaan, penafsiran atau interpretasi dan logika. Ketiganya itu
dilarang dalam pembuktian tindak pidana di Indonesia sehingga
dilarang dalam perkara persaingan usaha yang menganut prinsip-
prinsip dalam hukum pidana

5. Bukti tidak langsung berasal dari beberapa kasus di luar negeri.
Akan tetapi, prinsip pembuktian yang diterapkan dalam putusan
kasus-kasus luar negeri baru bisa dipergunakan di Indonesia, bila
prinsip-prinsip tersebut sudah dianut oleh undang-undang
nasional Indonesia.
Dalam segi formal sebagaimana tertuang dalam pertimbangan-
pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, memang Indonesia
tidak menganut metode pembuktian tidak langsung, tapi melihat
kasus kartel sulit mencari dan menemukan bukti langsung (direct
evidence) seharusnya dimungkinkan menggunakan metode
pembuktian tidak langsung (indirect evidence). Secara logika
berfikir terhadap kasus kartel, pada faktanya kartel menjadi begitu
sulit dideteksi tanpa menggunakan indirect evidence karena
perusahaan yang berkolusi berusaha menyembunyikan perjanjian
diantara mereka untuk menghindari kejaran hukum. Ketika suatu

perjanjian yang mengarah kartel dijadikan alat bukti sebagaimana
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persaingan usaha di Indonesia menganut alat bukti langsung yaitu
perjanjian, maka hal tersebut bersinggungan dengan hak
eksklusifitas dari penggunaan perjanjian tersebut sebatas pada
perjanjian penyelesaian sengketa pelanggaran paten sebagaiman
pada kasus kartel yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer
dengan PT. Dexa Medica. Terlepas dari segala bentuk
pembuktian baik langsung maupun tidak langsung, seharusnya
dalam menerapkan suatu prinsip hukum terutama dalam
persaingan usaha tidak melihat dengan kaku dan terbatas dimana
hukum persaingan usaha itu sendiri sifatnya tidak statis, tapi
berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebijakan

negara.

Secara materiil KPPU telah memeriksa dan menjalankan segala
sesuatu yang ada dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 untuk mencari
dan telah terpenuhinya unsur yang tiap-tiap pasal mengenai pelanggaran
terhadap persaingan usaha dan kartel untuk menjerat kelompok usaha
Pfizer dengan Dexa Medica. Pada pokoknya KPPU juga
mempertimbangkan berbagai unsur, sebagai bukti penguat, dari segi
hukum dan ekonomi. Unsur-unsur pasal yang terpenuhi tersebut
diantaranya adalah Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 25 sebagaimana

telah diuraikan sebelumnya dalam kasus posisi.

Pertimbangan lain yang dilakukan oleh majelis adalah mengenai
analisa ekonomi vyang digunakan KPPU dalam melakukan dan
mendasarkan pemeriksaan pelanggaran persaingan usaha yang dilakukan
oleh kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica sesungguhnya tidak
berdasar. Dalam hal keterangan ahli yang disampaikan oleh Prof. Erman
Rajagukguk, bahwa seharusnya KPPU tidak mendasarkan pada
pembuktian yang tidak dianut oleh Indonesia yaitu pembuktian tidak
langsung. Secara sederhana dalam Undang-Undang Persaingan Usaha
pada Pasal 42 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah dijelaskan dan sebagai
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salah satu acuan dari KPPU dalm pengumpulan alat bukti. Alat bukti yang
disebutkan dalam Pasal 42 U No. 5 tahun 1999 tersebut adalah keterangan
saksi, keterangan ahli, surat dan/atau dokumen, petunjuk, keteranga pelaku
usaha. Dari kelima alat bukti tersebut KPPU dipersidangan terbantahkan
untuk dapat mengumpulkan alat bukti berupa perjanjian penetapan harga,
keterangan ahli yang menyatakan kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa
Medica melakukan kartel, karena pembuktian yang dilakukan oleh KPPU
menurut keterangan para ahli yang dihadirkan dan diperiksa menggunakan
metode pendekatan per se illegal dimana bertentangan dengan metode
yang dianut oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yaitu rule of

reason.

Pendapat ahli Prof. Dr. Ine Minara S. Ruky telah mengemukakan
pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut : %

1. Dari sisi ekonomi dan bisnis, supply agreement dan distribution
agrement tidak serta merta dapat dipandang sebagai “perilaku
yang memfasilitasi praktek untuk menghilangkan persaingan atau
kartel”. Secara ekonomi, informasi yang dipertukarkan dalam
suply agreement (dalam hubungan dengan pemasok) dan
distribution agreement diperlukan semata-mata untuk tujuan
bisnis itu sendiri (a.l.. supply agreement mencakup risk
mangement supplier, compliance issues seperti: adequacy of
quality system, change notification, compliance with appropriate
standards, suitability for use and safety to end user): kolaborasi
dengan pemasok merupakan bagian penting dari proses
manajemen rantai pasokan (supply chain) secara keseluruhan;

2. Kartel masuk ke dalam kategori pembatasan kompetisi melalui
kesepakatan horizontal. Kartel hanya akan dilakukan dengan
“pesaing” sehingga jika berhasil, efektif meniadakan dan atau
mengurangi persaingan. Perilaku interdipendensi dalam relasi

vertikal melalui supply agreement yang disertai dengan

8 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal. 375.
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information sharing berbeda dengan perilaku membatasi
persaingan melalui relasi horizontal seperti kartel. Dalam
hubungan dengan pemasok forecasting diperlukan untuk
memperoleh kepastian kebutuhan pasokan dan manajemen

inventory.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, hakim berkesimpulan bahwa
supply agreement dan distribution agreement tidak dapat tersebut
diperlukan dalam tujuan bisnis, dalam proses bisnis pertukaran informasi
adalah diperbolehkan. Putusan KPPU No. 17/KPPU-1/2010 memutuskan
adanya perilaku persaingan usaha tidak sehat dan mengarah pada kartel
yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica.
Sebaliknya, putusan KPPU tersebut dibatalkan karena berdasarkan
pemeriksaan tambahan kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica tidak
dapat dikatakan melakukan persaingan usaha tidak sehat yang mengarah
pada kartel berdasarkan pertimbangan dan putusan majelis hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 05/KPPU/2010/ PN.Jkt.Pst. Sampai
dengan penelitian ini dibuat perkara kartel tersebut masih berlanjut dengan
keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan
oleh KPPU ke Mahkamah Agung, sampai sekarang proses pemeriksaan
masih dilakukan.

Dapat disimpulkan disini bahwa, Pasal 5 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 telah terpenuhi unsur yang dilakukan oleh kelompok usaha
Pfizer dan PT. Dexa Medica. Benang merahnya ada supply agreement
yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica.
Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa
pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya, dalam hal ini kelompok usaha Pfizer masuk dalam teori Single
Economic Entity Doctrine yaitu hubungan induk dan anak perusahaan
dimana anak perusahaan tidak memiliki independensi untuk menentukan
arah kebijakan perusahaan sebagai suatu kesatuan entitas ekonomi, hal

tersebut terjadi pada kelompok usaha Pfizer. Pelaku usaha dapat dimintai
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pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain
(anak perusahaan) dalam satu kesatuan ekonomi, walaupun pelaku usaha
induk (parent company) berada atau beroperasi diluar yurisdiksi hukum
persaingan usaha suatu negara (Indonesia), sehingga hukum persaingan
usaha dapat bersifat ekstrateritorial. Pfizer Indonesia dalam hal ini
merupakan pelaku usaha pesaing bagi PT.Dexa Medica yang seharusnya
tidak boleh melakukan perjanjian maupun memberikan informasi atau
kerahasiaan perusahaan. Pada pelaksanaan supply agreement (perjanjian
yang dilakukan antara kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica)
mengakibatkan tidak terjadinya independensi dalam melakukan usaha.
Sementara persaingan sehat justru terjadi apabila pelaku usaha di pasar
dapat bertindak secara independen dalam menentukan harga jual, jumlah
output, strategi pemasaran dan lainnya. Dalam kasus ini Pfizer Indonesia
selaku pelaku usaha pesaing dari PT. Dexa Medica dengan adanya supply
agreement yang mengharuskan melampirkan juga forecast kepada Pfizer
Indonesia dapat melihat pemesanan bahan baku, jumpal obat yang
diproduksi, independensi PT. Dexa Medica tidak terjamin disini, karena
pelaku usaha (PT. Dexa Medica) seharusnya dapat menjaga informasi
sensitif yang dimiliki dan tidak menyebabkan pesaing tahu (Pfizer
Indonesia). Informasi yang seharusnya dijaga dan menjadi independensi
dari pelaku usaha diantaranya menyangkut tentang pilihan strategi berupa
harga jual, jumlah produksi, nilai penjualan, rencana produksi, dan rencana

penetapan harga.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pada intinya
menyebutkan bahwa kartel adalah ketika pelaku usaha dilarang membuat
perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud
mempengaruhi harga dengan mengatur produksi, distribusi yang
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dalam perkara kartel ini,
Kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica telah menuhi unsur-unsur

pada pasal 5 maupun pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu :
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1. Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain;
kelompok usaha Pfizer (Pfizer Indonesia-Single Economic Entity
Doctrine) membuat perjanjian dengan PT. Dexa Medica

2. Perjanjian; perjanjian yang dibuat adalah supply agreement

3. Mempengaruhi harga, mengatur produksi dan atau pemasaran suatu
barang dan jasa; dalam supply agreement disebutkan mengenai
pengaturan pembatalan janji oleh Pfizer Inc. jika ditemukan
kelebihan (excess) stock produk PT. Dexa Medica (Tensivask)
yang tidak sesuai dengan proyeksi / pemasaran, pengaturan
distribusi sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya,
serta mengenai informasi yang dapat diketahui oleh Pfizer
Indonesia karena dilampirkan mengenai forecast (seharusnya
menjadi independensi PT. Dexa Medica)

4. Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat; berdampak konsumen membayar lebih mahal
suatu produk, dengan tidak adanya persaingan harga yang
seharusnya terjadi diantara Pfizer Indonesia dan PT. Dexa Medica,
sehingga konsumen tidak memiliki daya tawar diakibatkan tidak
adanya persaingan di antara pelaku usaha pesaing.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa telah terjadi persaingan
usaha tidak sehat antara kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica
terkait dengan Putusan KPPU No.17/KPPU-1/2010. Berdasarkan Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat menyimpulkan bahwa pelanggaran
terhadap unsur persaingan usaha terpenuhi. Minimal dua alat bukti telah
terpenuhi sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 42 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1999, yaitu terdapat data atau dokumen (perjanjian
supply agreement) dan keterangan ahli dalam hal ini ahli ekonomi dalam
pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh KPPU. Pertukaran informasi
antar para peserta kartel (kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa
Medica).
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3.2 Kendala dalam Penyelesaian Kartel

Beranjak dari kedua putusan mengenai kartel tersebut, yakni putusan
KPPU dan putusan Pengadilan Negeri mendorong penulis untuk
melakukan penelitan lebih lanjut. Disini penulis menemukan bahwa yang
terjadi adalah letak kesulitan pembuktian pada kasus kartel. Pada satu sisi
secara materiil dengan berdasar pada teori per se illegal digunakan oleh
KPPU dalam menganalisa pembuktian kasus kartel, namun disisi lain
secara formiil pembuktian dengan per se illegal menemukan kesulitan,
karena secara Undang-undang Indonesia menganut teori rule of reason.
KPPU dalam hal ini terlihat mengejar kebenaran materiil sedangkan
Pengadilan Negeri mengejar kebenaran formiil dari kasus kartel yang
dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica.

Di dalam memeriksa pelaku usaha ataupun saksi, KPPU memerlukan
bukti-bukti bahwa pelaku usaha yang bersangkutan melanggar UU
Antimonopoli dan peraturan pelaksanaannya. Alat-alat bukti yang
digunakan oleh KPPU berbeda dengan alat-alat bukti yang tercantum di
dalam KUHAP. UU Antimonopoli telah menetapkan di dalam Pasal 42
UU Antimonopoli, tentang alat-alat bukti pemeriksaan KPPU yang terdiri
dari:®*

keterangan saksi;
keterangan ahli;
surat dan atau dokumen;

petunjuk; dan

© © N o o

keterangan pelaku usaha

Untuk dapat memahami pengertian dari keterangan saksi dalam
lingkup hukum persaingan usaha, perlu kita lihat ketentuan hukum acara
pidana sebagai perbandingan. Di dalam ketentuan KUHAP Pasal 1 ayat 27
dikatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu

peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

# Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, 2005, PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 42.
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dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.®> Keterangan saksi
tersebut yang akan dijadikan pertimbangan oleh KPPU dalam membuat
putusan. Dalam praktiknya, minimum pembuktian yang dianggap
membuktikan kesalahan terdakwa sekurang-kurangnya dapat dibuktikan
dengan dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini keterangan saksi saja tidak
dapat menguatkan pertimbangan kesalahan terdakwa, perlu dikuatkan
dengan alat bukti lain.

Keterangan ahli dibutuhkan guna menghasilkan suatu keputusan yang
baik. Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga menjelaskan bahwa dalam
Pasal 1 angka 28 KUHAP mengatur mengenai keterangan ahli, apabila
dikaitkan dengan perkara persaingan usaha, tentu seorang ahli yang
dimaksud memiliki keahlian khusus mengenai masalah praktek monopoli
dan persaingan usaha, serta memahami dan mengerti industri ataupun
kegiatan jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha yang ditetapkan sebagai
terlapor.®®

Hampir semua negara menghukum praktek kartel secara per se illegal,
bahkan anggota kartel pada umumnya menghadapi tanggung jawab atas
potensi kriminal. Namun ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 menetapkan, bahwa pelaku usaha dilarang membuat
perjanjian dengan para pesaingnya untuk mempengaruhi harga “hanya
jika” perjanjian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan/atau persaingan tidak sehat. Ketentuan ini mengarahkan pihak komisi
(KPPU) untuk menggunakan pendekatan rule of reason dalam
menganalisis kartel.?” Dalam teori hukum persaingan usaha, Sutrisno
Iwantono (anggota/ketua KPPU 2000-2005) mengemukakan bahwa alat-
alat bukti dalam proses investigasi kartel dapat diklasifikasikan menjadi

dua jenis, yaitu:®®

* Ibid., hal. 43.

** Ibid., hal. 45-46.

8 A.M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Perse Illegal dan Rule of Reason, 2003, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 210.

8 Sutrisno Iwantono, http://iwantnco.com/detail.php?id=5, (23 Januari 2012)
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Bukti langsung (direct evidence)

adalah bukti yang dapat menjelaskan adanya perjanjian atau
kesepakatan tertulis atau tidak tertulis yang secara jelas menerangkan
materi kesepakatan, contohnya adalah:

a. Adanya perjanjian tertulis, misalnya untuk menyepakati harga,
mengatur produksi, mengatur pasar, membagi wilayah
pemasaran, menyepakati tingkat keuntungan masing-masing.

b. Rekaman komunikasi (baik tertulis atau dalam bentuk
elektronik) anatara pelaku kartel yang menyepakati mengenai
adanya suatu kolusi kartel.

c. Pernyataan baik lisan dan/atau tulisan yang dilakukan oleh
pelaku kartel yang menyepakati kartel, yang dibuktikan dengan
rekaman catatan atau kesaksian yang memenuhi syarat

Bukti tidak langsung (indirect / circumstantial evidence)

adalah bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan
spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, terdiri
dari;

a. Bukti komunikasi yang membuktikan adanya komunikasi
dan/atau pertemuan antar pelaku kartel, namun tidak
menjelaskan mengenai substansi yang dibicarakan, contohnya
adalah;

i. Rekaman komunikasi antar pesaing, bukti perjalanan
menuju suat tempat yang sam dan dalam waktu yang
bersamaan antar pesaing (rapat asosiasi), nhamun tidak
menjelaskan topik yang dibicarakan

ii. Notulen rapat yang menunjukan pembicaraan mengenai
harga, permintaan atau kapasitas terpasang

iii. Dokumen internal yang menjelaskan mengenai strategi
harga kompetior

b. Bukti ekonomi, contohnya adalah;

i. Perilaku pelaku usah di dalm pasar atau industri secara

keseluruhan, antara lain : harga yang paralel, keuntungan
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yang tinggi, pangsa pasar Yyang stabil, catatan
pelanggaran hukum persaingan usaha yang pernah
dilakukan oleh pelaku usaha.

ii. Bukti perilaku yang memfasilitasi kartel antara lain :
pertukaran informasi, adanya signal harga, ongkos
angkut yang sama, perlindungan harga, MFN policy

iii. Bukti ekonomi struktural, antara lain: tingkat konsentrasi
industri yang tinggi, konsentrasi yang rendah pada
industri lawanya, tingginya hambatan masuk, banyaknya
integrasi vertikal, produk yang homogeny.

Atas dasar inilah mengapa KPPU dalam pemeriksaannya
menggunakan analisis ekonomi, penulis berpendapat bahwa hal
pembuktian ini menjadi kendala yang berat bagi KPPU untuk
menunjukkan adanya bukti langsung dan tidak langsung dalam perkara
kartel. Setidak-tidaknya ada tiga unsur yang harus dibuktikanoleh KPPU
terkait dengan Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999. Pertama adalah adanya
perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang menunjukan bahwa
para pelaku usaha tersebut berkolusi dan menjadi bukti utama atau direct
evidence di mana para pelaku usaha saling berkoordinasi untuk
mempengaruhi pemasaran barang dan/atau jasa. Kedua, konspirasi antara
pelaku usaha untuk mempengaruhi pemasaran produksi barang dan/atau
jasa. Ketiga, membuktikan dampak dari unsur pertama dan kedua tersebut
di atas. Jika dalam kasus kartel direct evidence dapat diperolenh maka akan
mudah pembuktiannya, akan tetapi jika tidak ditemukan perjanjian atau
kesepakatan apapun yang dilakukan antar pelaku usaha, ini yang menjadi
kesulitan dalam pembuktiannya. Tentu disini peranan indirect evidence
diperlukan kehadirannya, sebuah temuan-temuan dan analisa yang
dilakukan dapat menjadi bukti adanya kartel. Namun yang terjadi dalam
implementasinya, indirect evidence berbentura dengan hukum formiil
yang dianut Indonesia dalam pembuktian di persidangan, sebagaimana
terjadi dalam kasus kartel obat hipertensi dan jantung yang dilakukan oleh

kelompok usah Pfizer dan PT. Dexa Medica.
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Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persangan Usaha No. 04
Tahun 2010 (Perkom No.04 Tahun 2010) yang merupakan pedoman
pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, disebutkan
tentang indikasi awal terjadinya kartel, di mana perjanjian sebagai direct
evidence jika sulit didapatkan maka dapat menggunakan indirect
evidence.* Dalam kasus kartel pada obat hipertensi dan jantung ini
dilakukan analisis mengunakan indirect evidence untuk mencari temuan-
temuan dan mengumpulkan bukti-bukti langsung (direct evidence).
Analisis ekonomi merupakan indirect evidence yang digunakan KPPU
untuk mengungkap telah terjadi koordinasi antara pelaku usaha. Posisi
indirect evidence sendiri sebagai salah satu alat bukti persaingan usaha
sifatnya tidak berdiri sendiri, karena harus didukung oleh direct evidence

untuk membuktikan kartel.

Dalam salah satu tulisannya, A.M. Tri Anggraini mengemukakan
bahwa secara umum, terdapat dua (2) metode pendekatan untuk
mendeteksi kartel, yakni: *°

1. Metode Reaktif dan Metode Proaktif. Metode Reaktif adalah metode yang
didasarkan pada beberapa kondisi eksternal yang terjadi sebelum otoritas
persaingan menyadari beberapa kemungkinan atas issue kartel dan
memulai suatu investigasi. Dalam hal terdapat kartel yang dilakukan
secara tersembunyi, maka sangat efektif jika menggunakan informasi
orang dalam (inside information) untuk mendeteksi kartel. Informasi orang
dalam dapat berasal dari perusahaan (pelaku kartel) atau para individu
yang mengetahui kartel tersebut, kemudian melaporkannya kepada otoritas
persaingan.

2. Metode lainnya adalah Metode Proaktif, yakni metode pendekatan yang
diinisiasi oleh otoritas persaingan untuk mendeteksi kartel, dan tidak

berkaitan dengan peristiwa eksternal. Adapun bentuk penggunaan Metode

8A. M. Tri Anggraini, http://cenuksayekti.wordpress.com/2011/10/18/pembuktian-
dugaan-kartel-dengan-indirect-evidence-berdasarkan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-
usaha-no-04-tahun-2010/, (2 Desember 2011)

% A M. Tri Anggraini, http://sekartrisakti.wordpress.com/2011/06/08/mekanisme-
mendeteksi-dan-mengungkap-kartel-dalam-hukum-persaingan/, (15 Maret 2012)
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Proaktif adalah analisis/studi tentang ekonomi atau analisis/studi tentang
pasar, penelusuran melalui media, monitoring kegiatan industri atau sektor
tertentu, serta pertukaran pengalaman maupun best practices dari otoritas

persaingan lainnya.

Terdapat berbagai alasan otoritas persaingan dalam menggunakan
Metode Proaktif. Alasan yang paling penting adalah bahwa kedudukan dan
fungsi otoritas persaingan yang independen, tidak tergantung pada kondisi
atau peristiwa eksternal, melainkan sangat mengatur dan terlibat dalam
proses deteksi. Bahkan dalam hal otoritas persaingan kekurangan atau
bahkan kehilangan informasi (inside information), yang berkaitan dengan
kartel, maka deteksi atas kartel masih tetap dapat dilanjutkan. Metode
Proaktif dapat menjadi pelengkap dari metode Reaktif, seperti misalnya
mendorong para pihak baik secara individual maupun perusahaan untuk

bertindak sebagai whistle blower atau bahkan untuk menerapkan leniency.

Direct dan indirect evidence memicu perdebatan yang sering
digunakan dalam pembuktian kasus kartel, hal tersebut menjadi sebuah
batu sandungan dalam penegakan hukum terhadap kasus kartel di
Indonesia. Berdasarkan analisa yang ditelusuri, penulis berpendapat bahwa
sampai saat ini berbagai metode dan keberagaman pemahaman serta
pengertian mengenai kartel tetap menjadi momok yang melekat dan
mendasari kesulitan dalam hal pembuktian kasus kartel. Terlepas dari
siapa pemenang dan yang kalah dalam kasus kartel, terutama kasus kartel
obat hipertensi dan jantung yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer
dengan PT. Dexa Medica, penelitian ini menunjukan bahwa sampai saat
ini belum terdapat pemahaman dan penegakan yang jelas dan akurat
mengenai dua jenis alat bukti yang digunakan oleh persaingan usaha
terkait dengan sistem pembuktian dalam peraturan perundang-undangan

yang ada di Indonesia.

Kendala-kendala yang menjadi tantangan bagi penegakan hukm

persaingan usaha khususnya kartel sebagaian besar terletak pada metode
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pendekatan yang berbeda. Jika persaingan usaha di Indonesia
dikateogorikan sebagai per se illegal, tentu akanmudah dalam menjerat
pelaku kartel dengan tidak membutuhkan adanya dampak dari kartel pada
persaingan. Di Indonesia belum disediakan cukup ruang yang luas pada
pendekatan per se illegal ini, sehingga sulit sekali membuktikan dan
menjerat pelaku kartel. Belum adanya kesamaan definisi pandangan
terhadap definisi kartel dan pendekatan kartel dapat ditafsirkan berbeda
oleh pelaku usaha, pemerintah, para ahli hukum dan ekonomi, bahkan oleh
KPPU sendiri. Untuk itu pengkajian yang lebih mendalam mengenai
keseragaman mengenai pembuktian terhadap perilaku persaingan usaha
tidak sehat khususnya kartel harus dipelajari dan dikaji lebih lanjut secara
edukasi, formulasi yang baru, regulasi yang terkait, maupun dalam bentk
peningkatan pengawasan usaha termasuk kartel. Hal tersebut diperlukan
karena berpedoman pada tujuan KPPU itu sendiri untuk menjamin hak
berkompetisi sehat bagi pelaku usaha dan peluang kesejahteraan

konsumen terjaga dan mendapat kepastian hukum.

Suatu ketentuan yang menjadi pemahaman masyarakat mengenai
penegakan hukum dikategorikan dalam tiga hal, yakni ketika aturan
tersebut tidak diatur, aturan tersebut diatur tetapi kurang jelas, atau aturan
tersebut diatur tetapi kurang lengkap. Kartel dalam hal ini dapat
dimasukkan pada golongan kedua dan ketiga, ketika aturan mengenai
kartel telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti
Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, namun kejelasan dan
kelengkapan dalam pemahaman pembuktian kartel belum ada. Menurut
penulis keseragaman pola pikir yang didasari undang-undang persaingan
usaha harus segera dibenahi guna mencapai pengakan hukum yang jelas
dan terarah. Perlunya edukasi terhadap sumber daya manusia dalam hal
penegakan hukum kasus persaingan usaha khususnya kartel menjadi salah
satu pencapaian yang harus diberikan oleh pemerintah. Formulasi baru
untuk pembuktian kartel seharusnya menjadi dasar pemikiran yang
selanjutnya harus dilakukan pembuat undang-undang mengenai perlunya

pengaturan yang jelas tentang pembuktian kartel dan dampak lisensi paten
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terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha. Gambaran yang jelas
harus didapatkan mengenai kartel, posisi dan penegakan pembuktian kartel
itu sendiri harus menjadi wacana dan pemikiran dibentuknya formulasi

dalam penanganan kartel.

Perdebatan yang panjang dalam pola pikir sebuah polemik tentang
pembuktian apa yang seharusnya dipakai di Indonesia dalam hal
persaingan usaha tidak sehat atau kartel merupakan hambatan yang tidak
diperlukan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Seharusnya
kendala semacam pembuktian tindakan kartel dengan menggunakan per se
illegal tidak lagi menjadi wacana saja, pemerintah ikut memberikan
kepastian hukum terhadap hal tersebut. Dalam pengegakkan mengenai
persaingan usaha tidak sehat maupun kartel mengenai indirect evidence
merupakan salah satu kendala yang seharusnya turut diberikan ruang yang
luas dalam ranah pembuktian dan terakomodir dengan baik serta mendapat
tempat dalam perundang-undangan di Indonesia. Dalam Putusan KPPU
No. 17/KPPU-1/2010 telah terpenuhi semua unsur pelanggaran pasal 5
maupun pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Sangat jelas ada
penetapan harga, ada kartel yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer
dan PT. Dexa Medica tapi dalam pembuktiannya lemah, terlihat pada
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan tidak terjadi
kartel dalam Putusan KPPU. Hakim seharusnya mempunyai pandangan
yang terbuka (open minded) terhadap perkara kartel di Indonesia dengan
tidak konvensional dan konservatif mendasarkan pada sistem pembuktian
yang dianut oleh Indonesia. Hukum persaingan usaha memerlukan dua
metode pendekatan dalam kartel yakni rule of reason dan per se illegal,
serta membutuhkan penerimaan dalam memutus perkara kartel dengan
menggunakan alat bukti langsung (direct evidence) dan tidak langsung
(indirect evidence). Walaupun kelompok usaha Pfizer merupakan
perusahaan farmasi nomor 1 di dunia, hakim-hakim yang memutus perkara
kartel seharusnya tidak perlu takut dengan dibalik nama besar sebuah
perusahaan. Kalau memang tidak kepentinga politik dalam perkara ini

seharusnya hakim lebih terbuka, lebih tegas dalam membuktikan perkara
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kartel. Petunjuk merupakan bentuk dari indirect evidence yang diakui
dalam hukum persaingan usaha seharusnya hal tersebut diakui pula oleh
Pengadilan Negeri dalam memutus dan memandang perkara kartel ini,
sehingga terhindar dari pengabaian pada bukti tidak langsung yang
diusung oleh hukum persaingan usaha di Indonesia.
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BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dikemukakan kesimpulan

sebagai berikut:

1. Pada perkara kartel obat hipertensi dan jantung yang dilakukan oleh
kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica telah terjadi persaingan
usaha tidak sehat. Dalam Putusan No. 17/KPPU-1/2010, berdasarkan
Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memutuskan bahwa
pelanggaran terhadap unsur persaingan usaha terpenuhi, dengan kata
lain kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica telah melakukan
persaingan usaha tidak sehat yaitu kartel. Ketentuan Pasal 5 Undang-
undang No. 5 Tahun 1999 secara lengkapnya menyebutkan bahwa
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha
pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa
yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar
bersangkutan yang sama”. Majelis Komisi menilai unsur pelaku usaha
terpenuhi. Pada kasus ini unsur pelaku adalah kelompok usaha Pfizer
dengan PT. Dexa Medica. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya
untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus
dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang
sama juga terpenuhi. KPPU mendasarkan keputusannya pada pedoman
Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Kartel
adalah kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing untuk
mengkoordinasi kegiatannya ... untuk memperoleh keuntungan di atas
tingkat keuntungan yang wajar”. Berdasarkan Pedoman KPPU
tersebut, salah satu parameter dalam menentukan ada/tidaknya kartel

adalah ada atau tidaknya keuntungan yang berlebihan (excessive profit)
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yang diperolen pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya.
Parameter ini biasanya juga digunakan KPPU untuk menguji dugaan
pelanggaran terhadap ketentuan lainnya (Pasal 5, Pasal 16 dan Pasal
25) dengan alasan tujuan utama suatu pelaku usaha melanggar UU
Persaingan Usaha adalah untuk memperoleh keuntungan yang
berlebihan secara tidak sah. KPPU dalm memeriksa dan
mempertimbangkan putusannya menggunakan teori per se illegal dan
rule of reason. Namun putusan KPPU tersebut dibatalkan oleh
Pengadilan Negeri dengan menolak secara keseluruhan putusan KPPU
tersebut. Menurut permeriksaan dan pertimbangan Pengadilan Negeri
unsur-unsur yang disebutkan dalam putusan KPPU tidak terpenuhi.
KPPU mendasarkan pemeriksaan pembuktian perkara kartel yang
dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica
tersebut pada teori rule of reason sebagaimana dianut oleh peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Jadi, dalam hal persaingan usaha
tidak sehat yang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dengan PT.
Dexa Medica tidak terpenuhi dengan kata lain perkara ini menurut
putusan Pengadilan Negeri tidak terdapat persaingan usaha tidak sehat.
Penulis berpendapat bahwa telah terjadi persaingan usaha tidak sehat
antara kelompok usaha Pfizer dengan PT. Dexa Medica terkait dengan
Putusan KPPU No.17/KPPU-1/2010. Berdasarkan Undang-Undang
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat menyimpulkan bahwa pelanggaran terhadap unsur
persaingan usaha terpenuhi. Minimal dua alat bukti telah terpenuhi
sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 42 Undang-Undang No.
5 Tahun 1999, yaitu terdapat data atau dokumen (perjanjian supply
agreement) dan keterangan ahli dalam hal ini ahli ekonomi dalam
pemeriksaan lanjutan yang dilakukan oleh KPPU. Pertukaran
informasi antar para peserta kartel (kelompok usaha Pfizer dengan PT.
Dexa Medica).
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2. Pasal 11 tentang Kartel dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
menyatakan ‘“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan
pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga
dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau
jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat” telah sesuai dengan fakta-fakta yang
diuraikan oleh KPPU. Untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya
pelanggaran Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka
Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha, dalam hal
ini Terlapor 1, Terlapor II, Terlapor Ill, Terlapor 1V, Terlapor
V,Terlapor VI dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur pelaku
usaha terpenuhi.

Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk
mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran
suatu barang dan atau jasa, definisi dan bentuk serta pembuktian
adanya perjanjian telah diuraikan, sehingga Majelis Komisi
menemukan adanya bukti perintah untuk melakukan komunikasi
diantara para pesaing dalam supply agreement. Implementasi
komunikasi diantara para pihak melalui email dan korespondensi
pemesanan bahan baku, pengaturan produksi melalui forecast dan
pencantuman merek Pfizer dalam kemasan Tensivask, kewenangan
inspeksi Kelompok usaha Pfizer terhadap Terlapor I11/PT. Dexa
Medica, sebagaimana telah diuraikan pada butir-butir mengenai
pengaturan produksi, komunikasi antar pesaing, serta indikator kartel
yang sekaligus menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Komisi.

Sanggahan yang diajukan oleh para Terlapor cukup menguatkan dan
sangat argumentatif, dengan mengusung dalil-dalil perjanjian yang
dilakukan berdasarkan pada unsur perjanjian hukum yang murni, yaitu
para pihak melakukan kerjasama semata guna menghindari
pelanggaran paten yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini

membuktikan bahwa sebuah bukti yang ada pada Undang-undang
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mengenai persaingan usaha tidak cukup mengikat pada adanya indikasi
kartel. Kesulitan pembuktian ini seharusnya dijadikan kajian yang
mendalam, mengenai upaya para terlapor kasus dugaan Kkartel untuk
meloloskan diri dari jerat hukum persaingan usaha. Pemberian paten
tidak serta merta menjadikan pemiliknya menggunakan hak paten
untuk mengendalikan pasar. Ketika paten diberikan kepada seseorang
maka hal ini sekaligus menghadapkan Kkita pada kemungkinan
dikendalikannya pasar oleh pemegang paten. Terdapat berbagai faktor
dan kemungkina-kemungkinan yang bisa mengarahkan pemegang
paten untuk mengendalikan pasar atas hak yang didapatnya.
Kewaspadaaan dan penambahan pengetahuan mengenai paten dan
kartel seharusnya menjadi koridor untuk mengawasi dan memberikan
batasan pada pelaku-pelaku usaha sebagai pemegang paten untuk tidak
melakukan persaingan yang tidak kompetitif. Berbagai kendala yang
dihasilkan pada penyelesaian perkara persaingan usaha khususnya
kartel adalah, kesulitan pembuktian yang dilakukan dalam menjerat
pelaku usaha yang melakukan kartel. Sehingga metode pendekatan per
se illegal yang digunakan olen KPPU bertentangan dengan metode
pendekatan rule of reason yang dianut oleh sistem perundang-
undangan di Indonesia dimana tidak dikenalnya alat bukti tidak
langsung (indirect evidence). Perbedaan pandangan terhadap
penegakan kartel di Indonesia, kurangnya edukasi dan pemahaman
mengenai kartel bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu
penyumbang kesulitan penyelesaian perkara kartel. Kendala lainnya
adalah bahwa sangat jelas ada penetapan harga, ada kartel yang
dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer dan PT. Dexa Medica tapi
dalam pembuktiannya lemah, terlihat pada Putusan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang memutuskan tidak terjadi kartel dalam Putusan
KPPU. Hakim seharusnya mempunyai pandangan yang terbuka (open
minded) terhadap perkara kartel di Indonesia dengan tidak
konvensional dan konservatif mendasarkan pada sistem pembuktian

yang dianut oleh Indonesia serta tidak ada penerimaan dalam memutus

Universitas Indonesia

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012



90

perkara kartel dengan menggunakan alat bukti tidak langsung (indirect
evidence). Walaupun kelompok usaha Pfizer merupakan perusahaan
farmasi nomor 1 di dunia, hakim-hakim yang memutus perkara kartel
seharusnya tidak perlu takut dengan dibalik nama besar sebuah
perusahaan. Kalau memang tidak ada kepentingan politik dalam
perkara ini seharusnya hakim lebih terbuka, lebih tegas dan lebih
berani dalam membuktikan perkara kartel. Petunjuk merupakan bentuk
dari indirect evidence yang diakui dalam hukum persaingan usaha
seharusnya hal tersebut diakui pula oleh Pengadilan Negeri dalam
memutus dan memandang perkara kartel ini, sehingga terhindar dari
pengabaian pada bukti tidak langsung yang diusung oleh hukum

persaingan usaha di Indonesia.

4.2 Saran
1. Pada era pembangunan yang pesat ini, banyak sekali inovasi-inovasi
baru yang semakin cepat menguasai pasar. Pemahaman mengenai
batasan-batasan hak dan kewajiban menjadi tersingkirkan dengan
sendirinya, aturan-aturan yang menaungi perilaku pasar guna
melindungi pelaku usaha pesaing dan konsumen beralih menjadi
bukan wadah yang dapat menaungi dan mensejahterakan. Bukti-
bukti yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku terbantahkan dengan
sangat argumentatif hanya dengan berpedoman pada aturan lainnya.
Melihat kesulitan pembuktian pada kartel, sangat diperlukan sebuah
aturan maupun formulasi yang lebih spesifik mengatur mengenai
kartel. Aturan yang memberikan ruang dan penerimaan pada
kemungkinan digunakannya indirect evidence pada pembuktian
perkara penetapan harga maupun kartel dalam aspek hukum
persaingan usaha di Indonesia, dengan membuat sedemikian rupa
pembuktian menjadi dasar yang kuat untuk menghukum pelaku

kartel. Berpedoman pada negara-negara yang sudah memiliki

Universitas Indonesia

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012



91

pengaturan tersendiri mengenai kartel adalah solusi guna
menghindari lolosnya pelaku kartel dari jeratan hukum. Tidak ada
salahnya mengikuti beberapa negara yang bahkan menganggap
kartel adalah sebuah tindakan kriminal guna menghindari maraknya
tindakan kartel di Indonesia.

. Peraturan mengenai persaingan usaha maupun Kkartel sama-sama
mempunyai tujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat, hal
tersebut harus diperlihatkan pada penegakan regulasinya. Tidak ada
salahnya demi menciptakan iklim usaha yang sehat dan
mengembangkan laju pertumbuhan usaha KPPU melakukan
peningkatan pengawasan usaha terhadap para pelaku usaha dan
pihak-pihak yang terkait didalamnya guna mencegah terjadinya
penyelewengan-penyelewengan hak dari pelaku usaha maupun
konsumen. Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan berupa
pengawasan melalui peraturan maupun pengawasan di lapangan agar
kegiatan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha tidak
menimbulkan kartel. Penanganan perkara kartel harus lebih terbuka,
berani dan lebih tegas, tanpa ada intervensi kepentingan politik
maupun nama baik perusahaan (pelaku usaha) yang mendunia
maupun yang telah dikenal baik oleh publik. peningkatan edukasi
dibidang hukum persaingan usaha yang semakin berkembang pesat
kepada para hakim maupun pihak-pihak yang terkait dengan hukum
persaingan usaha.
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SALINAN

PUTUSAN
Perkara Nomor: 17/KPPU-1/2010

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesielanjutnya disebutomisi

yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pd3as&l, 11, Pasal 16, Pasal 25 ayat (1)

huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentarmgrgan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya diséaddng-undang Nomor 5 Tahun 1999

dalam Industri Farmasi Kelas Terapi Amlodipine yaigkukan oleh; ----------------=----—-—-

1. Terlapor | : PT. Pfizer Indonesia dengan alamat Wisma GKBI Lt. 10 JI. Jendral
Sudirman kav. 28 Jakarta Pusat 10210; ---------m=mmmmmmmm oo

2. Terlapor Il : PT. Dexa Medica dengan alamat Titan Center 3rd Floor, Jl. Boulevard
Bintaro Blok B7/B1 No. 05, Bintaro Jaya Sektor 7angerang 15224,Indonesia
Phone. (+62-21) 7454 111 Fax. (+62-21) 7454 13}:—---=m--mmmmmmm oo

3. Terlapor |Ill : Pfizer Inc dengan alama235 East 42nd Street New York NY 117,

4. Terlapor IV : Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer Overseas Inc)dengan alamat 235
East 42nd Street New York NY 117, USA; Alamat altgif Pottery Road Dun Laoire
Dublin , Ireland Phone: 353 1 204 9100 Fax: 3533 @108;------------------------=--=----

5. Terlapor V : Pfizer Global Trading (co Pfizer ) dengan alama2900 Cork Airport
Business Park, Airport Road Cork, Ireland; Alamiggraatif 235 East 42nd Street New
YOrk , NY 10017 ;--m-mmmmmmmmmmm e s e oo e e e e -

6. Terlapor VI: Pfizer Corporation Panama dengan alamatCentro Commercial
Albrook Park, Officina 106, Calle Beila Vista AngdRepublica de Panama;--------------

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----————--=----m-m-momm oo

Majelis KOMIS ©=-=-=nmnmmmmmmmm e oo oo

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumaem ghedrkara ini; -------------------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; —————-—----==-===mmmmmmmm oo
Setelah mendengar keterangan para Saksi; --———-—------=----m=m-mmmmm oo
Setelah mendengar keterangan para Ahli; ------======mmmmemmmm oo

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selgajdisebuBAP); -------------------
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TENTANG DUDUK PERKARA

. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi melakukan kagigtemberkasan mulai tanggal
15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 29 Ja2QHdi dan jangka waktu gelar
laporan adalah 01 Februari 2010 sampai dengagaht§ Februari 2010 memutuskan
menindaklanjuti tentang adanya dugaan pelanggeraadap Undang-undang Nomor
5 Tahun 1999 berkaitan dengan Dugaan Kartel datalustri Farmasi(vide Bukti Al);

. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi damefitian atas monitoring
tersebut, maka Komisi menyatakan hasil monitorergdbut telah lengkap dan jelas; ---
. Menimbang bahwa berdasarkan hasil monitoring yatahtlengkap dan jelas tersebut,
Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 40/KPPU/PERDINO tanggal 18 Februari
2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara NobhiéKPPU-L/2010, untuk
melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhitung sapagal 18 Februari 2010 sampai
dengan 05 April 2010 (vide BUKti A2); -====-==mmmmmmmm oo oo

. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Rénoda, Tim Pemeriksa
menemukan adanya indikasi kuat pelanggaran Undadgag Nomor 5 Tahun 1999.
Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agaefpesaan dilanjutkan ke tahap
Pemeriksaan Lanjutan (vide Bukti A19); ------=--==mmmmmmmmmmm oo

. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Peraertkssebut, Komisi
menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 76/KPPU/PENMNLO tanggal 06 April 2010
tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 17/KPF)10 yang menetapkan
untuk melanjutkan Perkara Nomor: 17/KPPU-1/2010 dadam tahap Pemeriksaan
Lanjutan terhitung sejak tanggal 06 April 2010 sangengan tanggal 30 Juni 2010,
dan dapat diperpanjang terhitung tanggal 01 Juli026ampai dengan tanggal 11
Agustus 2010 ((vide Bukti A2); -=--====mmmmmm s e e e

. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa merlailu untuk melakukan
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komeerbitkan Keputusan Nomor:
233/KPPU/KEP/VII/2010 tanggal 01 Juli 2010 tentaRgrpanjangan Pemeriksaan
Lanjutan Perkara Nomor: 17/KPPU-1/2010 terhitungséanggal 01 Juli 2010 sampai
dengan tanggal 11 Juli 2010ide Bukti A 76);------==-=====mmmmm oo

. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim HMeaetelah mendengar

keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan-Akf----------------m-smcmmmmm -

. Menimbang bahwa identitas serta keterangan pafdapber para Saksi, dan Ahli telah
dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh parlapor, para Saksi, dan Ahli;--
. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, rikeaa® Lanjutan, dan

Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Tim Pemerikah tekendapatkan, meneliti dan
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menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP darkdi-bukti lain yang diperoleh
selama pemeriksaan dan penyelidikan;-------- =

10.Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan taanjdan Perpanjangan
Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan membagoran Hasil Pemeriksaan

Lanjutan yang pada pokoknya berisi; et

11.1dentitas Terlapor; -----=--=mnmmm oo oo e e
11.1Terlapor I, PT Pfizer Indoneg@38;C39;C40;C41,;C42;C43;C44)----------------
11.1.1 Bahwa PT Pfizer Indonesia didirikan berdasarkan aAkRendirian
Perseroan Terbatas Nomor 72, Notaris Lindasari &ahr S.H, pada
tanggal 30 April 1969 di Jakarta (C38);------- e
11.1.2 Bahwa terdapat Pernyataan Keputusan Rapat PT Riidenesia terhadap

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas béatagekta Notaris

Liliana Arif Gondoutomo No. 12 tanggal 23 Juni 20688bagaimana

penjelasan Berikut (C39):------------------ B
11.1.1.1Perkataan “Pfizer’” didalam nama “PT Pfizer Indoaédelah
dipergunakan dengan persetujuan “Pfizer Inc” denghlasan
bahwa “Pfizer Corporation” telah mengambil bagiaany
terbanyak dalam modal saham perseroan yang tetieimmuitkan
dan diSetor;---a=--=---mmm ot e e
11.1.1.2Modal dasar perseroan sebesar 6.970.826 lembamsabkebagi
atas 600.000 saham seri A dan 6.370.826 sahaniB seasing-
masing bernilai Rp.1000 dari modal dasar telahngitkan dan
disetor 100%0;-------<=-----======c=m=mm e -
11.1.1.3PT. Pfizer Indonesia dapat membuka cabang atauagéan di

dalam dan luar wilayah RI;.--------------=-=mm- e -

11.1.3 Bahwa PT Pfizer Indonesia memiliki keterkaitan kepi&an dengan
Pfizer Inc melalui anak perusahaan yaitu PfizerpGmation (Panama).
Beberapa pemilik saham terbesar dari PT. Pfizesredia adalah :---------
11.1.3.1Pfizer Corporation (Panama) sejumlah 42,86 % sakeadhri dari

587.600 saham seri A dan 2.400.000 saham seri Bgate
nominal Rp.2.987.600.000,-;-------=-===-======-mmmmmmmo--
11.1.3.2Warner Lambert Company A.G., sejumlah 28.08 %arsah
terdiri dari 1.957.535 saham seri B dengan nominal
RP.1.957.535.000),-;-----n-mmmmmmmmmmmmmmmm oo -
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11.1.3.3Pharmacia & Upjohn Company LLC. sejumlah 21.618%asn
terdiri dari 1.506.107 saham seri B dengan nonfRmall.506.107

11.1.3.5Keempat perusahaan tersebut dicatat sebagai amakapaan
Pfizer Inc dan secara bersama-sama menguasai 96419&n PT
Pfizer Indonesia;----------=-=-====-==mmmm s
11.1.4 PT Pfizer Indonesia mendistribusikan Norvask melgil Anugrah Argon
Medica, berdasarkan perjanjian distribusi terselandatangai oleh oleh
H Sidi Said selaku Presiden Direktur PT Pfizer imekia dengan Mr. Andi
Wijaya selaku Direktur PT. Anugrah Argon Medica JE9------------------
11.1.5 PT Pfizer Indonesia merupakan anak perusahaanrRfize PT Pfizer
Indonesia mempunyai kewenangan terhadap operas®naPfizer di
Indonesia termasuk dalam pemasaran, penjualanpdafiuksi secara

terbatas, sedangkan keputusan bisnis terkaM material merupakan

kewenangan Pfizer Inc. (C1) ------------------ e PR EE e
11.2Terlapor Il, PT Dexa MedicgC2.1;C2.2;C2.3;C2.4)-----=-=--mmmmmmmmmmmm oo
11.2.1 Bahwa PT Dexa Medica adalah pelaku usaha yang fnetbdadan
hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundacangan
Republik Indonesia, yang Anggaran Dasar-nya dimdaéim Akta Notaris
Justin Aritonang No.37 tanggal 22-09-1969, yang dapat pengesahan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.J/235b yang kemudian
dilakukan perubahan guna disesuaikan dengan katentindang-undang
Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana dimuat dalam Aktarld Winarti
Lukman Widjaja No.1 tanggal 01-08-2008 yang mermlaér persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Repubiittohesia dengan
Surat Keputusan tertanggal 07-10-2008 No. AHU-78H201.02 tahun

11.2.2 Bahwa PT. Dexa Medica merupakan perusahaan farPesanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berlokasi di Titaar@er 3rd Floor JlI.
Boulevard Bintaro Blok B7/B1 No0.05, Bintaro Jayskt®e 7, Tangerang
15224, Indonesia Modal ditempatkan dan disetor sebesar
Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar Rupiah) teedas 12.000.000 (dua
belas juta) lembar saham dengan komposisi pemegahgm adalah

sebagai berikut :-------=-=mmme e
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11.2.1.1PT Inertia Utama sebanyak 99,97% saham terdiridaf97.546
lembar saham senilai Rp. 11.997.546.000;-----——-----------
11.2.1.2PT Ekon Prima sebanyak 0,02% saham terdiri datbflembar
saham senilai Rp. 2.454.000,-.;--------=-=-=-=—mmmmm-mmmmmmmem e
11.2.3 PT. Dexa Medica merupakan produsen obat anti lepsirtdengan zat
aktif Amlodipine Besylatemerek Tensivask yang memiliki ijin edar obat
dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderag&®gasan Obat dan
Makanan pada tanggal 12 Desember 1994 untuk se@iaag dengan
Nomor Pendaftaran DKL9405014110A1;--------=-==-===mnmmmmmmmmmmmmeemeee
11.2.4 Sebagaimana produk-produk PT Dexa Medica lainnyaland
mendistribusikan Tensivask, PT Dexa Medica menggan PT
Anugrah Argon Medica sebagai distributor utama. Aiugrah Argon
Medica adalah anak perusahaan PT. Dexa Medica gasrmgguasai +
98,13% saham.---------------- e e ee
11.3Terlapor lll, Pfizer INC;---------==-=-= - s oo
11.3.1Bahwa pada tahun 1900, Company Charles Pfizer idicikhn di New

11.3.4 Bahwa Pfizer Inc adalah pemegang paten zat Aktibdipine Besylate:---
11.3.5Bidang usaha Pfizer Inc adalah Manufaktur Persidggamasi; Manufaktur
Obat dan Botanical; Pestisida dan Manufaktur Kimertanian Lainnya,
Pengembangan di bidang Rekayasa, fisik, dan Kehidumu.----------------
11.4 Terlapor IV, Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer Oveseas Inc}--------------------
11.4.1 Bahwa Pfizer Overseas (d/h Pfizer Overseas Incilabdanak perusahaan
dari Pfizer INC;-------=-mmmmm oo e
11.4.2 Bahwa Pfizer Overseas (d/h Pfizer Overseas Inclahdaerusahaan yang
bertindak sebagai pihak yang terlibat dalam peganbupply Agreement
dengan PT Dexa Medica untuk pemasokan bahan balaktzaAmlodipine

11.5Terlapor V, Pfizer Global Trading ( c/o Pfizer Sevice Company) ---------------
11.5.1 Bahwa Pfizer Global Trading (c/o Pfizer Service @amy) adalah pihak
yang menerima Planing Order, memberikan persetujusupply,
mengirimkan zat aktifmlodipine Besylate menerbitkan Invoicgacking
list, dan memberikarcertificate of analysiskepada PT Dexa Medica

Amlodipine Besylatkepada PT Dexa Medica dan PT Pfizer Indonesia;-----
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11.5.2 Bahwa Pfizer Global Trading c/o Pfizer Service Campadalah perusahaan

anak perusahaan dari Pfizer Inc. LR e EE R e
11.6 Terlapor VI, Pfizer Corporation Panama------------==-==-====-mmmmmmmmmmemee o
11.6.1 Bahwa Pfizer Corporation Panama adalah perusahs@nperusahaan dari
Pfizer INCj--m--mmmm oo e
11.6.2 Pfizer Corporation Panama adalah pemegang sahamritagydi PT Pfizer
Indonesia berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapadfshekan akta
Notaris Lelyana Arif Gondoutomo PT Pfizer Indonesho.12 tanggal 23
JUNI 2008;--=-==m === o
12.Dugaan Pelanggaran --------=-==mnmm e
12.1 Bahwa Kelompok Usaha Pfizer dengan PT Dexa Medidagd melakukan
pelanggaran pasal 5 Undang-undang nomor 5 tahud yi#@itu menetapkan harga
obat Anti Hipertensi dengan Zat AkiéNmlodipine Besylate--------------------------
12.2 Bahwa Kelompok Usaha Pfizer dengan PT Dexa Medidaga melakukan
pelanggaran Pasal 11 Undang-undang nomor 5 tahe® y#itu secara bersama
melakukan pengaturan produksi dan pengaturan peamashat Anti Hipertensi
dengan Zat AktiAmlodipine Besylate-------------=--==mmm oo
12.3 Bahwa Kelompok Usaha Pfizer diduga melakukan pejarepm Pasal 25 ayat 1
Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitu menyalal@umpaosisi dominannya
untuk mempengaruhi dokter dan/atau apotek agarahargyesepkan obat dengan
merek NOrvask;----=---==m-mmm e oo e
12.4 Bahwa PT Dexa Medica bersama dengan Pfizer Ovekseé&d/h Pfizer Overseas
Inc) serta PT Pfizer Indonesia, diduga melakukalanggaran Pasal 16 yaitu

melakukan perjanjian dengan pelaku usaha asing Ysergkibat terjadinya

13.1 Hak paten dan Perjanjian Lisensi (C29);-------=-====mmmmmmmmmm e
13.1.1 Bahwa Zat aktifAmlodipine Besylateditemukan berdasarkan penemuan
atas garam Besylate dari senyawa Amlodipine danfantisebagai obat
jantung dan darah tinggi, ditemukan oleh Edwardi@son dan Dr. James
Ingram Wells dan hak atas paten diberikan kepadzefnc dengan
Nomor paten ID 0 000 321 yang diberikan pada tan@@aNopember
1995 di Indonesia , dan berlaku 20 tahun sejakukizgaj pada tanggal 3

13.1.2 Pfizer Inc dilindungi hak patennya berdasarkan mpatelndonesia No. 0
000 312 untuk menjalankan Hak Paten berupa Hakush@gclusive rights)
yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa @eisian membuat,
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menjual, mengimpor, menyewakan, memakai, menyediakauk dijual
atau disewakan atau diserahkan hasil produksi gtdo®gi paten;-------------
13.1.3 Bahwa berdasarkan lampiran 10 dari tanggapan LDRP##ZEr Indonesia,
dilampirkan surat dari Pfizer Inc yang ditandatangaleh Susan Grant
selaku Assistant Secretary Pfizer inc pada tand@alMaret 2010 yang
memberikan klarifikasi mengenai patent No. 0 00Q 3@ntuk Amlodipine
Besylate dan Merek dagang Norvask dengan Nomor Registradi ID
000012054 yang menyebutkan:-----------=--=-==-—mmm e oo —-

13.1.3.1 Telah memberikan dan memperpanjang lisensi yangriddn
kepada PT Pfizer Indonesia untuk menggunakan, mgayi
memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistriansgaten

dan merek dagang yang dimiliki oleh Pfizer Inc dilayah

Republik Indonesia;----=-===============mmmm oo
13.1.3.2 Bahwa Pfizer Inc dan Pfizer Indonesia tidak memii&rjanjian
lisensi antara tahun 1990-2007 mengacu pada falttevdo Pfizer

Indonesia merupakan afiliasi dari Pfizer Inc daehokarenanya

13.1.3.3 Bahwa Pfizer Inc tidak berkeberatan kepada Pfizelohesia
untuk menggunakan, mengimpor, memproduksi, memasark
menjual dan mendistribusikan paten dan merek dagemy
dimiliki oleh Pfizer Inc sejak 1990 sampai saaf-------------
13.1.4 Pada 23 Maret 2007 Pfizer Inc dan PT Pfizer Ind@nesembuat perjanjian
lisensi terhadap zat aktimlodipine Besylateyang memberikan lisensi
kepada PT Pfizer Indonesia untuk menjalankan hengdafizer Inc terhadap
zat aktifAmlodipine Besylate --------------m-m oo
13.1.5Bahwa dalam Perjanjian lisensi atas Zat Al&ihlodipine Besylate PT
Pfizer Indonesia tidak diwajibkan membayar royakpada Pfizer Inc;------
13.1.6 Bahwa perjanjian lisensi ini berlaku surut sejaliahuari 2007. Para pihak
yang menandatangani perjanjian lisensi yaitu: Pfime diwakili Dr. Peter
C. Richardson selaku Assistant Secretary dan dariPRzer Indonesia
diwakili Ahmet Gurhan Genel selaku President Doegt----------------------
13.1.7 Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang sudahtditetd KAP Sidharta
Sidharta & Widjaja-KPMG, terdapat perjanjian mergjelisensi antara
Pfizer Inc dengan PT Pfizer Indonesia yang dikai&ga non exclusivelan
non transferable Berdasarkan dokumen tersebut, diketahui PT Pfizer

Indonesia diharuskan membayar 2% dari penjualasitbgang diperoleh
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selama tahun berjalan. Berdasarkan data dari lapeaangan, di tahun
2005 PT Pfizer Indonesia membayar lisensi sebepas.$61.000.000, di
tahun 2006 membayar sebesar Rp.6.069.000.000huwin 2007 membayar
Rp.4.524.000.000 dan tahun 2008 membayar Rp.233®00.---------------

14. Tentang Sengketa Paten (C2.10)--------=--m-mmmmmm oo

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

Bahwa pada 12 Desember 1994, PT Dexa Medica merapujivy edar obat
yang mengandung zat aki#mlodipine Besylate dengan Merek Tensivask
sediaan 5 mg dengan Nomor pendaftaran DKL94050141;10------------------
Bahwa bahan baku zat ak#fmlodipine Besylateyang dipergunakan untuk
memproduksi Tensivask pada tahun 1995 didapatlean T Dexa Medica dari

Bahwa Pfizer Inc. dan perusahaan patungannyandonksia dan pemegang
lisensinya. PT Pfizer Indonesia telah mengumumkaomési) terjadinya
pelanggaran paten atas zat alktrhlodipine Besylatemelalui harian Kompas
pada Jumat tanggal 21 Juni 1996 di halaman 10 daarhBisnis Indonesia
pada hari Kamis tanggal 25 Juli 1996;---------——=--=-=-m- oo
Bahwa sengketa paten untuk zat aktiflodipine Besylateerjadi antara Pfizer
Inc. selaku pemilik paten dan PT Dexa Medica. Balakibat somasi tersebut
menurut PT Dexa Medica, perusahaan punya 2 pithan------------------------
14.4.1 Menarik produk dari pasar dan berhenti memprodilikasivask atau;----
14.4.2Menemui pihak Pfizer Inc. serta menawarkan Kkerjasaman
menanyakan kemungkinan membeli bahan baku Pfizef;--------------
Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa pate®eRd Medica menemui

Pfizer Indonesia melalui Presiden Direktur PT &filndonesia yaitu McDara

Bahwa dalam proses negosiasi tersebut PT Pfizembkgia merupakan pihak
yang menghubungkan PT Dexa Medica dengan PfizedirNew York;--------
Bahwa dalam proses negosiasi tersebut para pilvaktgalibat yaitu Pfizer Inc,
Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc), Brer Indonesia;-------------
PT Dexa Medica dalam proses negosiasi tidak pdegiemu langsung dengan
Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas InC)——----------===mmmmmmmmmmmnomn
Bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan pelanggais gaten yang dimiliki
oleh Pfizer Inc yang dilakukan oleh PT Dexa Mediveaka PT Dexa Medica
melakukan Supply Agreement dengan Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer
OVEISEAINC) |- mm o oo e o e s
Bahwa dalam pelaksana&upply AgreemenPfizer Global Trading menerima
Planing Order dari PT Dexa Medica, memberikan pepsan supply,
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mengirimkan zat aktiAmlodipine Besylate menerbitkan Invoice packing list,
dan memberikawertificate of analysikepada PT Dexa Medica (BAP Dexa Il
(B36));-

14.11 Bahwa perjanjiarsupply Agreemeryiang dilakukan antara Pfizer Overseas LLC
(d/h Pfizer Overseas Inc) dan PT Dexa Medica adalalam rangka
penyelesaian sengketa paten atas penggunaan itatrakiadipine Besylatenon
Pfizer pada masa paten yang merupakan bentuk geleargpaten; ---------------

14.12 Bahwa implementasi daBupply Agreememhelibatkan Kelompok Usaha Pfizer
dan PT Dexa Medica sebagaimana table berikut ini;

Gambar 1
Hubungan Para Pihak DalamSupply Agreement

Pfizer Inc

]

R e FeE e Pfizer Overseas LLC 1
Panama
2] \

Pfizer Global Trading
c/o Pfizer Service
Company

—

E PT Dexa Medica

PT Pfizer Indonesia

Keterangan Gambar:

1. Pfizer Inc adalah pemegang hak atas paten atasnpanezat aktif
Amlodipine Besylate dan parent company dari Pfizer Overseas
LLC(d/h Pfizer Overseas Inc) sebagaimana disebland&upply
Agreement,dan parent Company dari Pfizer Corporation Panama
sebagai pemegang saham 42.86 % di PT Pfizer Indgpnes--------

2. Bahwa antara Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Oardiec) dan PT
Dexa Medica terjadi hubungan hukum dalam rangka agekan

bahan baku sebagaimana perjanjian pemasokan bakanSupply
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Agreement yang ditandatangani kedua belah pihak, PT Pfizer
Indonesia juga mendapatkan bahan baku dari penyasgksama;---

3. Dalam implementasinya, Pfizer Global Trading (EBftzer Service
Company) bertindak sebagai pemasok bahan baku k&t a
Amlodipine Besylate kepada PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa
MediCa; === = m o m e

4. Kegiatan pemasokan bahan baku pada prakteknya lilekukan
oleh Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas bwlpku pihak
yang menandatangarBupply Agreemenhamun dilakukan Pfizer
Global Trading (c/o Pfizer Service Company) selaliliasi dari
Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) kapBd Dexa
Medica dan PT Pfizer Indonesia;----------------——==-=--=-m-mmemumnm--

5. BerdasarkarSupply Agreemensemua bentuk komunikasi dari PT.
Dexa Medica dengan Pfizer Overseas LLC disampaikarbusan
atau copy nya ke PT. Pfizer Indonesia yaitu Presibéektur.
Berkaitan dengan pemesanan bahan baku, PT Dexacaved
berdasarkan ketentuan dalaBupply Agreemenmemberitahukan
kepada Pfizer Overseas LLC dengapy atau tembusae-mail ke
PT Pfizer Indonesia, yang dalam hal ini disampaikgmada personil
PT. Pfizer Indonesia yaitu Ibu Yunani Tjiong seitau Santi
Indriyati bagian Sales Admin;-----------==-mms s

6. Pada tanggal 23 Maret 2007 antara Pfizer Inc da&nPHzer
Indonesia membuat perjanjian lisensi atas hak PeteesfAmlodipine
Besylate yang dimiliki oleh Pfizer Inc yang berlaku surujade 1
JanUAr 2007 ;=-=m-mmmm oo e

7. PT Pfizer Indonesia dimiliki secara tidak langswigh Pfizer Inc
melalui afiliasinya Pfizer Corporation Panama daarkér Lambert
melalui mekanisme kepemilikan saham. (dokumen Béger inc,
lampiran 10 tanggapan PT Pfizer Indonesia terhabaporan
Dugaan Pelanggaran (LDP).-----=--=====mmmmm oo

14.13 Bahwa Proses pemesanamlodipine Besylatedari PT Dexa Medica kepada
Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) yatigsupply melalui

Afiliasinya yaitu Pfizer Global Trading c/o Pfiz&ervice Company adalah

sebagai berikut: --------m-mmmmmmm oo
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Gambar 2.
Proses PemesanaAmlodipine Besylat

1. PT Dexa Medica mengirimkan
Planing Order ke PfizerGlobal
Tradingc/o Pfizer Service
European Logistics Center via
email (di-cc-kan ke Pfizer

Planning Order

Issuing Purchase

Order (PO) Indonesia). Pfizer Global
Tradingc/o Pfizer Service
. / -
Shipping Company European Logistics

Center memberikan
Documents Konfirmasi persetujuan supply
kepada PT Dexa medica dan

v meminta diterbitkan Purchase
Customs Order (PO)
Clearange 2. PT Dexa Medica membuat PQ

ke Pfizer Global Trading c/o
Pfizer Service Company
Pfizer Global Trading
menerbitkan Invoice packing
list, dan memberikan
certificate of analysis yang
diterbitkan oleh Pfizer Global
Trading Manufacturing
4. PT Dexa Medica melakukan
pengurusan pengeluaran
Amlodipine Besylatdi bea
Cukai
5. PT Dexa Medica Menerima
Amlodipine Besylatdi gudang
bahan baku PT Dexa Medica

Goods Receive 3

14.14 Bahwa dalam implementasinya tidak hanya PT Dexai®ddeghng meneruskan
komunikasi mengenai pembeligmlodipine Besylatekepada Yunani Tjiong

dan Shanti Indriyati melalui alamat email Yunapong@Pfizer.com

Shanty.Indriyati@pfizer.comnamun pihak Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer

Overseas Inc) dan Pfizer Global Trading (c/o Pfidervice Company) juga
secara langsung meneruskan kepada kedua orangpuierngeng merupakan
perwakilan PT Pfizer Indonesia;--------------——====-mmmmm oo

15. Tentang Obat Anti Hipertensi dengan kandunganrAmlodipine Besylatg------------

15.1 NOIVASK;---=-mmmmmmmm oo
15.1.1 Bahwa Obat Norvask, adalah obat anti hipertensgyaerisi kandungan

zat aktifAmlodipine Besylate-----------=-=----m-mmmmmm oo
15.1.2 Bahwa Obat Norvask diproduksi di Indonesia olenP#iZer Indonesia;----
15.1.3 Norvask merupakan produk yang dimiliki PT. Pfizelddnesia dalam

kategori obat anti hipertensi dibuat berdasarkaenki sertifikat paten
halaman 11 dari 256
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atas nama Pfizer Inc. untuk pembuatan “gatsmylatedari senyawa
Amlodipine Besylatedan manfaatnya sebagai obat penyakit jantung dan
darah tinggi” dan nomor ID 0 000 321 tertanggalNdvember 1995,
sehingga berdasarkan UU Paten No.14 tahun 2001 betaku Paten
adalah 20 tahun sejak tanggal permintaan paten yartggal 3 April
1987, maka masa paten berakhir 3 April 2007 (C29)—----------------
15.1.4 Bahwa Obat Norvask tersedia dalam 2 bentuk sediaiun----------------
15.1.4.1 Obat Norvask 5 mg, dan;--------------———-mmmmm e
15.1.4.2 Obat Norvask 10 mg;----------=-===-==-——--=--- -
15.1.5 Bahwa obat Norvask diproduksi oleh PT Pfizer Indoa@ada:-------------
15.1.5.1 Sejak tahun 1992 untuk obat Norvask 5mg;----——-------
15.1.5.2 Sejak tahun 1996 untuk obat Norvask 10mg;---——-------
15.1.6 Bahwa Pfizer Inc mengajukan Permohonan Pendaftdarek Obat

Norvask pada tanggal 3 Februari 1990 Pfizer Ingakle Direktorat
Jenderal Paten dan Hak Cipta dengan Nomor terdaf&#256 tanggal 15
Juni 1992 yang ditandatangani oleh Direktur Mer&gustiar Anwar

15.1.7 Bahwa Merek obat Norvask didaftarkan pada tanggaluli 2004 dan
mendapatkan sertifikat Merek dari Departemen Kehaki dan Hak
Asasi Manusia dengan nomor IDM 000012054 kepad=iPihc selama

10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan taitggal 15 Juni

15.1.8 Bahwa Obat Norvask untuk tablet 5 mg telah didkéta ke Direktorat
Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atas nankdi&F.Indonesia
sebagai persetujuan untuk mengedarkan obat Norwek dan
mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jendenmagdeasan Obat dan
Makanan Nomor 9219803410A1 tanggal 11 Mei 1992}C2----------

15.1.9 Bahwa Obat Norvask untuk tablet 10mg telah didkdta ke Direktorat
Jenderal Pengawasan Obat dan atas nama PT. Ridmreksia sebagai
persetujuan untuk mengedarkan obat Norvask dan apatichn
persetujuan dari Direktorat Jenderal Pengawasart @&a Makanan
Nomor 92198034 10A1(C29);---------mmmmmmmm oo s e

15.1.10 Mengenai proses pembuatan obat Norvask, dijelasldn  PT Pfizer
Indonesia yaitu bahan baku aktif yaittAmlodipine Besylate
diracik/ditambahkan bahan penolong lainnya. Kenmudidicetak,
dikemas, dan dalam tahapan produksi tersebutqadity control dan
quality assurancaéya untuk memastikan bahwa obat yang diracik sesua
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spesifikasi standar yang tinggi dari Pfizer dan raeahi kaidah-kaidah
Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badaga®es Obat dan
Makanan (BPOM) sebelum dipasarkan;---------

15.1.11 Bahwa Norvask 5mg yang diedarkan oleh PT Pfizeronedia

mengandund\mlodipine bassebesar 71,6%;--------------======-mmmmrmmeum
15.1.12 Bahwa berdasarkan perhitungan PT Pfizer Indonesiara teoritis 1kg
Amlodipine Besylatebisa menghasilkan 143.200 tablet Norvask 5mg.
Sedangkaractual yield (nett produksi nyata) mencapai 141.533 tablet
Norvask 5 mg, karena ada yang pecah pada tahapdukgsf;------------
15.1.13 Bahwa Obat Norvask diproduksi di Indonesia olehFfZer Indonesia;
15.1.14 Bahwa PT Pfizer Indonesia membeli bahan baku didzeiPOverseas
LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) dan pemesanan meRfizier Global
Trading ( BAP tanggal 22 juni 2010) (B33);-----——----==-==-===nmmnmmn-
15.1.15 Bahwa Pfizer Overseas LLC terafiliasi dengan PTzdefilndonesia (
BAP 22 Juni 2010)(B33);--------==m=mmmmmm o
15.1.16 Bahwa Obat Norvask didistribusikan melRIli Anugrah Argon Medika
sejak tahun 1996;----------=mmmmm o oo e e e e e
15.2 TenSIVasK;-----m-mmnmmmm oo oo oo e e e
15.2.1 Bahwa obat dengan merek Tensivask mulai dipasatkeronesia pada
bulan Mei 1995;---------=-m-m oo
15.2.2 Bahwa bahan baku zat akéimlodipine Besylateuntuk pembuatan obat

Tensivask didapatkan dari Eropa;--------======———-=-=-=-=-mmmmmmmmmomeem

15.2.3 Bahwa pada 12 Desember 1994 PT Dexa Medica merapym edar
obat yang mengandung zat akfimlodipine Besylate dengan Merek
Tensivask sediaan 5mg dengan Nomor pendaftaran B6A®14110A1;

15.2.4 Bahwa PT Dexa Medica menggunakan anak perusangaryaitu PT
Anugrah Argon Medica untuk mendistribusikan prodiikensivask

16. Tentang Perjanjian Pemasokan Bahan bakuupply Agreement----------------------

16.1 Bahwa para pihak dalar8upply Agreemerm@aitu;:------------==-===mmmmmmmmmmmmmmmmeee
16.1.1 Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) seRé&masok;-------------

16.1.2 PT Dexa Medica pembeli bahan baku;------------——------ --

16.2 Bahwa dalam perjanjian ini terdapat istilah afiliggng didefinisikan dalam pasal

1 huruf (d) yaitu sebagai induk perusahaan dariimgasasing pihak, dan atau
perusahaan lain yang saham mayoritas dimiliki ai&endalikan langsung atau
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tidak langsung oleh pihak terkait atau induk pemasa dari pihak yang
bersangkutan;----=-=====mmm s

16.3 Bahwa perjanjianSupply Agreemenini melibatkan didalamnya perusahaan
2 1 L= o

16.4 Bahwa Supply Agreemendilakukan dalam rangka penyelesaian sengketa paten
akibat penggunaaan zat akfimlodipine Besylatenon Pfizer selama masa paten

yang digunakan oleh PT Dexa Medica yang berasalktapa yang merupakan

bentuk pelanggaran paten;---------------------
16.5 Bahwa Pfizer Inc disebutkan dalam perjanjian adaddbk perusahaan dari Pfizer

Overseas di USA dan pemilik Paten atas zat aktiflodipine Besylate di

INAONESIA;----=-=-m == oo e

16.6 Bahwa Supply Agreementlibedakan menjadi Suppy Agreement selama masa

Paten dan setelah masa Paten;-------
16.7 Bahwa terdapat perbedaan substansi mengenai pemgatialam kaitannya

dengan jual beli zat aktifmlodipine Besylateselama masa paten dan setelah

masa paten (C10);----------------==-=-mm-mmnm-
Tabel. 1
PerbandinganSupply Agreement

Selama Masa Paten-Setelah Off-Paten

Keterangan Supply AgreementTahun | Supply Agreemen2007
1997
Tanggal 27 February 1997 13 Juni 2007 dan berlaku
penandatanganan surut sejak tanggal 1 Aprijl

2007

Jangka waktu kontrak 3 Tahun Diperpanjang tiap tahun
Perpanjangan tiap tahun sampai saat ini
sdampai berakhirnya masa
paten

Obyek Perjanjian Kerjasama pemasokarPerpanjangan kerjasama
bahan baku yang dilindungi pemasokan bahan baku

oleh paten.

dengan perubahan syar

dan ketentuan  setelg
habisnya masa paten d

bahan baku

Pihak Yang

Pfizer Overseas Inc: Vice

Pfizer OvesselC: Vice
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menandatangani President M. Sidi Said Presiden
Jakes Hilboldt
PT Dexa Medica: Presiden
Director Drs. Rudy Soetiknp PT. Dexa Medica
Direktur: Ferry Sutikno
Para Pihak Pihak I. Pfizer Overseas Pihak 1. Pfizer Overseas
Inc, kedudukan hukum: 235 LLC (semula Pfizer
East 49" street, new York overseas Inc), kedudukan
N.Y. 10017, U.S.A hukum: 235 East 42 street,
SEBAGAI PEMASOK new York N.Y. 10017
U.S.A
Keterangan mengenai SEBAGAI PEMASOK
PFIZER Inc
SEBAGAI Pihak II: PT. Dexa Medica
PERUSAHAAN INDUK JI. Letjen Bambang Utoyp
DARI PEMASOK DI 138 palembang 30114
USA dan pemilik Paten| Indonesia
atasAmlodipine Besylate SEBAGAI PEMBELI
Pihak II: PT. Dexa Medica
JI. R.S fatmawati Persil 33
jakarta 12430
SEBAGAI PEMBELI
LaporanForecast Pasal 4 huruf a. Pasal 3 huruf a.

() Pembeli akan (i) Pembeli akar
melaporkan 1  tahup melaporkan 2  kal
sekali kepada pemasok setahun kepada
forecast dari kebutuh pemasok dari kebutuhan
an bahan baku, selama bahan baku selama

periode 12 bulan mula
dari 1 Desembefprecast
tahunan meliputi period
tahu

desember dari

pertama dan mei tahu

ketiga dari perjanjian ini.

i

D

n

periode 6 bulan dimuls

1 april . forecast akan

disampaikan olel
pembeli kepadz
pemasok 1 bula
sebelum periode

|

1372
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Forecast akan forecast
disampaikan oleh (i) Perubahan Forecast
pembeli kepada pemasok meliputi pergantiar
pada 1 oktober tahun periode 6 bulanan yang
pertama perjanjian ini disampaikan
(i) perubahan forecast persemester dari
meliputi pergantian pembeli kepada
periode 18 bulan yan pemasok. Perubahan
disampaikan persemester  forecast akan
dari pemasok kepada disampaikan kepada
pembeli. Perubahan pemasok paling lambat
forecast akan 1 bulan sebelum
disampaikan pembeli permulaan dari masing-
kepada pemasokn paling masing periode
lambat 2 bulan sebelum semester
permulaan dari masing-
masing periode semester.
Pembelian minimum Pada Pasal 1 huruf B -
Terdapat ketentuan
mengenai pembelian
minimum selama 12 bulan
sebagaimana ketentuan
kualitas minimum  dalam
lampiran  perjanjian ini
Dalam waktu 15 har
setelah pembertahuan dari
pemasok , maka pemaspk
berdasarkan
poemberitahuan tertulis,
dapat memutuskan
perjanjian secara sepihak.
Renegosiasi harga bahan - Pasal 12
baku Ketika pemerintah
Indonesia mengeluarkan
pernyataan mengenai
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penurunan  harga  atas
produk yang menggunaka
baku

besylate untuk diturunkan

AN

bahan amlodipe

harganyasebesar 25 % dari
harga saat ini, maka para
pihak setuju untuk
menegosiasikan kembali
harga bahan bakl
Tambahan dari peraturan ini
Syarat dan ketentuan ipi
berlaku selama periode
perjanjian.
Pengaturan jumlah Pasal 4 huruf a angka 4. Pasal 3 angak (i)
pasokan bahan baku Enam bulan pertama dari Pembeli akan memberikan
berdasarkan forecast| forecast yang dikirimkan kepada pemasok 2 Kkali
dari pembeli dapat menggambarkan setahun forecast terhadap
kebutuhan yang pasti dari kebutuhan dari bahan baku
perusahaan dengan untuk waktu 6 bulan mulai
kepastian pembelian 1 april. Forecast akan
selanjutnya oleh pembeli disampaikan 1 bulan
meliputi enam bulan periode sebelumnya
yang variasinya tidak lebih
dari 25% darforecast
pengakuan terhadgp Pasal 8 -
paten Selama  perjanjian ini
Pembeli akan melakukan
berupaya mengakul,

menjaga hak paten , d&:
validitas dari paten Pfize
Inc. pembeli mengakui da
mengetahui bahw
pembelian dan pengguna
nya amlodipe besylate no

pfizer dan produksiny.

AN

=
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diwilayah Indonesia adala
merupakaan pelangarz
paten Pfizer Inc dan tida
akan melakukan kegiats

sebagaimana tersebut diat;

AN

N

Pengawasan paten

Pasal 9
Pembeli akan
memberitahukan seca
tertulis kepada Pemas

bahwa telah terjad

pelanggaran paten ats
ancaman pelanggaran ya
dilakukan pihak lain baik
penjualan atau pengguna
Amlodipine Besylate

pembeli akan memberika
pendampingan yang waj
kepadaPemasokdanPfizer
Inc dalam rangka menjag
paten . semua proses ha

dalam pengawasag

pemasok, dan afiliasi dari

pemasok yangman
penunjukan dan biaya yar
ditimbulkan akan

dibebankan oleh supplier.

Al

a

n

a

19

[US

Pemutusan  perjanjian Pasal 16 huruf c angka (vi)
akibat tindakan Jika pemasok  melihat
kelebihan produksi oleh bahwa jumlah kuantitas dar
Pembeli yang tidak produk yang dijua
sesuai dengan bahan diwilayah Indonesia
baku berlebih dan tidak sesu
dengan kuantitas  dari
produk yang dapat
diproduksi oleh pembel|i

dari bahan baku yang dibe

ai

1Y

Pasal 13 huruf c angka(iv)
Jika

bahwa jumlah kuantitas dq

pemasok  meliha

produk yang dijua
diwilayah Indonesia
berlebih dan tidak sesuai
dengan  kuantitas  dayi
produk yang dapat
diproduksi oleh pembeli

dari bahan baku yang dibe

1

D
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dari pemasok

dari pemasok

Pencantuman kalimg

dalam kemasan produk

At

Pasal 6

Pembeli selama perjanjian
ini berlaku akan
mencantumkan pada
kemasan produk yang

diproduksi dan dipasarka

di  wilayah Indonesia
kalimat:
“Manufactured Utilizing

active Material of Pfizér

Pasal 5

Pembeli selama perjanijia
ini berlaku akan
mencantumkan pad
kemasan produk yan

diproduksi dan dipasarka

di  wilayah Indonesia
kalimat:
“Manufactured Utilizing

active Material of Pfizer”

N

«

1

Hak

melakukan

Pemasok
inspeksi

kepada pembeli

Pasal 10

Pemasok dan pihak yang

ditunjuk  berhak setia

waktu selama perjanjian in

berlangsung melakuka

inspeksi  terhadap  sta
baku yang

dujual kepada pemasok d

bahan

stok yang masih tersed
dalam gudang
(penyimpanan)  pemaso

Pemasok dan pihak yang

ditunjuk dapat setiap wakiu

selama perjanjian

berlangsung berhak unruk

memeriksa buku da

pencatatan yang dilakukan

oleh pembeli terlkait denga
bahan baku yang mas
tersedia dalam
penyimpanana (gudan

pembeli.

baku untuk memproduks

produk. Produk yang mas

telah

ini

Kegunaan bahan

n
k

AN

Ia

K.

n

ih

)
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tersimpan  (stok) dalan
penyimpanan (gudang
npembeli dan penjuala

produk oleh pembeli dala

wilayah territorial.

>

))

=]

m

Pengaturan
bisnis dan

pembeli

perilak

penjuala

Pasal 16 huruf c angka 4
melakuka

=)

Ketika pembeli
perilaku bisnis dan prakte
penjualan yang
menyimpang dari peraturs
ketentua

standar  dari

praktek penjualat
sebagaimana yarn
dijelaskan dalam bukle

Pfizer tentang ringkasa
dalan
Pad

1996 copy suda

kebijakan  Pfizer

perilaku  bisnis.
januari
dilengkapi oleh pemasq
pihak dapat secara sepoih

memutuskan perjanjian

perilaku bisnis Pfizer atau

kepada pembeli. Maka para

=)

)
N

n

N

—t

a
h
k

ak

Pemutusan

berdasarkan pengaturs

jumlah  produksi
bahan baku.

dar

perjanjian Pasal 16 Huruf ¢ Angka

an (vi)
Jika penjual melihat bahw
kuantitas dari product yan

dijual berlebih dan tida
sesuai dengan jumlg
produk yang dapa

diproduksi dari penggunas
bahan baku yang dibeli da
penjual. dalam wilayal
territorial yang diperjanjikar

, maka para pihak dap

Pasal 13 huruf ¢ angka
(iv)
a Jika penjual melihat bahw

g kuantitas dari product yan

K dijual berlebih dan tidal
h sesuai dengan jumia
t produk yang dapa

in diproduksi dari penggunas
ri bahan baku yang dibeli dg
n penjual. dalam wilayal

yang
at diperjanjikan , maka par

1 territorial

a

N

—
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memutuskan perjanijial

secara sepihak.

n pihak dapat memutuska

perjanjian secara sepihak.

Kewajiban pembel

untuk membuat pres

realese

Pasal 24

Pembeli setuju

mengumumkan sejak 7 hari

setelah penandatangan

perjanjian untuk
mengeluarkan press reale
yang
bahwa para pihak

iIsinya menyebutka
tela
mencapai kesepakats
terkait dengan pelanggar:

paten.

utk

an

se

Kewajiban memberika

x 3

informasi kepada piha

ketiga vyaitu  Pfizer

Indonesia

Pasal 21
semua pemberitahual
persetujuan dan komunika
yang
perjanjiian ini harus dalarn

terkait denga
bentuk tertulis dan hard
dikirimkan melalui
facsimile, pengirimar
langsung atau lewat suir
sesuai dengan alamat pa
pihak dalam perjanjian i
dan copynya kepada Pfiz
Indonesia dengan ketentu
bahwa semua informasi ats
komunikasi harus sampai |
pihak pfizer dalam jangk
yang

dalam perjanjian;

waktu ditentuka

Pasal 18
n, semua pemberitahua|
si persetujuan dan komunika
terkait

n yang denga

n perjanjiian ini harus dalarn

s bentuk tertulis dan hard
dikirimkan melalui
1 facsimile, pengirimar

at langsung atau lewat suir
arasesuai dengan alamat pa
I pihak dalam perjanjian ir
er dan copynya kepada Pfiz
an Indonesia denga
au ketentuan bahwa semt

a harus sampai ke pihg

n pfizer dalam jangka wakt

yang
perjanjian;

ditentukan dalan

Harga Bahan Baku

US$ 40.000 per KgA

US$ 26.000 per KgA
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16.8 Bahwa setelah masa paten berakhir, PT Dexa Medidaak membeli zat aktif
Amlodipine Besylate dari Supplier manapun, namun PT Dexa Medica tetap
membeli Zat Aktif Amlodipine Besylate dari Pfizédverseas Inc dengan
pertimbangan bahwa PT Dexa Medica ingin memastikampertahankan efek

klinis/khasiat Tensivask yang sama pada saat sebdan sesudah paten.(vide

pengenalan Dexa Medica tanggal 9 maret 2010); et T I EEEEEEERE e
17. Tentang Perjanjian Distribusi (C3.15; C3.16;C3.113.18;C3.19;C3.20;C3.21}--
17.1 Baik PT Pfizer Indonesia maupun PT Dexa Medica rggngkan PT. Anugrah
Argon Medica selaku distributor utama produk Nokvdan Tensivask;-----------
17.2 PT Pfizer Indonesia dan PT. Dexa Medica mensyamnakiegpada PT. Anugrah
Argon Medica untuk melakukdpest effortdan memaksimumkan kepentingan /

interest dari masing-masingrincipal termasuk melindungi rahasia masing

masing perusahaan dari pesaing;--- e e EE e
17.3 Bahwa PT Anugrah Argon Medica didirikan berdasarklta No. 8 tanggal 6
Juni 1980 oleh Teguh Hartanto,SH, Notaris di pakmgbdan SK Menteri
Kehakiman No. Y.A.5/20/10 tanggal 10 Januari 198&in dpoerubahannya
berdasarkan akta No. 04 tanggal 1 Agustus 2008 Wielarti Lukamn-Widjaja
Notaris dijakarta Pusat dan SK Menteri Hukum danMHARI No. AHU-
66839.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 22 September @d@a8\kta NO. 6 tanggal
14 januari 2010, oleh Betty Supartini Notaris dpDk;------------------=--=--=-----
17.4 Bahwa bidang usaha dari PT Anugrah Argon Medikaddmarkan anggaran

dasarnya yaitu:-=-=-=-=-=s=e-eoememe e e

17.4.1 Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pradaiaéi, obat dan
bahan obat baik bahan kimia, bahan alam, bahareKniologi atau
campuran, obat-obatan tradisional, alat keseh&t@smetik, bahan dan
alat kecantikan, bahan dan barang dan alat permawk¢sehatan,
makanan dan minuman kesehata, makanan dan minubsang
kebutuhan sehari-hari (consumer good) dan prodakkgp---------------

17.4.2 Menjalankan usaha dibidang jasa;------------ e

17.5 Bahwa pemegang Saham dari PT Anugrah Argon Medika:y------------------
17.5.1PT Dexa medica pemegang saham 98,13% setara dengé#.000

17.5.2 PT Ekon Prima pemegang saham 0,04 % setara dér@@nsaham;----
17.5.3 PT Inertia Utama pemegang saham 1,83% setaramleb)d73 saham;
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Tabel.2
Perbandingan Perjanjian Distribusi PT Anugrah Arlytedica

F

Tindakan/corporat¢ Pada  Pasal - - -
action yang| 2.4 huruf (a)
dilakukan oleh Tidak
Distributor  yang| memenuhi
mengakibatkan dan atau
pemutusan pelanggaran
perjanjian  secaradan atau
sepihak oleh pelanggaran
prinsipal  terkait| oleh
perubahan distributor
kepemilikan  dan dari semug
pemegang saham | atau setiaf
kewajiban
atau ketentuat
yang
ditetapkan

—

dalam
perjanjian
Pasal 2.4
huruf (c)
Terjadinya
perubahan

kepemilikan
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atau
pemegang
saham atal
manajemen
dari

distributor
atau setiap
perubahan
dalam
organisasi
perusahaan
dari

distributor
yang
menjalankan

dalam

usahanya tidal

dapat diterima

N

|

olehprincipal
Kewajiban Pasal 9.1 Pasal 7 Pasal 5 1. AAM
distributor  untuk Setiap tahun PT AAM 1. Penjualan harus
memberikan sebelum wajib bulan mengirimkan
laporan tanggal 13 menyerahkar sebelunya 2 hari
juni harus| atau (unit&nilai) sebelum
melakukan mengirimkan produk yang akhir bulan
audit laporan- ditargetkan | konsolidasi
keuangan olehlaporan yang . Penutupan nasional stok
akuntan dari dibutuhkan stok bulanan dan laporan
luar oleh PT (unit&nilai) penjualan,
Pasal 9.2 Dexa Medica . 3 bulan| pada waktu
Melaporkan | sesuai jadwa perubahan yang samé
perubahan yang forecast dan| melaporkan
dewan ditentukan pembelian stok bulanan
komisaris dan dalam yang akan dan laporan
direksi  dari| perjanjian datang penjualan
distributor 14 . Laporan ditiap
hari sejak Pasal 7.2 mingguan dan cabang

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012
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ditunjuk PT AAmM bulanan dari AAM di
berkewajiban penyimpanan| Indonesia.,

Pasal 9.1 dan sanggup dan

angka (v) untuk [penjualan di

Secara berkalamemberikan tiap lokasi

berdasarkan | informasi distributor

bentuk yand yang benal
ditetapkan lengkap darn
oleh principal, | tepat waktu
distributor berupa
berjan;i laporan
memberikan | sales, stock
informasi mingguan,
pasar, bulanan dar
perkembangan lain-lain

di wilayah | yang

yang diperlukan
diperjanjiakan, oleh PT
statistic Dexa Medica

perdagangan, | dalam

informasi bentuk
tentang disketee atau
kegiatan harsd copy

pesaing, damn cetakan
informasi lain
yang di minta
oleh principal
agar produk
dapat
dipromosikan
dengan
mendapatkan
keuntungan
yang terbaik

sebagai
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promosi yang

effektif di
wilayah
produk
tersebut yang
menjadi
perhatian
penting bagi
kedua belal
pihak dalam
perjanjian

*PT Anugrah argon Medica di singkat menjadi PT AAM
*PT Pfizer Indonesia disingkat menjadi PT PI
*PT Dexa Medica disingkat menjadi PT DM
Bahwa berdasarkan penjelasan dari PT Anugrah AmMgedica mengenai
adanya kepentingan Pfizer dengan adanya perubat@emilikan pemegang
saham PT Anugrah Argon Medica sebagaimana terddalam perjanjian
distribusi antara PT Dexa Medica dan PT Pfizer iveta, dijelaskan oleh PT
Anugrah Argon Medica ketika terjadi perubahan keifikam makaprincipal
akan mempertimbangkan kembali penggunaan distritoydio Contohnya ketika
kehilangan Organon karena diakuisisi gteimcipal lain;-------------=-==-==---=----
Pfizer Distribution Agreementyang dibuat oleh PT Pfizer Indonesia dan PT
Anugrah Argon Medica pada tanggal 22 November 19®&alui akta notaries
Singgih Susilo yang diwakili oleh Hocine Sidi &aelaku presiden Direktur
PT Pfizer Indonesia dan Andy Widjaya selaku DuekPT Anugrah Argon
Medica telah beberapa kali dilakukan perubahanatipPfizer Distribution
AQrEEMENYAITU: === === = o o e e e
17.7.1 Amandemen | pada tanggal 10 juli 1997 mengenailjadran dari pasal
1.1 untuk penambahan produk Pfizer yamigistribusikan oleh PT
Anugrah Argon Medica antara laiNorvask, cardura, zol;oft, diflucan,
Zithromax, Felden, Unasyn, Cefobid, Vibramysin, Sy, Terramycin,
Terracotril, Diabenese, Minipress, Fasigyn, Obrorthec, Glucotrol
XL dan Zithromax-POS;--======== e e e e e
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17.7.2 Amandemen Il pada tanggal 24 November 1997, mkakperubahan
terhadap paragraph 2.1 dari pasal 2 mengenabgiean jangka waktu
perjanjian yang semla 1-12-1996 menjadi 1-12-1988 @asal 3.1.
merubah marjin distributor yang semual 20% darghadbersih pabrik
principal sebelum pajak pertambahan nilai menjadi 15,4 %—------
17.7.3 Amandemen Ill tanggal 10 desember 1998 pasdal Efiambahkan
produk Viagra dan Trovan, pasal 2.1 perjanjiankarlaku selama 2
tahun sejak 1 desember 1998, pasal 2.6, pasal Biérubah marjin
distributor yang semual 20% dari harga bersih jgtmincipal sebelum
pajak pertambahan nilai menjadi 13,4 , menghaptenk&an pasal 3.3
dan pasal 9.6 , merubah pasal 5.4, pasal 6.1 dah p@&5;-----------------
17.8 Bahwa perjanjian kerjasama distribusi antara PXalMedica dan PT Anugrah
Argon Medica dibuat pada tanggal 30 November 1988 T Dexa Medica
yang diwakili oleh Drs. Hendra Purnomo selaku Bess&Development
Manajer dan Erwin Trenggono selaku General Mandjeranugrah Argon
Medica.yang belaku selama 1 tahun sejak 1 desertb8B, perjanjian
kerjasama disribusi yang dibuat pada tanggal 2gar®002 antara PT Dexa
Medica yang diwakili oleh Drs. Hendra Purnomo, MBAelaku General
Manager-OBN dan Andy Wijaya, MBA selaku direktur Ahugrah Argon
Medica belaku selam 3 tahun sejak 1 Desember 200%—-----------------------
17.9 Bahwa saat ini biaya distribusi untuk PT Pfizer dnédsia lebih kecil
dibandingkan PT Dexa Medica;-----------=====-==—mmm s
17.10 Bahwa secara umum hal-hal yang dilaporkan PT Arrugrgon Medica selaku
distributor kepad®rincipalnya yaitu:----------====-=m s oo
17.10.1 forecastuntuk menentukan banyak barang dan di tiap cabareg
pemasaran. Kalau stok masih tinggi PT Anugrah Arytadica tidak
melakukan PO;------mmmmmm oo e
17.10.2 Laporan penjualan, sekarang dengan IT PT AnugrajoriMedica
menggunakan softcopy Ssaja; ----------=-==-===m=mmmmm e

17.10.3 Laporan expired product;--------=-==-==mmmmmmm oo

17.10.4 laporan fast moving dan slow moving; mmmmmmmmmeemeee-
17.11 Bawa biaya distribusi terhadap obat Norvask telebebapa kali dilakukan
perubahan yang sebelumnya 20% menjadi 15,4 % dimeaijadi 13,4 %;-------
18.Tentang Harga dan Struktur Biaya (C.34;C.35)------=----mmmmmmmmmmmm oo
18.1 Harga, -----=-==nmmmmm e oo o e e
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18.1.1 Mengenai pergerakan harga Norvask, berikut adatabgepakan harga
untuk produk Norvask, baik kemasan 5mg dan 10 mg—--------------

Grafik.1
Pergerakan Harga Norvask Per Unit
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—— NORVASKTAB 5MG 10X3 —8— NORVASKTAB 10MG 30

Sumber : IMS (Harga HNA, diolah)

Berdasarkan data pergerakan tersebut, baik Norkaskasan 5mg maupun

kemasan 10mg, harganya terus mengalami kenaikamnassistematis sejak tahun

2000 sampai awal 2010. Kenaikan juga terjadi dioger2007-2008, dimana pada

saat itu, terjadi penurunan harga bahan baku Efzer overseasyaitu pada

awalnya $40.000 per KgA menjadi $26.000 per KgAidtaun sekitar 35%;-------

18.1.2 Mengenai pergerakan harga Tensivask, berikut infikbbe adalah
pergerakan harga untuk produk tensivask, baik kamasig dan 10 mg:

Grafik.2
Pergerakan HargaTensivask Per Unit
Pergerakan Harga Tensivask Per Unit
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—e— TENSIVASK TAB 5MG 10X5 —=— TENSIVASK TAB 10MG 50

Sumber : IMS (Harga HNA, diolah)
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Harga Tensivask per unit, naik secara berkala. Agadiihat dari pergerakannya,
harga Tensivask mengalami kenaikan selama peri0@2 hingga awal 2010.
Pada tahun 2002, harga tensinvask 10mg seharga8Rf.mengalami kenaikan
hingga pada awal 2010 menjadi Rp.9500. Berdasadata tersebut, harga
Tensivask baik yang kemasan 5mg dan 10mg meng&kmaikan 7x kali (5mg)

dan 3x (10mg) selama periode 2000-awal 2010. Keanatkarga juga terjadi
ketika masa paten Norvask habis pertengahan 200iandi saat itu terjadi
penurunan harga bahan baku dari Pfizer Overseas¥4i0.000 per KgA menjadi
$ 26.000 per KQA;---mmmmmmm oo oo e oo e e

Grafik.3
Perkembangan Harga Per Unit di Askes

Perkembangan Harga Per Unit di Askes
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Sumber: IMS Diolah
Produk Norvask dan Tensivask di juga diikutkan alajarogram Askes, dimana
kedua produk tersebut dijual dengan harga lebihamwapabila dibandingkan
harga pasar umumnya. Dilihat dari pergerakan h#&sgjkes pada tabel diatas
terlihat bahwa harga cenderung lebih murah daril $ié dibandingkan dengan
harga pasaran umum. Produk Norvask pernah tidakikmnies dalam daftar obat
Askes pada tahun 2005 dan kembali terdaftar pdmaenta007;-----------------------
18.2 Struktur Biaya (C4;C5);-m--mmmmmmmmmmm oo oo o oo e e e
18.2.1 Struktur harga suatu obat umumnya terdiri dari hdbeku, biaya produksi
dan pemasaran, biaya distribusi dan margin apet#:—---------------------
18.2.2 Harga produk Norvask sangat dipengaruhi oleh bipyaduksi dan

pemasaran, margin apotik dan bahan bakunyasebawmitabel berikut

Tabel. 3
Struktur Biaya Norvask 5 MG

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012



SALINAN

Struktur Harga Norvask

Keterangan 5MG (%)
Bahan Baku 20
Biaya Produksi dan

Pemasaran 36
Biaya Distribusi 9
Margin rata-rata Apotik 25
Pajak (PPN) 10

18.2.3 Struktur biaya Tensivask pada periode 1997-2@datif sama dengan
periode 2007-2010. Perubahan signifikan dalam g@erid997-2007
dengan periode 2007-2010 terjadi untuk pos biaymamabaku yang
turun 10% dan biaya produksi/pemasaran yang na&i-10--------------

Tabel 4.

Struktur Biaya Tensivask

Struktur
Struktur harga | harga

Tensivask 19971 Tensivask

Keterangan 2007 2007-2010
Bahan baku 35% 25%
Biaya produksi dan
pemasaran 30% 40%
Biaya distribusi 10% 10%
Biaya umum dan administrasi 10% 10%
Biaya keuangan 3% 2%
Margin manufacturing
(sebelum pajak) 12% 12%
PPN% 10% 10%
Margin Apotik =25% HET 36,70% 36,70%
HET 146,7 HET 146,7

18.2.4 Bila dibandingkan dengan produk Y yang masih upakan produk
sejenis dengan zat aktif amlodipine seperti Norvdsk Tensivask,
faktor penentu harga juga masih sama yaitu biayajuplan dan
pemasaran yang mencapai 50%. Berikut adalah péegerharga

Tensivask selama periode 2000-awal 2010:----------=--==-==-==-mmmmm-
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Tabel.5
Struktur Biaya PT X

Keterangan Struktur Biaya PT. Y
COGS 7.65%

Sales and Marketing 50%

General Admin 10%
Distribution 7.87%

18.2.5 Berdasarkan survéyang dilakukan oleh DepKes bekerjasama dengan
WHO pada tahun 2004-2005, diperoleh nilai MRNRedian Medicines
Price Ratio3 Amlodipinebmg tab/cap di Indonesia, yaitu:------------------
18.2.5.1. Untuk Innovator Brand(Norvask) sebesar 51.13 Kkali lebih
mahal dari harga acuan internasional untuk rumdht sa
umum, sementara untuk Rumah sakit swasta, harga jua

Norvask di Indonesia 53.26 kali ebih mahal darghaacuan

international;===========mmm e e
18.2.5.2. Sementara nilai MPR untuk Tensivask di rumah ssakdsta
adalah 49.43 Kkali lebih mahal daripada harga acuan
internasional, sementara nilai MPR untuk Tensivaik
Rumah sakit umum 45.85 kali lebih mahal dari haagaan
iNternasional;------======m ==
18.2.5.3. Berdasarkan data yang diperoleh dharternational Drug
Price Indicator untuk periode 2007-2009, dapat diperoleh
data harga median untuk produk obat anti hipertdasgan
zat aktif Amlodipine Besylateyaitu masing masing sebagai
berikut: $ 0.1333 per tablet (2007), $ 0.0526 péiet (2008)
dan $ 0.061 per tablet (2009);----------=====mmmmmmmmmmmmmmm e
19. Tentang PenjualanAmlodipine Besylate(C34;C35)
Berikut adalah profil penjualan untuk obat antidrtpnsi dengan zat ak#fmlodipine
Besylate -------- o
Grafik.3
Profil obat anti hipertensi dengan Zat Aktif Amlodipine Besylate

1 Mengacu pada hasil survey “Price People have tg for Medicine in Indonesia” yang dilakukan olehikes berkerjasama dengan WHO dan HAI tahun 2005-200
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Penjualan Amlodipine
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o
£ 500.000 ?
z /
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Data penjualan diolah dari data lembaga surveydarnNilai penjualan produk obat
dengan zat aktif amlodipine di akhir tahun 2000 cagai Rp. 73 Milyar dan
berkembang menjadi Rp. 534 Milyar di awal tahun@®ebelum tahun 2007, pasokan
produk amlodipine hanya dilakukan oleh dua perumahgitu PT. Pfizer Indonesia
dengan merk Norvask dalam kemasan 5mg, 10 mg diark WSKES lalu PT. Dexa
Medica dengan merk Tensivask dalam kemasan 5mgy tiam untuk ASKES.----------
Pasca paten terhadap zat aktifilodpine besylatbabis di pertengahan 2007, muncul
beberapa perusahaan baru dengan menjual menjuhlipodat anti hipretensi dengan
zat aktif Amlodipine Besylatebaik beruparanded generianaupun generik. Tahun
2007 ada tambahan 13 perusahaan yang memprodutsawntd hipertensi dengan zat
aktif amlodpine besylateTahun 2008 ada tambahan 5 perusahaan yang mesdséar
obat anti hipertensi dengan zat aldihlodipine besylat@lan pada tahun 2009 ada
tambahan 12 perusahaan yang masuk ke pasar obdti@ertensi dengan zat aktif
Amlodipine BesylateMasing masing perusahaan pada umumnya menawaithan
tersbeut dalam kemasan 5 mg dan 10 mg. Terlepadbalayaknya pelaku usaha dan
produk yang masuk dalam pasar obat antihpertensgage zat aktif amlodipine
besylate, dari sisi penjualan per volume atau umétk Norvask dan Tensivask dalam
berbagai kemasan tetap menjadi obat yang palingaliatiresepkan oleh dokter;--------
20. Tentang Bahan Baku (C45; C46;C47; C48; C49; C50);—------
20.1 Berikut adalah pergerakan bahan baku yang digunakea volume produksi

untuk PT Dexa Medica terutama bahan baku zat Aktifodipine Besylatedan

TENSIVASK; === mmm e e e e
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Grafik.4

Penggunaan Bahan Baku dan Volume Produksi PT Dexa &lica
(2004-2009)
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Berdasarkan pergerakan tersebut, terlihat bahwdugsd Tensivask
sangat dipengaruhi oleh pembelian bahan baku grdétas;-----------
20.2 Berikut adalah pergerakan bahan baku zati a&tiflodpine besylatedan
produksi Norvask untuk perusahaan PT Pfizer Indanes------------------------
Grafik.5
Penggunaan Bahan Baku dan Volume Produksi PT Pfizdndonesia
(2004-2009)
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20.000,00 +
0,00 f f f f f 0

200420052006200720082009

Berdasarkan data pergerakan tersebut, tingkat peagg bahan baku zat aktif
amlodipine besylatguga berpengaruh terhadap volume produksi Norvask
(contoh untuk kemasan 5mg);-------------------- mememmmmmeememeeeeeeeeeeeeeee
21 Fakta Lain -m-m-mmmm oo oo
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21.1 Keterangan saksi ahli (B14;B19;B20;B21; B27; B28

21.1.1 Untuk jenis penyakit hipertensi metode pengobdtrsebut mengacu

pada JNC 7 yang diurai kedalam bentuk flowchartagab berikut

Gambar 3.
FLOWCHART METODE PENGOBATAN PENYAKIT HIPERTENSI

Figure 16. Algerithm for treatment of hypertension

Lirestyie MomAcanons

Not at Goal Blood Pressure (<140 90 mmHg)
[=t30/ 80 mmHg for thasewith diabates or
chronic kidney diseasa)

Inmau Deus CHoICES

Without Compelling With Compelling
Indications Indications
Stape1 Stage 2 Drugis) for the
Hypartension Hypertension compelling indications
ISBP 140-150 (SER 160 or DEP ize= table 12)
or DBP go-59 mmHg) =100 mmHg) :
RO e oy
formost, May consider wnst Custially thigitie: ugs (diuratics, o
ACEI, ARB, BB, CCB, or hrpe,mnm'k and ACE or ARE, BB, CCB) as need
L ARE, or BE. ar CCH)
Nov T Goaw
ACEL anglatensin comvarting BLooo PRESSURE
avyme dnhibitor; A RE,
anglotansin receptor biocken l
BB, beto dlock er; (OB, calcfum
chonng Mocker: DER slostodls
lod prassira: SBP systolic Orptimize dosages or add additional drugs
blood pressure

bt goal blaod pressure is achieved.
Consider consultation with hypertension specialist.

Tahapan pertama dalam pengobatan hipertensi agelaiibahan gaya
hidup atau lifestyle modification. Apabila prosessebut tidak efektif
untuk menurunkan tekanan darah, maka masuk dalaap f@engobatan
awal. Untuk penderita hipertensi yang tidak memiliidikasi khusus

(hipertensi primer), maka pengobatan terbagi atastahap yaitu tahap 1

dengan jenis obat yang dianjurkan adalah obat yangasuk dalam
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kelompok terapi thiazide diuretics, ACEI, ARB, BBard CCB serta
kombinasi. Untuk tahap 2, jenis pengobatan yangjualikan adalah
kombinasi antara kelompok terapi diretics dengareEA@an atau ARB
dan atau BB dan atau CCB. Sementara untuk pendpiatensi yang
memiliki indikasi khusus seperti penyakit jantumigbetes, ginjal dan
sebagainya, maka penggunaan kombinasi obat haesudikan dengan
tingkat kontraindikasi dari masing masing obat. ddalkondisi dimana
pasca pengobatan tahap 1 dan 2 serta untuk pentgrértensi dengan
indikasi khusus tidak efektif, maka dianjurkan oplisasi dosis obat
serta penambahan jenis obat diiringi dengan komsiulke spesialis
RIPEMENSI; === m = oo e e e
Berdasarkan dokumen dari Heart Foundation berjuGuide to
Management of Hypertensiogang diterbitkan tahun 2008 (C2.8),
pengobatan dengan thizide diuretics cenderung mkaikan resiko
diabetes sehingga penggunaan nya harus dibatasiusina untuk
penderita hipertensi dengan indikasi tambahan yglitgcose intolerant
serta kelainan sindrom metabolisme. Penggunaandatbam kelompok
thiazide diuretics hanya direkomendasikan untukepaserusia diatas 65
dimana benefit obat tersebut terhadap pencegahavkestserta
pengendalian systolic hypertension dinilai melelidmpak netatif yang

terkait dengan diabetes tersebut;------------ e e

Berdasarkan dokumen yang sama, disebutkan bakwggpnaan obat
dalam kelompok terapi beta blocker dalam pengoliataap 1 juga tidak
dianjurkan karena adanya temuan baru yang mengisiiikn kenaikan

resiko terkena diabetes dan juga efektifitas dibapgengobatan dengan

obat kelas terapi lain;------=--==== == e
Berdasarkan keterangan dokter ahli walau terdbpayak jenis kelas
terapi untuk pengobatan penyakit hipertensi, namana kerja, titik
tangkap atau reseptor dari masing masing kelas tem@ berbeda
Dengan system pengobatan hipertensi yang seumup,hidaka jenis
obat yang memiliki side effect minimal serta dosagu kali minum per
hari akan lebih unggul dibanding obat jenis laimnt®h, pengobatan
dengan kelas terapi CCB lebih focus pada upayakumtemperlebar
pembuluh darah dengan menghambat masuk nya kalslatam
pembuluh darah tersebut. Pembuluh darah yang med&ba berdampak

terhadap penurunan tekanan darah. Proses kerjat@G&out berbeda
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dengan kelas terapi lain misalnya diuretics yangwunekan volume

cairan tubuh dan melebarkan pembuluh darah;

21.1.5 Berdasarkan keterangan dokter ahli obat hipdartdeegan zat aktif
amlodipine memiliki keunggulan yaitu efek mempekbgiembukuh
darah anti arterosklerosis dan berdasarkan pernobgsag telah
dilakukan obat ini adalah yang paling aman dan dakombinasi
dengan berbagai macam obat lini pertama dalam &bmpdingobatan

belum mencapai target;---------------- e

21.1.6 Berdasarkan keterangan dr ahli amlodipine cocotuku pasien yang
menderita hipertensi terkait dengan gangguan g(daijal Hipertensi).
Mengacu pada keterangan saksi ahli untuk tipe pasperti ini, pilihan
obat lain seperti ace inhibitor tidak bisa digungka------------------------

21.1.7 Penetapan jenis obat dengan zat aktif tertentiandapengobatan
hipertensi ditentukan oleh beberapa factor. Menghkeu Guide to
Management of Hypertension 2008, factor yang dipédngkan dalam
menetapkan jenis obat adalah usia pasien, keberaoeayakit atau
kelainan organ lain, keberadaan factor implikasigydapat menghambat
atau mendukung pengobatan dengan obat zat aktdnter potensi
interkasi dengan obat zat aktif lain serta factargh obat. Sejalan
dengan dokumen tersebut, keterangan dr ahli mekpata bahwa
pengobatan pasien hipertensi bersifat individuain d@édak bisa
digeneralisir. Faktor yang harus dipertimbangkamaran lain adalah
apakah pasien memiliki komplikasi lain seperti strogagal jantung,
ginjal, lalu apakah pasien memiliki kelainan meta&baceperti lemak
tinggi, asam urat dan resiko terkena penyakit jagtserta factor harga.
Di beberapa Negara lain, factor ras juga menentpkdran obat;---------

21.1.8 Masing masing obat dalam kelas terapi memilikintk@ndikasi.
Mengacu pada JNC 7, kelompok kelas terapi CCB diredndasikan
hanya untuk penderita hipertensi dengan indikaskogjantung koroner
serta diabetes. Sementara kelas terapi lain sepditretics
direkomendasikan untuk penderita hipertensi denigdikasi jantung
koroner serta gagal jantung. Namun, seperti diai@gh JNC 7,
dokumentasi terhadap dampak negatif atau kontikasditerhadap
penderita hipertensi untuk masing masing kelas piterbelum
komprehensif sehingga belum ada informasi yang pgukuntuk

menganalisis kontraindikasi atau dampak negatiisjesbat tertentu

dalam pengobatan hipertensi; e
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21.1.9 Berdasarkan keterangan saksi ahli, tiap obat atermat aktif tertentu

memiliki kontraindikasi atau side effect. Obat dangzat aktif
Amlodipine Besylatediketahui mengakibatkan efek kaki bengkak
walaupun tingkat prevalensi nya kecil. Obat dengm@mdungan diuretics
dapat menyebabkan, kenaikan kolestrol dan gulahdargotensi serta
kerusakan ginjal namun cocok untuk pasien yang alang lemah
jantung. Sementara obat dalam kelompok terapi AGEtingkali

dijumpai kasus munculnya gejala batuk yang menggapgsien;--------

21.1.10 Berdasarkan JNC 7 lebih dari dua pertnderita hipertensi

membutuhkan kombinasi 2 atau lebih dari 2 obat kielas terapi yang
berbeda. Dalam kondisi dimana pasien mengalamngekaarah yang
signifikan kenaikan nya, penggunaan secara komb&anis obat dari

kelas terapi yang berbeda sangat mungkin diper{ekan-----------------

21.1.11 Berdasarkan keterangan saksi ahli, pesetgenis obat hipertensi yang

cocok untuk pasien pada umumnya dilakukan atasr gesaeriksaan
yang bersifat individual. Dokter akan menggunakagrtimbangan
pengetahuan serta dukungan informasi yang biasdisgaliakan oleh
para detailer dan medical representatif. Pilihatarambat orignator
maupun generik dilakukan atas dasar permintaan kdamampuan
pasien. Para saksi ahli mengetahui alternatif goililuntuk jenis obat
hipertensi dengan zat aktif tertentu (contoh anplimg) namun tidak
memiliki informasi yang cukup mengenai harga. Sakahli

menyampaikan bahwa dokter (pada umumnya) akan nreayae obat
originator yang sudah terlebih dahulu eksis di peaeena memang telah

didukung oleh jurnal ilmiah atau berbagai peneaiitermutakhir;---------

21.2 PT Pfidex Pharma (C11);----m-mmmmmmmm e e oo
21.2.1 PT Pfidex Pharma merupakan perusahaan joint kenjang didirikan

21.2.2
21.2.3

oleh PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica berdasaakta notaris
nyonya liliana Arif Gondokusumo berdasarkan aktandomgan No.9
tanggal 9 Februari 2000 yang telah mendapat pgusetuwdari Menteri
Hukum dan perundang-undangan Republik Indonesiggtdi31-8-200
Nomor: C-19424 HT.01.01.TH.2000;--------=--===-——=mnmmmmm oo
PT Pfidex Pharma berkedudukan di Jakarta;

Maksud dan tujuan perusahaan adalah berusahdadgijasa melalui
kegiatan usaha pemasaran, pendistribusian dan gbemj{perdagangan

umum) produk-produk farmasi; ---------=-========m=mmmme oo
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21.2.4 Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 730.500.0@% (100.000) yang
telah ditempatkan dan dikeluarkan kepada:----——------
21.2.4.1PT Pfizer Indonesia mengambil bagian 51% atau Dls@Mam
senilai dengan Rp. 372.555.000 (US$ 51.000);---------------
21.2.4.2PT Dexa Medica mengambil bagian 49 % atau 49.06@msa
senilai dengan Rp. 357.945.000 (US$ 49.000);--------------
21.2.5 Bahwa PT Pfidex Pharma terdaftar dalam Daftaussraan Kepala
Suku dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadigkarta
Pusatdengan Nomor Tanda Daftar Perusahaan 0903 #40----------
21.2.6 Bahwa pada tanggal 21 November 2001 telah disd&apat Umum
pemegang saham luar biasa PT Pfidex Pharma yakgduetukan di

Jakarta dimana para pemegang saham telah memutuskark
membubarkan perseroan, berdasarkan risalah rapatiapan nyonya
Liliana Arif Gondoutomo, S.H dijakarta dengan AlNa.4 tertanggal 21
November 2001 ;--------=mmm oo oo e
21.2.7 Bahwa sejak tahun 2005-30 November 2006 totattaBS Pfidex

21.3 Fakta tentang HCCP;-=-======mnmmmmmm oo e e
21.3.1 Bahwa sejak tahun 2005, PT. Pfizer Indonesiahteat@eluncurkan
program Kesehatan dan Kepatuhan Pasien (selanjdisghut HCCP).

Program ini dilaksanakan dengan kerjasama antaierPihdonesia
dengan tenaga profesi kesehatan terutamanya yaikterd dan
KIiNiK/@pOtiK;-=--=-===== = mm e o e o e e

21.3.2 Tujuan dari program HCCP adalah untuk memberikéormasi kepada
pasien berkaitan dengan kesehatan, penyakit sardapenanggulangan
nya. Selain itu, HCCP juga bertujuan untuk memlagrikemudahan
akses obat serta mengingatkan untuk rutin berktaswengan dokter;--

21.3.3 Dalam implementasi program HCCP, PT. Pfizer Iredhtan bekerjasama
dengan tenaga dokter (umum dan spesialis) untuk beekan kartu
elektronik (eHCCP). Pasien yang memiliki kartu éénst dapat membeli
produk Pfizer tertentu di apotik rekanan atau yandah masuk dalam
program HCCP untuk memperoleh diskon. Besaran diskmg dapat
diperoleh pasien dengan kartu eHCCP bervariasaméngg jenis obat.
Sebagai contoh, untuk Norvask baik yang kemasan 8arg 10mg,
diskon yang dapat dinikmati pasien mencapai 20%paar86% dari
HET di masing masing apotik (HNA+25%+PPN);----
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21.3.4 Sebagai pihak yang terlibat dalam program HCGQmRtila wajib untuk
menerima dan melayani pasien yang menunjukkan led@CP. Pfizer
Indonesia akan menyediakan terminal EDC di masimgimg apotik.
Terminal EDC tersebut akan merekam data transaéisiep untuk

kemudian dikirimkan ke pusat data Pfizer Indonedimana data data

21.3.5 Pihak apotik menyadari dan memahami bahwa datardarmasi yang
diperoleh melalui program HCCP adalah milik PT.zEfi Indonesia.
Apotik juga diwajibkan untuk mengelola program katiterminal EDC
secara eksklusif hanya untuk kepentingan Pfizeoiedia;-----------------

21.3.6 Pihak apotik berhak untuk mengajukan klaim aglsie harga diskon
dengan HET kepada Pfizer Indonesia. Dalam halRfizer Indonesia
akan membayar klaim tersebut antara 2 sampai 3guisgtelah melalui
sejumlah prosedur verifikasi internal;---------——-==-=====-mmsmmmmm oo

21.3.7 Dalam implementasi HCCP, pihak apotik tidak déhddan untuk
membeikan atau menerbitkan kartu eHCCP kepadamasanya pihak
dokter yang diperkenankan untuk memberikan kartuCRCkepada

8z 1] = g
21.4 Tentang Saksi Ahli Farmakologi;-------==-=======mmm s oo
21.4.1 Para ahli menyampaikan bahwa tidak ada perbeklaasiat antara obat
generic dengan branded dan atau originator. Kesamaasebut
merupakan syarat utama produsen yang menerapkanngamaufacturing
practices dan merupakan standar internasional sigakn 1970an.
Selain itu, setiap produsen harus memenuhi sygraBAIBE ketika
mengajukan ijin edar obat, sehingga dipastikan laakivasiat antara obat
generic dengan obat branded generic atau origin@ousnya sama.
Kondisi perbandingan harga obat di Indonesia yaagith timpang
antara branded generic dengan generic merupakamady)e--------------
21.4.2 Perbedaan harga yang siginifikan antara obat rigerdengan obat
branded generic maupun originator tidak bisa didema Di Negara
maju, harga obat originator yang paten nya hab#n akrun menjadi
sekitar 30% nya dari harga saat paten masih berahkiuk obat generic,
maka perbandingan harganya sekitar 1/80 dari f@rghoriginator;-----
21.4.3 Para ahli menyampaikan bahwa apabila diantardnapil obat yang
tersedia antara generic dengan harga murah tegandkngan obat

originator/branded generic, yang paling banyajuétradalah obat yang
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terakhir, maka hal tersebut mengindikasikan peuild&kter yang masih
meresepkan obat branded generic atau originatordikbtersebut terkait
dengan perilaku dokter yang memperoleh benefitgeepenerimaan fee
serta fasilitas seminar/training yang berlebiham pgerusahaan farmasi;-
21.4.4 Para ahli menyampaikan bahwa menghadiri semiongkslop yang
diadakan oleh perusahaan farmasi merupakan sdlalkeaga praktis bagi
dokter untuk memperoleh informasi mengenai tekrekgobatan atau
obat jenis tertentu. Dalam kondisi tersebut do&erderung rentan untuk
dipengaruhi oleh perusahaan farmasi;-------- e
22, ANAliSIS;=-mmmmmm e e

22.1 Analisis Pasar Bersangkutan;-------==========-mmmmmmmmm oo

Ketentuan mengenai pasar bersangkutan dapat dijudippasal 1 angka 10
mengenai ketentuan umum. Secara lengkap, bunyl teasabut adalah:------------
“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitayjadgangkauan atau daerah
pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barangtaa jasa yang sama atau
sejenis atau substitusi dari barang dan atau ¢asaliut”
Pengertian pasar bersangkutan berdasarkan pasabka d0 tersebut diatas
menekankan pada konteks horizontal yang menjelagasisi pelaku usaha
beserta pesaingnya. Berdasarkan pasal tersebutparakpengertian pasar
bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun @iapat dikategorikan
dalam dua perspektif, yaitu pasar berdasarkan gésgian pasar berdasarkan
produk. Pasar berdasarkan cakupan geografis tatkagan jangkauan dan/atau
daerah permasaran. Sementara, pasar berdasarkauk pterkait dengan
kesamaan, atau kesejenisan dan/atau tingkat sLgsyi;-----------------------------
22.1.1 Pasar Produk;-----=-=-=-=mmm e oo
Pasar produk dalam perkara ini adalah obat an¢irtapsi dengan zat aktif
Amlodipine Besylate Obat tersebut masuk ke dalam kelas tecaptium
channel blocke(berdasarkan metode klasifikasi ATC WHO) atalcium
antagonist plain(berdasarkan metode klasifikasi EPHMRA) dengan zat
aktif amlodipine. Dengan mempertimbangkan alat ibk&terangan ahli
yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagaiuterik-----------------
22.1.1.1 Terdapat kesenjangan pengetahuan dan informasagrasgien
dengan dokter, maka metode penetapan pasar beusangk
menggunakan dua parameter yaitu karakteristik dertgsi.
Berkaitan dengan karakteristik, terdapat sekuramgrg nya 5-
7 kelas terapi yang dapat digunakan untuk pengobata
hipertensi. Dalam masing masing kelas terapi, patidebih
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dari satu jenis obat yang dapat digunakan untulgqsetan
hipertensi. Masing masing obat dalam kelompok kédaapi
tersebut memiliki zat aktif yang berbeda satu skima Dengan
demikian, karakter dari masing masing obat antietignsi
berbeda;------------==-m - e
22.1.1.2 Masing-masing kelas terapi berikut jenis obat ysrgandung
di dalamnya memiliki cara kerja, fungsi serta kamgan kimia
yang berbeda walau memiliki tujuan yang sama vyaitu
mengendalikan atau menurunkan tekanan darah. Dengan
demikian, selain karakter yang berbeda, masing ngasbat
memiliki fungsi yang berbeda terkait dengan kandungat

aktif, titik tangkap, reseptor serta cara kerja. b&apa

22.1.1.3 Tidak ada satu jenis obat dengan zat aktif tertgatg cocok
untuk semua tipe penderita hipertensi. Besar kekinag
mayoritas penderita hipertensi membutuhkan kombiledsh
dari 1 atau 2 jenis obat dengan zat aktif tertelaiu kelas terapi
yang berbeda. Penetapan kombinasi obat dilakulein dbkter
dengan mempertimbangkan kontraindikasi serta ditelkti
pengobatan. Dengan demikian, obat anti hipertedak tdapat
saling mensubtitusi tanpa pertimbangan keahliartedldéarena
masing masing pengobatan memilikside effect atau
kontraindikasi yang harus diperhatikan;-------——------------

22.1.1.4 Dengan banyaknya faktor serta kondisi pasien yaagish
dipertimbangkan termasuk kondisi klinis serta kegkiman
kontraindikasi darside effegtmaka kecil kemungkinan pasien
dapat lebih berperan dalam penetapan obat untugopetan
hipertensi. Dalam hal ini, peranan dan prefereogiat sangat
vital untuk menentukan jenis obat yang paling codekgan
kondisi pasien dan Analisis tersebut bersifat kgseis kasus
atau individual;-------=-==-=== s

22.1.1.5 Obat anti hipertensi dengan kelas ter&mlcium Channel
Blocker (berdasarkan metode klasifikasi ATC WHO) atau
Calcium Antagonis Plain(berdasarkan metode Kklasifikasi
EPHMRA) dengan zat aktAmlodipine Besylatalikategorikan

sebagai obat yang relatif netral kontraindikasimgn cocok
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untuk mayoritas penderita hipertensi untuk usiaadanke atas.
Obat jenis tersebut juga dapat digabungkan dengan lain
dari kelas terapi yang berbeda untuk meningkatkan
efektifitasnya. Karena obat jenis ini sudah tehetbahulu eksis
di pasar dan didukung oleh bukti bukti ilmiah yamgmadai
maka hal tersebut akan signifikan pengaruhnya teqha
preferensi dokter dalam meresepkan jenis obat gaogk;-----
22.1.1.6 Karena sifat serta cara kerja yang berbeda sertnyad
kemungkinan untuk mengkombinasikan obat hipertdasgan
zat aktif amlodipine dengan jenis obat dari kekaspi lain,
maka tim berpendapat bahwa pasar produk dalam kasus
bersifat spesifik yaitu obat antihipertensi yanghgendung zat
aktif amlodipine besylate Tim berpendapat bahwa secara
umum, penggunaan obat anti hipertensi dengan atexkentu
(non Amlodipine Besylat¢ dari kelas terapi lain tidak bersifat
substitusi namun lebih bersifat komplementer karelapat
dikombinasikan dengan obat yang mengandung zatf akti
Amlodipine Besylate untuk meningkatkan efektifitas
pengobatan;--------=-=mm oo

22.1.2 Pasar bersangkutan geografis:--- e

Pasar geografis adalah wilayah dimana suatu palakat meningkatkan
harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha law ka&hilangan
konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelagaha lain di luar
wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena biaya $fortasi yang dikeluarkan

konsumen tidak signifikan, sehingga tidak mampu doeong terjadinya

perpindahan konsumsi produk tersebut;--------——------- --

Apabila dalam sebuah Negara dijual sebuah produkgate biaya
transportasi yang tidak signifikan, maka pasar getgyproduk tersebut
adalah seluruh wilayah negara tersebut. Di sigi, lika pelaku usaha
menjual produk dalam satu wilayah tertentu dan Woren tidak memiliki
akses terhadap produk dari luar wilayah tersebutkamjuga dapat
disimpulkan bahwa pasar geografis produk terselddlah wilayah
terSEDUL; - m e oo

Berdasarkan data yang diperoleh dari distributenjymlan kedua produk
mencapai hampir ke seluruh propinsi di IndonesiardBsarkan data

penjualan dan distribusi, penjualalan Norvask damnsivask tercatat
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menjangkau sekitar 18 wilayah penjualan yang manzdiampir ke 33
propinsi di Indonesia;---

Berdasarkan data penjualan untuk tiap wilayah, licdeerah yang
memberikan kontribusi paling signifikan untuk Noskaadalah DKI
Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah damatSta Utara.
Sementara lima daerah yang memberikan kontribuBngpasignifikan
adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumagelatan dan
Kalimantan;---------=-=--=-m e
Table.6
Data Penjualan Norvask dan Tensivask tiap wilaydhdbnesia

Morvask Smg 2005 2006 2007 2003 2008
DK Jakarta 2027322300 | 20300703.00 | 3251178100 30738800200 36569 935.00
Jatirn 14424 03700 | 15747 35600 | 1954451300 | 1907922200 | 2566342200
Jahar F.49597100| G407 037.00 915183400 1051638200 | 1195259400
Jateny 74733900 | 9006923.00 988999400 | 1231178000 | 12081,329.00
urnut 737481200 6091 600.00 6,154 860.00 7,140 317.00 8,731972.00
subtotal 65,115,302.00 [ 66 644 19.00 [ 7765313200 [ 7983670300 95049 302.00
total nasional 86,175 .433.00 | 89 938 410,00 | 102617 708.00 | 108 122 989.00 | 127 237 334.00
rasio & drh 0.7k 074 0.7k 073 075
Tahun
Tensivask bmg 2005 2006 2007 2008 2009
DK jkt 1830698000 | 2105211500 | 20664 035,00 | 19946 630.00 | 20,166,350.00
Jatirn 484285500 | 6,404 055.00 5985 350,00 G,156 625.00 7440 160.00
Jabar 482820000 4594 080.00 4 475 RR0.00 4 312 560.00 3,223740.00
Sumsel 341314500 | 3,349.395.00 2879 R90.00 2 557 270.00 3,368 8000
Kalimantan 284184000 | 3,288 830.00 2915010.00 2 787 550.00 253111500
subtotal 34,333 02000 [ 3908552000 [ 7 M974500 [ 35860675.00 | 36,731 ,255.00
total nasional 4391574200 | B0 24533600 | 47090483600 | 45 219570.00 | 4657092000
rasio & drh 078 074 079 079 0.79

Berdasarkan data tersebut, tim berpendapat bahkvgpaa geografis dari

pasar bersangkutan adalah wilayah Indonesia seaaranal;----------------

22.2 Tentang Kelompok Usaha Pfizer;--
22.2.1 Bahwa Kelompok Usaha Pfizer didirikan dan berkedttadudi USA,
namun sebagai suatu Kelompok Pelaku Usaha melakkd@atan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, melalui Pfizer Indonesia;--
22.2.2 Terkait dengan pelaku usaha yang berkedudukan halkilumar negeri dan
memiliki anak perusahaan yang beroperasi di Indanesaka perusahaan
tersebut dapat dianggap memiliki pengaruh yanganterhadap pasar di
Indonesia. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskeimn KPPU dalam
Putusan Perkara No.7/KPPU-L/2007 terkait dengarmaaugpelanggaran
persaingan usaha yang dilakukan oleh Kelompok USahsasek, dimana
putusan Mdé&mor 496
K/PDT.SUS/2008, maupun Putusan MA atas PK perkamamor 128

Perkara tersebut telah dikuatkan melalui
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PK/PDT.SUS/2009. Adapun penjelasannya adalah sebaga dikutipkan

sebagai DeriKuf---------mmmmm e
Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Ub Tahun 1999
menggunakan pendekatan fungsional yang menekardda kegiatan
ekonominya daripada pendekatan subjek hitkes---------------------
Sejalan dengan pendekatan tersebut, maka bentak adum tidak
material dalam menentukan suatu pelaku usaha. Ratage ini
diterapkan dalam teoriSingle Economic Entity Doctrineyang
memandang hubungan induk dan anak perusahaan dicuaala
perusahaan tidak memiliki independensi untuk meram arah
kebijakan perusahaan sebagai satu kesatuan esititasmf. Derajat
independensi anak perusahaan dapat dilihat ddvabar faktor, antara
lain kendali induk perusahaan terhadap direksi apekusahaan,
keuntungan yang dinikmati oleh induk perusahaani darak
perusahaan, dan kepatuhan anak perusahaan terketiggkan yang
ditetapkan oleh induk perusahaan misalnya terkaiigdn pemasaran
YT 7 U —————————
Konsekuensidari peneraparSingle Economic Entity Doctrinéni
adalah pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawataes tindakan
yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam sasatkan ekonomi,
meskipun pelaku usaha yang pertama beroperasiadi yurisdiksi
hukum persaingan usaha suatu negara, sehingga hpkusaingan
usaha dapat bersifat ekstrateritdtiad-----------------mmn-emmmmmmeeeeeee
Konsideranhuruf ¢ UU No 5 Tahun 1999 menegaskan perspektif
tersebut dengan menyatakan bahwa setiap orang lyangaha di
Indonesia harus berada dalam situasi persaingansetrat dan wajar.
Oleh karena itu sebagai suatu prinsip umum dalakarnupersaingan,
UU No 5 Tahun 1999 memiliki yurisdiksi atas kondigrsaingan di
dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, aamgmandang

siapa pun dan di mana pun pelaku usaha yang merkabaampak

terhadap kondisi persaingan tersebut;----- e
Terminologi “yang melakukan kegiatan“ ataupun “yamgrusaha di

Indonesia“ tidak serta menunjukkan bahwa pelakhaisarsebut harus

2 putusan Perkara No.7/KPPU-L/2007 hal 61
% Knud Hansen dkk., Undang-undang Larangan Prakikojdoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Katalis, Jakarta, 2002, hal. 50
;‘ Lihat Alison Jones and Brenda SufitC Competition Law, Text, Cases, and Materi@lzford University, Press, New York, 2004 hal. 123
Ibid., hal 135
% Single Economic Entity Doctrine menjadi dasar lagiopean Community untuk menerapkan hukum peraaingaha terhadap pelaku usaha yang beroperaar diilayah EC,
lihat Lihat Alison Jones and Brenda Sufrimp.cithal. 126
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berada dalam pasar bersangkutan. Suatu perusabpanrdelakukan
kegiatan usaha di negara lain melalui pendirian atauisisi terhadap
perusahaan yang telah ada di negara tersebut tmgaaa langsung
melakukan kegiatan usaha di dalam pasar bersamgkoégara
tersebut. Dengan kata lain, suatu pelaku usahat dapapengaruhi
kondisi persaingan di dalam suatu pasar bersangkatga dia sendiri
beroperasi di pasar bersangkutan tersebut;--——-------

Perspektif ini terlihat pada batang tubuh UU No &n 1999 yang

banyak menggunakan terminologi "pelaku usaha atalonkok
pelaku usaha” dalam pasal-pasalnya. Kelompok palskha menurut
Knud Hansen, dkk adalgh--------------===zmmmmmmmmmmmmmmmm e
Beberapa badan usaha mandiri yang bergabung meagadkesatuan
ekonomi yang mandiri. Badan-badan usaha mandsebert berada di
bawah satu pimpinan yang sama yang memperlihatearak bahwa

induk perusahaan membuat perencanaan secara senagatmsemua

anak perusahaannya;------------=-==m oo
Teori Single Economic Entity Doctringsang memandang hubungan
induk dan anak perusahaan dimana anak perusatdsdn tiemiliki
independensi untuk menentukan arah kebijakan pemasasebagai
satu kesatuan entitas ekonomi. Derajat independerai perusahaan
dapat dilihat dari berbagai faktor, antara laindeaninduk perusahaan
terhadap direksi anak perusahaan, keuntungan yamigmati oleh
induk perusahaan dari anak perusahaan, dan kepataimak
perusahaan terhadap kebijakan yang ditetapkanimdetk perusahaan
misalnya terkait dengan pemasaran dan investasg—---------------
22.2.3Sejak awal peredaran produk obat anti hipetensigatenzat aktif
Amlodipine BesylatePfizer Inc. memiliki kebijakan untuk menunjukaén
perusahaannya PT Pfizer Indonesia dalam memprodaksmemasarkan
obat anti hipetensi dengan zat al&ihlodipine Besylateatas nama Pfizer
Inc dengan merek dagang Norvask di Indonesia;——-------------------
22.2.4 Dalam melakukan produksi-pemasaran zat #ailodipine Besylateerta
obat anti hipertensi dengan zat akfimlodipine Besylateli Indonesia,
Pfizer Inc menggunakan jalur distribusi Kelompokabla Pfizer, yakni:
Pfizer Overseas LLC, Pfizer Global Trading (c/o.iz&f Service
Company), dan PT. Pfizer Indonesia. Dari sisi penggn merek, PT

7 Knud Hansen dkkop.cit hal. 52
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Pfizer Indonesia mendapatkan hak dari Pfizer Intusengan dengan

pemegang saham mayoritas PT Pfizer Indonesia a@ladér Corporation

Panama yang merupakan anak perusahaan Pfizerig—---------------
22.2.5 Berikut disampaikan jalur pemasaran bahan baku yaeggandung zat

aktif Amlodipine Besylateyang dilakukan oleh kelompok usaha Pfizer di

INAONESIA;----===== = mm e

Gambar 4.
Pemasaran Bahan Baku zat aktibmlodipine besylate

oleh Kelompok Usaha Pfizer di indonesia

Pfizer Inc

E!j
l
Pfizer Overseas LLC
Pfizer Corporation

Panama

Pfizer Global Trading

c/o Pfizer Service
Company
PT Pfizer Indonesia

Keterangan Gambar:

1. Pfizer Inc adalah pemegang hak atas paten atasnpenezat aktif
Amlodipine Besylatedan parent company dari Pfizer Overseas Inc
sebagaimana disebut dalgBupply Agreemengjan parent Company
dari Pfizer Corporation Panama sebagai pemegaransa2,86% di
PT Pfizer Indonesia;----------=--=-===mm o mm oo

2. Bahwa Pfizer Overseas Inc adalah pemasok bahan iatuk PT
Pfizer Indonesia;----------=-=-====== == mm oo e

3. Kegiatan pemasokan bahan baku pada prakteknya bdikaukan
oleh Pfizer Overseas selaku pihak yang pemasoknbbaku namun
dilakukan antara Pfizer Global Trading c/o Pfi&sarvice Company
selaku afiliasi dari Pfizer Overseas Inc;-----——-------------=----=---—-

4. PT Pfizer Indonesia dimiliki secara tidak langsusigh Pfizer Inc
melalui afiliasinya Pfizer Corporation Panama damarkér Lambert
melalui mekanisme kepemilikan saham;----------——-----------—-----

22.2.6 Selain itu, kesatuan entitas Pfizer terjadi kar@tdanya pengendalian oleh

Pfizer Inc. dalam bentuk kepemilikan saham maysritbal tersebut
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menunjukkan Pfizer Inc bukanlah investor pasif atasak-anak
perusahaannya dan juga merupakan pemegang sahaonitesagptas PT
Pfizer Indonesia melalui anak-anak perusahaan. ifBukti tersebut
berdasarkan:------------=-m oo
22.2.6.1 Dokumen Akta "Pernyataan Keputusan Rapat” PT Pfize
Indonesia (23-06-2008) diketahui bahwa sekitar 9%, &aham
PT Pfizer Indonesia dikuasai oleh:-------
Tabel.7

Profil pemengang saham PT Pfizer Indonesia

Nama Pemegang Saham Nilai Saham Pangsa Saham
(Rupiah)

1. Pfizer Corporation 42,86%
Panama 2.987.600.000.-

2. Warner-Lambert 28,08%
Company AG 1.957.535.000.-

3. Pharmacia and UPJohn 21,61%
Company LLC 1.506.107.000.-

4. Parke, Davis & Company 3,54%
LLC 247.015.000.-

Total Nilai Saham: Total: 96,09%

Rp.6.970.826.000,-

Sumber: Pengolahan Data

22.2.6.2 Berdasarkan dokumen laporan tahunan Pfizer Inant&909
yang disampaikan ke SE@alam format Form 10-K, Pfizer Inc
mengakui bahwa keempat perusahaan tersebut merupakét
perusahaan yang memiliki kontribusi signifikan—----------

22.2.6.3 PT. Pfizer Indonesia dinyatakan dalam daftar tersskbagai
anak perusahaan yang memiliki kontribusi signifikarn-------

22.2.6.4 Dokumen (Lampiran-10 dari Tanggapan Terhadap L
bentuk surat Pfizer Inc. tanggal 18 Maret 2010 gyan
ditandangani oleh Susan Grant, Assistant Secratanyatakan

bahwa PT Pfizer Indonesia sebagai afiliasi Pfine[-}----------

8 http://media.pfizer.com/files/annualreport/2008id Ok_2009.pdf
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Dalam perjanjianSupply Agreemenantara PT Dexa Medica
dan Pfizer Overseas LLC, afiliasi didefiniskan ggbainduk
perusahaan dari masing-masing pihak, dan ataugeaas lain
yang saham mayoritas dimiliki atau dikendalikanglung atau
tidak langsung oleh pihak terkait atau induk penasa dari
pihak yang bersangkutan. Berdasarkan fakta, implémse
persanjian tersebut melibatkan: Pfizer Overseas, IRTCPfizer
Indonesia, Pfizer Global Trading. Ketiga perusahtasebut
bukanlah afiliasi dari PT Dexa Medica dengan deamkiliakui
sebagai afiliasi dari Pfizer InC;----------=--==mmm oo

Dalam dokumen yang sama, terdapat informasi balesara
struktur kepemilikan PT Pfizer Indonesia dikuasa@&casa
mayoritas oleh anak perusahaan Pfizer Inc. sebagam
gambar struktur berikut;-------==-======mmrm oo

Gambar. 5

Hubungan kepemilikan Pfizer Inc terhadap PT Pfiadonesia

Pfizer Inc
Delaware

Warner-Lambert Company LLC
Delaware

Pfizer International LLC
NewYork

CP Pharmaceutical Int'l CV
Netherland

Pfizer Corporation
Panama

PT. Pfizer Indonesia
Indonesia

(Sumber: Dokumen Terlapor, Lampiran-10 dari Tanggap
Terhadap LDP)

1.

Pengendalian oleh Pfizer Inc juga terjadi kareneePflnc
berfungsi sebagai Holding Company dari keselurubaak-

anak perusahaannya. Tujuan dari suatu Holding Coynpa

adalah untuk mengkonsentrasikan kepemilikan salzdrans

dengan tujuan untuk mencapai pengaruh pada pearsaha
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tertentu atau cabang perusahaan tertentu atau rdengksud
untuk mengendalikannygs--------------=---mmmnmmmmmmmmmmemmmmnnee
2. Dari sisi penanaman modal, Kelompok Usaha Pfizgratla
dilihat sebagai penanam modal asing di PT. Pfindohesia.
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomdadatm
2007 tentang Penanaman Modal, definisi penanamatalmo
adalah: segala bentuk kegiatan menanam modal, dletk
penanam modal dalam negeri maupun penanam modej asi
untuk melakukan usaha di wilayah negara Repubtibesia;-
22.2.6.7 Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) penanaman naxsiiad
diartikan sebagai: kegiatan menanam modal untulaknkin
usaha di wilayah negara Republik Indonesia yangkdkan
oleh penanam modal asing, baik yang menggunakaralmod
asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengangmen
modal dalam negeri;----------===-==- o m
22.2.6.8 Mengacu pada ketentuan tersebut, penanaman modg ya
dilakukan oleh Kelompok Usaha Pfizer adalah beamjuntuk
melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indae-----
22.2.6.9 Selain itu sebagai Kelompok Usaha, Pfizer melakkematan
usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indorestara
bersama-sama dengan pihak lain melalui perjanKafompok
Usaha Pfizer mengendalikan PT. Pfizer Indonesisamea-
sama dengan pemegang saham lainnya yang masinggmasi
hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran DasarPfiZer
INdONESiA;-------==mmmm e
22.3 Pengaturan Harga;---------===-==mm oo oo oo
Berikut adalah pergerakan harga Norvask 5mg dergarsivask 5mg untuk
periode 2000-awal 2010 -------=mmmmmm oo o e
Grafik.6

Pergerakan Harga Norvask dan Tensivask 5 mg Pér Uni

9 Putusan Perkara No.7/KPPU-L/2007
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Pergerakan Harga Norvask dan Tensivask 5 MG
per Unit
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—+— MNORWVASK TAE SMG 10X3 —— TENSINVASK TAB SMG 10X5 ‘

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa hargevdik kemasan 5mg mengalami
kenaikan harga secara berkala, sementara hargavdglngercatat mengalami
kenaikan harga 7x selama periode 2000-awal 201€ar&aimum, untuk kemasan
5mg, angka rata rata perubahan harga tensivasahadekitar 5.8% sementara rata
rata perubahan harga norvask 6.1%. Meskipun jurdih frekuensi kenaikan
produk setiap produk terkesan berbeda, Tim peneerikerpendapat bahwa
pergerakan pola harga menunjukkan adanya gejalaimdigkasi persaingan tidak
sehat diantara kedua merk tersebut. Hal terseindikiasikan dengan adanya tren
kenaikan harga yang sama-sama dilakukan oleh keslusahaan tersebut terhadap
kedua produk yang seharusnya bersaing di pasamariai kenaikan harga selalu
dilakukan terlebih dahulu oleh PT Pfizer Indonestias produk Norvask sebelum
diikuti oleh PT Dexa Medica atas produk Tensivaski—------------=--=--=mmemnmeuo-

Berikut adalah pola pergerakan harga untuk NorvBshksivask dalam kemasan

0 o e e e L EE LR e
Grafik.7
Pergerakan Harga Norvask dan Tensivask 10 mg Fer Un
Pergerakan Harga Norvask dan Tensivask 10 MG
per Unit
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Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa selamaoge pertengahan 2002
sampai awal 2010, pergerakan harga dari kedua kijada mengalami kenaikan.
Norvask tercatat mengalami kenaikan harga 8x sareefitensivask mengalami
kenaikan harga 3x dalam periode yang tersebut. ge@meriksa berpendapat
bahwa pola pergerakan harga antara kedua prodidd thencerminkan adanya
persaingan usaha yang sehat. Dengan mempertimbapgka pergerakan harga
untuk kemasan 5mg dan 10mg, tim pemeriksa berpanhdbphwa terjadi
kesamaan pola kenaikan harga dan pergerakan haogaasparallel parallel
PrICING) ;=== mmmmmmm oo o o oo e oo
22.4 Pengaturan ProduKSi;----=-==-==mmmm e oo oo e
22.4.1 Bahwa kartel didefinisikan sebagai perjanjian disat pesaing untuk
membatasi persaingan yang dapat berupa penetapgn hestriksi output,
alokasi pasar serta persekongkolan tender;--——-----------=--=-mmno-
22.4.2 Pada dasarnya, persaingan sehat terjadi apabdlayesaha di pasar dapat
bertindak secara independen dalam menentukan helggumlah output,
strategi pemasaran dll. Independensi ideal dalarsapwan usaha adalah
kondisi pelaku usaha tidak dapat memastikan apg wdan dilakukan
oleh pesaing di pasar, semakin pelaku usaha dagaiastikan apa yang
dilakukan pesaing atau bahkan mengkoordinasikamaken maka
independensi pelaku usaha menjadi berkurang batkary;----------------
22.4.3 Terjaminya independensi ini memberikan potensi @kansumen tetap
memiliki variasi harga dan pilihan dari barang-lb@raang ditawarkan di
pasar. Dengan demikian, hilangnya independensr getaku usaha maka
akan hilangn kesempatan konsumen untuk meniknildtep harga dan
barang-barang akan menghilangkan manfaat persaebag konsumen;--
22.4.4 Independensi ini hanya akan terjadi apabila pelalsaha menjaga
informasi sensitif yang dimiliki dengan tidak mebgbkan pesaing
mengetahuinya. Informasi tersebut menyangkut tgnfailihan strategi
yang akan dipilih pelaku usaha di pasar yang dapatpa harga jual,
jumlah yang diproduksi, nilai penjualan, rencanabdpksi, rencana

penetapan harga;----------------------- e
22.4.5 Strategi yang diinformasikan ke pesaing akan meimkatapesaing untuk

menyesuaikan strateginya di pasar atau bahkan merdjkasikan

tindakannya secara bersama, - e L EEE L
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22.4.6 Dalam persaingan antara PT Dexa Medica dan PT rPfrmbonesia,

pertukaran informasi sensitif terjadi secara inferBimana informasi
diberikan oleh PT Dexa Medica ke PT Pfizer Indoadmik secara tidak
langsung melalui kelompok usaha Pfizer maupun aeleargsung ke PT
Pfizer Indonesia. Informasi tersebut berkenaan aerngformasi jumlah
pemesanan bahan bakmlodipine Besylatgang dilakukan oleh PT Dexa
Medica ke Pfizer Global Trading. Informasi tentqmglah bahan baku zat
aktif yang dipesan dapat dengan mudah diubah mieinfadmasi rencana
jumlah obat yang diproduksi. Suatu informasi yamgat dipergunakan
oleh PT Pfizer Indonesia untuk menyesuaikan strgteglah produksi
dan/atau pemasaran obatnya. Dengan demikian inforina menjadi
faktor yang mengurangi independensi antar pesaialgnd memilih

StrateQi;-----m-mmm o

22.4.7 Selain itu, berdasarkan perjanjian pemasokan, kmb&musaha Pfizer

memiliki hak untuk melakukan inspeksi dan penglgamkesesuaian atas

jumlah produk PT Dexa Medica yang diedarkan dapas-----------------

22.4.8 Informasi tersebut dan kewenangan untuk melakukaspeksi bagi

kelompok usaha Pfizer mengkibatkan PT Pfizer Ind@nsebagai pesaing
dengan mudah memantau sekaligus mengatur jumladulsoobat anti
hipertensi dengan zat akéfmlodipine Besylat&hususnya tensivaserta
jumlah peredarannya di pasar. Pengaturan tersedyguma bagi pelaku
usaha untuk memaksimumkan tingkat profit, meningkatharga jual di
pasar maupun untuk menyiapkan strategi menaharkiypelaaha baru

untuk masuk ke dalam pasar;------------------ memmmmmmmmmmmneeeneeees

22.5 Pengaturan Distribusi;--=-=========mmmm e

22.5.1 Kerjasama juga melibatkan jalur distribusi dimarexjgnjian distribusi

2252

antara PT.Pfrizer Indonesia dengan PT.Anugrah Argbtedica

ditandatangani oleh Presiden Direktur Pfizer Indtmeyaitu Mr. H. Sidi
Said sementara dalam perjanjian supply agreemang ynewakili Pfizer
Overseas Inc adalah Mr. M. Sidi Said selaku Viceskient. Bahwa
terdapat hubungan keluarga antara M. Sidi Said atertd. Sidi Said.
Hubungan tersebut memperkuat fakta mengenai adieetgakaitan PT.
Pfizer Indonesia dalam sebuah kesatuan entitagsldan Pfizer Overseas
Inc dan keduanya merupakan anak perusahaan daer Ric;---------------

Bahwa Tim Pemeriksa menemukan fakta adanya hubuteyafiliasi

antara Pfizer Overseas Inc dengan PT. Pfizer Irelarmaelalui hubungan
keluarga antara M. Sidi Said selaku vice presidefiger Overseas Inc
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dengan H Sidi Said yang mewakili PT. Pfizer IndeameBahwa terhadap
fakta tersebut tim pemeriksa menilai rentan terfaklar menukar informasi
diantara kedua perusahaan tersebut melalui pergant) bersangkutan

mengingat posisi masing masing pihak memiliki jabastrategis serta

22.5.3 Proses kerjasama distribusi antara PT. Pfizer lesiandengan PT Dexa
Medica yang diawali di tahun 2006 merupakan walkdngysama dengan
proses sengketa paten yang sedang terjadi antaex Rfdonesia dengan
Dexa Medica. Dalam proses sengketa tersebut, terdakta bahwa PT.
Pfizer Indonesia menjalin kerjasama dengan analkispbaan atau anak
perusahaan dari perusahaan yang tengah menjatzsespsengketa paten
(PT Dexa Medica). Kondisi tersebut disebabkan dhdtta bahwa PT.
Anugrah Argon Medica adalah satu satunya penyalistrputor) untuk
produk Tensivask yang merupakan salah satu obyegketa hak paten

22.5.4 Bahwa berdasarkan penjelasan dari PT Anugrah Akgedica mengenai
adanya kepentingan PT Pfizer Indonesia dengan adagerubahan
kepemilikan pemegang saham PT Anugrah Argon Medafzagaimana
terdapat dalam perjanjian distribusi antara PT Diedlica dan PT Pfizer
Indonesia, dijelaskan oleh PT Anugrah Argon Mediedika terjadi
perubahan kepemilikan makaincipal akan mempertimbangkan kembali
penggunaan distributornya. Contohnya ketika kegdanOrganon karena
diakuisisi olehprincipal lain. mengacu pada hal tersebut penjelasan dari PT
Anugrah Argon Medica justru menguatkan unsur add®e@entingan PT
Pfizer Indonesia kepada PT Anugrah Argon Medicagyaana dijelaskan
oleh PT Anugrah Argon Medica adalah perubahan &kehi principal
yang mengalami perubahan kepemilikan dan pemegamans sedangkan
Pfizer Distribution Agreemerttalam Pasal 2.4 Huruf (c) ketentuan tentang
adanya pemutusan hubungan terhadap PT Anugrah Argalica apabila
perusahaan tersebut mengalami perubahan kepemitikan pemegang
saham yang mana pemegang saham mayoritasnya dioliékk PT Dexa
Medica. Tim telah melakukan beberapa perbandingas aerjanjian
distribusi beberapa perusahaan dan ketentuan mangesemutusan
hubungan apabila distributor mengalami perubahaperkdikan dan
pemegang saham tidak dicantumnkan. Mengingat hwasurdjstribusi
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adalah B to B sehingga pengaruh perubahan kepamilan pemegang
saham menjadi perhatian distributor bukaimcipal;---------------------------
22.5.5 Berdasarkan data dan fakta tersebut, Tim menilawhgproses negosiasi
dan penetapan PT Anugrah Argon Medica selakuillisor dari Pfizer
Indonesia merupakan bagian dari proses negosiag ggakukan antara
PT Dexa Medica dengan PT Pfizer Indonesia-PfizerHfizer Overseas.
Berikut ini skema jalur distribusi yang melibatkdalompok Usaha Pfizer-
PT Dexa Medica-PT Anugrah Argon Medica;-

Gambar 6

Hubungan Distribusi

Pfizer Inc
[<] |
BlizeriCoiporation Pfizer Overseas LLC ¢
Panama
2] !
Pfizer Global Trading
c/o Pfizer Service
Company
- —
— 1
et PT Pfizer Indonesia PT Dexa Medica

PT Anugrah Argon Medica

Keterangan Gambar:-------=-=-=mmmm oo o e

1. Pfizer Inc adalah pemegang hak atas paten atasmpane zat aktif
Amlodipine Besylatedan parent company dari Pfizer Overseas LLC(d/h
Pfizer Overseas Inc) sebagaimana disebut d&@apply Agreementan
parent Company dari Pfizer Corporation Panama selpggnegang saham
43 % di PT Pfizer Indonesia;----------=-========mmmmmmmmmm oo

2. Bahwa antara Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Oardec) dan PT Dexa
Medica terjadi hubungan hukum dalam rangka pemasdiedan baku
sebagaimana perjanjian pemasokan bahan Halpply Agreementyang
ditandatangani kedua belah pihak, PT Pfizer Indanggia mendapatkan
bahan baku dari pemasok yang sama;-----------=-=======mmmmmmmmmmmmmmee o
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3. Dalam implementasinya, Pfizer Global Trading (d?fizer Service

Company) bertindak sebagai pemasok bahan bakukaétAanlodipine
Besylatekepada PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medicai——-------
Kegiatan pemasokan bahan baku pada prakteknya hiilekukan oleh
Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) selghak yang
menandatanganiSupply Agreemennhamun dilakukan Pfizer  Global
Trading (c/o Pfizer Service Company) selaku afilderi Pfizer Overseas
LLC (d/h Pfizer Overseas Inc) kepada PT Dexa Mediaa PT Pfizer
INAONESIA;--=-=-== == m e oo e
Berdasarkarsupply Agreemensemua bentuk komunikasi dari PT. Dexa
Medica dengan Pfizer Overseas LLC disampaikan tearbatau copy nya
ke PT. Pfizer Indonesia yaitu Presiden Direktur.rkB#gan dengan
pemesanan bahan baku, PT Dexa Medica berdasadtantkan dalam
Supply Agreemennemberitahukan kepada Pfizer Overseas LLC dengan
copy atau tembusae-mail ke PT Pfizer Indonesia, yang dalam hal ini

disampaikan kepada personil PT. Pfizer Indonesta ylau Yunani Tjiong

serta Ibu Santi Indriyati bagian Sales Admin;--------------=-------=-om-m—--
Pada tanggal 23 Maret 2007 antara Pfizer Inc darPfzer Indonesia
membuat perjanjian lisensi atas hak Paten Atma®dipine Besylateyang
dimiliki oleh Pfizer Inc yang berlaku surut sejakahuari 2007;--------------
PT Pfizer Indonesia dimiliki secara tidak langsuhgh Pfizer Inc melalui
afiliasinya Pfizer Corporation Panama dan Warnemhart melalui
mekanisme kepemilikan saham. (dokumen dari Pfimer lampiran 10

tanggapan PT Pfizer Indonesia terhadap Laporan @udelanggaran

PT Anugrah Argon Medica adalah Distributor Obat iAtipertensi yang
mengandung zat aktdmlodipine Besylateuntuk produk dengan merek
Norvask yang diproduksi PT Pfizer Indonesia beademn Pfizer
Distribution Agreement dan Merek Tensivask yangratipksi oleh PT
Dexa Medica berdasarkan Perjanjian Kerjasama Disj-------------------

22.6 Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri;----==========—===mmmmmmmmm oo

22.6.1

Pasal 16 berbunyai :---------==-=-m-m oo
"Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian deng&akpiain di luar
negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibat&rjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidskt'se-------------------
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Menurut Pasal 1 ayat (7) definisi perjanjian adatahatu perbuatan satu
atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diriagalp satu atau lebih
perusahaan lain dengan nhama apapun baik tertulipumaidak tertulis;----
Perjanjian yang dimaksud dalam perkara ini adalatjapjian supply
(Supply Agreementaintara Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Oversea$ |
yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesiand@T Dexa Medica
yang berdomisili di Indonesia;----------==-======m = oo s
Bahwa perjanjian supply memuat ketentuan sebagaius:-----------------
22.6.4.1 Berdasarkan perjanjian kerjasama pasokan yang nteroa
dalam pasal 4.a dari poin i sampai iv, selama npan
Amlodipine BesylatePT Dexa Medica harus menyampaikan
forecast pemakaian bahan baku selama 1 tahun ke depan
kepada Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseay Dari
angkaforecasttersebut, rencana pemakaian bahan baku untuk 6
bulan pertama akan direalisasikan dengan kemungkiagasi
maksimal 25%0;----------=-=-====m-m oo
22.6.4.2 Dalam Supply Agreemenyang berlaku sebelum tahun 2007
(sebelum masa patéxmlodipine Besylat@éabis), juga terdapat
pengaturan mengenai inspeksi stok bahan baku yiaeg BT.
Dexa Medica oleh PT. Pfizer Inc afiliasinya. Halsebut diatur
dalam pasal 10 perjanjian kerjasama pasokan. Bmidas
pasal tersebut, obyek inspeksi juga menjangkau keiara
bahan baku, intentory dari produk Dexa Medica ftérka
(Tensivask) dan juga penjualan produk (Tensivas&lard
wilayah tertentu. Untuk addendu®upply Agreemenpasca
paten Norvask habis (Bukti addendum perjanjian ab@07),
ketentuan inspeksi tersebut sudah titakantumlagi;-----------
22.6.4.3 Dalam perjanjian terdapat pasal yang mengatur peiaa
perjanjian yang dapat dilakukan apabila Pfizer irenemukan
kelebihan (excess) stock produk Dexa Medica yaénsivask,
yang tidak sesuai dengan proyeksi/pemakafmlodipine
Besylate yang dipasok oleh Pfizer Inc/afiliasinya. Hal ini
dicantumkan dalam pasal 16.c. vi. Perjanjian Kerns
Pasokan%upply AgreementKetentuan tersebut masih terdapat
dalam addendum terakhir pada tahun 2007 yaitu dpasal
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22.6.4.4 Berdasarkan addendum perjanji@upply Agreemenpasca
patent Norvask habis (tahun 2007) dalam pasal Ehgatur
penyesuaian harga bahan baku akibat adanya peagatur

harga/margin ~ 25%. Apabila  Pemerintah  Indonesia

memerintahkan kepada produsen untuk menurunkanaharg

Amlodipine Besylate + 25% dari harga saat itu, anglara
pihak setuju untuk mengosiasikan ulang harga babkua;------
22.6.4.5 Pembeli selama perjanjian ini berlaku akan mencakén pada
kemasan produk yang diproduksi dan dipasarkan thyain
Indonesia kalimat: Manufactured Utilizing active Material of

22.7 Tentang Kartel;--------mmommm e oo oo e e

22.7.1

22.7.2

22.7.3

Penjelasan tentang kegiatan Kartel. Secara teantelkdapat didefinisikan
kerjasama sejumlah perusahaan yang bersaing unemkgkoordinasi
kegiatannya sehingga dapat mengendalikan jumlafiugsd, harga suatu
barang dan atau jasa untuk memperoleh keuntungmtasdtingkat
keuntungan yang wajar atau berdampak negatif tephgoersaingan.
Dengan demikian suatu tindakan dianggap kartelipedsdapat elemen:--
22.7.1.1 Perjanjian;--------=-mm oo oo oo e e e

22.7.1.2 antar PeSaing;--------=--=-mmmmm o

22.7.1.3 adanya kesepakatan atau pengaturan harga, proghakejsa

pasar, atau wilayah pemasaran dan atau lainnya yang

mengurangi tingkat persaingan antar pelaku usaha—------
Kartel berdampak konsumen membayar lebih mahalguaiduk. Kartel
akan merugikan perekonomian, karena para pelakibbauaaggota kartel
akan setuju untuk melakukan kegiatan yang berdamppéd& pengendalian
harga, seperti pembatasan jumlah produksi, yangq akenyebabkan
inefisiensi alokasi. Kartel juga dapat menyebabkaefisiensi dalam
produksi ketika mereka melindungi pabrik yang tidgfisien, sehingga
menaikkan biaya rata-rata produksi suatu barang jmsa dalam suatu
INAUSE ;=== mmm o m e e e
Berdasarkan data dan fakta yang diterima tim péseridengan adanya
kesatuan entitas Pfizer yang mencakup PT Pfizeonesia, maka
perjanjiansupply agreemeramlodipine Besylateyang dilakukan oleh PT
Dexa Medica adalah perjanjian yang dilakukan sespesaing di pasar

bersangkutan;-----=-=-===-=me o s e e
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22.75

22.7.6

22.7.7
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Tim pemeriksa mempertimbangkan bahwa PT Pfizer dedia diakui
secara faktual adalah afiliasi dari Pfizer Inc @dizer Overseas, sekaligus
merupakan pelaku usaha yang berada dalam pasanbkusan yang sama

dengan PT Dexa Medica;-------------=---------- s

Berdasarkan Analisis yang dilakukan terkait dend@ompok usaha
Pfizer Inc, Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa Pf@eerseas Inc dan
PT Pfizer Indonesia dapat dikategorikan sebagail &esatuan entitas
bisnis di dalam kelompok usaha Pfizer Inc. Haldipierkuat oleh BAP PT
Pfizer Indonesia yang menyatakan merupakan penpgajatangan dari
Pfizer INCj--m--mmmm oo
Fakta tersebut juga diperkuat dengan adanya pergamisomasi dari
Pfizer Inc dan Pfizer Indonesia pada tanggal. PXaDMedica melakukan
negosiasi dengan PT Pfizer Indonesia dan Pfizer Dratam negosiasi
tersebut, PT Pfizer Indonesia diwakili oleh McDéasgach selaku Presiden
Direktur. Proses negosiasi berlangsung kurang &b dimana baik PT
Pfizer Indonesia dan Pfizer Inc terlibat;-----------------=-=----= == oo oo em-
Secara substansi perjanjian, Tim pemeriksa menggngghwa hubungan
antar pihak yang terjalin melalupply Agreemenmengarah kepada
koordinasi serta pengaturan produksi dan penjuatdara Dexa Medica
dengan kelompok usaha Pfizer dalam hal ini yaitaelPfoverseas-Pfizer
Indonesia. Kondisi ini dilandasi fakta bahwa walauffizer Overseas Inc
bertindak sebagai pemasok dan PT Dexa Medica sepagwdeli bahan
baku, namun karena dalam butir butir perjanjiamlsetiisebutkan dalam
mekanisme implementasi dan pengawasan selalu rkeaibaPfizer

overseas dan pihak yang ditunjuk (designee);--------------

Nuansa kerjasama secara horizontal diperkuat debghlt email serta
korespondensi yang dilakukan oleh Dexa dengan P@erseas (cc ke
PT Pfizer Indonesia) dalam melaporkaiorecast kebutuhan serta
pemesanan bahan baku yamlodipine Besylate Fakta ini merupakan
pelaksanaan dari pasal Slpply Agreemerdan juga adanya pertukaran
atau keterbukaan informasi strategis sep@otecast bahan baku dan
laporan produksi serta penjualan yang disampaikaa pihak terkait. Tim
juga mempertimbangkan bahwa berdasai®&apply AgreemenPfizer Inc
melalui afiliasi (dalam hal ini adalah PT Pfizedtmesia) dapat melakukan
pengecekan stock inventory bahan baku yaitlodipine Besylatedan

juga produk jadi atau Tensivask di gudang PT Dexalidh. Pembelaan
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dan argumen tertulis dari para terlapor yang mexkgat bahwa mekanisme
inspeksi tidak pernah dilaksanakan dapat diragukangingat:--------------
22.7.8.1 Bahwa pengaturan yang sama tetap dicantumkan dalam
addendum perjanjian sampai pada tahun 2007, apabpaksi
tidak pernah dilaksanakan maka seyogyanya dalarenddd
atau perpanjanga8upply Agreemergasal ini juga seharusnya

direvisi pada saat yang bersamaan;----------
22.7.8.2 Bertentangan dengan ketentuan daBunpply Agreemengang
mencantumkan hak dan kewajiban dari Dexa Medicaksel
purchaser. Tanpa adanya pelaksanaan inspeksi #&grhetdk
bahan baku dan Tensivask, maka pihak supplier @anadiliasi
yang ditunjuk tidak memiliki instrument untuk memgssi
kepatuhan dari Dexa Medica terhad&upply Agreement
khususnya terkait dengan quality control terkaitngin
penggunaan identitas Pfizer INC;-------------=-====-=-mmemeemum -
22.7.8.3 Bahwa addendum atau proses revisi terhadap keteimseksi
baru dilakukan pada periode 2007 dimana masa paten
Amlodipine Besylate telah habis, menunjukkan bahwa
ketentuan inspeksi lebih terkait dengan masa patelodipine
Besylate----------omm e
22.7.9 Tim pemeriksa berpendapat bahwa dengan masih doaannya
ketentuan mengenai inspeksi sebelum periode 208kKa pihakpurchaser
yaitu Dexa Medica dinilai telah memenuhi semua met@n yang
dicantumkan dalanSupply Agreementermasuk penyampaiaforecast

serta pelaporan terkait inventory atau sfoklodipine Besylatedan juga

inventory atau stok Tensivask;----------==-==--—mmm e
22.8 Analisis Perjanjian distribusi;---=--==-=======mmm oo o
22.8.1 Kerjasama juga melibatkan jalur distibusi dimanajgrgian distribusi
antara Pfrizer Indonesia dengan Anugrah Argon Medlitandatangani
oleh Presiden Direktur Pfizer Indonesia, yaitu Mr.Sidi Said sementara
dalam perjanjian supply agrrement, yang mewakilzd?f Overseas Inc
adalah Mr. M. Sidi Said selaku Vice President. Bsedtkan BAP dari DM
diketahui bahwa terdapat hubungan keluarga antai@idil Said dengan H.
Sidi Said. Hubungan tersebut memperkuat fakta nmeigeadanya
keterkaitan PT. Pfizer Indonesia dalam sebuah kasatntitas bisnis dari
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Pfizer Overseas Inc dan keduanya merupakan anakaleaan dari Pfizer

22.8.2 Bahwa tim pemeriksa menemukan fakta adanya hubuegatiliasi antara
Pfizer Overseas Inc dengan PT. Pfizer Indonesiaaloelhubungan
keluarga antara M. Sidi Said selaku vice presidefiter Overseas Inc
dengan H Sidi Said yang mewakili PT. Pfizer IndeameBahwa terhadap
fakta tersebut tim pemeriksa menilai rentan terjaklar menukar informasi
diantara kedua perusahaan tersebut melalui pergant) bersangkutan

mengingat posisi masing masing pihak memiliki jabastrategis serta

22.8.3 Proses kerjasama distribusi antara PT. Pfizer lesiandengan PT Dexa
Medica yang diawali di tahun 2006 merupakan walkingysama dengan
proses sengketa paten yang sedang terjadi antar®fi2dr Indonesia
dengan PT Dexa Medica. Dalam proses sengketa teydebdapat fakta
bahwa PT. Pfizer Indonesia menjalin kerjasama deragek perusahaan
atau anak perusahaan dari perusahaan yang tengajalane proses
sengketa paten (PT Dexa Medica). Kondisi terselsabdbkan oleh fakta
bahwa PT. Anugrah Argon Medica adalah satu satupgayalur
(distributor) untuk produk Tensivask yang merupalkatah satu obyek
sengketa hak paten antara PT Pfizer Indonesia détigdexa Medica;---

22.8.4 Berdasarkan data dan fakta tersebut, Tim menilawhaproses negosiasi
dan penetapan PT Anugrah Argon Medica selaku gt dari PT Pfizer
Indonesia merupakan bagian dari proses negosiag ggakukan antara
PT Dexa Medica dengan PT Pfizer Indonesia-PfizeiRfizer Overseas;--

22.8.5 Penambahan ketentuan baru di addendum perjanjigasama antara
Pfizer Overseas Inc dengan PT Dexa Medica (tah07)2¢ang mengatur
kemungkinan melakukan negosiasi harga pembeliaarbélaku apabila
ada pengaturan pemerintah yang menurunkan hargan®&9adi indikasi
bahwa harga bahan baku merupakan salah satu kompaméng dalam
biaya produksi yang menjadi penentu harga jual db#NA). Proses
negosiasi tersebut menjadi informasi tambahan balpasisi Pfizer

Overseas Inc berikut afiliasinya di Indonesia b@sadengan PT Dexa

Medica adalah dalam posisi horizontal; e
22.8.6 Tim pemeriksa memperoleh argumen dari para terlgpog pada intinya
menyatakan bahwa ketentuan dalam supply agreemesmhgeanai
penyampaiarforecast inspeksi stok bahan baku, produksi barang serta
ketentuan penghentian perjanjian apabila ada Kedebproduk di pasar
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yang tidak bias disesuaikan dengan estimasi suppdielasarkan volume
bahan baku yang dibeli Dexa adalah wajar dan mkarpdagian dari
upaya control Pfizer Overseas terhadap Dexa. Hakebet diperlukan
untuk mengantisipasi kemungkinan penyimpangan pileak Dexa dalam
hal penggunaan bahan baku non Pfizer atau pelanggsaten yang
dimiliki oleh Pfizer INC;-------=--=-=mmmm oo
Menanggapi argument tersebut, tim berpendapat batal@am Supply
Agreementerdapat pasal yang mengatur kewajiban dari PTaDéd&dica
selaku purchaser sebagaimana diatur dalam pasal dgn 9. Adapun
rincian pasal 7, 8 dan 9 adalah sebagai berikit—-------------=--==-o---
Pasal 7

Purchaser acknowledges the validity of trademarksed and/or used
supplier or its affiliates and purchaser will nohyatime, and purchaser
will ensure that its affiliates do not at any timesgister and/or use any
trademark which is identical or similar to tradenkarowned and/or used

by supplier and/or its affiliates---------------=-=-=-m-m-momom oo

Pasal 8

Purchaser will at all times while this agreementims force and even
thereafter, acknowledge the validity of the saidepsand the ownership
thereof of Pfizer Inc of New York, USA. and thétrigf Pfizer Inc to take
all appropriate measures for protection of the sR@tent. Purchaser also
acknowledges that any purchase or any use byiit the territory of non-
Pfizer amplodipine besylate including use thereothe manufacture of
pharmaceutical products containing non-Pfizer andgdne besylate will
result in infringement of the said Patent of Pfizac and Purchaser
hereby undertakes that it will not any time engageany of such

ACHIVITI@ G- === mm = mm = e oo e

Pasal 9

In the event of purchaser learning of any infringem or threatened
infringement by any party of the said Patent, idahg any use or sale by
third parties of non-Pfizer amplodipine besylatetime Territory or any
promotion and/or sale by any party in the Territany pharmaceutical
products containing non-Pfizer amplodipine besyl#ében purchaser will

immediately notify supplier in writing giving pastilars of such activity
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and purchaser will render such reasonable assistatocsupplier and to
Pfizer Inc of New York USA in protection of thedspatent,as supplier
considers necessary, including in proceedings again by an infringer of
the said patent. Any such proceedings shall be rutide control of the
supplier as it designates and expenses in conmedherewith will be

borne by SUpPpPligF---=-=====c=emememem e

22.8.8 Mengacu pada pasal 7, 8 dan 9 tersebut, adalahadidtgwajiban dari
PT Dexa Medica untuk menghormati dan mengakui haterp yang
dimiliki oleh Pfizer Inc, termasuk mengenai hak deswajiban terkait
dengan penggunaan bahan baku serta produksi TeksiPa&nambahan
ketentuan khusus mengenai inspeksi bahan baku kggagan untuk
memproduksi lebih dari volume bahan baku yang diesisifat redundant
(BAP saksi ahli) karena secara otomatis sudah ®rknaalam cakupan
pasal 7,8 dan 9. Tim justru berpendapat dengarnyadasientuan di Pasal 6
serta Pasal 16 (vi) merupakan instrument untuk erwaglikan pasokan

produk Amlodipine di pasar yang sampai dengan taBQ@7 masih

didominasi oleh Norvask dan Tensivask;--------——-------
22.8.9 Tim berpendapat bahwa dengan pengendalian melasal ptersebut,

produksi Norvask tidak pernah melebihi quota sesleaigan bahan baku

yang dibeli oleh Dexa. Dalam hal ini, pihak Pfibserseas dan afiliasinya

dapat terus memantau serta mengendalikan ketemsedi@rta pasokan

produk Amlodipine di pasar;-----=============mmsmmmmm oo
22.9 Indikator Kartel;-------===-mmmom e e e
Selain menilai apakah tindakan yang dilakukan édéglapor memiliki karakteristik
kartel, tim pemeriksa juga menilai faktor-faktopdamendorong atau memfasilitasi
terjadinya kartel baik faktor struktural maupun iladw. Sebagian atau seluruh
faktor tersebut dapat digunakan sebagai indikadamd melakukan identifikasi

eksistensi sebuah kartel pada sektor bisnis terteBeberapa diantara faktor-faktor

tersebut akan diuraikan di bawah ini:------- e e e e
22.9.1 Faktor struktural:---=-=--==-=-mm oo
22.9.1.1 Tingkat konsentrasi dan jumlah perusahaan Secarsipr
kartel akan lebih mudah jika jumlah perusahaarktidenyak.
Dalam hal ini indikator tingkat konsentrasi pasapesti
misalnya CR ( jumlah pangsa pasar n perusahaan terbesar) dan
HHI (Herfindahl-Hirschman Indéxmerupakan indikator yang
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229.1.4

22.9.1.5

SALINAN

baik untuk melihat apakah secara struktur, pasaentie

mendorong ekseistensi kartel;------------------=-mo-----
homogenitas produk;----------=-===m e oo
Produk yang homogen, baik berupa barang atau jasa,
menyebabkan preferensi konsumen terhadap selurodiukor
tidak berbeda jauh;---------=====- o
Kontak multi-pasar;---------=-==-====mmmmm e
Pemasaran yang luas dari suatu produk memungkinkan
terjadinya kontak multi-pasar dengan pesaingnyag ypiga
mempunyai sasaran pasar yang luas. Multi-pasat depékan
persaingan di beberapa area pasar atau di bebsespaen
pasar dapat juga kontak pada beberapa pasar bleusamgang
berbeda. Kontak yang berkali-kali ini dapat mendgrgara
pengusaha yang seharusnya bersaing untuk melakukan
kolaborasi, misalnya dengan alokasi wilayah atagaaSelain

itu, tidak ada insentif bagi para pelaku usahaet®rs untuk
tidak ikut dalam kartel karena adanya kekhawatftardakan
balasan” dari anggota kartel di seluruh area atgunen pasar
SASANAN; === === = e e
Hambatan masuk pasar;------------=--=-====mmmm oo
Tingginyaentry barriersebagai hambatan bagi perusahaan baru
untuk masuk pasar akan memperkuat keberadaan leardiél.
Peluang pendatang baru untuk mengisi kekosongam pkiat
harga kartel yang tinggi agak tertutup. Dengan &emikartel
akan dapat bertahan dari persaingan pendatang iagginya
entry barrier dapat bersumber dari tingginnya nilai investasi,
maupun tekNologi;-----=--=======mmmmm oo
Karakter permintaan: keteraturan, elastisitas damlgahan;--
Permintaan yang teratur dan inelastis dengan pértben yang
stabil akan memfasilitasi berdirinya kartel. Hal iterjadi
karena adanya kemudahan bagi para peserta kartak un
memprediksi dan menghitung tingkat produksi semagkat
harga yang dapat mengoptimalkan keuntungan mereka.
Sebaliknya jika permintaan sangat fluktuatif, etastan tidak
teratur akan menyulitkan terbentuknya kartel. ®elau,

permintaan yang inelastis menunjukan bahwa konsusoéh
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untuk mengurangi jumlah permintaannya akibat kearatkarga
jual. Kondisi tersebut mengakibatkan tindakan getisaingan
yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dapat dksire
otomatis oleh berubahnya pilihan konsumen. Olakna itu,
kondisi inelastis akan mengakibatkan tindakan kastektif
merugikan konsumen dan tidak dapat dikoreksi seadaraiah;-
Lemahnya kekuatan tawar pembéliyer powey;----------------
Pembeli dengan posisi tawar yang kuat akan mampu
melemahkan dan akhirnya membubarkan kartel. Depgarsi

ini, pembeli akan mudah mencari penjual yang mamasek
dengan harga rendah, yang berarti mendorong penjuak
tidak mematuhi harga kesepakatan kartel. Padargihikartel
tidak akan berjalan secara efektif dan bubar desgadirinya.
Namun sebaliknya lemahnya kekuatan daya tawar pembe

akan mengefektifkan tindakan anti persaingan temknsirtel

dalam mengeksploitasi konsumen; -

Adanya agen penjualan yang sama;-------------———---------
Adanya agen penjualan yang sama diantara pesaing,
memudahkan pelaku usaha yang terlibat kartel umekantau
strategi yang diterapkan oleh pesaing. Selairegen penjualan
yang sama ini menjadi instrumen untuk melakukan
mengkoordinasikan tindakan antar pesaing selairguber
melakukan monitoring perubahan output dan hargaipg$;---

22.9.2 Faktor Perilaku;---=-=-==nmmmmm oo oo oo e e

229.2.1

22.9.2.2

Transparansi dan Pertukaran Informasi;

Kartel akan mudah terbentuk jika para pelakaha terbiasa
dengan pertukaran informasi dan transparansi demtereka.

Transparansi informasi ini semakin memudahkan kapabila

hal tersebut termasuk informasi terkait harga, pksd dan

tingkat penjualan pesaing;--------------==--=--——-----

Pelaku usaha akan mudah membentuk kartel apaldadia
informasi tentang respon dan reaksi pesaing dirpashadap
strategi penetapan harga, produksi dan pemasalakupeaha.
Ketiadaan transparansi informasi akan menyulitkaiaku
usaha dalam mengkoordinasikan kartel menjadi éfekdi-----

191CN, 2008, Anti-Cartel Enforcement Manual
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22.9.2.3 Dalam beberapa perkara persaingan usaha di ura &aigkan
pertukaran informasi antar pesaing dapat dianggap
membahayakan kondisi persaingan sehingga dinyatzamgai
pelanggaran. Hal tersebut terjadi apabila informassebut
berkaitan tentang spesifik tentang individu perasah dan
bukan data agregat industri, terjadi dalam industaing
terkonsentrasi, berkaitan dengan strategi dan nenca
perusahaan (dimana informasi-informasi tersebuktidapat
diakses oleh konsumen atau pelaku usaha potensial)
informasi-informasi yang dapat mempengaruhi pililsarategi

22.9.3.1 Tingkat Konsentrasi;---------=--=-==-=-m-mmmmmmmmmm oo

Tingkat Konsentrasi obat hipesiendengan zat aktif
Amlodipine Besylate. Berikut adalah tabel pangsa pasar
Norvask (5mg dan 10mg) serta Tensivask (5mg dan 4€ga
indikator HHI untuk periode 2000-awal 2010;------------------

Tabel.8
Pangsa pasar Norvask dan Tensivask Tahun 2000-2010

Tahu | Pangsa Pasar
n Norvask Pangsa Pasar Tensivask HHI
2000 0,6483 0,351651655 0,544014
2001 0,6195 0,380516472 0,528553
2002 0,6735 0,326500859 0,560204
2003 0,6068 0,393198198 0,522813
2004 0,5632 0,436797997 0,507989
2005 0,5245 0,475519616 0,501199
2006 0,6085 0,391465648 0,523559
2007 0,5569 0,31842278 0,413941
2008 0,4552 0,235062081 0,270808
2009

-2010q1 0,3950 0,151612844 0,196500

1 BAGCI, et.al, CEG, Evaluating the Competitive Harfiinformation Exchange
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Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pangsa plorvask
dan Tensivask stabil selama periode 2000-2006. &eng
demikian, pasar produk obat antihipertensi dengain aktif
Amlodipine Besylateaelative terkonsentrasi dengan CR2 100%
dan HHI berkisar di tingkat 5011 sampai 5.440. Ptadaun
2007 pangsa pasar Norvask-Tensivask berikut rasidl H
mengalami penurunan akibat munculnya beberapa pelskha
baru di pasar obat antihipertensi dengan zat #ktifodipine
Besylate. Hal tersebut menunjukkan adanya tekanan dari
pelaku usaha baru sehingga tingkat konsentrasi r pasa

berkurang;----------=-===mmm e

Potensi pengaturan produksi dan distirbusi berdangading
besar ketika pasar terkonsentrasi. Dengan demikpaaa
periode 2000-2007, dampak dari adanya pengaturaduksi

dan distribusi antara PT Pfizer Indonesia dengan O®ka
Medica relatif signifikan disbanding periode 20@a&2010;---
Pada umumnya, perusahaan yang mempunyai pangsa pasa
yang besar mempunyai kekuatan pasar sehingga dapat
menentukan tingkat harga yang terjadi dipagaicé makey.
sedangkan perusahaan dengan pangsa pasar yangpkail
mempunyai kecenderungan untuk tidak bersaing secara
langsung dengan mengikuti harga yang ditetapkarh ole
perusahaan yang mempunyai kekuatan pasie(followe;---
Homogenitas Produk;-----------==-==-mmmmmm oo

Dapat dikatakan bahwa produk obat anti hiperteragen zat
aktif Amlodipine Besylateyang diedarkan di Indonesia adalah
homogenousDiferensiasi yang dilakukan hanya terjadi pada
produk kemasan dalam bentbkand (merek). Homogeneous
produk tersebut dikarenakan setiap obat yang diadastengan

zat aktif yang sama harus melewati Uji BA/BE yamngajibkan

oleh BPOM. Uiji tersebut memastikan bahwa cara kelat
copy tidak memiliki perbedaan signifikan dengan obat
OFIQINALOK; === === e e e e
Kontak multi-pasar;----------==-======mmmmm oo

Kontak multi pasar terjadi antara PT Dexa Medica dar

Pfizer Indonesia. kontak multi pasar terjadi:-
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22.9.3.3.1selain  produk yang menggunakan zat akitif
Amlodipine Besylate kedua perusahaan tersebut
memproduksi obat-obatan lain yang bersaing di
pasar bersangkutan yang berbeda dengan Norvask
dan Tensivask;------------=-=--mmmmsmmm o

22.9.3.3.2Kontak juga terjadi karena PT Dexa Medica dan PT
Pfizer Indonesia pernah mendirikan perusahaan
ventureyaitu PT Pfidex Pharma pada tahun 2000;----

22.9.3.4 Kemudahan Masuk Pasar;---------------=--=----mccmmmmeuo
22.9.3.4.1Jumlah pelaku usaha yang sedikit di pasar dapat

menjadi indikator tingkatan hambatan masuk yang
tinggi. Namun tidak sebaliknya, jumlah pelaku usaha
banyak tidak serta merta dijadikan indikasi bahwa
hambatan masuk rendah. Indikator lainnya yang
harus dipertimbangkan adalah panjang pendeknya
waktu yang diperlukan oleh pelaku usaha baru untuk
memberikan tekanan persaingan yang efektif untuk
pelaku usahancumbent Dimensi waktu ini penting
dalam analisis persaing usaha, semakin lama waktu
yang dibutuhkan oleh pelaku usaha baru untuk
memberikan tekanan persaingan yang efektif
terhadap incumbent, semakin lama incumbent
menikmati tingkat keuntungan diatas normal dan
semakin lama kerugian konsumen terjadi;------------
22.9.3.4.2Tingkat hambatan masuk ke dalam pasar
bersangkutan relatif tinggi atau kemudahan masuk
ke dalam pasar adalah sukar Hal ini dikarenakan
untuk dapat bersaing maka perusahaan baru
membutuhkan;-----------=-=====-msm oo
22.9.3.4.2.1izin untuk menggunakan paten dari atau
menunggu waktu agar dapat
menggunakan paten yang sudah habis
masa berlakunya;----------------=----------
22.9.3.4.2.2akses terhadap modal yang besar agar
dapat mencapai skala ekonomi sehingga

dapat bersaing di dalam pasar.
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Sementara pelaku usahacumbent
telah melakukan penetrasi pasar terlebih
dahulu. Dengan karakteristik produk
yang dipengaruhi olebrand awareness
yang tinggi, maka pelaku usaha yang
terlebin  dahulu masuk ke pasar
memiliki first mover advantage-------
22.9.3.4.2.3Selain itu di dalam memasarkan produk
obat perusahaan harus mempunyai jalur

distribusi untuk memasarkan produknya

22.9.3.4.2.4membutuhkan biaya promosi yang
tinggi agar dapat dikenal oleh
masyarakat. Tingginya biaya promosi
yang terjadi dalam industri obat
dikarenakan sifat produk yang obat
memiliki karakter credential goods
yang ditandai dengan tingginya tingkat
asymmetric information bagi
konsumen/pasien. Preferensi pasien
tidak dapat digeser dengan adanya
informasi  harga, namun  sangat
tergantung dengan pilihan yang
dilakukan oleh dokter terutama apabila
obat tersebut termasuk obat resep.
Penetapan harga yang tinggi serta
keuntungan yang diraih oleh Pelaku
usahaincumbentakan terlindungi dari
strategi harga murah yang ditawarkan
oleh pelaku usaha baru meskipun
produk tersebut secara teknis adalah
sama KKomogenoys Karena pelaku
usaha baru harus melakukan promosi ke
dokter terlebih dahulu melalui kegiatan
"promosi” atau pengenalan produk
sebelum dapat mendorong strategi
harganya  efektif dikenali  oleh
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konsumen. Sebagai produk yang
dikategorikan  credential goods
promosi pengenalan produk akan
membutuhkan waktu yang cukup lama
agar produk baru dapat diterima;---------
22.9.3.4.2.5Tingkat hambatan masuk yang tinggi
akan memperkuat keberadaan Kkartel
karena memberikan kesempatan bagi
pelaku usaha kartel untuk
mengeksploitasi konsumen sebelum
dapat dikoreksi oleh pelaku usah baru;--
Karakteristik Permintaan;-----------------------—---moememem—-
Permintaan atas obat antihpertensi dengan zatAaktiddipine
Besylate memiliki karakteristik inelastis. Hal ini bisa dikat
dari jumlah penjualan pada saat terjadi perubalaagah Ketika
terjadi perubahan harga jual obat antihipertensgde zat aktif
Amlodipine Besylatg serta masuknya pemain baru jumlah
permintaan terhadap obat tersebut tidak terpeng&umber
dari permintaan yang inelastis ini adalah karenat ebrsebut
adalah obat resep yang pembeliannya tidak dapajsuaig
dilakukan oleh pasien kecuali atas resep doktelairBetu,
informasi harga barang sejenis dengan merk berbetgun
perubahannya tidak mudah diketahui oleh pasienrsquasti.
Oleh karena itu konsumen tidak mudah merespon pherb
harga. Karakteristik permintaan yang inelastisnm@mberikan
keuntungan kepada pelaku usaha kartel untuk meplgpaiesi
konsumen dengan tingkat harga yang tinggi;---——--------
Lemahnya kekuatan tawar pembeli (bugewe);----------------
Sebagaimana diuraikan diatas dan analisis terkaigah posisi
daya tawar konsumen obat yaitu pasien. Diketahya dawar
yang dimilikinya lemah, hal tersebut dikarenakarjatknya
informasi asimetrik serta penentuan obat dilakuddah dokter
bukan oleh pasien;---------=--=-=- oo
Adanya agen penjualan yang sama;-------------———---------
Adanya agen penjualan yang sama diantara pesaing,

memudahkan pelaku usaha yang terlibat kartel umekantau
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strategi yang diterapkan oleh pesaing. Selairagen penjualan
yang sama ini menjadi instrumen untuk melakukan
mengkoordinasikan tindakan antar pesaing selairguiper
melakukan monitoring perubahan output dan hargaipgsPT
Dexa Medica dan PT Pfizer Indonesia sama-sama meénBi
Anugrah Argon Medica (AAM) sebagai agen distribasas
obat Tensivask dan Norvask. PT AAM berkewajibanuknt
menyampaikan informasi pekerbangan pasar serta idtond
pesaing kepada para prinsipalnya;-------------======-==-==------

Transparansi dan Pertukaran Informasi;

Dalam perkara ini sesama pelaku usaha produsemubatliki
transaparansi informasi yang mencakup harga jual rdki
penjualan. Transparansi tersebut disediakan olehsalkaan
penyedia data IMS. Selain itu, antar terlapor RRk@®Medica
dan PT Pfizer Indonesia, informasi tersedia set@msparan
Karena:--------=-m-m oo
22.9.3.8.1PT Dexa selalu menginformasikan jumlah pembelian
bahan baku kepada PT Pfizer Indonesia;--------—---
22.9.3.8.2PT Dexa dan PT Pfizer Indonesia menunjuk PT
Anugrah Argon Medica (PT AAM) untuk menjadi
distributor dalam menyalurkan Tensivask dan
Norvask dua produk yang bersaing di pasar. Dalam
perjanjian distribusi, PT AAM memiliki kewajiban

untuk menginformasikan kondisi pasar terhadap

“Secara berkala berdasarkan bentuk yang ditetapkan
oleh prinsipal, distributor berjanji memberikan
informasi pasar, perkembangan di wilayah yang
diperjanjiakan, statistic perdagangan, informasi
tentang kegiatan pesaing, dan informasi lain yang d
minta olehprincipal agar produk dapat dipromosikan
dengan mendapatkan keuntungan yang terbaik sebagai
promosi yang effektif di wilayah produk tersebuhga
menjadi perhatian penting bagi kedua belah pihak

dalam perjanjian”;-------=-=-====m=mmmmmmmmm e eeeeee ;
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22.10 Dampak Terhadap Persaingan;---------=--=-===-mmmmm oo
22.10.1 Uji Homogenity of Varians---------=--=-==-=mmmmmm oo
Analisis dilakukan berdasarkan data IMS untuk palaju dlam unit atau

butir. Berikut adalah profil penjualan untuk Norkadan Tensivask

Grafik.8
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22.10.2 Pengolahan data ditujukan untuk mengetahui apadatagat perbedaan
yang siginfikan dalam fluktuasi volume penjualari deedua jenis obat
tersebut. Fluktuasi atau varians yang sama diarkathua jenis obat
mengindikasikan dampak dari adanya kebijakan pengatproduksi dan
distribusi serta sebaliknya;--------------=-= e s

22.10.3 Metode pengujian menggunakan analisis of varianeegan software
Minitab. Model yang digunakan adalah ANOVA dengangekatan tes
Bartlett dan Levine. Uji Bartlett akan diterapkamtuk data yang
mendekati distribusi normal, sementara uji Leveakan diterapkan untuk
data yang tidak mendekati distribusi normal;-----------=-==-===memcmmmmeuv

22.10.4 Berdasarkan hasil pengujian normalitas, data volper@gualan Norvask
dan Tensivask cenderung tidak memiliki distribusrmal berdasarkan
Analisis visual (data plot tidak mengikuti garisus secara sempurna) atau
berdasarkan test kolmogorov Smirnoff dengan p vaéileesar 0.038 (lebih
kecil dari alpha 0.05). Dengan kondisi tersebut, allsis akan
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menggunakan indicator Levine. Hasil pengujian dartlett dan Levine
adalah sebagai berikut:------=-=--=-====mm s

Gambar.6

Homogenity of Variance Test For C12

Homogeneity of Variance Test for C12
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22.10.5 Hasil pengujian Levene menunjukkan angka 1.202 alemyvalue 0.276.
Karena p value > 0.05, maka dapat disimpulkan bakedua tersebut
(penjualan Norvask dan Tensivask) memiliki variayemg homogen.
Dalam tahapan selanjutnya, dapat dikatakan bahwaakdata memiliki
varians atau fluktuasi yang sama atau tidak berbedara statistic;---------

22.10.6 Pengujian kedua dilakukan terhadap data penjualtal (Norvask dan
Tensivask untuk 5mg dan 10mg). Pengujian ini beanj untuk
mengetahui perbedaan varians atau fluktuasi aptrade sebelum paten
Norvask habis (dari g1 tahun 2000 sampai perteng&®®7) dengan
periode setelah paten Norvask habis (pertengal@dy ampai g1 2010).
Dalam hal ini, periode sebelum paten Norvask hatas "pre” memiliki
30 observasi sementara periode sesudah paten Kdrahss atau "post”

memiliki 11 0bServasi;---------=--=-=-mmmmm oo
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Grafik.9
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22.10.7 Hasil pengujian distirbusi normal (normalitas data@nunjukkan bahwa
distribusi data mendekati normal karena tes kolmmgosmirnoff
menunjukkan p value > 0.05. Dengan demikian, ha&nalisis
homogenitas akan menggunakan tes Bartlett;--——--------------------

Gambar.7
Homogenity of Variance Test For C2

Homogeneity of Variance Test for C2
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22.10.8 Hasil pengujian Bartlett menunjukkan test stat sabel9.318 dengan p

value sebesar 0.000. Berdasarkan informasi terselapiat disimpulkan
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bahwa fluktuasi atau varians data penjualan “praih dpost” berbeda
secara statistic. Implikasi nya adalah fluktuashjpalan pada periode
2000-pertengahan 2007 berbeda dengan fluktuasiulpenjperiode
pertengahan 2007 — awal 2010;---------=-====--————mm s

22.10.9 Berdasarkan kedua pengujian terhadap dua datdagas,dtim pemeriksa

dapat menyimpulkan:--------====-m e e e e e

22.10.9.1 Bahwa fluktuasi penjualan dalam volume untuk meddtvdsk
dan Tensivask sama atau homogen, hal ini mengisiétia
dampak dari adanya pengaturan produksi dan distribg------

22.10.9.2 Bahwa fluktuasi penjualan total unit antara peric#delum

paten Norvask habis berbeda dengan fluktuasi plamuanit

setelah periode paten Norvask habis;
22.10.1QAnalisis cointegrasi dilakukan untuk menilai apakadalam jangka
panjang, kedua series yaitu butir penjualan Nondesk Tensivask saling
mempengaruhi. Bentuk pengaruh secara statistik alealihat dari
persamaan kointegrasi yang mengindikasikan adanlgarigan kausalitas
diantara kedua series tersebut. Dalam hal ini,p@ahmertama yang harus
dilakukan adalah dengan memastikan bahwa data detalhm tingkat
level dan non stasioner. Selanjutnya, pengujiamtigrasi dilakukan
dengan dua cara yaitu:-----------=mmm oo e

22.10.10.1 Menggunakan residual analysis;

Pengujian dengan residual analisis dilakukan dengamesi
OLS pada dua series yaitu Norvask dan Tensivasa pagkat
data level. Output dari persamaan regresi akan reekain
nilai residual untuk tiap series. Nilai residuaikteeut akan diuji
apakah dalam posisi stasioner atau tidak, apabik@nd posisi
stasioner maka kedua series tadi dipastikan manilikungan
kointegrasi dan sebaliknya. Berdasarkan Analisisngya
dilakukan, series data menunjukkan pola tidak atesi namun
residual dari kedua series tersebut ternyata stest .
Berdasarkan kondisi tersebut, tim pemeriksa dapat
menyimpulkan bahwa kedua series tersebut memilikuhgan

yang terkointegrasi;----------==========m=mmmmm s

22.10.10.2 Menggunakan Johansen test;---

2 Series Norvask tidak stasioner dengan prob ts2889. Series Tensivask tidak stasioner dengantsiah sebesar 0.3180. Series
residual stasioner dengan prob tstat 0.001.
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Pengujian kedua dilakukan dengan metode johanssrguian
dengan metode johansen akan menghasilkan indikg@kah
terjadi kointegrasi atau tidak berikut tingkat aphdan
persamaan kointegrasi nya. Sejalan dengan hasgupan
dengan metode Analisis residual, tes johansen juga
mengindikasikan adanya hubungan kointegrasi anserées
penjualan (volume) Norvask dan TensiViask-------------------
22.11 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan;----------——=-==--=-msmmmmmmmemmeeo
Perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesamdalatu industri disebut
sebagai perusahaan dominant. Perusahaan dapatikn@osisi dominant jika
memiliki kendali atas pasar dimana perusahaanketderoperasi dan memiliki
pesaing yang tidak signifikan. penyalahgunan posieminan ébuse of
dominant positioh mencul ketika pelaku usaha memiliki kekuatan seca
ekonomi yang memungkinkan ia untuk beroperasi dapd&anpa terpengaruh
oleh persaingan dan melakukan tindakan yang dapaigumangi persaingan.
Terdapat dua konsep dalam pengertian tersebut, yaitentuan posisi dominant
dan melakukan tindakan yang bersifat anti-persairgea--------------------------
22.11.1 Bahwa berdasarkan data penjualan Norvask, dapatirdasi pangsa

pasar produk yang bersangkutan sebagai beriket:-—-------
Grafik 10
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Berdasarkan data tersebut, pangsa pasar Norvasihjaeg periode
2000-2007 mencapai di atas 50%. Kondisi tersebuhenehi kriteria

posisi dominant sebagaimana diatur dalam pasal y26 2. Posisi

'3 pengujian Johansen mengindikasikan 2 persamaatelasi yang signifikan pada alpha 5%;
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dominant Pfizer untuk produk Norvask menjadi lekilat karena adanya
hak paten yang baru habis pertengahan 2007. Haén pesrsebut
mengakibatkan tidak ada pelaku usaha pesaing yapat dnenawarkan
produk sejenis (selain PT Dexa Medica) dalam periogang
bersangkutan;-------=--== == s e
22.11.2 Pasca paten Norvask habis pertengahan 2007, pgqagsat Norvask
mengalami penurunan seperti tercatat di tahun 208gadi 45.52% dan
2009 mencapai tingkat 39.50%0;----------======m- oo oo
22.11.3 Bahwa sebagaimana disampaikan dalam fakta, Pfizelonkesia
mencanangkan program HCCP pada tahun 2005 yangdbatikeln
rekanan dokter dan apotik. Berdasarkan BAP datriilagerta kesaksian
para ahli farmakolog, peran dokter dalam peresepan sangat penting.
Berdasarkan keterangan tersebut, pihak apotik tid@lat merubah resep
yang sudah dituliskan dokter. Selain itu, pihak tdoklah yang
memberikan kartu anggota HCCP kepada pasien, dirpdrak apotik
hanya melaksanakan fungsi input data pasien metadsin EDC yang
disediakan Pfizer Indonesia;------------=-=--=-——-==-mmmmm oo
22.11.4 Kesaksian dari para farmakolog menyebutkan bahwdapat interaksi
antar dokter dengan perusahaan farmasi yang didegekibat kepada
keputusan dokter dalam peresepan obat. Berdasadakumen,
diperoleh data rekanan dokter dan apotik yang masi&m program
HCCP Pfizer Indonesia;-------=--=-=====mm s
22.11.5 Tim pemeriksa menilai bahwa program HCCP yang nti@ni@mitraan
dengan para dokter akan mempengaruhi preferenai gakter untuk
meresepkan obat kepada pasien nya, terutama umbgulkp produk
Pfizer, termasuk Norvask. Tim berpendapat bahwaitkesan peresepan
tersebut mempengaruhi obyektifitas dokter sehinggan tetap
meresepkan produk produk Pfizer Indonesia khusudior@ask untuk
pasien penderita hipertensi. Kondisi ini diperkdahgan fakta bahwa
sejak tahun 2007-awal 2010, indicator most solcegerietap dipegang
oleh produk Norvask, sementara walau sudah terdwdiaded generic
(termasuk generic) lain dengan harga relative letiinah di pasar, merk
alternative tersebut belum banyak terjual atausdjpkan oleh dokter;----
22.12 Analisis EXCeSSIVe PriCiNg;------=-=-mmm oo oo e e e
22.12.1 Tim melakukan estimasi terhadap potensi excessieeng@ untuk produk
Norvask dan Tensivask menggunakan metode analasig yidasarkan
pada pendekatan vyardstick (Veljanovski, 2006). Metoyardstick
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menggunakan data harga perbandingan di pasar agardyang berbeda

untukmengetahui selisih antara harga saat kartalgéh yang tidak

kompetitif atau periode terjadinya persaingan tidekat) dengan harga

kompetitif atau diasumsikan kompetitif yang terjadi pasar yang

berbeda;-------=-===s=mmm e e
22.12.2 Penghitungan didasarkan pada data MPR dengan mesigggudata harga

amlodpine di pasar internasional. Data diperolehinternational Drug

Price Indicator untuk periode 2004-2009 dimana dawadian harga

amlodpine di pasar internasional akan dijadikaraagt-

22.12.3 Selisih harga antara harga median amlodipine darpasternasional

dengan harga Norvask dan

Tensivask di

Indonesia gasen

mempertimbangakan factor kurs tengah BIl, akan nesilfan estimasi

kasar terhadap overcharge yang harus dibayar karsws@ama periode
2004-2009. Berikut adalah tabel harga obat yanggar@iungAmlodipine

Besylateuntuk pasar internasional untuk kemasan 5mg bisydes--------

Tabel. 9

Harga Obat yang menganduAmlodipine Besylate
Untuk pasar International Tahun 2004-2009

Tahun | Min Max Median
2004| 0,0247| 0,4486 0,15
2005| 0,003| 0,469 0,15
2006| 0,1133| 0,8842 0,1333
2007| 0,0122| 0,1694 0,1333
2008| 0,0064 0,1 0,0526
2009| 0,0096 0,1 0,061

22.12.4 Berdasarkan data media untuk harga internasiorsaliat, dapat diperoleh

proxy terhadap harga acuan yang normal untuk prothak anti hipertensi

dengan zat aktif amodipine besylate di Indonediagai berikut:------------
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Harga Selisih

Median | normal (3x dgn Selisih dgn
Price dim harga Harga Harga harga harga

Rp median) | Norvask | Tensivask] Norvask | Tensivask

1335 4005 6795,2b 6325| 2790,25 2320
1462,5 4387,5 7202,25 6737,5| 2814,75 2350
1222,361 3667,083 7202,25 6737,5| 3535,167 3070,417
1219,695 3659,085 7562|5 6737,5| 3903,415 3078,415
509,168 1527,504| 7940,625  7150| 6413,121 5622,496
634,4 1903,2 8338 7150, 6434,8 5246,8

Harga normal merupakan median price dikalikan 8 &tsio 3x dari harga
median price dalam rupiah. Selisih harga normaetaut dengan harga
Norvask (5mg) dan Tensivask (5mg) memberikan esiintarhadap
excessive pricing antara harga actual dengan hagg normal. Selisih
harga atau proxy excessive pricing makin membesaertbde 2008-2009
dimana harg@&mlodipine Besylatedi pasar internasional cenderung turun
akibat habisnya masa paten di pertengahan 2007 atal 2008 (di
beberapa Negara lain). Turun nya hafgalodipine Besylatedi pasar
internasional tersebut tidak diikuti oleh penururtzarga Norvask dan
Tensivask di Indonesia yang cenderung tetap atawgatemi kenaikan
secara berkala. Apabila dikalikan dengan jumlahrpgnjualan untuk
periode yang sama, akan dapat diperoleh estimaga (persifat kasar)
terhadap besaran kerugian konsumen sebagai akimtharge dari
Norvask dan Tensivask;----------=--=-mmmm oo
22.12.5 Berikut adalah profil data MPR dan median hargarmdsional (buyers
side) untuk produk obat yang mengandung zat #ktifodipine Besylate
5mg sejak periode 2003-2009:------=====mmmmmmm oo

Tabel 11
Profil Data Harga Internasional Obat dengan ZaifAkinlodipine Besylate
Tahun | Min Max Median Rata2 kurs tengah BI
2004| 0,0247| 0,4486 0,15 8900
2005 0,003| 0,469 0,15 9750
2006| 0,1133| 0,8842 0,1333 9170
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2007| 0,0122| 0,1694 0,1333 9150,00
2008| 0,0064 0,1 0,0526 9680
2009| 0,0096 0,1 0,061 10400

22.12.6 Selanjutnya adalah mengkonversi harga median dekgentengah BI
untuk tiap tahun. Setelah diperoleh proxy harga iamedialam rupiah
kemudian dikalikan 3 sebagai proxy untuk ambang h&aga excessile
Hasil perkalian kemudian dikurangi dengan hargaviisk dan Tensivask

(HET) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 12.
Perbandingan dan Selisih Harga
Median Price dim | Harga Selisih dgn Selisih dgn

Rp normal harga Norvask | harga Tensivask

1335 4005 2.790 2.320

1462,5 4387,5| 2.815 2.350

1222,361 3667,083 3.535 3.070

1219,695  3659,085 3.903 3.078

509,168, 1527,504 6.413 5.622

634,4 1903,2| 6.435 5.247

22.12.7 Selisih harga Norvask kemudian dikalikan dengan panjualan Norvask
dan Tensivask untuk kemasan 5mg. Hasil perkaliamumekkan kerugian
konsumen sebagai akibat overcharge yang harus aild@yika membeli

Norvask maupun Tensivask. Berikut adalah table lpgmggan nya:--------

4 Berdasarkan keterangan saksi pemerintah (Depkersyenai rasio harga obat yang normal adalah sékitdiatas harga generic nya;
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Data Kerugian Konsumen

vol Norvask vol Tensivask
Tahun| (btr) Loss Norvask (Rp)| (btr) loss Tensivask (Rp
2004 | 15,988,290.00 | 44,611,326,172.50| 10,914,250.00 25,321,060,000.00

2005

16,676,520.00

46,940,234,670.00

13,454,050.00

31,617,017,500.00

2006

17,169,750.00

60,697,933,598.25

10,176,200.00

31,245,177,475.40

2007

16,752,570.00

65,392,233,026.55

10,106,150.00

31,110,923,752.25

2008

15,803,400.00

101,349,116,411.4

D9,680,350.00

54,427,729,153.60

2009

22,252,710.00

143,191,738,308.0

010,450,500.00

54,831,683,400.00

Total estimasi beban

konsumen (Rp)

462,182,582,186.7

228,553,591,281.25

Sumber: diolah sendiri

Berdasarkan estimasi kasar, total akumulatif kemugkonsumen dari
periode 2004-2009 adalah sebesar Rp. 462.182.582.{8ntuk Norvask
5mg) dan _Rp 228.553.591.281.25 (untuk Tensivask )5ndgabila

diprosentasekan terhadap total nilai penjualan ysudph diterima oleh

kedua produsen, maka rasio kerugian konsumen tgphindal penjualan

mencapai 42% untuk Norvask dan 35% untuk Tensivask;--------------

22.12.8 Tim juga melakukan penilaian mengenai kewajaragaaroduk Norvask

dan Tensivask berdasarkan analisis stuktur biagadd®arkan data yang
diberikan, terdapat komponen biaya yang patut thpgakan kewajaran
nya yaitu biaya produksi dan pemasaran. Biaya siddan pemasaran
Norvask mencapai 36% sementara Tensivask menc#&3ai48% dari

HET. Tim pemeriksa menggunakan data harga ASKESagseb
pembanding sederhana. Berikut adalah grafik perbgad pergerakan
harga Norvask 5mg Non Askes dan Norvask 5mg un®kKmgs;------------
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Grafik 11

Pergerakan harga Norvask 5 mg Non Askes dan

Norvask 5mg Untuk Askes

Pergerakan Harga Norvask

7,000
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5 000 —e— Norvask 5mg
S 4,000
% 2888 = —— —=— Norvask 5mg
1:000 ASKES
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Periode

22.12.9 Berdasarkan grafik perbandingan tersebut, dapéhaerbahwa harga
Norvask yang dijual di pasar umum makin bergeraknjenéhi harga
Norvask untuk ASKES. Kondisi yang sama juga terjadtuk produk
Tensivask berikKut:--------=-mmmmm oo

Grafik 11
Pergerakan harga Tensivask 5 mg Non Askes
dan Tensivask 5mg Untuk Askes

Pergerakan harga Tensivask
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Periode | —s— Tensivask

22.12.10 Perbandingan atau rasio harga Norvask ASKES tephaldmvask non
ASKES mencapai sekitar 35% sampai 45%. Dengan leata harga
Norvask non ASKES dijual sekitar 55% sampai 65%tadiaharga
Norvask untuk konsumen program ASKES. Perbandingarg sama
juga terlihat untuk produk Tensivask. Sejak awal0&0 produk
Tensivask untuk non ASKES dijual dengan harga 23&tasl harga

Tensivask untuk ASKES. Berdasarkan keterangansa&si ahli, selisih
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harga antara produk ASKES dengan non ASKES menckami
perbedaan dalam biaya pemasaran, dimana untuk kpré@&KES
proporsi biaya pemasaran terutama umhédical representatiflan atau
relasi dengan para dokter dapat diminimalkan (miesitl©8%);------------
22.12.11 Berdasarkan perbandingan harga internasional dagaharogram
ASKES, tim pemeriksa menilai bahwa terdapat potadanya excessive
marjin dan atawricing yang dilakukan oleh PT Pfizer Indonesia untuk
produk Norvask dan PT Dexa Medica untuk produk ivas&;------------
23. KesSimpulan;--=--==-mm e oo e e e e
23.1 Berdasarkan temuan fakta-fakta dan analisis di , athen Pemeriksa
menyimpulkan terdapat bukti yang cuktgrjadinya pelanggaran pasal 5, pasal
11, pasal 16 yang dilakukan oleh PT Pfizer IndaneBil Dexa Medica, Pfizer
Inc, Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Iifjzer Global Trading (c/o
Pfizer service company) dan Pfizer Corporation @pag);----------------------------
23.2 Berdasarkan temuan fakta-fakta dan analisis di , athen Pemeriksa
menyimpulkan terdapat bukti yang cuktgsjadinya pelanggaran pasal 25 ayat 1
huruf a yang dilakukan oleh PT Pfizer Indonesiazéd?flnc, Pfizer Overseas LLC
(d/h Pfizer Overseas Inc), Pfizer Global Tradinkp (efizer service company) dan
Pfizer Corporation Panama;--------==-==-=====m - oo
24.Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah mepgékan Laporan Hasil
Pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi, untuk dilaksam&idang Majelis Komisi; -
25.Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan eBgran Komisi Pengawas
Persaingan Usaha Nomor 147/KPPU/Pen/VI111/2010 tahdd Agustus 2010, untuk
melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung seglggal 11 Agustus 2010sampai
dengan 27 September 2010 (Vide Bukti A 106) ; —----------=-===-mmmmmmmmmmmm oo
26.Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majebsiiki, Komisi menerbitkan
Keputusan Nomor 291/KPPU/Kep/VIII/2010 tanggal 1lguitus 2010 tentang

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis KomisamalSidang Majelis Komisi

27.Menimbang bahwa selanjutnya Sekretaris Jenderaligdamenerbitkan Surat Tugas
Nomor 1213/SJ/ST/VIII/2010 dan 1214/SJ/ST/VII/2GaBggal 11 Agustus 2010 yang
menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majaimisi dalam Sidang Majelis
Komisi (Vide Bukti A 107);----=-mmnmmmmm oo oo e

28.Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikatilkkdn Penetapan Sidang
Majelis dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan 8agaara Terlapor; ------------ --

halaman 82 dari 256

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012



SALINAN

29. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah memberikanekegatan kepada para Terlapor
untuk memeriksa berkas perkgemzage)yang dijadwalkan pada tanggdal Agustus

30.Menimbang bahwa Terlapor | dan Terlapor Il telaldihaintuk memeriksa berkas

perkaralenzagepada tanggal 31 Agustus 2010;

31.Menimbang bahwa Terlapor lll, Terlapor 1V, TerlapgrTerlapor VI tidak hadir untuk

memeriksa berkas perkaj@nzagepada tanggal 31 Agustus 2010; -- -
32.Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi padaygal 07 September 2010,

yang dihadiri oleh Terlapor | dan Terlapor Il, M&geKomisi telah menerima

Tanggapan/Pembelaan tertulis dari Terlapor |, perdl; ---------------------=mmmun -
33.Menimbang bahwa Terlapor Ill, Terlapor 1V, TerlapgrTerlapor VI tidak hadir dan

tidak memberikan Tanggapan/Pembelaan tertulis d&@atang Majelis Komisi pada

tanggal 07 September 2010; ------ e e
34.Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Majeliomisi telah menerima

Tanggapan/Pembelaan tertulis dari Terlapor | (RizePIndonesia) sebagai berikut:- --

34.1PASAR BERSANGKUTAN YANG BENAR DALAM PERKARA INI ADA LAH OBAT ANTI
HIPERTENSI GOLONGAN CALCIUM CHANNEL BLOCKER (CCB) ATAU CALCIUM
ANTAGONIST DI SELURUH WILAYAH INDONESIA  j=======n=n=mmmmmmmm oo oo oo
34.1.1 Tim Pemeriksa pada halaman 42-44 LHPL pada intimgnyatakan

bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adéahamti hipertensi

dengan zat aktif Amlodipine Besylate;--- e

34.1.2 Definisi pasar bersangkutan tersebut adalah tidgdatt karena Tim
Pemeriksa tidak mempertimbangkan dengan seksambahaebagai
DeriKUL - mmmmm e e
34.1.2.1Ketentuan tentang pasar bersangkutan;------------------------
34.1.2.2Referensi dari bahan literatur yang juga sudahtgtikaleh Tim

Pemeriksa di dalam LHPLnya;----------=-----==-- —nmmcem e -
34.1.2.3Pendapat para ahli yang sudah dipanggil dan dideseyadiri
oleh Tim Pemeriksa;-------------=-=-=-m-mmmm oo

34.1.3 Sehingga, apabila Tim Pemeriksa mempelajari derggksama dan
mempertimbangkan ketiga hal tersebut di atas makarpersangkutan
yang tepat dan benar dalam perkara ini adalahatiahipertensi dalam
kelas terapi Calcium Channel Blocker (CCB) atawc{Dah Antagonist di
seluruh wilayah Indonesia;-------=-========-mmmmm oo

34.1.4 Ketentuan tentang Pasar Bersangkutan yang diatur didalam UU

Persaingan Usaha;----------------—-—==mmmmm e e
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Pasal 1 angka 10 UU Persaingan Usaha menyatakari—------------
“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengngkauan
atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usahsa laarang dan atau

jasa yangsama atau sejenis _atau _substitugari barang dan atau jasa

tersebut’;------m-mmmm oo
Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat dua dindatem menentukan
pasar bersangkutan, yaitu: (i) pasar produk dapdsar geografis. Pasar
produk adalah pasar yang berkaitan dengan barangaga yangama,

sejenis atau substitusi dari barang atau jasa tersebut. Pasar geografis

adalah pasar yang berkaitan denga@ayah pemasaranyang dilakukan

oleh pelaku usaha atas barang/jasa tersebut——---------------------
PASAR PRODUK YANG BENAR DALAM PERKARA INI ADALAH CALCIUM
CHANNEL BLOCKER ATAU CALCIUM ANTAGONIST j----=-=-=-===nmnmmmmmmme
34.1.5.1Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Persaingan Usabhtag]i
parameter dalam menentukan pasar produk adalahabatara
barang yang dijual oleh para pelaku usaha tersshuta,

sejenis_atau_substitusisatu sama lain. Apabila barang atau

produk tersebut sama, sejenis atau substitusi nsEcara
hukum barang atau produk tersebut berada dalamr pasa
bersangkutan yang sama;------------=--==-==-=msmmmmmm oo
34.1.5.2Lebih jauh, dalam Pedoman Pasar Bersangkutan daRWK
(Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2009) dinyatakan bgtmaduk
yang ada dalam pasar bersangkutan yang sama taais h
merupakan produk substitusi sempurmeerfect substitutgs
melainkan cukup didasarkan pada substitusi terdédate
substituteg Halaman 25-26 Pedoman Pasar Bersangkutan

menyatakan;------------------- e

“Produk dalam suatu pasar tidak harus perfect stilists.
Dalam beberapa kondisi tertentu relatif sulit untmenemukan
produk yang bersifat substitusi sempurna. Dengamikian
pendefinisian produk cukup didasarkan pada konskysec
SUDSHItULE S - == mmm oo e

34.1.5.3Berdasarkan definisi Pasal 1 angka 10 UU Persaitgsaha
dan Peraturan KPPU no. 3 tahun 2009 tentang Ped@&asar
Bersangkutan, maka harus dipertimbangkan produly gama,
sejenis atau substitusi dari Obat Anti Hipertenahgy sama,
sejenis atau substitusi dari Produk Norvask darsiVask;------
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34.1.5.4Dalam menentukan Obat Anti Hipertensi yang sampnie
atau substitusi dari Produk Norvask dan Tensivaskiing bagi
Tim Pemeriksa memperhatikan referensi bahan liergang
dipergunakan untuk pengobatan hipertensi dan jwgalapat
para ahli yang telah dipanggil dan didengar peniigpaoleh
Tim Pemeriksa secara langsung. Kesimpulan yangategt di
dalam LHPL oleh Tim Pemeriksa cenderung hanya nrenca
dasar-dasar untuk menguatkan pendapatnya yang sudah
terbentuk dari awal, bukan untuk menelaah PasasaBgkutan
secara objektif berdasarkan teori hukum, teori ekandan
teori pengobatan yang dipaparkan dalam literatarjdga oleh
para ahli;------=--mm oo
34.1.6 Referensi dari bahan literatur yang juga sudah dikdip oleh Tim
Pemeriksa di dalam LHPL nya;----------====-m=m oo
34.1.6.1Tim Pemeriksa menyatakan Produk dalam perkaradalaa
Obat Anti Hipertensi dengan kandungan AmlodipinesyBate
yang terbatas pada merek Norvask dan Tensivaskjaehana
tercantum pada halaman 14-16 point 4.1 dan 4. 2 ¢H?L;----
34.1.6.2Pengobatan hipertensi secara medis di Indonesiaganen
kepada Guidelines yang dikeluarkan oleh JNTHe( Seventh
Report of the Joint National Committee on Prevemtio
Detection, Evaluation, and Treatment of High Bldtr@éssuré.
Hal ini pun dikutip di dalam LHPL halaman 35 bagiaf.;-----
34.1.6.3Berdasarkan Flowchart Metode Pengobatan Penyakit
Hipertensi yang dikutip oleh Tim Pemeriksa di dalamPL
halaman 36, terdapat 5 golongan kelas terapi yajtiiuretic;
(2) Beta Blocker; (3) ACE Inhibitor; (4) Calcium @hnel
Blocker (CCB) atau dikenal dengan Calcium Antagodés (5)
ARB. Pengelompokan kelas terapi ini didasarkan gadgsi,
kegunaan dan karakteristik cara kerjanya. Contghnya
berdasarkan JNC7 halaman 30, golongan Diureticjutican
untuk kebanyakan pasien;------------=--=--mms s
34.1.6.4Tim Pemeriksa di dalam LHPL secara salah menguap d
JNC7 bahwa pengobatan hipertensi dilakukan dalatahadp
(halaman 36) yaitu tahap 1 dengan jenis obat yaagjudkan

adalah obat yang termasuk dalam kelompok terapy yalah
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disebut dalam point 10 di atas (JNC7 tidak pernahyatakan
hal ini). Kemudian tahap 2, jenis pengobatan yaiagjdrkan
adalah kombinasi antara kelompok terapi. Tambaluday §im
Pemeriksa dalam kesimpulannya pada LHPL halamapo#8
5.1.1.3 secara tidak konsisten menyatakan:--——---------
“Tidak ada satu jenis obat dengan zat aktif tertgrang cocok
untuk semua tipe penderita hipertensi. Besar kekinag
mayoritas penderita hipertensi membutuhkan kombitesh

dari satu atau dua jenis obat dengan zat aktifelett dari kelas

34.1.6.5Masing-masing kelas terapi mempunyai kontraindikdan

keunggulannya sebagaimana Tim Pemeriksa telah juga

menyatakan di dalam LHPLnya;-- -
34.1.6.5.1 Point 1.2 halaman 37, Tim Pemeriksa memaparkan
kontra indikasi dan keunggulan untuk kelas terapi
Diuretiks;---------=--=-=-m=mmm oo
34.1.6.5.2 Point 1.3 halaman 37 Tim Pemeriksa memaparkan
kontraindikasi dari kelas terapi Beta Blocker
namun tidak secara lengkap memaparkan
efektifitas yang dipunyai oleh kelas terapi Beta
Blocker ini;---------=-=-m-m oo
34.1.6.5.3 Point 1.4 halaman 37 Tim Pemeriksa memaparkan
keunggulan pengobatan dengan kelas terapi CCB;-
Berdasarkan pernyataan Tim Pemeriksa di atas, grasasing
kelas terapi/golongan memiliki karakteristik (kaitrdikasi dan
keunggulan masing-masing). Dengan demikian, peaantu
pasar bersangkutan harus didasarkan atas penggoldedas
terapi diatas (bukan zat aktif, yang dalam hal adialah
golongan CCB;--------mmmmm e e
34.1.6.60bat anti hipertensi dengan kandungan AmlodipinsyBg¢e
termasuk di dalam kelas terapi CCB telah dikuatkan
berdasarkan data IMS tahun 2009. Tim PemeriksardatPL
pada dasarnya sudah mengetahui/mengakui bahwa pasar
bersangkutan yang tepat dan benar dalam perkaradalah
obat anti hipertensi golongan Calcium Channel Bdocktau
Calcium Antagonist. Butir 5.1.1 halaman 42 LHPL
MeNYataKaN === ===
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“Obat tersebut masuk ke dalam kelas terapi calcitnanoel
blocker (berdasarkan metode Kklasifikasi ATC WHOauat

calcium antagonist plain (berdasarkan metode kil

EPHRA)...’

34.1.6.7Selain obat anti hipertensi dengan kandungan Aipiodi

Besylate,

jumlah  obat

anti

hipertensi

golongan CCB

berdasarkan data IMS tahun 2009 terdapat sekitgrgé$ atau

merek yang dapat dipilih, sebagai berikut:

No. | Nama Obat Perusahaan No. | Nama Obat Perusahaan
1 AB-VASK LPI 51| LANODIL L-P
2 ACTAPIN ATV 52| LOPITEN GUA
3 ADALAT B/S 53] LOVASK BNO
4 AMCOR MCK 54| LOXEN NVR
5 AMDIXAL SDZ 55| MOLESCO ESL
6 AMLODIPINE BNO 56| NIFECARD LEK
7 AMLODIPINE FHH 57| NIFEDIN SN5
8 AMLODIPINE HJ 58| NIFEDIPINE GGM
9 AMLODIPINE IFM 59 | NIFEDIPINE DX/
10 | AMLODIPINE KM7 60| NIFEDIPINE HJ
11 | AMLODIPINE PHP 61| NIFEDIPINE HJ
12 | AMLODIPINE SHO 62| NIFEDIPINE IFM
13 | AMLOTEN IFM 63| NIFEDIPINE KM7
14 | BETA-ADALAT BI/S 64 NIFEDIPINE L-P
15 | CALCIANTA AXF 65| NIFEDIPINE PHP
16 | CALCIGARD DX/ 66| NIF-TEN AZN
17 | CALSIVAS FHH 67 NIRMADIL FHH
18 | CARDIOVER L-P 68 NORMOTEN SHO
19 | CARDISAN SN5 69 NORVASK PFZ
20 | CARDITEN DKS 700 PEHAVASK PHP
21 | CARDIVASK DKS 71 PERDIPINE AES
22 | CARDYNE PY2 72 PINCARD LPI
23 | CARVAS MPF 73 PLENDIL AZN
24 | COMDIPIN COM 74| SANDOVASK SDZ
25 | CORDALAT KM7 75| TENS B.l

26 | CORDIZEM KM7 76| TENSIVASK DX/

halaman 87 dari 256

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012




27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50

CORONIPIN
DILMEN
DILSO
DILTIAZEM
DILTIAZEM
DILTIAZEM
DILTIAZEM
DIVASK
ESCOR
ETHIVASK
FARMABES
FARMALAT
FEDIPIN
FICOR
GENSIA
GRAVASK
HERBESSER
HERBESSER
CD
HEXAVASK
INFICARD
INTERVASK
ISOPTIN
ISOPTIN
LACIPIL

DX/
SN5
SHO
DX/
GGM
IFM
KM7
KLB
MCK
ECA
FHH
FHH
M6K
00T
P-I
GRH
TAN

TAN
HJ
IFM
IBT
ABT
HO&
GSK

77
78
79
80
81
82
83
84
85

THERAVASK
VASDALAT
VASONER
VERAPAMIL
VERAPAMIL
VERAPAMIL
XEPALAT
ZANIDIP
ZENDALAT

SALINAN

D.V
HJ
HRS
GGM
IFM
KM7
MSK
SVY
ZEN

(Sumber: Data IMS tahun 2009)

34.1.7 Fungsi/Kegunaan;

34.1.6.8Pasar produk dalam perkara ini adalah obat antertapsi

golongan Calcium Channel Blocker (CCB) atau diketeigan

Calcium Antagonist. Hal ini karena semua obat yaegada

dalam golongan Calcium Antagonist adalah samanisegau

substitusi satu sama lain. Kesamaan atau substiusebut
dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu fungsi/kegan dan

karakteristik cara kerjan

34.1.7.1Dilihat dari segi fungsi/kegunaan, semua obat yéegada

dalam golongan CCB atau Calcium Antagonist (bai&tglang
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bermerek maupun obat generik) mempunyai fungsitkago
yang sama, Yyaitu untuk menurunkan tekanan darah ata
hipertensi. Hal ini sesuai dengan keterangan ahnindsi Drs.
Ahaditomo, M.S.Apoteker yang menyatakan sebagdlkuter-

“Seluruh obatyang berada dalam kelompok CCB mempunyai

kegunaan yang sam@daitu untuk menurunkan tekanan darah

atau hipertensi.;=-=-=-===s=s=sosemem e oo e
Sesuai pendapat ahli di atas, semua obat anti témnser
golongan CCB (baik yang zat aktifnya Amlodipine Hate
maupun  bukan  Amlodipine  Besylate) = mempunyai

fungsi/kegunaan (indikasi) yang sama sehingga bhedadam

pasar bersangkutan yang sama;-
34.1.7.2Semua obat anti hipertensi golongan CCB di atas pneyai

kegunaan (indikasi) yang sama satu sama lain sghing

merupakan substitusi satu sama lain;---------——------------
34.1.8 Karakteristik Mekanisme Kerja;----------=--=-====== —ommmmmmm e
34.1.8 Dilihat dari segi karakteristik mekanisme kerjangamua obat
yang berada dalam golongan CCB atau Calcium Antaggdn
atas juga mempunyai mekanisme atau cara kerja samg,
yaitu menghambat atau memblokir reseptor calciungyada di
dalam sistem cardiovascular. Oleh karena itu, dathmia
farmasi, obat-obat yang ada dalam golongan ini bdise
Calcium Channel Blocker. Hal ini sesuai dengan raetgan
ahli farmasi Drs. Ahaditomo, M.S.Apoteker dalam d&agrat
Ahlinya halaman 4 yang menyatakan:-

“Seluruh obat yang berada dalam kelompok CCB melygiun
kegunaan yang sama, yaitu untuk menurunkan tekaiaazh
atau hiperteng---------=--m-mm oo
Obat-obat yang berada dalam golongan CCB mempucesa
kerja yang sama, yaitu menghambat atau memblolseptr
calcium (yang berada di dalam sistem cardio-vasqula
Reseptor ini bekerja dengan mengatur keluar masul®g™
dari dalam dan atau luar sel melalui mekanisme pamgbatan
dari “voltage gated Ca++ Channel” di pembuluh darah
Sebagai akibatnya terjadi penurunan kontraksi opmilos

pembuluh darah, disusul oleh naiknya diameter péuafbu
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darah arteri yang berakibat terjadinya vasodilatasian
penurunan tahanan perifer totah---------------------------- -

Oleh karena itulah golongan obat yang bekerja sepbratas

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obat-okatgy
berada dalam kelompok CCB dapat mensubstitusi satoa
AN, = mmmm e e
(Bukti T.1 - 10)

34.1.9 Di dalam dunia farmasi, kesamaan mengenai mekarkema
merupakan hal yang sangat penting karena menunjoéiemn
kerja obat tersebut dalam menyembuhkan pasiennyeh O
karena itu, obat-obat yang mempunyai mekanisme eiaa
kerja yang sama dikategorikan ke dalam pasar bgkatan
yang sama karena merupakan substitusi satu sama-ta-----

34.1.10 Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa idiefiasar
bersangkutan dalam LHPL yang hanya mendefinisikasatp
produk berupa obat anti hipertensi dengan zat aktifodipine
Besylate adalah tidak tepat dan terlalu sempit Iseba
menghilangkan fakta adanya obat anti hipertensi thalam
golongan CCB yang mempunyai kegunaan (indikasi) ciaa
Kerja yang Sama;----------=-=m-mmmm oo

34.1.9 Keterangan saksi ahli (dOKter);-----==-=====nmmmommm oo

34.1.9.1Penentuan obat anti hipertensi apa yang menjadiitud dari
obat anti hipertensi dengan kandungan AmlodipinsyBge
dilakukan oleh dokter, dan oleh karenanya pentiagi @im

Pemeriksa untuk juga mempertimbangkan pendapatgads

ahli sebagai berikut;-------------=---=m oo
34.1.9.2BAP Prof Dr. Harmani Kalim tanggal 26 Mei 2010 J&aa no.
14, bahwa “Terapi awal adalah pilihan obat yang dda 5
golongan (1) Diuretics (2) Beta Blocker (3) Calcidmtagonist
atau CCB (4) ACE Inhibitor dan (5) ARB. Kalau tidecapai,
diganti dari golongan lain atau dinaikan dosis d&ambinasi.

Untuk pasien dengan indikasi khusus wajib diberatotari

salah satu golongan saja;----
34.1.9.3BAP dr. Pranawa, Sp.PD, K-GH tanggal 3 Juni 20Maban

no. 9 dan 12, Bahwa Dr. Pranawa menguatkan pendapét

Harmani Kalim dalam hal pasien dengan indikasi ksusajib
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diberi obat dari salah satu golongan saja yaitudkiiiabetes
direkomendasikan golongan ACE-Inhibitor, untuk pabslari
golongan ARB, untuk jantung dari golongan Beta Béycdan
untuk orang tua direkomendasikan dari golongan CCB.
Selanjutnya pada Jawaban no. 12 dr. Pranawa méagata
keunggulan amlodipine adalah single dosis dan aekar
nifedipine dengan merek OROS dari Bayer juga suoiah
UNTUK 24 Jam;---m-mm e o m s
34.1.9.4BAP dr. Nunuk Mardhiana, Sp.PD, K-GH tanggal 3iR010
Jawaban no. 15 -- Dr. Nunuk Mardhiana juga mengumtk
bahwa pasien dengan indikasi khusus untuk hipertéas
ginjal disarankan untuk memakai obat-obat dari ggém ACE-
Inhibitor;---------=-==-m o
Jawaban no. 13 -- Dr. Nunuk Mardhiana mengatakdiwaa
sebelum amlodipine dulu yang dipakai adalah nifieéipkan
tetapi karena masa kerjanya hanya 8 jam sehingga
menimbulkan ketidakstabilan tekanan darah, akhirggag
lebih banyak dipilih amlodipine yang lebih lamaa&erjanya;-
34.1.9.5BAP Dr Marulam Panggabean, Sp.PD, KKV, Sp.JP tangga
Mei 2010 - mm oo e
Jawaban no. 15 yang menjawab bisakah saling metitsisbs
kalau tidak ada amlodipin@?--------=--====m - ——mmmmm e
“Bisa. Di Puskesmas misalnya yang digunakan nifedipiasa.
Nifedipine baru sudah diperbaiki sehingga bisa rdjzdebih

34.1.9.6BAP Dr. Hasyim Kasim, Sp.PD-KGH tanggal 14 Mei 2010

yang menjawab Bisakah saling menggantikan antarat ob

golongan calcium antagonist atau CCB?-------
Jawaban no. 12 “Bisa saling menggantikan...”;---——-—------
Jawaban no.14 “Yang masuk Jamkesda (diberikan)abéin

bukan amlodipine...”;--=--=-==-==-mmmmm oo

Jawaban no. 9 & 17 “Amlodipine dan Nifedipine keth pusat

kerjanya kalau satu golongan tidak kita gabungptetasa

saling mensubstitusi.”;------==-=======mmm oo
34.1.9.7Berdasarkan penjelasan beberapa dokter saksi adj telah

dimintai keterangan oleh Tim Pemeriksa tersebusjnigulan
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pada LHPL halaman 43 point 5.1.1.3 berikut cendgrun
menyesatkan:---------------m e
“...Besar kemungkinan mayoritas penderita hipertensi

membutuhkan kombinasi lebih dari 1 atau 2 jenista®ngan

Tim pemeriksa dalam pernyataan ini tidak menyatdbamva
kombinasi lebih dari 1 atau 2 jenis obat dibutuhlegabila
pengobatan first line tidak efektif sebagaimanahealinyatakan
dari JNC 7 dan dikutip oleh Tim Pemeriksa padarhala 36
dan pendapat dari saksi ahli Prof dr. Harmani Kaanggal 26
Mei 2010 jawaban no. 14 tersebut;-------------——-----—---—-
34.1.9.8Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU Persaingan Usalayfn
KPPU No. 3 tahun 2009 tentang Pedoman Pasar Béusiamg
kemudian Metode Pengobatan Hipertensi JNC 7 dadgpet

para saksi ahli yang telah dipanggil dan didengarka
pendapatnya oleh KPPU sebagaimana tertuang di daksin
maka terbukti bahwa Obat Anti Hipertensi dengan aiif
amlodipine besylate dapat disubstitusikan dengat-obat anti
hipertensi yang ada dalam golongan CCB atau Calcium
Antagonist seperti diantaranya adalah Nifedipine Ddtiazem.
Dengan demikian, pasar produk yang tepat dan bealam
perkara ini adalah obat anti hipertensi golonganBC&lau
Calcium Antagonist dan bukan hanya pasar zat aktlbdipine
besylate;-----------mm
34.1.10 Pasar Geografis Dalam Perkara Ini Adalah Di SeluruhWilayah
INAONESIA; --=-==== === m e oo e
34.1.10.1 Pasar geografis dalam perkara ini adalah selurdayah
Indonesia karena kegiatan usaha yang dilakukanTadhpor
I/PT Pfizer Indonesia dalam memasarkan produk Nskrva
adalah untuk seluruh wilayah Indonesia;---------------------
34.1.10.2 Tim Pemeriksa dalam LHPL juga menyatakan bahwarpasa
geografis dalam perkara ini adalah di seluruh vailay
Indonesia secara nasional. Butir 5.1.2 halaman B&LL
Menyatakan:-------==-==== oo
“Berdasarkan data tersebut, tim berpendapat bahwkagan
geografis dari pasar bersangkutan adalah wilayaddnesia

secara NAasioNal--------=-===-mmmemm oo
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34.1.10.3 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkdiwda
pasar bersangkutan yang tepat dan benar dalamradrka
adalah obat anti hipertensi golongan CCB atau walci
Antagonist di seluruh wilayah Indonesia;---------------------
34.2 PEMERIKSAAN DALAM PERKARA INI BERTENTANGAN DENGAN P ASAL 50 HURUF B
34.2.1 uu Pasal 50 huruf b UU Persaingan Usaha menyatakafn—------------
“Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undangaualah:

b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayatelektual seperti

34.2.2 Masa paten Amlodipine Besylate berakhir tahun72@artinya obat
Norvask yang bahan bakunya mengandung amlodipinsyldie
dilindungi oleh paten hingga tahun 2007). Berdamauketentuan diatas,
maka pemeriksaan dalam perkara ini bertentangagadefasal 50 huruf
b karena Tim Pemeriksa mempersoalkan hal-hal yankalian dengan
Amlodipine Besylate pada saat masa paten masiakes----------------

34.3 LHPL SALAH KARENA TERLAPOR | /PFIZER INDONESIA TIDAK PERNAH
MEMBUAT PERJANJIAN APAPUN DENGAN TERLAPOR Il /DEXA MEDICA ;------------
34.3.1 Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak melanggar Pas&dsal 11 dan Pasal 16
UU Persaingan Usaha karena Terlapor I/Pfizer Insienéidak pernah
membuat Perjanjian dalam bentuk apapun (baik tertmlaupun tidak
tertulis) dengan Terlapor Il/Dexa Medica atau pelaisaha pesaing lain
terkait hal-hal yang dituduhkan oleh Tim Pemerik€deh karena itu,
Gambar 1 halaman 11 dari LHPL adalah salah. Gaydray benar adalah

sebagai berikut:--------msmmm oo

Struktur Pemegang Saham Struktur Supply Agreement
( )

Pfizer Inc. [ Pfizer Overseas LLC ]
|\ J
( N

Pfizer Corporation Pfizer Global Trading

Panama c/o Pfizer Service

S J
Company

[ PT Pfizer Indonesia ] PT Dexa Medica
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34.3.2 Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut—----------------
“Perjanjian adalahsuatu perbuatan dimangatu orang atau lebih

mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau ldbf’;----------==---------

34.3.3 Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUiRgmeaUsaha, yang
dimaksud dengan Perjanjian adalah:----------=-=====--mmmommm oo

“suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usabatukmengikatkan diri

kepada satu atau lebih pelaku usaha laitengan nama apapun, baik

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, terdamattspenting yang
harus dipenuhi dalam menentukan adanya perjanyiaity para pihak
harus secara sadar dan sengagagikatkan diri satu sama lain Apabila
hal ini tidak terpenuhi maka demi hukum harus diakan tidak terdapat
Pl AN AN === == == === o e
34.3.4 Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah mengikatkliri atau membuat
kesepakatan apapun (baik secara tertulis maupak teftulis) dengan
Terlapor ll/Dexa Medica atau pesaing lain terkaik-tmal yang dituduhkan
oleh Tim Pemeriksa. Terlapor I/Pfizer Indonesiaadal menjalankan
kegiatan usahanya selalu bertindak secara indepemd®m mandiri
termasuk dalam menentukan jumlah/volume produksimasarkan dan
menentukan harga jual Norvask di wilayah Indonesta;-------------------
34.3.5 Dalam LHPL jugatidak ada bukti Terlapor I/Pfizer Indonesia telah

membuat Perjanjian dengan Terlapor Il/Dexa Mediegkditan dengan

hal-hal yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa,; e

34.3.6 Tim Pemeriksa dalam LHPL juga tidak dapat mengaepalla Supply
Agreement dalam membuktikan adanya perjanjian dapsrkara ini
karena Terlapor I/Pfizer Indonesia bukan merupagdrak serta tidak
terikat dengan Terlapor ll/Dexa Medica berdasargarjanjian tersebut.

Berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata, perjanjianehamngikat kepada

para pihak yang membuatnya;-- - -
34.3.7 Latar belakang adanya Supply Agreement tersebukalten dengan
adanya pelanggaran paten yang dilakukan oleh Taerldfpexa Medica
kepada Pfizer Inc. Hal ini secara tegas dinyatglada bagian konsideran
perjanjian tersebut yang menyatakan sebagai berkest-------------------
“AND WHEREAS the purchaser has on request of thpplgr, stopped
preparing and marketing in Indonesia pharmaceutaducts containing

non-Pfizer amlodipine besylgte-----------=--m-mm s
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AND WHEREAS this Agreement constitutes a settlernenteen the
parties in the matter of a patent infringement ilan connection with the

Said PateNt;----mmme oo s

Terjemahannya resminya adalah sebagai berikut:-------------------
“Dan mengingat berdasarkan permintaan pemasok, gdinddah berhenti
mempersiapkan dan memasarkan di Indonesia produkafs yang
mengandung Amlodipine Besylate yang tidak diprachlks Pfizer-------
“Dan mengingat perjanjian ini merupakan kesepakatperdamaian

antara para pihak dalam perkara pelanggaran patang terkait dengan

34.3.8 Selain itu, secara substantif Supply Agreementebars juga tidak
mempunyai kaitan apapun dengan Terlapor |/Pfizeforiesia karena
perjanjian tersebut adalah mengenai jual beli babaku Amlodipine
Besylate antara Pfizer Overseas LLC dengan Terl#fidexa Medica.
Perjanjian tersebut tidak mempunyai kaitan apapengdn produksi,
pemasaran dan penjualan Norvask yang diprodukbki Déelapor I/Pfizer
INAONESiA; - == mm e

34.3.9Tim Pemeriksa dalam LHPL juga tidak dapat mengaapala
Distribution Agreement dalam menentukan perjanjemara Terlapor
I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor Il/Dexa Mediddal ini karena
Distribution Agreement tersebut merupakan perjanj@ntara Terlapor
I/Pfizer Indonesia dengan PT Anugrah Argon MediBANI) dan tidak
ada kaitan dengan Terlapor Il/Dexa Medica. PT AAMrapakan entitas

hukum yang terpisah dari Terlapor Il/Dexa Medicdada menjalankan

34.3.10 Tim Pemeriksa juga tidak dapat mendalilkan adargmapjian dengan
menggunakan teori single economic entity karenaamdalhukum
Indonesia, setiap entitas hukum harus dipandanggselentitas yang
mandiri dan terpisah satu sama lain. Selain iktafaya Terlapor I/Pfizer
Indonesia dengan Pfizer Inc, Pfizer Global Trad@w/Pfizer Service
Company, Pfizer Overseas LLC, dan Pfizer Corpomnatioerupakan
badan hukum yang terpisah, memiliki direksi dan a@men yang
terpisah serta bertindak mandiri dalam mengambipukesan dan

menjalankan kegiatan operasional perusahaan sésugjaran Dasar

MASING-MASING; === === == e
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34.3.11 Tim Pemeriksa dalam LHPL pada halaman 53 menuduélotdpok
Usaha Pfizer” mengendalikan PT. Pfizer Indonesiasdaa-sama
dengan pemegang saham lainnya yang masing-masikg daa
kewajibannya diatur dalam Anggaran Dasar PT. Pfiketonesia.
Tuduhan Tim Pemeriksa tersebut tidak berdasar kardak ada entitas
hukum yang bernama "Kelompok Usaha Pfizer” dan rdaknggaran
Dasar Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak ada satn gatentuan yang
mengatur pengendalian yang dilakukan oleh "Kelompskha Pfizer”
terhadap Terlapor I/Pfizer Indonesia;---------———---=--======mmmmnmeu-

34.3.12 Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Jdarla/Pfizer
Indonesia tidak mempunyai perjanjian apapun defgatapor ll/Dexa
Medica atau pesaing lain berkaitan dengan hal-wad) ydituduhkan oleh
Tim Pemeriksa. Dengan demikian, sudah seharusnyeliMdomisi
menyatakan bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tioegfanggar Pasal 5,
Pasal 11, dan Pasal 16 UU Persaingan Usaha dat&arpi;-----------

34.4 TENTANG TUDUHAN KARTEL jmmmmmmm o m o oo o e
34.4.1 TERLAPOR |/PFIZER INDONESIA BUKAN PIHAK DALAM SUPPLY
AGREEMENT SEHINGGA TUDUHAN PELANGGARAN TERHADAP UU
PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN PERJANJIAN TERSEBUT AD ALAH
SALAH DAN TIDAK BERDASAR === mmm s oo oo oo oo o oo
34.4.1.1 Tim Pemeriksa dalam LHPL menuduh Terlapor I/Pfizer
Indonesia melanggar Pasal 5, Pasal 11, Pasal 1®asal 25
ayat (1) huruf a UU Persaingan Usaha berdasarkaplypu
Agreement (Perjanjian Pasokan). Tuduhan terselaldladalah
dan tidak berdasar;-------------=-=-=-mm-msm e
34.4.1.2 Terlapor |/Pfizer Indonesia BUKAN pihak dalam Suppl
Agreement. Pihak-pihak yang membuat dan menandatang
Supply Agreement adalah Pfizer Overseas LLC (sefieya
bernama Pfizer Overseas Inc) sebagai Penjual dehgidapor
[I/PT Dexa Medica sebagai Pembeli;-------------=—=-=-emenmeu-
34.4.1.3 Berkaitan dengan hal di atas, Pasal 1340 KUH Peardat

MeEeNYataKaN ;=== === oo
“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-piha&ng
MEMDUALNY @)=~ = === = o e oo
Dengan demikian Terlapor I/Pfizer Indonesia tidekkiat atau
tidak dapat dikaitkan dengan Supply Agreement. Supp
Agreement merupakan persoalan antara Pfizer Oweirske@
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dengan Terlapor II/PT Dexa Medica dan tidak adaakai
apapun dengan kegiatan usaha Terlapor I/Pfizemksla;------
34.4.1.4 Lebih lanjut, Pasal 1 angka 7 UU Persaingan Usaha
MeNYatakan  ---------== = m o m o
“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebilagu
usaha untuknengikatkan diriterhadap satu atau lebih pelaku
usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertubgipun
tidak tertulis”.;----------=-mmmm oo
Berdasarkan ketentuan di atas, salah satu elenmtmgelalam
suatu perjanjian adalatmengikatkan diri” . Dalam konteks
ini, Terlapor I/Pfizer Indonesia sama sekali tidakrnah
mengikatkan diri berdasarkan Supply Agreement denga
Terlapor Il/Dexa Medica sehingga perjanjian tersebdak
berlaku dan tidak relevan terhadap Terlapor I/Pfizdonesia;-
34.4.1.5 Tim Pemeriksa juga tidak dapat membuat teori setefitang
Kelompok Usaha Pfizer untuk mengaitkan perjanjiarsebut
dengan Terlapor I/Pfizer Indonesia. Secara hukunupona
faktual Terlapor I/Pfizer Indonesia merupakan astityang
terpisah dari Pfizer Overseas LLC. Tidak ada das&um bagi
KPPU untuk membuat teori Kelompok Usaha PfizeF—---
34.4.1.6 Selain itu, obyek yang diatur dalam Supply Agreetnragtalah
mengenai jual beli bahan baku Amlodipine Besylatguki
pembuatan Tensivask milik Terlapor II/PT Dexa Maeadic
Obyek perjanjian tersebut sama sekali tidak memaiukgitan
apapun dengan produksi, pemasaran dan penjualabh oba

Norvask dari Terlapor I/Pfizer Indonesia;----------------

34.4.1.7 Dengan demikian, pernyataan Tim Pemeriksa yang dwmnu
Terlapor I/Pfizer Indonesia melanggar UU Persaingmsaha
berdasarkan Supply Agreement adalah salah dan tidak
berdasar;---------=-=-==mm s
34.4.2 TIM PEMERIKSA SALAH DALAM MEMAHAMI DAN MENERAPKAN S  UPPLY
AGREEMENT SEBAB SUPPLY AGREEMENT BUKAN MERUPAKAN BU KTI
PELANGGARAN TERHADAP UU PERSAINGAN USAHA ;-----=-=-=nznmmmmmmmmmmmeee
34.4.2.1 LHPL Tim Pemeriksa pada pokoknya menyatakan bahwa
Supply Agreement merupakan bukti adanya pelanggaran

terhadap Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16 dan PaagaP@l) huruf
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(@) UU Persaingan Usaha. Tuduhan Tim Pemeriksshat
adalah tidak berdasar karena Tim Pemeriksa teléifu kean
sepihak dalam memahami dan menafsirkan Supply Agree
dalam perkara ini, baik Supply Agreement tanggaF2Bruari
1997 (Supply Agreement 1997”) maupun Supply Agreement
tanggal 13 Juni 2007“%upply Agreement 2007’ (secara
bersama-sama diseb@upply Agreement”);---------------------

Latar Belakang Dan Maksud Supply Agreement Adalah
Untuk Menyelesaikan Sengketa Atau Pelanggaran Pater-
34.4.2.2.1Tim Pemeriksa seharusnya memahami bahwa latar

belakang dan tujuan dibuatnya Supply Agreement
bukan untuk menetapkan harga, mengatur produksi,
pemasaran dan tidak mengakibatkan persaingan
usaha tidak sehat melainkan sebagai solusi dalam
penyelesaian sengketa atau pelanggaran paten yang
dilakukan oleh Terlapor Il/Dexa Medica. Bukti
mengenai latar belakang dan tujuan ini secara jelas
terdapat pada bagian konsideran Supply Agreement
1997 yang menyatakan: --------------=--==--msee——-
“AND WHEREAS the purchaser has on request of
the supplier, stopped preparing and marketing in
Indonesia pharmaceutical products containing non-
Pfizer amlodipine besylate:---------------=--=---------

AND WHEREAS this Agreement constitutes a
settlement between the parties in the matter of a
patent infringement claim in connection with thelsa
patent”.;---mm e m e e
(Bukti T.1-13A)

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:-—-----
“Dan mengingat berdasarkan permintaan pemasok,
pembeli telah berhenti mempersiapkan dan
memasarkan di Indonesia produk farmasi yang
mengandung Amlodipine Besylate yang tidak
diproduksi oleh Pfizef----------=-==-nmmmmmmmmmm e

‘“Dan mengingat perjanjian ini  merupakan

kesepakatan perdamaian antara para pihak dalam
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perkara pelanggaran paten yang terkait dengan

(Bukti T.1-13B)
Berdasarkan konsideran di atas terbukti bahwa latar
belakang dan tujuan dibuatnya Supply Agreement
adalah sebagai solusi dalam menyelesaikan sengketa
atau pelanggaran paten yang dilakukan oleh Terlapor
ll/Dexa Medica;-----------=-=--=-=m-mmmmmmmmmmmmeeo
34.4.2.2.2Dibuatnya Supply Agreement sebagai solusi dalam
menyelesaikan sengketa paten ini didasarkan atas
saran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) atau dahulu Dirjen POM sebagai pihak
yang memfasilitasi penyelesaian persoalan ini.
BPOM pada waktu itu menyarankan kepada para
pihak untuk menyelesaikan persoalan ini secara
damai dan sebagai solusinya Terlapor Il/Dexa
Medica membeli Amlodipine Besylate dari Pfizer
Overseas Inc. Para pihak akhirnya setuju dengan
saran itu dan selanjutnya dituangkan dalam Supply
Agreement. Terlapor I/Pfizer Indonesia beberapa
kali telah menyampaikan hal ini kepada Tim
Pemeriksa. Akan tetapi, Tim Pemeriksa tidak pernah
mempertimbangkan keterangan tersebut;--------------
34.4.2.2.3Dengan demikian Supply Agreement bukan bukti
pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha dalam
perkara ini. Ketentuan-ketentuan dalam Supply
Agreement juga tidak melanggar Pasal 5, Pasal 11,
Pasal 16 dan pasal 25 ayat (1) huruf (a) UU
Persaingan Usaha;---------------=--=-msmrmmm -
34.4.2.3 Ketentuan Tentang Prediksi Bahan Baku Bukan Bukti
Pelanggaran Terhadap UU Persaingan Usaha;-------—----
34.4.2.3.1Tim Pemeriksa dalam LHPL secara keliru
menyatakan bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf
a Supply Agreement tentang prediksi kebutuhan
bahan baku (forecast) merupakan bukti adanya

pemberian informasi sensitif kepada “Kelompok
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Usaha Pfizer” untuk mengkoordinasikan tindakan
dengan Terlapor Il/Dexa Medica. Kesimpulan dalam
LHPL tersebut adalah tidak berdasar karena tidak
ada bukti Terlapor I/Pfizer Indonesia memproduksi
Norvask berdasarkan prediksi kebutuhan bahan baku
Terlapor Il/Dexa Medica. Pada kenyataannya,
produksi Norvask dari Terlapor I/Pfizer Indonesia
adalah independen dan tidak tergantung kepada
produksi Tensivask dari Terlapor Il/Dexa Medica.
Hal ini membuktikan tidak ada
koordinasi/pengaturan produksi antara Terlapor
I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor Il/Dexa Medica.
Tim Pemeriksa salah dalam memahami dan
menerapkan ketentuan Supply Agreement tersebut;--
34.4.2.3.2Pasal 4 (a) (i) Supply Agreement Tahun 1997

menyatakan:----------------------

“Purchaser will provide Supplier, once a year, a
forecast of its requirements of the Bulk Materigt..
(Bukti T.1-13A)
Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:-—-----
“Pembeli akan memberikan kepada Pemasok, sekali
dalam setahun, prediksi kebutuhan Bahan Baku dari
Pembeli..”l;------=----=—m oo
(Bukti T.1-13B)
34.4.2.3.3Ketentuan mengenai prediksi bahan baku (forecast)
merupakan ketentuan yang lazim, wajar dan
diperlukan dalam suatu perjanjian pasokan. Tujuan
adanya ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:--
34.2.3.3.1agar Pemasok dapat memperkirakan
berapa banyak bahan baku yang perlu
diproduksi untuk memenuhi pesanan
Pembeli;-------------------m oo
34.2.3.3.2untuk  menjamin  supaya Pembeli
mendapatkan bahan baku sesuai jumlah
yang diinginkan karena Pembeli terlebih
dahulu sudah menyampaikan
perkiraannya. Adanya prediksi ini untuk
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menghindari habisnya persediaan bahan
baku yang diperlukan oleh Pembeli; dan
34.2.3.3.3Pemasok dapat memproduksi bahan baku
sesuai dengan jumlah yang diperlukan
sehingga akan terciptacdst efficiency
Pemasok dalam memproduksi bahan

34.4.2.3.4Ketentuan di atas menjadi lebih penting lagi
mengingat Pfizer Overseas Inc memasok bahan baku
Amlodipine Besylate ke berbagai negara dengan
kuantitas yang besar. Oleh karena itu, Pfizer
Overseas Inc selaku pemasok mempunyai
kepentingan untuk  benar-benar  mengetahui
perkiraan kuantitas bahan baku yang dibutuhkan
oleh masing-masing pembeli;-------------------- —

34.4.2.3.5Dengan demikian, ketentuan di atas sama sekali
tidak mempunyai kaitan apapun dengan dugaan
pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha. Bahkan
ketentuan tersebut sesuai dengan tujuan UU
Persaingan Usaha yang diatur dalam Pasal 3 huruf d
UU Persaingan Usaha sebagai berikut:---------—---

“terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegmata

Sesuai penjelasan di atas, salah satu tujuan ketent
prediksi bahan baku adalah untuk menciptakan “cost
efficiency” bagi Pemasok dan hal ini sesuai dengan
tujuan UU Persaingan Usaha di atas;----------—--
34.4.2.3.6Selain itu, secara khusus ketentuan mengenai
prediksi bahan baku BUKAN bukti adanya
pengaturan produksi yang diatur dalam Pasal 11 UU
Persaingan Usaha. Hal ini karena Terlapor |/Pfizer
Indonesia sama sekali tidak pernah ikut campur
dalam menentukan jumlah bahan baku atau obat

yang akan diproduksi oleh Terlapor Il/Dexa
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34.4.2.3.7Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Tim
Pemeriksa salah dalam memahami dan menerapkan
Pasal 4 (a) (i) Supply Agreement. Pasal 4 (a) (i)
Supply Agreement BUKAN bukti adanya
pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha;----------
34.4.2.4 Ketentuan Tentang Kuantitas Produk Bukan Bukti
Pelanggaran Terhadap UU Persaingan Usaha;-------------
34.4.2.4.1Tim Pemeriksa dalam LHPL pada halaman 66 secara
keliru menyatakan bahwa ketentuan Pasal 16 (c) (vi)
Supply Agreement tahun 1997 Jo. Pasal 13 (c) (iv)
Supply Agreement tahun 2007 tentang kuantitas
produk merupakan instrument untuk mengendalikan
pasokan produk Amlodipine. Kesimpulan dalam
LHPL tersebut adalah tidak berdasar karena Tim
Pemeriksa salah dalam memahami dan menerapkan
ketentuan tersebut;---------------=-=-m-m-mrmom e
34.4.2.4.2Pasal 16 (c) (vi) Supply Agreement 1997 Jo. Pasal
13 (c) (iv) Supply Agreement 2007 menyatakan:-----
“c. Notwithstanding the provisions hereof, each of
the parties hereto reserves the right, and thetrigh
hereby recognized and accorded to each of them if
they so choose, to immediately cancel and terminate
this Agreement at any time by written notice to the
other party-------------mm oo
if the Supplier comes to the view, that the quigtit
of Product sold in the Territory are in excess afla
cannot be reconciled with the quantities of Product
which could be produced by the Purchaser utilizing
the Bulk Material purchased by it from the
SUPPlier;=mnmmmm e e o e
(Bukti T.1-13A)
Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:
“c. Terlepas dari ketentuan-ketentuan ini, masing-
masing pihak berhak, dan hak tersebut dengan ini
diakui dan diberikan kepada masing-masing pihak
jlka mereka memang memilih, untuk segera
membatalkan dan mengakhiri Perjanjian ini setiap
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saat dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak
[RINNYE)------== == m e
apabila menurut Pemasok kuantitas Produk yang
dijual dalam Wilayah melebihi dan tidak sesuai
dengan kuantitas Produk yang dapat diproduksi oleh
Pembeli dengan menggunakan Bahan Baku yang
dibeli oleh Pembeli dari Pemasdk-------------------
(Bukti T.1-13B)
Ketentuan di atas pada pokoknya mengenai hak dari
Pfizer Overseas Inc untuk mengakhiri Perjanjian
apabila kuantitas obat yang dijual oleh Terlapor
ll/Dexa Medica tidak sesuai dengan kuantitas yang
dapat diproduksi oleh Terlapor IlI/Dexa Medica
dengan menggunakan amlodipine besylate dari
Pfizer Overseas InC;--------------=-=----m-momce— -
34.4.2.4.3Tujuan ketentuan tersebut adalah untuk menjaga
kualitas obat yang bahan bakunya berasal dari
Amlodipine Besylate milik Pfizer Overseas Inc.
Pfizer Overseas Inc mempunyai kepentingan untuk
menjaga reputasi karena berdasarkan Supply
Agreement, Terlapor Il/Dexa Medica mencantumkan
tulisan bahwa obat tersebut menggunakan bahan
baku Amlodipine Besylate dari Pfizer Overseas Inc.
Pasal 6 Supply Agreement 1997 menyatakan:---------
Purchaserwill while this Agreement is in force,
ensure that the following text appears on the outer
carton of the Product prepared and marketed bw it i
the Terrtory---------=--=-mm oo
“Manufactured utilizing active material of Pfizer.”
(Bukti T.1-13A)
Terjemahan resminya sebagai berikut;---------------
“Pembeli wajib, ketika Perjanjian ini masih berlaku,
menjamin adanya kalimat sebagai berikut pada
kemasan Produk yang disiapkan dan dipasarkan
oleh Pembeli dalam Wilayak------------------=-------
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Diproduksi dengan menggunakan material aktif dari

(Bukti T.1-13B)
Pasal 5 Supply Agreement 2007 menyatakan:---------
“Purchaser may, while this Agreement is in force,
state the following text on the packaging of the
Product prepared by it and marketed in the
Territory;---------m-mmm s e oo oo
Manufactured utilizing active material of Pfizes--
(Bukti T.1-14A)
Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:-—-----
“Pembeli dapat, ketika Perjanjian ini masih berlaku
menuliskan kalimat sebagai berikut pada kemasan
Produk yang disiapkan oleh Pembeli dan dipasarkan
dalam Wilayaht---------==-==mmm oo
Diproduksi dengan menggunakan material aktif dari
Pfizer.”;----m-m oo
(Bukti T.1-14B)
34.4.2.4.4Selain itu, pernyataan Tim Pemeriksa pada butir 18
di atas adalah salah karena dalam Supply
Agreement sama sekali tidak ada pembatasan atau
guota bahan baku yang dapat dibeli oleh Terlapor
ll/Dexa Medica. Bahkan dalam Pasal 1 huruf b Jo.
Lampiran C Supply Agreement 1997 Terlapor
[l/Dexa Medica dapat membeli bahan baku sebanyak
yang diperlukan. Lebih lanjut, dalam Lampiran C
Supply Agreement Pfizer Overseas Inc juga selalu
menyediakan cadangan pasokbuoffer stock untuk
menjaga ketersediaan bahan baku yang diperlukan;--
34.4.2.4.5Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa
ketentuan Pasal 16 (c) (iv) Supply Agreement 1997
Jo. Pasal 13 (c) (iv) Supply Agreement 2007 bukan
bukti pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha;---
34.4.3 Ketentuan Tentang Negosiasi Harga Bukan Bukti Pelaggaran
Terhadap UU Persaingan Usaha;-----------==-====mmmmmmmmm oo
34.4.3.1 Selanjutnya, Pasal 12 Supply Agreement tahun 2007
MeENYataKaAN ;=== === mm o
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“In the event the Government of the Republic of Hedia
iIssues a decree that mandates the product continin
amlodipine besylate to reduce its price more th&fo2of the
then current price, then both parties agree to egatiate the
price of the Bulk Material. Other than this prowasi the
current terms and conditions are valid for the periof this
Agreement. =-====mmmem oo
(Bukti T.1-14A)

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut;-——-------
“Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia menerhitka
peraturan yang memerintahkan produk yang mengandung
amlodipine besylate untuk mengurangi harganya letbéri
25% dari harga yang berlaku saat ini, maka kedusagisetuju
untuk menegosiasikan kembali harga Bahan Baku latse

Selain ketentuan ini, maka syarat dan kondisi yatg saat ini

(Bukti T.1-14B)

34.4.3.2 Kemungkinan untuk melakukan negosiasi ulang hdrglaan
baku antara pemasok dan pembeli adalah hal yangr wan
tidak melanggar ketentuan hukum apapun. Apalagertean
tersebut hanya diterapkan apabila terdapat perapgaindang-
undangan atau kebijakan Pemerintah yang memergmahk
penurunan harga produk yang mengandung Amlodipine

Besylate;-------------momem oo

34.4.3.3 Selain itu, ketentuan tersebut bukan bukti pelargy terhadap
Pasal 5 dan Pasal 11 UU Persaingan Usaha karetekkgmang
diatur dalam perjanjian tersebut adalah mengena@ahbahan
baku, bukan mengenai harga obat yang akan dijuphdee

pasien atau konsumen;---------=-=-=-=-=-mmomes— oo

34.4.3.4 Ketentuan-ketentuan dalam Supply Agreement meripak
ketentuan-ketentuan lazim, wajar dan tidak melangga
ketentuan hukum apapun yang ada dalam suatu pananj
tentang pasokan bahan baku;--------------=----——mmcemceeo -

34.4.3.5 Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D dalam haan®
tanggal 5 September 2010 juga membenarkan hal ani d

menyatakan sebagai berikut:-------------------memmemmmooeo-
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“Apa yang diatur dalam Supply Agreement merupakah h
umum yang diatur dalam suatu perjanjian tentangopas
bahan baku. Kalaupun ada kekhususan-kekhususan maka
kekhususan ketentuan tersebut adalah dalam rangka

memastikan agar tidak terulangnya pelanggaran Hakihg

(Bukti T.1-12)

34.4.3.6 Di samping hal-hal di atas, Tim Pemeriksa dalam LHBlaman
66 juga melakukan kesalahan karena menyatakan bahwa
ketentuan mengenai inspeksi bahan baku serta Emangtuk
memproduksi lebih dari volume bahan baku yang démhlah
berlebihan karena secara otomatis sudah termasil&mda
cakupan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Supply Agnéeme
Pernyataan tersebut merupakan pemahaman yang kaltena
masing-masing ketentuan tersebut mempunyai tujuan d
fungsi yang berbeda-beda sehingga tidak berlebietentuan
Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Supply Agreement ipidga
mengatur mengenai hal-hal yang harus atau akaku@da
(Janji) berkaitan dengan paten yang dimiliki olefiz@r Inc atas
Amlodipine Besylate. Dengan demikian ketentuan reeag
inspeksi dan larangan untuk memproduksi lebih salume
bahan baku yang dibeli, jelas merupakan hal yantpeoa
dengan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Supply Agréemen---

34.4.3.7 Berdasarkan penjelasan, analisa dan bukti ditetbekti bahwa
Tim Pemeriksa salah memahami dan menerapkan Supply
Agreement dalam perkara ini. Supply Agreement bubalkti
pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha, balkadiiari
segi latar belakang, tujuan maupun substansi yatgrcidalam
ketentuan-ketentuan tersebut;-----------------——----------—-—-

34.4.3.8 Dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Komisi
menyatakan bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tiohakanggar
Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16, dan Pasal 25 ayati(df) (a) UU
Persaingan Usaha dalam perkara ini;----------——-----------

34.4.4 DISTRIBUTION AGREEMENT BUKAN BUKTI PELANGGARAN TERH ADAP UU

PERSAINGAN USAHA DAN BUKAN BUKTI KERJASAMA PEMASARA  N;----------

Tim Pemeriksa dalam LHPL pada pokoknya menuduh bdbistribution

Agreement merupakan bukti adanya pelanggaran taphdtl Persaingan
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Usaha dalam perkara ini. Pernyataan tersebut adsdéh dan tidak

berdasar dengan penjelasan sebagai berikut;-—--—---—------ --

34.4.5.1Ketentuan Tentang Pengakhiran Perjanjian Bukan Buki

Pelanggaran Terhadap UU Persaingan Usaha;-------—-------

344511

34.45.1.2

Tim Pemeriksa secara keliru menyatakan bahwa
ketentuan Pasal 2.4 huruf ¢ Distribution Agreement
tentang pengakhiran perjanjian akibat perubahan
komposisi pemegang saham merupakan bukti

adanya pelanggaran terhadap UU Persaingan

Pasal 2.4 huruf c¢ Distribution Agreement

menyatakan:---------------------- e

“Notwithstanding any provisions in this Article 2
paragraphs 2.1, 2.2. and 2.3. above, the Principal
shall be entitled, by a written notice sent by
registered mail to the Distributor, to terminateigh
Agreement with immediate effect, upon the
occurence of any of the following events----------

(c). the occurrence of any changes in the ownership
or shareholding or management of the Distributor,
or any fundamental changes in the business
organization of the Distributor or if, in the opon

of the Principal, the manner in which the Distribut
conducts its business is unacceptable to the
Principal.”;----=-=====m s
(Bukti T.1-15A)

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:-—-----
“Terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2
ayat 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas, Prinsipal berhak,
melalui pemberitahuan tertulis yang disampaikan
melalui surat tercatat kepada Distributor, untuk
mengakhiri Perjanjian ini yang segera berlaku,
setelah terjadinya kejadian-kejadian berijkest-----

(c) terjadinya perubahan kepemilikan atau

kepemilikan saham atau pengelolaan Distributor,
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atau perubahan fundamental atas organisasi bisnis
Distributor, atau jika, menurut pendapat Prinsipal,
cara Distributor menjalankan usahanya tidak bisa
diterima oleh Prinsipal”;-----------=--=--=-=-emsmmnmeeo
(Bukti No. T.1-15B)

34.4.5.1.3 Ketentuan di atas merupakan hal yang wajar, tidak
melanggar ketentuan hukum apapun serta
merupakan ketentuan yang umum ada dalam suatu
perjanjian distribusi yang komprehensif maupun
dalam perjanjian lainnya;------------=--==-===--—----

34.4.5.1.4 Tujuan ketentuan di atas adalah untuk menjaga
Terlapor I/Pfizer Indonesia dari hal-hal yang dapat
merugikan kegiatan usaha Terlapor I/Pfizer
Indonesia sebagai akibat adanya perubahan-

perubahan yang signifikan pada organisasi atau cara

kerja Distributor;------------- e

34.4.5.1.5 Selain itu, latar belakang dan substansi ketentlian
atas tidak ada kaitan apapun dengan Supply
Agreement atau Terlapor llI/Dexa Medica. Hal ini
telah kami jelaskan pada bagian IV C dalam
Pembelaan ini. Tuduhan KPPU tentang keterkaitan
antara Distribution Agreement dengan Supply
Agreement hanya merupakan pernyataan sepihak
dari Tim Pemeriksa yang tidak didasarkan atas bukti
yang sah dan meyakinkan;-----------------------——-

34.45.1.6 Selain itu, ketentuan tersebut juga ditandatangani
sebelum adanya Supply Agreement, vaitu
Distribution Agreement pada tanggal 22 November
1996 sedangkan Supply Agreement ditandatangani
pada tanggal 27 Februari 1997. Hal ini menunjukan
bahwa ketentuan tersebut tidak ada kaitan apapun
dengan ada/tidaknya Supply Agreement.

34.4.5.1.7 Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Tim
Pemeriksa salah menafsirkan dan menerapkan Pasal
2.4 huruf c Distribution Agreement Tahun 1996.
Ketentuan tersebut bukan bukti pelanggaran
terhadap UU Persaingan Usaha;----------------------
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34.4.5.2Ketentuan Tentang Upaya Distributor Untuk Meningkatkan

Penjualan Prinsipal Bukan Bukti Pelanggaran Terhadg@ UU

Persaingan Usaha;--------=-========mmmmmmmm oo

344521

34.45.2.2

34.45.2.3

34.45.2.4

Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan bahwa
ketentuan Pasal 7 ayat 1 Distribution Agreement
tentang upaya distributor untuk meningkatkan
penjualan prinsipal merupakan bukti adanya
pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha.
Pernyataan tersebut adalah salah dan tidak berdasar
Pasal 7 ayat (1) Distribution Agreement Tahun 1996

menyatakan:---------------------- e

“The Distributor shall use its best efforts in
increasing the sale of the Products in the Tergitor
and in protecting the interest of the Principal
therein..”;---------- oo
Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:-—-----
“Distributor akan menggunakan upaya terbaiknya
untuk meningkatkan penjualan Produk di Wilayah,
dan untuk melindungi kepentingan Prinsipdt-----
Ketentuan di atas pada pokoknya menyatakan bahwa
PT. Anugrah Argon Medica (“AAM”) akan
menggunakan kemampuan terbaiknya  untuk
meningkatkan penjualan produk Terlapor |/Pfizer
Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan
yang wajar, tidak melanggar ketentuan hukum
apapun serta merupakan ketentuan yang umum
dalam suatu perjanjian distribusi. Ketentuan texseb
bahkan merupakan ketentuan yang seharusnya ada
mengingat Terlapor |/Pfizer Indonesia telah
memberikan margin keuntungan kepada AAM atas
pemenuhan-pemenuhan kewajibannya tersebut;------
Selain itu, ketentuan tersebut juga tidak mempunyai
kaitan apapun dengan produksi dan pemasaran
Tensivask dari Terlapor Il/Dexa Medica. Masing-

masing pihak mempunyai ketentuan, cara kerja dan
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strategi sendiri-sendiri dengan Distributornya dala
memasarkan obat masing-masing. Ini membuktikan

tidak ada kerjasama pemasaran; -

Lebih lanjut, ketentuan di atas justru merupakan
bukti bahwa terdapat persaingan yang sangat ketat
antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor
ll/Dexa Medica karena kedua pihak tentunya akan
meminta AAM melakukan upaya-upaya terbaik
untuk kepentingannya masing-masing. Seandainya
terdapat kartel, maka kedua belah tentunya akan
meminta AAM untuk melakukan pembagian wilayah
untuk menghilangkan persaingan antara Norvask dan
Tensivask. Namun demikian, faktanya sejak awal
hingga saat ini tidak pernah ada pembagian wilayah
sehingga Norvask dan Tensivask bersaing secara
langsung dan ketat di semua wilayah di Indonesia;--
Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Tim
Pemeriksa salah dalam memahami dan menerapkan
Pasal 7 ayat (1) Distribution Agreement. Ketentuan
tersebut bukan bukti pelanggaran terhadap UU

Persaingan Usaha;----------------=-=--=-mmmmm— -

34.4.5.3Ketentuan Tentang Pemberian Informasi Bukan Bukti

Pelanggaran Terhadap UU Persaingan Usaha;-------—------

34.45.3.1

34.45.3.2

Tim Pemeriksa dalam LHPL secara Kkeliru
menyatakan bahwa ketentuan Pasal 9.1.v
Distribution Agreement tentang pemberian informasi
merupakan bukti adanya kartel antara Terlapor
I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor Il/Dexa Medica.
Pernyatan tersebut adalah salah dan tidak berdasar;
Pasal 9.1.v Distribution Agreement tahun 1996

menyatakan:---------------------- e

“The Distributor agrees and undertakes to furnish t

the Principal-------~----~-~=-=—r=m-=remmmor oo e

v. on such periodical basis as the Principal may

specify and in such form as is prescribed by the

Principal, market information and developments in
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the Territory, trade statisticsnformation regarding
activities of competitors and such other informatio
as the Principal may require so that the Products
can be promoted to the best advantage, as the
effective promotion in the Territory of the Prodsict

is a matter of important concern to both parties to
the Agreement?---------m-mmmm oo
Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:
“Distributor ~ sepakat dan  berjanji  untuk

menyerahkan kepada Prinsipat----------------------

(v) dengan dasar periodikal tersebut seperti yang
ditetapkan oleh Prinsipal dan dalam bentuk yang
ditetapkan oleh Prinsipal, informasi pasar dan
perkembangan di Wilayah, statistik perdagangan,
informasi mengenai kegiatan pesaing dan informasi
lainnya yang diminta oleh Prinsipal, sehingga
Produk-produk bisa dipromosikan sebaik-baiknya,
oleh karena promosi Produk-produk yang efektif di
Wilayah merupakan hal yang penting bagi kedua
pihak Perjanjian ini.”-------=-==-==-mmmmmmmmmm oo
34.4.5.3.3 Ketentuan di atas justru menunjukan terdapat
persaingan yang sangat ketat di antara para pesaing
sehingga masing-masing membutuhkan informasi
mengenai kondisi pasar. Dalam suatu pasar yang
persaingannya tinggi, informasi dari pihak ketiga
yang tidak melanggar hukum merupakan informasi
yang sangat berharga dalam menghadapi persaingan.
Seandainya tidak adanya persaingan, maka Terlapor
I/Pfizer Indonesia tentunya tidak membutuhkan
informasi-informasi tersebut;-------------------—---
34.4.5.3.4 Dengan demikian, terbukti bahwa Tim Pemeriksa
telah salah dalam memahami dan menerapkan Pasal
9.1.v Distribution Agreement tahun 1996. Pasal
9.1.v Distribution Agreement 1996 bukan bukti

pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha;----------
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34.4.5.3.5 Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa

Distribution Agreement bukan bukti pelanggaran
terhadap UU Persaingan Usaha. Oleh karena itu,
sudah seharusnya Majelis Komisi menyatakan
bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak melanggar
Pasal 5, Pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 25 UU

Persaingan Usaha;---------------===--=mmmmme— -

34.45LHPL SALAH KARENA TERLAPOR |I/PFIZER |INDONESIA TIDAK

MELANGGAR PASAL 11 UU PERSAINGAN USAHA;--===========mmmmmmm oo e

34.45.1

34.45.2

34.45.3

34.45.4

Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan terdapat duditiwa
Terlapor I/Pfizer Indonesia melanggar Pasal 11 @s&ingan
Usaha. Pernyataan tersebut adalah salah dan &ddadar;-----
Pasal 11 UU Persaingan Usaha menyatakan:----------------
“Pelaku usaha dilarang membugderjanjian, dengan pelaku
usaha pesaingnya yang bermaksud untulknempengaruhi

harga denganmengatur produksi dan atau pemasarasuatu

barang dan atau jasa, yang dapatengakibatkan terjadinya

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidalhag” ;---

Berdasarkan ketentuan di atas terdapat beberapa yasg
harus dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggara
terhadap Pasal 11 UU Persaingan Usaha, yaituz-------------
34.4.5.3.1 Membuat perjanjian dengan pesaing;-----------------
34.4.5.3.2 Bermaksud mempengaruhi harga;---------------------
34.4.5.3.3 Mengatur produksi dan atau pemasaran;-------------
34.4.5.3.4 Mengakibatkan praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat;----------------------
Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif (bukan aléif).
Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu runsu
mengakibatkan tuduhan pelanggaran terhadap PasdalUll
Persaingan Usaha menjadi tidak terbukti ;----———-----------
Unsur Membuat Perjanjian Dengan Pesaing Tidak
Terbukti j-------mmmmm oo
34.4.5.4.1 Yang dimaksud dengan pesaing dalam perkara ini

adalah Terlapor Il/Dexa Medica ;---------------—-
34.4.5.4.2 Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah membuat
perjanjian atau kesepakatan apapun dengan
Terlapor 1l/Dexa Medica berkaitan dengan hal-hal
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yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa. Terlapor

I/Pfizer Indonesia dalam menjalankan kegiatan

usaha selalu bertindak secara independen dan tidak
melakukan koordinasi apapun dengan terlapor

[I/Dexa Medica. Hal ini secara lengkap telah telah

kami jelaskan pada bagian Ill dalam Pembelaan

ini. Oleh karena itu, unsur membuat perjanjian

dengan pelaku usaha pesaing dalam perkara ini
tidak terbukti ;-----------=--=-mmsmmm e

34.4.5.5 Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga Tidak Terbukti ;-

34.455.1

34.45.5.2

34.455.3

Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah
melakukan tindakan-tindakan apapun dengan
Terlapor 1l/Dexa Medica dengan maksud untuk
mempengaruhi harga Norvask dan Tensivask.
Harga Norvask dan Tensivask sepenuhnya
ditentukan oleh masing-masing perusahaan dan
mekanisme pasar yang kompetitif tanpa ada
koordinasi/pembicaraan apapun ;---------------—--
Harga Norvask yang ditentukan oleh Terlapor
I/Pfizer Indonesia secara independen merupakan
harga yang wajar dan margin keuntungan yang
diperoleh adalah tidak besar, yaitu hanya sebesar
5-6%. Berdasarkan Laporan Keuangan, total
keuntungan perusahaan pada tahun 2009 bahkan
sangat kecil, yaitu hanya sebesar 1%. Hal ini
membuktikan bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia
tidak  melakukan tindakan-tindakan yang
mempengaruhi harga karena faktanya harga
Norvask yang ada sangat wajar. (Bukti T.1-21) ;---
Selain itu, besaran nominal harga maupun
pergerakan harga antara Norvask dan Tensivask
adalah berbeda satu sama lain. Lebih lanjut,
struktur biaya dan besaran masing-masing
komponen struktur biaya antara Norvask dan
Tensivask adalah berbeda satu sama lain. Hal ini

membuktikan bahwa masing-masing perusahaan

halaman 113 dari 256

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012



SALINAN

bertindak secara independen tanpa ada koordinasi
atau pembicaraan apapun dalam menentukan harga
obat. Secara lengkap hal ini telah kami jelaskan
pada bagian V A dalam Pembelaan ini;--------------
34.4.5.5.4 Dengan demikian unsumfempengaruhi hargd
dalam Pasal 11 UU Persaingan Usaha dalam
perkara ini adalah TIDAK TERBUKTI;-------------
34.4.5.6 Unsur Mengatur Produksi dan atau Pemasaran Tidak
Terbukti;------------mmm oo
34.4.5.6.1 Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah membuat
kesepakatan apapun dengan Terlapor Il/Dexa
Medica untuk mengatur produksi obat Norvask dan
Tensivask. Kegiatan produksi dilakukan secara
independen oleh masing-masing pihak tanpa
melakukan koordinasi apapun;--------------------—-
34.4.5.6.2 Data-data Tim Pemeriksa dalam LHPL justru
membuktikan TIDAK ADA kartel karena (i)
TIDAK _ADA kesamaan pola produksi antara

Terlapor 1/Pfizer Indonesia dengan Terlapor
[I/Dexa Medica bahkan (i) TIDAK ADA
kesamaan jumlah produksi antara Terlapor

I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica
sebagaimana kami kutip data Tim Pemeriksa

sebagai berikut:---------=-=-=-m-mmmemm oo

180,000
160,000 -
140,000 -
120,000 . . —e— Produksi Norvask 5
100,000 ¢ Pfizer
80,000 - ¢ +— Produksi Tensivask 5
60,000 | Dexa Medica
40,000
20,000 -

0 I I I I I
2004 2005 2006 2007 2008 2009
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34.4.5.6.3 Adanya kesamaan bahan baku antara Terlapor
I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica
juga bukan bukti adanya kartel karena kedua belah
pihak dalam menentukan besaran dan proses
produksi tetap bertindak secara independen tanpa
melakukan kesepakatan atau koordinasi apapun;---
34.4.5.6.4 Supply Agreement juga bukan bukti adanya kartel
karena: (i) Terlapor I/Pfizer Indonesia bukan pihak
dalam Supply Agreement sehingga tidak
mempunyai kaitan apapun dengan perjanjian
tersebut; (i) Tim Pemeriksa salah dalam
menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan
dalam Supply Agreement; (iii) faktanya besaran
pesanan bahan baku sepenuhnya ditentukan oleh
Terlapor 1l/Dexa Medica dan tidak ada pembatasan
terhadap pesanan bahan baku tersebut; dan (v)
jumlah pesanan bahan baku antara Terlapor
I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/Dexa Medica
setiap waktu berbeda-beda satu sama lain;---—-----
34.4.5.6.5 Dengan demikian terbukti bahwa tuduhan Tim
Pemeriksa yang menyatakan Terlapor |/Pfizer
Indonesia dengan Terlapor Il/Dexa Medica telah
mengatur produksi adalah tidak benar dan tidak
berdasar;----------------=-=-m-m oo
34.4.5.6.6 Terlapor I/Pfizer Indonesia juga tidak membuat
perjanjian atau kesepakatan apapun dengan
Terlapor 1l/Dexa Medica untuk mengatur
pemasaran obat Norvask dan Tensivask. Masing-
masing pihak sepenuhnya bertindak secara
independen dan tidak melakukan koordinasi
apapun dalam memasarkan obat;----------------------
34.4.5.6.7 Distribution Agreement juga bukan bukti adanya
kartel karena: (i) Distribution Agreement
sepenuhnya merupakan perjanjian antara Terlapor
I/Pfizer Indonesia dengan AAM tanpa ada kaitan

apapun dengan Terlapor Il/Dexa Medica; dan (ii)
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Tim Pemeriksa telah salah dalam menafsirkan dan
menerapkan ketentuan-ketentuan dalam
Distribution Agreement;------------=-==--=-=--=--——--
34.45.6.8 Selain itu, adanya kesamaan penggunaan
Distributor juga bukan bukti adanya kartel karena
Terlapor |/Pfizer Indonesia dengan Terlapor
[I/Dexa Medica tetap bertindak secara independen
tanpa melakukan koordinasi apapun dalam
kegiatan pemasaran. Selain itu, dalam dunia
farmasi penggunaan Distributor yang sama oleh
perusahaan yang saling bersaing merupakan hal
yang lazim dan tidak melanggar ketentuan hukum
APAPUN; === = mmmm oo oo
34.4.5.6.9 Dipilihnya AAM sebagai Distributor Terlapor
I/Pfizer Indonesia juga bukan karena ada
koordinasi atau kesepakatan dengan Terlapor
[I/Dexa Medica, melainkan karena AAM
merupakan Distributor yang terbaik yang
mempunyai cakupan wilayah distribusi yang luas
serta sistem teknologi komunikasi yang memadai;-
34.45.6.10Di samping itu, faktanya obat-obat yang
didistribusikan oleh AAM juga bukan hanya
Norvask saja, melainkan hampir seluruh obat yang
diproduksi oleh Terlapor I/Pfizer Indonesia. Hal in
telah kami jelaskan pada bagian IV C dalam
Pembelaan ini. Dengan demikian tuduhan adanya
kartel semata-mata karena penggunaan Distributor
yang sama merupakan pernyataan yang tidak
berdasar;----------------=-=-m-m oo
34.4.5.6.11 Lebih jauh, dalam Distribution Agreement tersebut
juga tidak ada pengaturan wilayah pemasaran
karena wilayah pemasaran obat yang dipasarkan
oleh AAM adalah untuk seluruh wilayah
Indonesia. Hal ini mengakibatkan secara nyata
Norvask dan Tensivask bersaing secara ketat di

seluruh wilayah Indonesia. Fakta-fakta di atas
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memperkuat bukti tidak adanya kartel dalam
perkara ini;-----------==-mommmmm oo

34.4.5.6.12 Distribution Agreement juga bukan merupakan

bagian dari Supply Agreement. Kedua perjanjian
tersebut adalah berbeda satu sama lain, baik
mengenai para pihak, latar belakang maupun
obyek yang diperjanjikan. Dalil adanya hubungan
antara Distribution Agreement dengan Supply
Agreement sepenuhnya merupakan dalil sepihak
dari Tim Pemeriksa yang tidak disertai bukti-bukti

APAPUN; === == mm o

34.4.5.6.13Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa

tidak ada pengaturan produksi dan pemasaran
antara Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor
[I/Dexa Medica. Dengan demikian unsur mengatur

produksi dan atau pemasaran dalam Pasal 11 UU
Persaingan Usaha adalah TIDAK TERBUKT]I;-----

34.45.7 Unsur Mengakibatkan Praktik Monopoli dan atau
Persaingan Usaha Tidak Sehat Tidak Terbukti;---------------

34.4.5.7.1 Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam menjalankan

34.45.7.2

kegiatan usahanya tidak pernah melakukan
tindakan-tindakan yang mengakibatkan praktek
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
Hal ini secara lengkap telah kami jelaskan pada
bagian IX dalam Pembelaan ini. Dengan demikian
terbukti bahwa unsur "mengakibatkan praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”
yang diatur dalam Pasal 11 UU Persaingan Usaha
adalah TIDAK TERBUKTI;-----=-=-=-=-=-mnmnmmmmmev
Berdasarkan seluruh uraian, analisa dan bukti di
atas, maka terbukti bahwa Terlapor |/Pfizer
Indonesia tidak melanggar Pasal 11 UU

Persaingan Usaha;----------------=--==--memmee—-

34.5 TENTANG TUDUHAN PENETAPAN HARGA -------cemmmemns mmeemmmemmcen

34.5.1 LHPL SaLaH KARENA TIDAK ADA KESAMAAN PoLA DAN PERGERAKAN

HARGA ANTARA NORVASK DAN TENSIVASK DALAM PERKARA INI;--------
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34.5.1.1 Halaman 54-55 LHPL menyatakan bahwa terdapat kattel
pengaturan harga antara Terlapor I/Pfizer Indonelgagan
Terlapor ll/Dexa Medica dengan alasan terdapatrkaaa pola
dan pergerakan harga secara paraperdllel pricing) antara

Norvask dan Tensivask. Pernyataan tersebut adalah slan

bertentangan dengan fakta-fakta;---
34.5.1.2 Dalam perkara ini tidak ada kesamaan pola atauepskgn
harga antara Norvask dan Tensivask. Hal ini sederagan data

dari Tim Pemeriksa sendiri pada LHPL pada halam@243®

sebagai berikut:-----=-=======smemememme e e

Grafik.1

Pergerakan Harga Norvask Per Unit
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Berdasarkan kedua bagan di atas terlihat jelask tidda
kesamaan pola dan pergerakan harga antara Norvask d
Tensivask. Sebagai contoh, pada QTR 09-2004 hargsiviask

mengalami kenaikan, sedangkan pada saat yang lsasam

harga Norvask tidak naik (stabil);----
Tidak adanya kesamaan pola dan pergerakan hargebter

secara jelas juga diakui oleh Tim Pemeriksa pad&PlLH

halaman 30 sebagai berikut:

“Produk Norvask untuk yang kemasan 5mg dan 10mg
mengalami kenaikan harga 3 kali sejak tahun 20@mentara
produk Tensivask untuk yang 5mg dan 10mg mengalami
kenaikan harga 1 kali sejak tahun 2005----------------=---=----
Lebih jauh, tidak adanya kesamaan pola atau péw@eraarga

ini diperkuat dengan fakta bahwa harga obat Norvdahk
Tensivask di setiap apotik masing-masing berbedal. iKi
berdasarkan data dari Tim Pemeriksa dalam LDP palenan

9-10 sebagai berikut:--=-========m=mmmm oo

survei jakarta 29 juni 2009

Jenis Obat Apotik Apotik Apofik  [Apalik Apotik  |Apotik
Tunggal _ [Kimia farma_|Matraman |Melawai Samping A Titi Murni |Century Menteng
JI. wahidin |Tegalan Berdan
Novask 5 mg 87000 89210 90500 63450] 84000 ssmo>
Tensivask 5 mg 75000 76580] 78000 53950| 72000 63000
Divask 5mg  |oa ada B5T950] 58000] 58300 58500
Amxidal § mg ~ 61000 61950 58000| 58300 42000
Dexacap 25 mg
Farmotin 25 mg
captopril 25 mg
Otoryl 25mg
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Jenis Apotik [ Apotik | Apotik | Apotik [ Apotik [ Apotik | Apotik | Apotik | Apotik
Obat Kimia Joko Ferry, Promit | Prayo | Oscar, | Meliana, | K-24 Centur
Farma, Tole, Dharma | ra, go, Guben | Kertajay | Dharmah |y,
Dharma | Dpn wangsa | Dpn G a Raya usada galaks
| wangsa— Graha | RS g Airlan s ———
Amerta D.Soet | Airlan | gga >
omo B
rs\lorvask 88 700—— 70.000 70.000 | 60.000 | 61 500
mg
Tensivas | 76.000 65.000 65.000 | 63.000 | 64.800
k5 mg
t_l?i\.-agsk 61.400 58.000 60.000 | 52.000 | 52.000
m
Amxidal | 61.400 kosong 60.000 | 51.000 | 52.600
5mg
Dexacap 6000 6550 5300 5250
25 mg
Farmotin 8500 7250 8100 1350
25mg
captopril 2800 1850 2000 1440
25 mg
géogdg 7800 Kosong kosong
Berdasarkan data di atas terlihat jelas bahwa mpasasing
harga Norvask dan Tensivak adalah berbeda. Sedamgam
suatu kartel umumnya harga-harga produk yang beysalalah
sama supaya keduanya mempunyai tingkat keuntungag y
SAIMA; ---=-= === === o e
34.5.1.5 Lebih lanjut, struktur/komponen biaya dan besaraasing-
masing struktur biaya tersebut juga berbeda saha ¢ain. Hal
ini berdasarkan data dalam LHPL pada halaman 3agseb
berikut:~-------~=-r=mmr e
Tabel 3
Struktur Biaya Norvask 5 MG
Keterangan Struktur Harga Norvask 5MG (%)
Bahan Baku 20
Biaya Produksi dan Pemasaran 36
Biaya Distribusi 9
Margin rata-rata Apotik 25
Pajak (PPN) 10
Tabel 4.
Struktur Biaya Tensivask
Struktur harga Struktur harga
Keterangan ) )
Tensivask 1997-2007 Tensivask 2007-201
Bahan baku 35% 25%
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Biaya produksi dan pemasaran 30% 40%
Biaya distribusi 10% 10%
Biaya umum dan administrasi 10% 10%
Biaya keuangan 3% 2%
Margin manufacturing (sebelum
pajak) 12% 12%
PPN% 10% 10%
Margin Apotik =25% HET 36,70% 36,70%
HET 146,7 HET 146,7
Berdasarkan kedua bagan di atas terbukti bahwa

struktur/komponen biaya beserta besaran masingimasi

struktur biaya tersebut adalah berbeda satu samaSebagai

contoh, pada struktur/komponen biaya Tensivaskapatunsur

biaya umum

dan

administrasi

sedangkan

dalam

struktur/komponen biaya Norvask tidak ada. Conw@hnlya,

besaran komponen bahan baku Norvask adalah seb@%ar

sedangkan komponen bahan baku Tensivask adalatsasebe
35% (tahun 1997-2007) dan 25% (tahun 2007-20103arge

lebih

lengkap perbedaan struktur/komponen

biaya dan

besarannya masing-masing antara Norvask dan TeRksiva

adalah sebagai

berikut:---

Perbandingan Struktur Biaya Norvask dan Tensivask

Keterangan Struktur Harga | Struktur Harga Struktur Harga
Norvask Tensivask 1997- Tensivask 2007-

2007 2010

Bahan baku 20% 35% 25%

Biaya produksi | 36% 30% 40%

dan pemasaran

Biaya distribusi 9% 10% 10%

Biaya umum dan| - 10% 10%

administrasi

Biaya keuangan | - 3% 2%

Margin - 12% 12%

manufacturing
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(sebelum pajak)

PPN

10%

10%

10%

Margin apotik

25%

36.70%

36.70%

34.5.1.6 Di samping itu, pola atau pergerakan harga yangasankan
merupakan bukti adanya kartel. Hal ini karena patau
pergerakan harga yang sama bisa terjadi dalam paatu yang
sangat kompetitif. Dalam konteks ini, adanya poland
pergerakan harga yang sama merupakan hasil kepubisas
masing-masing perusahaan secara independen. Dé@gan
lain, adanya kesamaan dalam suatu pasar yang kiimipist
terjadi secara alamiah tanpa ada koordinasi ataepkdatan
apapun. Oleh karena itu pembuktian adanya kartegate

alasan terdapat kesamaan pola dan pergerakanrnargpakan

hal yang tidak dapat dibenarkan;---------------———---=---- -
34.5.1.7 Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa ardufim
Pemeriksa yang menyatakan adanya kartel dengaranalas
karena adanya kesamaan pola dan pergerakan haadgh ad
salah dan tidak berdasar. Oleh karena itu, sudhhrgenya
Majelis Komisi menyatakan bahwa Terlapor |/Pfizeddnesia

tidak melanggar UU Persaingan Usaha;---------——--------

345.2TIDAK ADA KARTEL DALAM PERKARA INI KARENA FAKTANYA

INDIKATOR -INDIKATOR KARTEL YANG DINYATAKAN TIM PEMERIKSA

DALAM LHPL ADALAH TIDAK TERBUKTI ======mmmmmmmmmmm oo

Tim Pemeriksa pada halaman 66-75 LHPL menyatakaapat indikator-
indikator kartel dalam perkara ini sehingga Tim RBegksa menuduh
Terlapor I/Pfizer Indonesia telah melakukan kadelam perkara ini.
Tuduhan tersebut adalah tidak berdasar dan tidakuke dengan
penjelasan sebagai berikut:---------==-=- oo
34.5.2.1 Tidak Ada Kartel Karena Faktanya Pasar Tidak
TerkoNSeNntrasi;---------=--=-=m-mmm oo oo
34.5.2.1.1Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan salah satu
indikator kartel adalah adanya pasar yang
terkonsentrasi yang ditandai dengan sedikitnya

pemain dalam suatu pasar;---------------------

34.5.2.1.2Faktanya dalam perkara ini terdapat banyak pemain
dan produk yang berada dalam pasar bersangkutan.
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Berdasarkan data IMS tahun 2009, terdapat sekitar

45 perusahaan dengan 85 jenis/merek obat yang

bersaing atau berada dalam pasar bersangkutan

dalam perkara ini (obat anti hipertensi golongan

Calcium Channel Blocker), sebagai berikut:----—--

No. | Nama Obat Perusahaan No. | Nama Obat Perusahaan
1 AB-VASK LPI 51| LANODIL L-P

2 | ACTAPIN ATV 52| LOPITEN GUA
3 | ADALAT B/S 53] LOVASK BNO
4 AMCOR MCK 54| LOXEN NVR
5 AMDIXAL SDZ 55| MOLESCO ESL
6 AMLODIPINE BNO 56| NIFECARD LEK
7 AMLODIPINE FHH 57| NIFEDIN SN5

8 | AMLODIPINE HJ 58| NIFEDIPINE GGM
9 | AMLODIPINE IFM 59 | NIFEDIPINE DX/
10 | AMLODIPINE KM7 60| NIFEDIPINE HJ

11 | AMLODIPINE PHP 61| NIFEDIPINE HJ

12 | AMLODIPINE SHO 62| NIFEDIPINE IFM
13 | AMLOTEN IFM 63| NIFEDIPINE KM7
14 | BETA-ADALAT BI/S 64 NIFEDIPINE L-P
15 | CALCIANTA AXF 65| NIFEDIPINE PHP
16 | CALCIGARD DX/ 66| NIF-TEN AZN
17 | CALSIVAS FHH 67 NIRMADIL FHH
18 | CARDIOVER L-P 68 NORMOTEN SHO
19 | CARDISAN SN5 69 NORVASK PFZ
20 | CARDITEN DKS 700 PEHAVASK PHP
21 | CARDIVASK DKS 71 PERDIPINE AES
22 | CARDYNE PY2 72 PINCARD LPI
23 | CARVAS MPF 73 PLENDIL AZN
24 | COMDIPIN COM 74| SANDOVASK SDZ
25 | CORDALAT KM7 75/ TENS B.I

26 | CORDIZEM KM7 76| TENSIVASK DX/
27 | CORONIPIN DX/ 77| THERAVASK D.V
28 | DILMEN SN5 78| VASDALAT HJ
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29 | DILSO
30 | DILTIAZEM
31 | DILTIAZEM
32 | DILTIAZEM
33 | DILTIAZEM
34 | DIVASK
35 | ESCOR
36 | ETHIVASK
37 | FARMABES
38 | FARMALAT
39 | FEDIPIN
40 | FICOR
41 | GENSIA
42 | GRAVASK
43 | HERBESSER
HERBESSER
44 | CD
45 | HEXAVASK
46 | INFICARD
47 | INTERVASK
48 | ISOPTIN
49 | ISOPTIN
50 | LACIPIL
(Bukti T.1-7)

SALINAN

SHO 79| VASONER HRS
DX/ 80| VERAPAMIL  GGM
GGM 81| VERAPAMIL  IFM
IFM 82| VERAPAMIL  KM7
KM7 83| XEPALAT MSK
KLB 84| ZANIDIP SVY
MCK 85 ZENDALAT ZEN
ECA
FHH
FHH
M6K
00T
P-I
GRH
TAN

TAN
HJ
IFM
IBT
ABT
HO&
GSK

34.5.2.1.3Karena banyaknya pemain dan produk yang bersaing

tersebut terbukti industri pasar bersangkutan dalam
perkara ini tidak terkonsentrasi. Oleh karena itu,
maka tidak mungkin terdapat kartel karena kartel
merupakan tindakan yang sia-sia dan tidak akan
pernah berhasil apabila dilakukan hanya 2
perusahaan ditengah-tengah banyaknya para pemain

dan produk pesaing lain yang tidak melakukan

34.5.2.2 Tidak Ada Kartel Karena Faktanya Tidak Ada Hambatan

MasuK Pasar ;----==========mmmmmmmm oo
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34.5.2.2.1Di dalam perkara ini terdapat banyak pelaku usaha d
pasar bersangkutan, yaitu sekitar 45 pelaku usaha.
Banyaknya pelaku usaha tersebut membuktikan

tidak ada hambatan masuk pasar;

34.5.2.2.2Selain itu, fakta tidak adanya hambatan masuk pasar
ini diakui/dinyatakan sendiri oleh Tim Pemeriksa
dalam LHPL pada halaman 33-34, sebagai berikut:--
"Pasca paten terhadap zat aktif amlodipine besylate
habis di pertengahan 2007muncul beberapa
perusahaan barudengan menjual produk obat anti
hipretensi ... Tahun 2007 ada tambahan 13
perusahaanyang memproduksi obat anti hipertensi
... Tahun 2008 ada tambahan 5 perusahaamng
masuk ke pasar obat anti hipertensi ... dan pada

tahun 2009 ada tambahan 12 perusahaarang

34.5.2.2.3Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tidak
ada hambatan masuk pasar dalam perkara ini.
Pernyataan adanya hambatan masuk pasar justru
bertentangan dengan data-data yang disampaikan

oleh Tim Pemeriksa sendiri;--- -

34.5.2.2.4Pernyataan-pernyataan Tim Pemeriksa pada LHPL
mengenai hambatan pasar ini seringkali bertolak
belakang dan tidak konsisten. Hal ini
memperlihatkan bahwa Tim Pemeriksa KPPU
membuat LHPL untuk memperkuat dugaan tanpa
dasar bukan untuk mencari keadilan dan
menumbuhkan persaingan yang sehat. Contoh pada
halaman 72 Tim Pemeriksa menyatakan bahwa
"tingkat hambatan masuk tinggi karena untuk dapat
bersaing maka perusahaan baru membutuhkan:-------
34.5.2.2.4.11zin untuk menggunakan paten dari atau
menunggu waktu agar dapat
menggunakan paten yang sudah habis

masa berlakunya;---------------------------

halaman 125 dari 256

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012



SALINAN

Tim Pemeriksa dalam hal ini
mengesampingkan ketentuan di dalam
UU Paten yang membolehkan
perusahaan lain untuk menyiapkan diri
untuk memulai proses registrasi paling
cepat 2 tahun sebelum masa paten
berakhir. Adalah kesiapan dari masing-
masing perusahaan yang menentukan
waktu tunggu kapan akan memasarkan
produk yang mengikuti obat
originatornya. Hal ini  bukanlah
hambatan pasar;----------------=-=----------
34.5.2.2.4.2Akses terhadap modal yang besar agar
dapat mencapai skala ekonomi sehingga
dapat bersaing di dalam pasar;------------
Modal yang besar bukan satu-satunya
cara untuk bisa masuk ke dalam pasar.
Dengan demikian, pernyataan Tim
Pemeriksa yang mengatakan bahwa
hambatan masuk tinggi  karena
dibutuhkan modal yang besar tidak
berdasar. Hal ini dikuatkan berdasarkan
pernyataan dari beberapa perusahaan
pesaing dari Terlapor I/Pfizer Indonesia
yang mempunyai strategi-strategi yang

berbeda sehingga bisa masuk ke dalam

34.5.2.2.4.2.1BAP Indofarma tanggal 24
Maret 2010 pada Jawaban
No. 25 yang memposisikan
produknya sebagai generik
dan branded dan
menargetkan pada kelas
menengah ke bawah;-------

34.5.2.2.4.2.BAP Actavis tanggal 11
Mei 2010 pada Jawaban
No. 32 yang memposisikan
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produknya lebih banyak
masuk ke dalam ASKES;--
34.5.2.2.4.2.BAP Sandoz tanggal 24
maret 2010 pada Jawaban
No. 4 dan BAP Kalbe
tanggal 3 Mei 2010 pada
Jawaban No. 9 yang
mengambil strategi
diferensiasi produk dengan
mengambil jenis garam
yang berbeda yaitu
Amlodipine Maleate;-------
Tim Pemeriksa selanjutnya
menyatakan
bahwa”...pelaku usaha
yang terlebih  dahulu
masuk ke pasar memiliki
first mover advantagé
Namun, tim pemeriksa
tidak memberikan
pernyataan yang seimbang
bahwa first mover harus
melakukan penetrasi pasar,
pengenalan produk kepada
para pembeli yang mana
tidak perlu dilakukan lagi
oleh para pemain baru dan
ini merupakan Follower
Advantage dimana para
"follower’ tersebut tidak
perlu mengeluarkan modal
yang besar untuk
melakukan promosi. Hal
inipun diperkuat oleh BAP
dari para dokter antara lain

BAP Prof. Dr. dr. Junus
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Al-Katiri, SPPD-SpJP
pada tanggal 14 Mei 2010
yang menyatakan bahwa
perusahaan generik kurang
melakukan pengenalan
produknya;-------------------
34.5.2.2.4.3Selain itu di dalam memasarkan produk
obat perusahaan harus mempunyai jalur
distribusi untuk memasarkan
produknya,;----=-=-=-=-=======mmmmemememeeo-
Ini juga bukan hambatan untuk masuk
sebagai pemain baru, melainkan suatu
konsekuensi dari pelaku usaha untuk
mendistribusikan produknya kepada
para pembeli tidak hanya di dalam
industri  obat, di dalam industri
manapun juga harus ada jalur
distribusi;-----------=--=-==-mmm oo
34.5.2.2.4.AMembutuhkan biaya promosi yang
tinggi agar dapat dikenal oleh
masyarakat;-----------------=--=--mmsmmo-
Ini juga bukan hambatan yang tinggi
karena agar dikenal oleh masyarakat,
pelaku usaha harus melakukan promosi
dan tidak hanya di dalam industri obat
namun dalam industri manapun juga
harus dilakukan promosi;------------------
34.5.2.2.5Dampak adanya kemudahan masuk pasar ini
mengakibatkan pangsa pasar Terlapor |/Pfizer
Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan
secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan data

IMS Tahun 2009 yang terdapat pada bagan di bawah
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17.33%
18% -

17% +
17% - 16.13%
16% -
16% - 15.15%
15% -
15% -
14%

e NORVASK PFZ

2007 2008 2009

(Bukti No. T.1-8)

Tabel di atas menunjukkan pangsa pasar Terlapor
I/Pfizer Indonesia pada tahun 2007 sebesar 17.33%.
Pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi
16.13%, dan pada tahun 2009 terus mengalami
penurunan menjadi sebesar 15.15%;------------—---

34.5.2.2.6Fakta adanya penurunan pangsa pasar Terlapor
I/Pfizer Indonesia ini juga diakui oleh Tim

Pemeriksa pada LHPL halaman 70, sebagai berikut:-

"Pada tahun 2007 pangsa pasar Norvask-Tensivask
berikut rasio HHI mengalami penurunan akibat
munculnya pelaku usaha barudi pasar obat
antihipertensi ... Hal tersebut menunjukkadanya
tekanan dari pelaku usaha barsehingga tingkat

34.5.2.2.7Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tidak
ada kartel karena faktanya tidak ada hambatan
masuk pasar dalam perkara ini. Selain itu, hambatan
masuk pasar yang dinyatakan oleh Tim Pemeriksa
KPPU tidak terbukti;-----------=--=---mmememmm e -
34.5.2.3 Tidak Ada Kartel Karena Faktanya Tingkat Permintaan
Sangat Fluktuatif Atau Elastis;------------=--=-===-==-mmcmeemmeeo
34.5.2.3.1Tim Pemeriksa dalam LHPL halaman 68
menyatakan sebagai berikut;--------------=--=--=----
"Permintaan yang teratur dan inelastis dengan

pertumbuhan yang stabil akan memfasilitasi
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berdirinya kartel.... Sebaliknya, jika permintaan
sangat fluktuatif, elastis dan tidak teratuakan
menyulitkan terbentuknya kartel

Selanjutnya, berdasarkan teori di atas Tim Pemeeriks
menyatakan bahwa tingkat permintaan terhadap
Amlodipine Besylate bersifat in-elastis sehingga

dianggap sebagai indikator adanya kartel;----—-

34.5.2.3.2Pernyataan Tim Pemeriksa di atas adalah salah

karena faktanya tingkat permintaan bahan baku dan
jumlah produksi Norvask dari waktu ke waktu
bersifat fluktuatif atau elastis. Hal ini sesuangan

data dalam LHPL pada halaman 35, sebagai berikut:-

Grafik 5

Penggunaan Bahan Baku dan Volume Produksi PT Pfizdndonesia

(2004-2009)

200.000,00

25.000.000

180.000,00 -
160.000,00 ~
140.000,00 -
120.000,00
100.000,00 ~
80.000,00 A
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40.000.00 A
20.000,00 -

20.000.000

15.000.000 | —®—Penggunaan Bahan Baku

0,00

2004200520062007 20082009

Pfizer
—— PraduksiNorvask 5
+ 10.000.000
+ 5.000.000
f 0

Berdasarkan data di atas terbukti bahwa tingkat
penggunaan bahan baku dan jumlah produksi
Norvask sangat fluktuatif atau elastis (tidak tergt

34.5.2.3.3Dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kartel

dalam perkara ini. Sesuai pernyataan Tim Pemeriksa
di atas, kartel akan sulit terbentuk apabila tingka
permintaan bersifat fluktuatif, elastis dan tidak

@I ALUL; ===
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34.5.2.4 Tidak Ada Kartel Karena Faktanya Terdapat Banyak
Pilihan Obat Sehingga Pembeli Obat Mempunyai Daya
Tawar yang Kuat;--------=======mmmmmm oo oo
34.5.2.4.1Tim Pemeriksa dalam LHPL halaman 68
menyatakan bahwa kartel tidak akan berjalan secara
efektif dan bahkan tidak akan terjadi apabila pdmbe
mempunyai daya tawar yang kuat;---------------—--
34.5.2.4.2Pembeli akan mempunyai daya tawar yang kuat
apabila terdapat banyak pilihan atau alternatif
produk yang dapat dibeli pada pasar bersangkutan.
Sebaliknya, pembeli cenderung kurang mempunyai
daya tawar yang kuat apabila dalam pasar
bersangkutan tersebut tidak ada alternatif atau
pilihan produk (pasar monopoli);---------------------
34.5.2.4.30leh karena itu, pembeli dalam perkara ini jelas
mempunyai daya tawar yang kuat karena terdapat
banyak pilihan obat yang dapat dibeli oleh pembeli
obat atau yang dapat diresepkan oleh dokter. Sesuai
yang telah kami jelaskan, terdapat 85 merek obat
yang berada dalam pasar bersangkutan yang dapat
dipilih oleh pasien atau dokter untuk mengobati

penyakit hipertensi;---------------m=-mmmmmmmmmmeeee

34.5.2.4.4Dengan banyaknya alternatif atau pilihan tersebut,
dengan mudah pembeli akan berpindah kepada
produk pesaing lain apabila kualitas dan harga
produk yang ditawarkan oleh Terlapor I/Pfizer
Indonesia tidak sesuai dengan kehendak dari pembeli
tersebut;--------------—- - m e

34.5.2.45Hal ini pun didukung data dari IMS vyang
memperlihatkan bahwa penjualan obat generik
cukup tinggi dibandingkan dengan branded generik
terlebih lagi dengan originator sebagaimana kami

kutip sebagai berikut:-------------=-=---=mmee— -
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34.5.2.4.6Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tidak

ada kartel dalam perkara ini karena faktanya

kedudukan atau daya tawar pembeli relatif tinggi;--

34.5.25 Tidak Ada Kartel Karena PT Anugrah Argon Medika

Bukan Agen Dari Terlapor I/Pfizer Indonesia Dan Tedapor

[I/Dexa MediCa;-------=-=-mmmmmm e e

34.5.2.5.1Berdasarkan teori Tim Pemeriksa, adanya agen

penjualan yang sama akan memfasilitasi berdirinya
kartel. Tim Pemeriksa menuduh bahwa PT. Anugrah
Argon Medica (AAM) merupakan agen penjualan
bersama Terlapor I/Pfizer Indonesia dengan Terlapor
ll/Dexa Medica;-----------=-=---=mmmmmmmm oo

34.5.2.5.2Tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar

karena PT. Anugrah Argon Medica sama sekali
bukan agen penjualan Terlapor I/Pfizer Indonesia
dan Terlapor Il/Dexa Medica. Hal ini terbukti
berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Distribution Agreement
tahun 1996 sebagaimana kami kutip sebagai berikut:
“Nothing in this Agreement shall be construed to
constitute the Distributor the agent of the Priradip
for the purpose of binding the Principal as priraip

to any representation, commitment or agreement
made by the Distributor, in connection with the
promotion, sales or distribution of the Productgdan
the Distributor shall incur no expenses for the
account of the Principal, without the prior written

approval of the Principal”
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Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:
“Tidak ada suatu ketentuan apapun dalam
Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan bahwa
Distributor adalah agen dari Prinsipal untuk
keperluan yang mengikat Prinsipal sebagai prinsipal
terhadap perwakilan, komitmen atau perjanjian yang
dibuat oleh Distributor, dalam kaitannya dengan
promosi, penjualan dan distribusi Produk, dan
Distributor tidak akan mengeluarkan biaya apapun
atas tanggungan Prinsipal, tanpa persetujuan
tertulis sebelumnya dari Prinsipal.”
Berdasarkan penjelasan di atas terbukti tidak ada
kartel dalam perkara ini karena AAM bukan agen
bersama dari Terlapor |/Pfizer Indonesia dan
Terlapor Il/Dexa Medica;------------------=--=------
34.5.2.6 Tidak Ada Kartel Karena faktanya Tidak Ada Pertukar an
INfOrmMasi;------=--=-mm oo o
34.5.2.6.1Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan bahwa
pertukaran informasi merupakan indikator adanya
kartel. Tim Pemeriksa selanjutnya menuduh Terlapor
I/Pfizer Indonesia dan Terlapor Il/Dexa Medica
melakukan kartel karena terdapat pertukaran
informasi yang difasilitasi olen PT. Anugrah Argon

34.5.2.6.2Tuduhan Tim Pemeriksa tersebut adalah tidak
berdasar karena Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak
pernah melakukan pertukaran informasi (baik secara
langsung atau pun melalui AAM) mengenai kegiatan
produksi dan pemasaran Norvask dan Tensivask
dengan Terlapor Il/Dexa Medica;---------------- —

34.5.2.6.3Selain itu, AAM sebagai Distributor juga tidak
melakukan pertukaran informasi karena berdasarkan
Distribution ~ Agreement, AAM  mempunyai
kewajiban untuk menjaga kerahasiaan mengenai
produk yang dipasarkan AAM. Pasal 13.3 dari

Distribution Agreement tahun 1996 menyatakan:----
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“The Distributor hereby agrees to protect all sefcre
information relating to the Products against
competitor’s interest either directly or indirectly
arising.”

Terjemahan resminya adalah sebagai berikut:
“Distributor dengan ini sepakat untuk melindungi
semua informasi rahasia yang terkait dengan Produk

terhadap kepentingan pesaing yang muncul secara

34.5.2.6.4Berdasarkan penjelasan di atas sudah seharusnya
Terlapor |/Pfizer Indonesia dinyatakan tidak
melanggar Pasal 5 dan 11 UU Persaingan Usaha
dalam perkara ini;-------==========mmmmm oo
34.6 TERLAPOR |/PFIZER INDONESIA TIDAK MELANGGAR PaAsaL 16 UU
PERSAINGAN USAHA == mmm e m e oo e e -
34.6.1 Tim Pemeriksa dalam LHPL pada halaman 60 menyatabamva
Terlapor I/Pfizer Indonesia melanggar Pasal 16 Uds&ingan Usaha
berkaitan dengan adanya Supply Agreement. Pernydatama Pemeriksa
ini adalah salah dan tidak berdasar;-------------=---=-=---m-mmmmmm e -
34.6.2 Pasal 16 UU Persaingan Usaha menyatakan:------------------=-=-----—---
“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengahati lain di luar
negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkrjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tid&asg;-------------------
34.6.3 Berdasarkan ketentuan di atas terdapat beberapar w@ng harus
dibuktikan dalam menentukan adanya pelanggaraadephPasal 16 UU

Persaingan Usaha, yaitu:----=-=-========mnmmm oo

34.6.3.1Perjanjian antara pelaku usaha dengan pihak ldiradnegeri;--
34.6.3.2Mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan gpewsaingan

usaha tidak sehat;------------=-=-==m-mmmmmmm oo ee -

Unsur-unsur di atas bersifat kumulatif (bukan aléif). Dengan
demikian, tidak terpenuhinya salah satu unsur mébhgtkan tuduhan
pelanggaran terhadap Pasal 16 UU Persaingan Usampadn tidak
terbukti ;--------m-m o
34.6.4 Unsur Adanya Perjanjian Dengan Pihak Lain Di Luar Negeri Tidak
Terbukti j-------m-mmm oo
34.6.4.1 Tim Pemeriksa dalam LHPL halaman 60 menyatakan hahw
yang dimaksud dengan perjanjian dalam perkara dalaha
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Supply Agreement antara Pfizer Overseas LLC daraper
[I/Dexa MediCa ;---------===mmmmmmm oo e
34.6.4.2 Terlapor I/Pfizer Indonesia bukan merupakan pihaitarm
Supply Agreement sebab para pihak dalam perjangesebut
adalah Pfizer Overseas LLC dengan Terlapor |l/Digbeglica.
Hal ini secara lengkap kami jelaskan pada halarebrlsmnya
dalam Pembelaan ini ;---------=-=-==m-mmm oo
34.6.4.3 Terlapor I/Pfizer Indonesia juga tidak dapat disamggebagai
pihak dalam perjanjian tersebut. Terlapor I/PfiZedonesia
BUKAN bagian dari teori KPPU tentang satu kesateieonomi
(single economic entitydengan Pfizer Overseas Inc dan/atau
Pfizer Overseas LLC. Hal ini karena: (i) secaraumkidak ada
dasar hukum single economic entity dalam ketentuakum
yang berlaku di Indonesia; dan (ii) secara faktliatlapor
I/Pfizer Indonesia merupakan entitas hukum yangigeh dan

mandiri dari Pfizer Overseas Inc maupun Pfizer Geas

Adanya hubungan kepemilikan saham secara tidakslsng
BUKAN bukti sebagai satu kesatuan ekonomi karenaimga
masing pihak mempunyai hak dan kewajiban masingngas
Dalam hal ini, Terlapor I/Pfizer Indonesia samaadiekidak
mempunyai hak dan kewajiban apapun dalam Supply
Agreement sebab Terlapor I/Pfizer Indonesia bukamakp
dalam perjanjian tersebut. Supply Agreement sepgraih

merupakan persoalan antara Pfizer Overseas LLC adeng

Terlapor Il/Dexa Medica ;-------- oo
34.6.4.4 Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa ulaslanya
perjanjian dengan pihak lain di luar negeri” adaladiak
terbukti ;----------m-m oo
34.6.5 Unsur Mengakibatkan Praktik Monopoli dan atau Persangan Usaha
Tidak Sehat Tidak Terbukti ;-------=-==-==-mmmsmmm oo
34.6.5.1 Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah melakukamaktik
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehatinHskcara
lengkap kami jelaskan sebelumnya dalam Pembelaan-ta--
34.6.5.2 Tim Pemeriksa dalam LHPL juga telah salah menadsirk

ketentuan-ketentuan dalam Supply Agreement sebaiplbu
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Agreement bukan bukti pelanggaran terhadap UU Pe/sa
Usaha. Secara lengkap hal ini telah kami jelasled@lsmnya
dalam Pembelaan ini. Dengan demikian, Supply Agesgm
tidak mengakibatkan praktek monopoli dan persaingsaha

tidak sehat apapun ;------------------- memmmmmmeeeees

Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa tursur
Pasal 16 UU Persaingan Usaha TIDAK TERPENUHI/TIDAK
TERBUKTI sehingga sudah seharusnya Majelis Komisi
menyatakan bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesiadak
melanggarPasal 16 UU Persaingan Usaha ;-------------—--

34.7 TENTANG TUDUHAN PENYALAHGUNAAN POSISIDOMINAN;----------
34.7.1LHPL SALAH KARENA TERLAPOR |I/PFIZER |INDONESIA TIDAK

MELANGGAR PASAL 25AYAT (1) HURUF (A) UU PERSAINGAN USAHA;---

34.7.1.1

34.7.1.2

34.7.1.3

34.7.1.4

Tim Pemeriksa dalam LHPL menyatakan bahwa terdaypkti
Terlapor I/Pfizer Indonesia telah melanggar Pa%ahgat (1)
huruf (a) UU Persaingan Usaha. Pernyataan Tim Rlesaeini
adalah salah dan tidak berdasar;--------

Pasal 25 ayat (1) huruf (a) UU Persaingan Usahaatakan:
"Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominaaik b

secara langsung maupun tidak langsung untuk:

a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengamrujuntuk
mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh
barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari skgrga
maupun Kualitas.=-------=-==-=- oo
Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat beberapaur

penting yang harus dibuktikan oleh Tim Pemeriksa sebelum

menyimpulkan pelanggaran terhadap Pasal 25 ayatufuf
(a) UU Persaingan Usaha, yaitu:---------==----——-=mnn-mmmes=-

34.7.1.3.2Unsur memiliki posisi dominan;------------------—-
34.7.1.3.2Unsur menetapkan syarat-syarat perdagangan
dengan tujuan untuk mencegah dan atau
menghalangi konsumen memperoleh barang dan
atau jasa yang bersaing;-------------=--=--=-m-emmmoo--
Seluruh unsur di atas harus dipenuhi (bersifat Katiiu
Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka hadu
pelanggaran terhadap Pasal 25 ayat (1) huruf (alPEidaingan
Usaha menjadi tidak terbukti ;------------=--=-mmmmmmmmmem oo
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34.7.2 Unsur Memiliki Posisi Dominan Tidak Terbukti;------ -------=--=----------
34.7.2.1 Pasal 25 ayat (2) huruf (a) UU Persaingan Usaharadegas

menyatakan bahwa suatu pelaku usaha disebut mepuokksi
dominan apabila memiliki 50% atau lebih pangsa paRasal
25 ayat (2) huruf (a) UU Persaingan Usaha menyataka----
"Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimaimaadsud
ayat (1) apabila:
a.satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku ausah
menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangssar
satu jenis barang atau jasa tertentu.”
Dengan demikian, apabila pangsa pasar pelaku wbhevah

50% maka secara hukum pelaku usaha tersebut harus

dinyatakan tidak memiliki posisi dominan;------—------
34.7.2.2 KPPU dalam Peraturan No. 6 tahun 2010 tentang Padom
Pelaksanaan Pasal 25 juga menyatakan bahwa apabita
pangsa pasar menunjukkan angka dibawah kriteriasbat
pangsa pasar tersebut (50% individual dan atau k@lktif),
maka dugaan pelanggaran pasal 25 tidak terbukkiinHkami
kutip sebagai berikut;------=--=-====mm oo
“Dalam kondisi dimana rasio pangsa pasar bersangkuta
menunjukkamangka dibawah kriteria batasan pangsa pasar
tersebut, maka unsur pasal 25 ayat 2 dinyatakaraktid
terpenuhi. Dengan demikiamugaan pelanggaran pasal 25
tidak terbukti” ;-------=-mmmmmm oo
34.8 TIM PEMERIKSA DALAM LHPL MENUDUH TERLAPOR I/PFIZER
INDONESIA MELAKUKAN TINDAKAN YANG “ MENGAKIBATKAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN ATAU PERSAINGAN USAHA TIDAK
SEHAT” YANG DIATUR DALAM PASAL 11 DAN 16 UU PERSAINGAN
USAHA. TUDUHAN TIM PEMERIKSA INI ADALAH TIDAK BENAR
DAN TIDAK TERBUKTI;---=====mmmmmmm oo oo oo
34.8.1 Terlapor I/Pfizer Indonesia Tidak Melakukan Praktek Monopoli;-
34.8.1.1 Pasal 1 angka 2 UU Persaingan Usaha menyatakan:

“Praktek Monopoli adalahpemusatan kekuatan ekonomi

oleh satu atau lebih pelaku usaha yantengakibatkan

dikuasainyaproduksi dan atau pemasaran atas barang dan

atau jasa tertentusehingga menimbulkan persaingan
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usaha tidak sehatdan dapat merugikan kepentingan

UMUM.” j=======mm=mmmmmmmmmme e e eem oo oo oo -

34.8.1.2 Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberagpatsy
yang harus dipenuhi dalam menentukan adanya praktik
mMonopoli, yaitu:-------=---=mmemmm oo

34.8.1.2.1terdapapemusatan kekuatan ekonomi yang-:

34.8.1.2.2mengakibatkardikuasainya produksi dan atau

pPeMASAral------=-=====n==nm=mmmmmmmmm oo
34.8.1.2.3menimbulkarpersaingan usaha tidak sehat---

34.8.1.2.4merugikan kepentingan umumny---------=====-----

34.8.1.3 Syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 2 UU PersaingahdJ
di atas tidak terbukti dengan penjelasan sebagikiube----
34.8.1.3.1Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Persaingan
Usaha, yang dimaksud dengan pemusatan

kekuatan ekonomi adalahpénguasaan yang

nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu
atau lebih pelaku usaha sehingga dapat
menentukan harga barang dan atau jasa”
Terlapor I/Pfizer Indonesia sama sekaiiak

mempunyai__penguasaan _yang nyata pada

pasar bersangkutan karena berdasarkan data

IMS tahun 2009, pangsa pasar Terlapor I/Pfizer
Indonesia dalam kelompok obat anti hipertensi
golongan Calcium Antagonist hanya sebesar
15,15%. Dengan demikian, Terlapor I/Pfizer
Indonesia tidak menguasai pangsa pasar. Oleh
karena itu, syarat terdapgpémusatan kekuatan
ekonomil dalam perkara ini tidak terbukdti------
34.8.1.3.2Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa
tidak terdapat pemusatan kekuatan ekonomi oleh
Terlapor I/Pfizer Indonesia. Dengan demikian,
unsur atau syaratnfengakibatkan dikuasainya
produksi dan atau pemasarardalam Pasal 1
angka 2 UU Persaingan Usaha adatadlak
terbukti ;--------------------om oo -

34.8.1.3.3Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah
melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan
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persaingan usaha tidak sehat. Terlapor I/Pfizer
Indonesia tidak pernah menghambat atau
menghalangi pelaku usaha lain yang ingin masuk
ke dalam pasar obat anti hipertensi golongan
Calcium Antagonist. Terlapor I/Pfizer Indonesia

dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu
memperhatikan ketentuan hukum dan kode etik

yang berlaku;-----------=-=-mmmm oo — -

34.8.1.3.4Hal ini secara lengkap Terlapor I/Pfizer

Indonesia jelaskan sebelumnya pada Pembelaan
ini. Oleh karena itu, unsur nfenimbulkan

persaingan usaha tidak sehditlak terbukt-----

34.8.1.3.5Terlapor I/Pfizer Indonesia juga tidak pernah

melakukan tindakan yang merugikan pasien.
Harga Norvask yang dapat dibeli oleh pasien
adalah harga yang wajar dan margin keuntungan
yang diperoleh Terlapor |[/Pfizer Indonesia
adalah tidak besar. Terlapor I/Pfizer Indonesia
bahkan mengikuti program Asuransi Kesehatan
(ASKES) sehingga dapat menjual Norvask
dengan harga yang lebih murah. Dengan
demikian unsur merugikan konsumen adalah
tidak terbukti;-----------=--=-==-mmm oo

34.8.1.4 Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwaaperl

34.8.2 Terlapor

I/Pfizer Indonesiatidak melakukan praktek monopoli

karena seluruh unsur praktek monopoli yang diaalard

Pasal 1 angka 2 UU Persaingan Usaha adalah tidakkte

Indonesia Tidak Terbukti Mengakib atkan

Persaingan Usaha Tidak Sehat;-------------------m-mcmmmmmm e

34.8.2.1. Pasal 1 angka 6 UU Persaingan Usaha menyatakar:----

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan ranta
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi da
atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan

dengan caratidak jujur atau melawan hukum atau

menghambat persaingan usalig-----------------------------
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Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat unsumgeyng
harus dipenuhi dalam menentukan adanya persairsgrau
tidak sehat, yaitu dilakukan dengan c#dak jujur_ atau

melawan hukum ataumenghambat persaingan usaha--

34.8.2.2. Terlapor I/Pfizer Indonesia selalu bertindsé&cara jujur
dan patut dalam menjalankan kegiatan usahanya. Terlapor
I/Pfizer Indonesia juga selalu memperhatikan ketemt
hukum dan kode etik yang berlaku. Hal ini secaraghap

Terlapor |/Pfizer Indonesia jelaskan sebelumnya apad

Pembelaan ini;----------------=-------- m=mmmmmmememememeeeee-
34.8.2.3. Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam menjalankan kagia

usahanydidak pernah menghambat persaingan usaha

Terlapor |/Pfizer Indonesia tidak pernah menghalang
pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar
bersangkutan yang sama. Faktanya terdapat banyakupe
usaha yang melakukan kegiatan usaha yang samamdenga
Terlapor I/Pfizer Indonesia. Dari tahun ke tahumigh
pelaku usaha tersebut mengalami peningkatan sesas
menerus (saat ini terdapat 45 pelaku usaha den§an 8
merek obat yang bersaing di dalam pasar bersangkuta
yang sama). Dengan demikian, unsdilakukan dengan
cara tidak jujur, melawan hukum atau menghambat

persaingan usaliaidak terbuktj-----------=--=-==emm-mmeemmv-

34.8.2.4. Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak memiliki posisordinan
karena berdasarkan data IMS, pangsa pasar Terlapor
I/Pfizer Indonesia dalam golongan obat Calcium &atast
atau Calcium Channel Blocker pada tahun 2009 adalah
hanya sebesar 15.15%. Hal ini sesuai dengan bagan d

bawah ini;--------------mmr oo
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18%
17% +
17% +
16% -
16% -+
15% +
15% +

14%

17.33%

16.13%

15.15%

e NORVASK PFZ

2007

2008 2009

(Sumber: Data IMS tahun 2009)

34.8.2.5.

34.8.2.6.

Berdasarkan data di atas terbukti bahwa TerlagRfizér
Indonesia tidak memiliki posisi dominan karena g
pasar Terlapor I/Pfizer Indonesia masih jauh didda®0%;
Berdasarkan data IMS tersebut bahkan terlihat bahwa
pangsa pasar Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam nggalo
Calcium Antagonist dari tahun ke tahun mengalami
penurunan secara terus menerus, yaitu pada tah@n 20
sebesar 17,33%, tahun 2008 sebesar 16,13% dan tahun
2009 sebesar 15,15%. Adanya penurunan tersebut
disebabkan pangsa pasar para pesaing terus menerus
mengalami kenaikan serta tingginya tingkat persandi
sektor farmasi di Indonesia khususnya dalam ob&t an
hipertensi golongan Calcium Antagonist dalam pextkair -
Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa unsur
memiliki posisi dominan yang diatur dalam Pasala¥®at

(1) huruf a UU Persaingan Usaha dalam perkaradala
TIDAK TERBUKTI. Karena tidak adanya posisi dominan
tersebut, maka Terlapor I/Pfizer Indonesia tidakngkin
menyalahgunakan posisi dominan. Oleh karena itmide
hukum Terlapor I/Pfizer Indonesia harus dinyatakdak
melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf a UU Persaingaah&
dalam perkara ini;--------===-==-=mm oo

34.8.3 Unsur Menetapkan Syarat-Syarat Perdagangan Untuk Mecegah

dan atau

Menghalangi Konsumen Memperoleh Barang Yam
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Bersaing Baik dari Segi Kualitas Maupun Harga Adaldn Tidak
Terbukti;----------m-mm oo
34.8.3.1. Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak pernah menetapkan
syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk meaimce
dan atau menghalangi konsumen memperoleh baramg yan
bersaing, baik dari segi harga maupun kualitasamal
LHPL tidak ada bukti bahwa Terlapor I/Pfizer Indsize
telah membuat syarat-syarat perdagangan untuk maimce
dan atau menghalangi konsumen memperoleh baramg yan
bersaing;--------=--==-mmm o
34.8.3.2. Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam menjalankan kegia
usahanya selalu memperhatikan ketentuan hukum dan
kode etik yang berlaku serta tidak pernah melakukan
tindakan tidak etis kepada dokter supaya hanya
meresepkan Norvask kepada pasiennya. Hal ini diatur
secara tegas di dalam Kode Etik Pfizer Indonesia da
Peraturan Perusahaan dan Pfizer Indonesia mempunyai
Gugus Tugas Kepatuhan terhadap Kode Etik di dalam
struktur perusahaannya;---------------=====- - ——nmmnmeu-
34.8.3.3. Terlapor I/Pfizer Indonesia juga tidak pernah merikiaa
barang berharga atau uang kepada dokter supayardokt
hanya meresepkan obat Norvask. Dokter sepenuhnya
mempunyai kebebasan dalam menentukan obat yang akan
diresepkan kepada pasiennya;----------------=-—=——m---—-—-
34.8.3.4. Tim Pemeriksa dalam LHPL tanpa dasar menuduh bahwa
program HCCP merupakan bentuk penyalahgunaan posisi
dominan yang dilakukan oleh Terlapor I/Pfizer Inesia.
Pernyataan tersebut tidak benar dengan alasan asebag
berikut:---------=-=-m oo
34.8.3.4.1Program HCCP tidak mempengaruhi dokter
untuk hanya meresepkan obat Norvask saja;----
34.8.3.4.2Program HCCP justru merupakan program
kepedulian dari Terlapor I/Pfizer Indonesia
kepada pasien supaya pasien patuh minum
obat. Dalam penyakit hipertensi, tingkat
kepatuhan pasien dalam meminum obat
mempunyai peranan yang sangat menentukan
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dalam proses penyembuhan pasien karena
pengobatan hipertensi adalah untuk pengobatan
seumur hidup;--------==-========mmmmmmmmm e —
34.8.3.4.3Keikutsertaan dokter dan apotik dalam program
HCCP bersifat sukarela dan tidak mengikat.
Dokter yang ikut program ini adalah dokter
yang mempunyai visi yang sama dengan
Terlapor I/Pfizer Indonesia, yaitu yang peduli
terhadap kepatuhan pasien (patient
compliance);-----==========m=mmmmmmm oo emeee —
34.8.3.4.4HCCP merupakan program yang justru
menguntungkan pasien, baik untuk
kepentingan penyembuhan maupun dari segi
harganya yang lebih murah dibandingkan
dengan harga reguler mengingat terdapat
potongan harga (discount);----------------=--------
34.8.3.4.5Pendapat Tim Pemeriksa yang menyatakan
apotik tidak dapat merubah resep dokter akibat
HCCP adalah tidak benar karena HCCP tidak
menghalangi apotik untuk merubah resep
(dengan persetujuan pasien/dokter sesuai
dengan peraturan yang berlaku);------------------
34.8.3.5. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa farla
I/Pfizer Indonesia tidak menyalahgunakan posisi idam
bahkan tidak punya posisi dominan serta tidak perna
membuat Syarat-syarat perdagangan yang
mencegah/menghalangi konsumen untuk memperoleh
barang yang bersaing;------------=--=-====- s s —— -
34.8.3.6. Dengan demikian, sudah seharusnya Majelis Komisi
menyatakan bahwa Terlapor I|/Pfizer Indonesia tidak
melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf (a) UU Persaingan
Usaha karena unsur-unsur ketentuan tersebut tidak
terbukti;----------=-=-= =
34.8.4 Terlapor |/ Pfizer Ndonesia Selalu Memperhatikan Kale Etik yang
Berlaku dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya;----------------=--------
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Tim Pemeriksa dalam LHPL halaman 81 menuduh bahwa
Terlapor I/Pfizer Indonesia telah mempengaruhi eokecara
tidak etis supaya dokter hanya meresepkan Norvagiada
pasien penderita hipertensi. Tuduhan tanpa buktiasam ini
dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik darsaker
FEPULASH; === === oo o e e
Terlapor I/Pfizer Indonesia selalu memperhatikarehkiian
hukum serta kode etik yang berlaku dalam menjalanka
kegiatan usahanya. Hal ini diatur secara tegasatdind Kode
Etik Pfizer Indonesia dan Peraturan Perusahaan Riaer
Indonesia mempunyai Gugus Tugas Kepatuhan terhiddep
Etik di dalam struktur perusahaannya. Terlapor i28?f
Indonesia tidak pernah melakukan tindakan-tindajeary tidak
etis dalam memperkenalkan obat Norvask kepada idekte--
Selain itu, Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak muimgldapat
mempengaruhi dokter untuk hanya meresepkan Nokeargha
dokter sepenuhnya mempunyai kebebasan, kemandiaan
tanggung jawab dalam meresepkan obat untuk kepmamtin
pasiennya. KPPU tidak mempertimbangkan bahwa pesese
obat didasarkan kepada pengalaman klinis doktezrsemng
disampaikan oleh beberapa dokter dalam BAPnya:——----
Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam memperkenalkaat selalu
dalam koridor ilmiah disertai berbagai hasil petaii dengan
tetap menghormati dan menjaga independensi atagbkehn
dokter dalam meresepkan obat kepada pasiennya:—-—-----
Dipilihnya Norvask oleh dokter karena kualitas, i@ahan dan
mekanisme kerjanya yang baik (smooth & gradualjardal
menurunkan tekanan darah yang didukung oleh datehl

Selain itu, keberadaan Norvask juga sudah terugnse 17

Tim Pemeriksa dalam LHPP pada butir vi halaman ugh j

mengakui bahwa pemilihan obat semata-mata dilakukan

berdasarkan keterampilan klinik, pengalaman dokbarkti

iimiah terbaik dan preferensi dokter (bukan sposisipr dari

pihak lain), sebagaimana kami kutip sebagai berHtst-------

“Hal tersebut diperkuat dengan medical avidavit gaditullis

oleh Prof.dr. Harmani Kalim, MpH.,SP PJ(K) vyang
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disimpulkan bahwa tindakan medis atau pemilihan toba
didasarkan pada ketrampilan klinik dan pengalamaoktdr,

34.8.4.7. Terlapor I/Pfizer Indonesia juga tidak pernah mekan
tindakan tidak etis kepada apotek untuk hanya naénju
Norvask. Terlapor |/Pfizer Indonesia bahkan tidaksab
memaksa apotek untuk hanya menjual Norvask karetaps
apotek mempunyai kebebasan dan tanggung jawab untuk
menyediakan jenis obat yang diperlukan oleh pastu
masyarakat dan dapat mengganti obat atas persetdpkier
dan/atau pasien;-------=--m-mm s

34.8.4.8. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, setiagelap
mempunyai kebebasan untuk mengganti obat bermenegad
obat generik yang sejenis atau obat merek dagangatas
persetujuan dokter atau pasiennya. Hal ini seseragah Pasal
24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomotabin
2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang menyatakan:--
“Dalam melakukan Pekerjaan Kefarmasian pada Faadlit
Pelayanan Kefarmasian, Apoteker dapatMengganti obat
merek dagang dengan obat generic yang sama komponen
aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujdokter
dan/atau pasien”(Bukti No. T.1-22);-------=--=====mmmmmmmmmmmmn-

34.8.4.9.Bahkan di rumah sakit pemerintah, setiap dokterajibkan
meresepkan obat generik kepada pasien. Pasal 4 (hyat
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo
HK.02.02/MENKES/068/1/2010 tentang Kewajiban
Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanarelsn

Pemerintah menyatakan:-------------- ——e-

“Dokter yang bertugas di fasilitas pelayanan kedana
pemerintah wajib menulis resep obat generik bagnise
pasien sesuai indikasi medigBukti No. T.1-19);----------------
34.8.4.10.Lebih lanjut, faktanya pangsa pasar Norvask dalafmngan
Calcium Channel Blocker atau Calcium Antagonistauadak
signifikan, yaitu sebesar 15.15%, bahkan terus mensejak
tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa lebih bangiakter

atau pasien yang menggunakan obat selain Norvask ya
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diproduksi perusahaan farmasi lain (74,85%) untuk
menurunkan tekanan darah. (Bukti No. T.1-8);--————--------
34.8.4.11.Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa JarldPfizer
Indonesia selalu memperhatikan kode etik dan Pamatu
Perusahaan serta perundang-undangan yang berldm da
menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikianahsud
seharusnya Majelis Komisi menyatakan bahwa Terldpdizer
Indonesia tidak melanggar UU Persaingan Usaha:—-----
34.8.5 Terlapor 1/ Pfizer Indonesia tidak memperoleh keuntingan yang
berlebihan (Excessive Profit) dan tidak ada harga gng berlebihan
(Excessive profit) dalam Perkara ini;---------=-===-====-mmmmmmmmmmeme -
34.8.5.1. KPPU pada halaman 3 Pedoman Pasal 11 tentang Kartel
Menyatakan:-------==-==-== oo e e
“Kartel adalah kerjasama sejumlah perusahaan yangdmeg
untuk mengkoordinasi kegiatannya untuk memperoleh
keuntungan di atas tingkat keuntungan yang wajaj-=--------
34.8.5.2. Berdasarkan Pedoman KPPU tersebut, salah satu gi@ram
dalam menentukan ada/tidaknya kartel adalah adetideknya
keuntungan yang berlebihan (excessive profit) ydipgroleh
pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya. Pagarimet
biasanya juga digunakan KPPU untuk menguji dugaan
pelanggaran terhadap ketentuan lainnya (Pasalsal R& dan
Pasal 25) dengan alasan tujuan utama suatu pels&bau
melanggar UU Persaingan Usaha adalah untuk menaperol
keuntungan yang berlebihan secara tidak sah;—-—---------
34.8.5.3. Dalam hal ini, Terlapor I/Pfizer Indonesia sama asiekidak
memperoleh keuntungan yang berlebihan dalam meka
kegiatan usahanya. Bahkan keuntungan perusahaantgiach
2009 hanya sebesar 1%. Hal ini telah disampaikpade Tim
Pemeriksa pada pemeriksaan tanggal 5 Agustus 20dPRIU
(T.1-21). Akan tetapi, Tim Pemeriksa tidak memmeb@ngkan
hal ini dalam LHPL;----------=-==mm oo
34.8.5.4. Selain itu, berdasarkan beberapa Laporan Keuangaiapbr
I/Pfizer Indonesia (Audited Financial Statementangy telah
disampaikan kepada Tim Pemeriksa, laba bersihi(@eime)

Terlapor |/Pfizer Indonesia dari 2007-2009 secaeaust
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menerus mengalami penurunan, yang kami gambarkda pa
tabel dibawah ini:-------=-==-=m-msm oo
Laba bersih (net income) PT Pfizer Indonesia tahur2007-2009
(dalam juta Rupiah)

2007 2008 2009
Laba Bersih (Net| Rp 171,181,170 Rp 92,143 Rp 10,146

income)

(Sumber: Laporan Keuangan PT Pfizer Indonesia yelat diaudit)
(Bukti No. T.1-16 dan T.1-17)

34.8.5.5. Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa garldPfizer
Indonesia sama sekali tidak memperoleh keuntungamg y
berlebihan. Tingkat keuntungan Terlapor [/Pfizeddnesia
bahkan sangat kecil dan dalam beberapa tahun tesddara
terus menerus mengalami penurunan secara signiikan----

34.8.5.6. Selain itu, fakta di atas sekaligus membuktikarmEahkegiatan
usaha Terlapor I/Pfizer Indonesia tidak menimbulkarugian
terhadap konsumen karena kenyataannya TerlapoizdfPf
Indonesia sendiri tidak memperoleh keuntungan yang
berlebihan. Kerugian konsumen hanya dapat terjpdibita
salah satu pihak (perusahaan) mendapatkan keumtuegey
berlebihan secara tidak sah;------------------—— - - e eo-—-

34.8.5.7. Lebih lanjut, harga Norvask yang diproduksi olehrldmor
I/Pfizer Indonesia juga tidak berlebihan (excesspwece),
melainkan merupakan harga yang wajar atau tidakamatdak
mahalnya harga Norvask tersebut berkaitan dendaa imhwa
margin keuntungan dari Norvask adalah sangat vedigar tidak
besar, yaitu sebesar 5-6%. Hal ini kami gambarleaddsarkan

struktur biaya Norvask sebagai berikut:-------——-------------

Struktur Biaya dan Tingkat Keuntungan Norvask

Struktur/Komponen Prosentase Keterangan
Harga
Bahan baku 20%
Biaya produksi 12% Biaya produksi sebesar 12% ierdiri dari:
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(i) ongkos produksi sebesar 4%; (mgargin
keuntungan sebesar 5-6%gan (iii) pajak
sebesar 2%.

Biaya pemasaran 24%

Biaya distribusi 9% Margin yang diperoleh untuk Bliributor
(AAM)

Margin rata-rata Apotik | 25% Margin keuntungan unkuApotik
berdasarkan Keputusan Manteri Kesehat
No. 069/Menkes/SK/11/2006

Pajak (PPN) 10%

Total 100%

(Catatan: data ini telah disampaikan kepada Timd?isa)
34.8.5.8. Berdasarkan data di atas terbukti bahwa tidak algahyang
eksesif karena faktanya margin keuntungan yangralgte
Terlapor |/Pfizer Indonesia adalah wajar bahkarmakidesar
(tidak eksesif). Dengan demikian, tidak mungkindggrat
kerugian konsumen dalam perkara ini sehingga ptaaga

pernyataan Tim Pemeriksa dalam LHPL mengenai karugi

konsumen adalah tidak berdasar;--------------------------
34.8.5.9. Sebagai tambahan, Tim Pemeriksa dalam LHPL halaBian
mengakui bahwatruktur harga suatu obat umumnya terdiri
dari bahan baku, biaya produksi dan pemasaran, bias
distribusi dan margin apotik. Hal ini kami kutip sebagai
berikut:---------mm e
“Struktur harga suatu obat umumnya dari bahan bdkaya
produksi dan pemasaran, biaya distribusi dan mamgpotik”.
Struktur biaya di atas sama dengan struktur biagavask

sehingga terbukti struktur harga Norvask merupagiaaktur

harga yang wajar atau lazim;--------------=----———-—-mcemeee -
34.8.5.10.Lebih jauh, Tim Pemeriksa dalam LHPL pada halaman 8
menyimpulkan harga Norvask tidak wajar didasarkauap
harga obat di luar negeri. Harga obat di Indondisiak bisa
dibandingkan secara langsung dengan harga obagdra lain,
terutama di negara maju karena sistem pembiayaseh&tan

yang tidak sama, terutama karena Indonesia belumpueyai
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sistem pembiayaan kesehatan nasional. Saat inipipgaan

kesehatan di Indonesia adalah out of packeinya masyarakat

membayar sendiri semua biaya kesehatannya. Sedafigka

ada sistem pembiayaan kesehatan nasional misakeygad

asuransi, maka perusahaan obat akan membicarakgen dizat

hanya dengan pihak asuransi, tanpa membebani p&taémi

sudah terjadi di beberapa negara-negara maju, dgoatd

menurunkan biaya mendapatkan kesehatan secarbksigni-

34.8.5.11.Berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa garléPfizer

Indonesia tidak memperoleh keuntungan yang bed@bih

(excessive profit) dan tidak ada harga yang bdrlebidalam

perkara ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya IMaj@misi

menyatakan bahwa Terlapor I/Pfizer Indonesia tichekanggar
Pasal 5, pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 25 UU Pgasdifsaha;-
34.8.6 Terlapor |/ Pfizer Indonesia Tidak Melakukan Tindakan yang

Mengakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usah Tidak

Tim Pemeriksa dalam LHPL menuduh Terlapor I/Pfizedonesia

melakukan tindakan yangmtengakibatkan praktek monopalan atau

persaingan usaha tidak sehayang diatur dalam Pasal 11 dan 16 UU

Persaingan Usaha. Tuduhan Tim Pemeriksa ini adadak benar dan

tidak terbukti;------------

34.8.6.1. Terlapor I|/Pfizer Indonesia Tidak Melakukan Praktek

Monopoli;---

34.8.6.1.1.

34.8.6.1.2.

Pasal 1 angka 2 UU Persaingan Usaha
menyatakan:--------------=-=-mm-mmem oo
“Praktek  Monopoli adalah pemusatan

kekuatan ekonomioleh satu atau lebih pelaku

usaha yang mengakibatkan dikuasainya

produksi dan atau pemasaran atas barang dan

atau jasa tertentu sehingga menimbulkan

persaingan _usaha _tidak sehatdan dapat

merugikan kepentingan umuny;-----------------

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat beberapa
syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan

adanya praktik monopoli, yaitu:--------------------
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34.8.6.1.2.1terdapat pemusatan _kekuatan

34.8.6.1.2.2mengakibatkan dikuasainya
produksi dan atagpemasaran---

34.8.6.1.2.3menimbulkan persaingan usaha
tidak sehat;--------------------------

34.8.6.1.2.4merugikan kepentingan umum
34.8.6.1.3. Syarat-syarat dalam Pasal 1 angka 2 UU

Persaingan Usaha di atas tidak terbukti dengan

penjelasan sebagai berikut:------------------------

34.8.6.1.3.1Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU
Persaingan Usaha, yang dimaksud
dengan pemusatan  kekuatan
ekonomi adalah _glenguasaan
yang nyata atas suatu pasar
bersangkutan oleh satu atau lebih
pelaku usaha sehingga dapat
menentukan harga barang dan
atau jasa’;------------------=--m----—-
Terlapor I/Pfizer Indonesia sama

sekali tidak mempunyai

penguasaan yang nyata pada

pasar  bersangkutan karena
berdasarkan data IMS tahun 2009,

pangsa pasar Terlapor |/Pfizer

Indonesia dalam kelompok obat
anti hipertensi golongan Calcium
Antagonist hanya sebesar 15,15%.
Dengan demikian, Terlapor
I/Pfizer Indonesia tidak menguasai
pangsa pasar. Oleh karena itu,
syarat  terdapat pemusatan
kekuatan ekonorhidalam perkara
ini tidak terbukti;--------------------
34.8.6.1.3.2Berdasarkan penjelasan di atas,
terbukti bahwa tidak terdapat
pemusatan kekuatan ekonomi oleh
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Terlapor I/Pfizer Indonesia.
Dengan demikian, unsur atau
syarat fmengakibatkan
dikuasainya produksi dan atau
pemasarah dalam Pasal 1 angka
2 UU Persaingan Usaha adalah
tidak terbukti ;----------------------
34.8.6.1.3.3Terlapor |/Pfizer Indonesia tidak
pernah  melakukan tindakan-
tindakan yang  menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat.
Terlapor 1/Pfizer Indonesia tidak
pernah menghambat atau
menghalangi pelaku usaha lain
yang ingin masuk ke dalam pasar
obat anti hipertensi golongan
Calcium Antagonist. Terlapor
I/Pfizer Indonesia dalam
menjalankan kegiatan usahanya
selalu memperhatikan ketentuan
hukum dan kode etik yang
berlaku. Hal ini secara lengkap
Terlapor I/Pfizer Indonesia
jelaskan sebelumnya pada
Pembelaan ini. Oleh karena itu,
unsur ‘menimbulkan persaingan
usaha tidak sehattidak terbukg-
Terlapor |/Pfizer Indonesia juga
tidak pernah melakukan tindakan
yang merugikan pasien. Harga
Norvask yang dapat dibeli oleh
pasien adalah harga yang wajar
dan margin keuntungan yang
diperoleh Terlapor I/Pfizer
Indonesia adalah tidak besar.

Terlapor I/Pfizer Indonesia bahkan
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mengikuti  program  Asuransi
Kesehatan (ASKES) sehingga
dapat menjual Norvask dengan
harga yang lebih murah. Dengan
demikian unsur merugikan
konsumen adalah tidak terbukti;---
Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa

Terlapor I/Pfizer Indonesididak melakukan

praktek monopoli karena seluruh unsur praktek

monopoli yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU
Persaingan Usaha adalah TIDAK TERBUKTI;--
I/Pfizer Indonesia Tidak Terbukti

Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-------------

34.8.6.2.1.

34.8.6.2.2.

34.8.6.2.3.

Pasal 1 angka 6 UU Persaingan Usaha
menyatakan:

“Persaingan usaha tidak sehat adalah
persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau
pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan

dengan caratidak jujur atau melawan hukum

ataumenghambat persaingan usalia----------

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat unsur
penting yang harus dipenuhi dalam menentukan
adanya persaingan usaha tidak sehat, yaitu
dilakukan dengan catalak jujur_ataumelawan

hukum ataumenghambat persaingan usaha--

Terlapor |/Pfizer Indonesia selalu bertindak
secara jujur dan patut dalam menjalankan

kegiatan usahanya. Terlapor I/Pfizer Indonesia
juga selalu memperhatikan ketentuan hukum dan
kode etik yang berlaku. Hal ini secara lengkap

Terlapor I/Pfizer Indonesia jelaskan sebelumnya

pada Pembelaan ini;--------------------
Terlapor I/Pfizer Indonesia dalam menjalankan

kegiatan usahanytidak pernah menghambat

persaingan usaha Terlapor I/Pfizer Indonesia

tidak pernah menghalangi pelaku usaha lain
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untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan yang
sama. Faktanya terdapat banyak pelaku usaha
yang melakukan kegiatan usaha yang sama
dengan Terlapor I/Pfizer Indonesia. Dari tahun ke
tahun jumlah pelaku usaha tersebut mengalami
peningkatan secara terus menerus (saat ini
terdapat 45 pelaku usaha dengan 85 merek obat
yang bersaing di dalam pasar bersangkutan yang
sama). Dengan demikian, unsudilakukan
dengan cara tidak jujur, melawan hukum atau

menghambat persaingan uséhiaak terbukti--

35.Menimbang bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Majdfiomisi telah menerima

Tanggapan/Pembelaan tertulis dari Terlapor Il (Pdxa Medica) sebagai berikut :-----
35.1. AKURASI DAN RELEVANSI DATA DAN KETERANGAN DALAM

35.1.2.

35.1.3.

35.1.4.

Pernyataan Tim Pemeriksa mengenai para pihak detuwerjadinya
sengketa paten tidak akurat. Tim Pemeriksa menkabuytara pihak
yang terlibat dalam sengketa paten adalah Dexdfiaer Indonesia,
dimana sengketa paten terjadi pada tahun 2006 §®5i8 hal. 57 dan
64 LHPL). Namun faktanya, para pihak dalam senggatan adalah
antara Dexa darPfizer Inc dan waktu terjadinya sengketa adalah
pada tahurL 996 -----------=== = m o
Para pihak dalam perjanjian distribusi dalam pexkarquo yang
disimpulkan oleh Tim Pemeriksa tidak akuf@ahwa pada faktanya
perjanjian distribusi dalam perkasaquo dilaksanakan antara Pfizer
Indonesia dengan PT Anugerah Argon MedicAAM ”). Namun,
Tim Pemeriksa mencantumkan para pihak dalam pefadjstribusi
adalah Pfizer Indonesia dan Dexa sebagaimana dkakan oleh
Tim Pemeriksa dalam poin 6.6 hal. 26 LHPL;----——---------------
Bahwa Tim Pemeriksa tidak konsisten dalam penyababgek hak
atas paten yang dimiliki Pfizer Inc. Pada poinBHal. 7 LHPL, Tim
Pemeriksa menyebutkaamlodipine besylatesebagai objek paten,
tetapi kemudian pada hal. 30 LHPL Tim Pemeriksa yabuatkan
“patent NOrvasK--------=-==-mm oo s
Tim Pemeriksa tidak konsisten dalam penentuan apeaade harga.

Pada satu sisi Tim Pemeriksa menggunakan periotiaatahun
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2002-2010, kemudian dalam penjelasan lainnya TinmdPi&sa
menggubah periode harga menjadi 2000-2010 (hdlH¥L);---------
Pernyataan Tim Pemeriksa mengenai tidak ditemulkarkigusula
pemutusan kerjasama di dalam perjanjian distrilulzsi beberapa
perusahaan yang sudah diperbandingkan oleh Tim rksmederkait
perubahan kepemilikan distributor, sebagaimanaiguen dalam hal.
57 LHPL adalahsangat tidak akurat. Hal ini tidak sesuai dengan

fakta yang ada dan bukti yang dimiliki oleh Tim Reiksa dimana
terdapat perjanjian distribuddistribution Agreementantara Actavis
Group PTC ehf dan PT Actavis Indonesia yang menklaisula
tersebut dan perjanjian distribusi lainnya yang manklausula yang
sama substansinya. Perjanjian-perjanjian ini meapadokumen
yang kami temukan dan kami pelajari selama preseage----------
Adanya ketidak-konsistenan penggunaan harga acaaga hyang
digunakan oleh Tim Pemeriksa pada Tabel 4 (hal3183PL) dan
poin 5.1.5 (hal 84 LHPL). Tim Pemeriksa seharusmgnggunakan
acuan harga net apotikHNA”) dan bukan harga eceran tertinggi
(“HET") yang merupakan kewenangan dari apotek atau plisuak
untuk menentukan besarannya, dalam membandingkakiwstbiaya
Dexa dengan produsen obat lainnya;------------——-—-=--=--—-m-—--—-
Pernyataan Tim Pemeriksa yang mempertanyakan kewaj@aya
produksi dan pemasaran Tensivask sebesar 30%-40%IEa (hal.
84) tidak konsisten dengan pernyataan Tim Pemerikaag
menyebutkan contoh PT Y yang mempunyai jumlah pésise biaya
penjualan dan pemasaran sebesar 50% poin 7.2.3thaHPL) tapi
tidak dianggap tidak wajar atau setidaknya tidapedanyakan
kewajarannya meskipun jelégaya penjualan dan pemasaran PT
Y (sebesar 50%) lebih besar dibandingkan dermaya produksi
dan pemasaran Tensivask(sebesar 30%-40%). Selain itu, biaya
produksi dan pemasaran Tensivask adalah 30-40% HidA dan
bukan 30-40% dari HET;---------=-====m o m e
Pernyataan Tim Pemeriksa mengenai penyebutan kaeen
informasi sensitif terjadi secara intensif’ adatatak akurat (hal 55
dan hal 63 LHPL). Istilah “pertukaran informasi’ ngharuskan
adanya alur komunikasi dua arah antar para pihdknggkan yang
terjadi adalah penyampaian informasi satu arah Dara kepada
Pfizer Overseas LLC sebagai pelaksanaan jual bediaf baku
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amlodipine besylatdalamSupply Agreemen&ebaliknya, Dexa sama
sekali tidak mengetahui atau memperoleh informasngenai harga
pembelian dan jumlah pasokan bahan baku, jumladugsd obat
antihipertensi, wilayah pemasaran, dan lain sebggadari pelaku

usaha lain, termasuk dari Pfizer Indonesia;-- e

35.1.9. Secara garis besar, analisis Tim Pemeriksa mengénditur pasar,
pergerakan harga, pergerakan penjualan dan selpagsangat tidak
memadai karena tidak memasukkan data-data darugpendobat lain,
terlebih setelah habisnya masa paernodipine besylate--------------

35.2. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN DAN STRUKTUR PASAR;----- ---

35.2.1. PERNYATAAN, PEMAPARAN, ANALISIS, DAN KESIMPULAN TIM
PEMERIKSA MENGENAI PASAR BERSANGKUTAN DALAM LHPL
Bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa dalam poin 5.1.h&apbagian
Analisis, halaman 44 LHPL, menyebutkan obat aqtetiensi dengan
zat aktif amlodipine merupakarobat yang sudah terlebih dahulu
eksis di pasar dan didukung oleh bukti ilmiah yamgmadai,
sehingga berpengaruh signifikan terhadap preferedwkter dalam
meresepkan jenis obat yang cotaklalah kesimpulan yang kurang
tepat dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti yamdey termasuk
bukti berupa keterangan ahli dalam Berita Acara étiésaan (BAP)
dan bukti suratgffidavit ahli);---------=-==-====-mmsm o
Bahwa Tim Pemeriksa memiliki kesimpulan pasar begkatan
dalam perkaraa quo adalah obat anti hipertensi dengan zat aktif
amlodipine besylatdengan pertimbangan adanya perbedaan sifat dan
cara kerja antar zat aktif sebagaimana tercantuanmdpoin 5.1.1.6
pada bagian Analisis, hal. 44 LHPL. Terhadap kesiamp ini, kami
perlu menyampaikan bantahan dan tanggapan di bianyah---------

35.2.2. TANGGAPAN TERHADAP ANALISIS TIM PEMERIKSA ;=-=======-ccccmmmua-

35.2.2.1. Zat Aktif Amlodipine Tidak Memiliki Tingkat

Menurut Harmani Kalim *° (vide bukti B24),
amlodipine pada era 1980-an hingga 1990-an memang

dianggap molekul yang modern dan lebih baik dengan

15 Prof. dr. Harmani Kalim, MPH, Sp.JP(K), Saksi Atfietua Kolegium Illmu Penyakit Jantung dan Pembubanah
Indonesia, di dalammedical affidavidan dalam BAP
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efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan
obat anti hipertensi lain yang terlebih dahulu ib&an.
Namun demikian, dengan ditemukannya molekul-
molekul baru untuk terapi anti hipertensi pada tahu
1990-an hingga 2000-an, maka penggunaatodipine
pada hipertensi terus menurun. Untuk saat ini,grease
penggunaanamlodipine hanya sekitar 15-20 % dari
penderita hipertensi dan terus mengalami penurunan.
Molekul baru sepertACE Inhibitor, ARB, danRenin
Inhibitor dianggap lebih baik dengan bukti-bukti ilmiah
yang makin banyak dan kegunaan yang lebih beragam.
Pendapat tersebut dikuatkan oRtanawa®® (vide bukti
B26) yang memberikan uraian mengenai zat aktif
Valsartansebagai berikutyalue study di Eropa ketika
ARB muncul sebagai obat baru tanpa efek samping.
Ketika dibandingkan dengan amplodipine, hipotesanya
Valsartan berefek lebih baik dari amlodipine. Haga
pada 3-6 bulan pertama yang diberi amlodipine hasl
lebih baik, baru lama kelamaan hasilnya sama daigio
term, hasilnya lebih baik Valsartdn-----------------------

Sedangkan kesimpulan Tim Pemeriksa mengenai
amlodipine merupakan zat aktif yang mempunyai
preferensi tinggi di kalangan dokter adalah halgyan
kurang tepat Rianto Setiabudy®’ (vide bukti B41)
menyebutkan bahwa mayoritas pasien yang ditangani
olehnya menggunakan obdiuretik, Captopril, dan
Beta Blocker Hasyim Kasim *® (vide bukti B19)
menambahkan bahwa jaminan kesehatan daerah
(jamkesda) menggunakanDiltiazem dan bukan
aAMIOdiPINg------==== == oo
Oleh karenanyaamlodipine bukanlah zat aktif yang
memiliki tingkat ketergantungan tinggi dan tidaklah
selalu mempunyai preferensi lebih dari dokter. [Z&ng

adanya penemuan molekul-molekul baru sejak tahun

% Dr. Pranawa, Sp.PD, K-GH, Saksi Ahli, Dokter ARényakit Dalam, dalam BAP
Y Prof. Dr. dr. Rianto Setiabudy,Sp.FK, Ahli, Dok#hli Farmakologi FK-UI, dalam BAP
8 Dr. Hasyim Kasim, SpPD-KGH, Saksi, Dokter Ahli @iRHipertensi, dalam BAP
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1990-an, tingkat penggunaamlodipine di kalangan
penderita hipertensi terus menurun dan preferesiged
terhadap amlodipine tidaklah selalu tinggi karena
tersedianya substitusi dari zat aktif lain yangildip
dokter berdasarkan pertimbangan tertentu;-----------
35.2.2.2. Amlodipine Memiliki _Substitusi_dengan Zat Aktif

Dengan mengacu pada konsepsi tentang pasar produk
sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Pasar
Bersangkutan KPPU, maka kami berpendapat bahwa
perbedaan mekanisme kerja dan atribut lain antat ob
anti hipertensi dengan zat aktif yang berbeda tidak
menjadikan obat anti hipertensi tersebut beradandal
pasar produk yang berbeda mengingat fungsinya sama.
Dalam pasar obat anti hipertensi, terdapat beragmm
aktif yang dapat digunakan sebagai obat terapi anti
hipertensi. Tiap-tiap zat aktif tersebut dapat rgpli
menggantikan dilihat dari indikasi terapi;---------------
Dalam kelas terapi anti hipertensi, terdapat 51akaf
yang dapat digunakan sebagai obat anti hipert&ega(
IMS). Obat hipertensi sendiri mempunyai 2 (dua), lin
dimana lini pertama terdiri atas 5 (lima) kelompubat
yaitu Diuretik, CCB, ACEI, ARB, darBeta Blocker
Secara sederhana, mekanisme kerja dari zat aldd pa
masing-masing sub kelas terapi dapat dijelaskaagseb

35.2.2.2.1Diuretik bekerja terutama melalui

peningkatan ekskresi cairan tubuh melalui

35.2.2.2.2Beta Blocker bekerja terutama melalui
penurunan denyut jantung dan kontraksi otot
jantung sehingga menurunkeardiac output

35.2.2.2.3 ACEIl, ARB, dan CCB bekerja terutama
melalui pelebaran pembuluh darah;-------------

Dari uraian fakta di atas, dapat kita lihat bahwtaes

ACEI, ARB, CCB, Beta Blocker dan Diuretik sama-
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sama memiliki fungsi untuk menurunkan tekananldara
Rianto Setiabudy (vide bukti B41) mengandaikan bila
amlodipine tidak tersedia, maka masih banyak pilihan
obat anti hipertensi lain. Adanya diferensiasi dakifat

dan cara kerja obat (untuk seluruh pasien dengadi%io
yang sama) tidak mempengaruhi khasiat obat tersebut
sehingga diantaranya dapat digunakan untuk saling
menggantikan ketika salah satu produk tersebuk tida
tersedia;------------=mmmm o e
Hasyim Kasim (vide bukti B19) mengungkapkan bahwa
obat dalam golongafalcium Antagonistdapat saling
menggantikan selama tidak ada indikasi yang
berimplikasi negatif. Di samping itBahdar Hamid*®
(vide bukti B11) berpendapat bahwanlodipine dapat
digantikan olehCaptopril, sehingga seharusnya tidak
menjadi masalah kecuali bila ada keadaan khusus dar
pasien. Bahkan di puskesmas-puskesnaaslodipine
dapat disubstitusikan dengaifedipinedan ditambahkan
oleh Marulam Panggabearf’ (vide bukti B14) bahwa
secara global tidak ada pendapat yang menyatakan
adanya keharusan menggunakamlodipine [karena]
masih ada 4 (empat) obat lain yang dapat digunakan;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan
mempertimbangkan literatur di bidang penanggulangan
penyakit hipertensi, keterangan saksi dan ahlidapat
ahli, dan fakta-fakta yang ada, maka kami berpesdap
dan berkeyakinan bahwa pasar produk dalam pekkara
quo adalah pasar “obat anti-hipertensi” dan bukan mpasa

“obat anti hipertensi dengan kandungan zat aktif

35.2.3. STRUKTUR PASAR OBAT ANTIHIPERTENSI DI | NDONESIA

Berdasarkan analisis kami di atas, pasar produk) y@suai untuk
pasar bersangkutan dalam kasus ini adalah ob#i@artensi dengan

pasar geografis Indonesia. Oleh karena itu, betdami sampaikan

1 Drs. T. Bahdar J. Hamid, Apt.Mpharm, Saksi, DitekBina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan Depkdalam
BAP

20 pr, Marulam Panggabean, SpPD, KKV, SpJP, Saksi Blukter Spesialis Penyakit Dalam, Penyakit JagturK-UlI,
dalam BAP
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kembali struktur pasar dan perkembangan struktsarpdari obat

antihipertensi di Indonesia;

35.2.3.1.

Pangsa Pasar dan Konsentrasi Obat Antihipertensi di

Indonesia. Terdapat 6 sub-kelas terapi obat amtitepsi

dimana pada tahun 2009 terdapat 275 merek obat anti

hipertensi dengan total nilai pasar kurang lebih 629

miliar. ?* Sub-kelas terapiCalcium Channel Blocker

(CCB) mempunyai pangsa pasar sebesar 40 perseat (Lih

Tabel 1);-----m-mmm e oo e
Tabel 1
Zat Aktif Obat Anti-hipertensi yang Tersedia tahun 2009
Sub Kelas Terapi Jumlah Jumlah Nilai Pangsa
Zat Aktif | merek penjualan | Pasar
(Rp M) (%)
1.Diuretik 11 47 47 7
2. Beta Bloker (BB) 11 42 65 10
3. ACE-Inhibitor (ACEI) 12 56 108 17
4. Calcium Channel Blocker 9 83 263 40
(CCB)
5. Angiotensin Resp. Blocker | 7 19 114 17,5
(ARB)
6. Renin Inhibitor (RI) 1 1 0 0
7. Fixed Combination Combo 51 8
TOTAL 51 275 649 100
Sumber data:IMS, diolah
Tabel 2

Pangsa Pasar dan Konsentrasi Pasar Obat Antihipertesi 2005-2009

Berdasarkan Nilai Penjualan

2L Data ini sudah kami sampaikan dalam Surat kaimifklo. 006/MD/03/2010 tertanggal 19 Maret 2010.
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nof oaw [t ewkens| oo | aatanar | SR | 35Rn | cipian | miman | rupian | Susan
TOTAL OBAT ANTIHIPERTENSI 474,656 | 513,715 576,236 643,979 | 648,910 172,215
1 NORVASK 1992 CA/CCB PFIZER amlodipine 57,381 54,559 58,332 66,292 69,221 21,059
2 TENSIVASK 1995 CA/CCB DEXA amlodipine 35,838 39,384 43,666 40,459 34,867 7,367
3 ADALAT 1982 CA/CCB BAYER nifedipine 18,541 24,187 28,342 34,481 31,715 7,168
4 DIOVAN 1997 ARB NOVARTIS valsartan 9,944 12,656 15,962 20,099 23,356 6,902
OTHERS 1999 ARB TAKEDA candesartan | 352,952 | 382,929 | 429,934 | 482,648 | 489,751 129,719
TOP 4 121,704 130,786 146,302 161,331 159,159 42,496
vo.|  oan |0 [euwelas| co. | savaaw | 200 | 2005 | 2007 [ 2005 [ 2008 [Qu0DD
TOTAL OBAT ANTIHIPERTENSI 100 100 100 100 100 100
1 NORVASK 1992 CA/CCB PFIZER amlodipine 12.1 10.6 10.1 10.3 10.7 12.2
2 TENSIVASK 1995 CA/CCB DEXA amlodipine 7.6 7.7 7.6 6.3 5.4 4.3
3 ADALAT 1982 CA/CCB BAYER nifedipine 3.9 4.7 4.9 5.4 4.9 4.2
4 DIOVAN 1997 ARB NOVARTIS valsartan 2.1 2.5 2.8 3.1 3.6 4.0
OTHERS 1999 ARB TAKEDA candesartan 74.4 74.5 74.6 74.9 75.5 75.3
CR 4 25.6 25.5 25.4 25.1 24.5 24.7
HHI 0.035 0.033 0.031 0.029 0.028

Sumber data: IMS, diolah

35.2.3.2.

Indikator CR4 adalah sebesar 24,5 persenindikator

ini menunjukkan pasar obat antihipertensi di Indme
sangat tidak terkonsentrasi. Tidak ada pelaku usaha
dengan kekuatan pasar yang signifikan. Pangsa pasar
Tensivask sangat kecil dan terus turun secara $temsi
dari tahun 2005 (7,6 persen) hingga 2009 (5,4 pgrse
(Lihat Tabel 2);--------==mmm oo
Pangsa Pasar Dexa di Perdagangan Obat Antihipertens
Penguasaan pasar Dexa hanya sebesar 11 persen pada
tahun 2009 yang menurun secara terus-menerus dari
17,59 persen pada tahun 2005 berdasarkan nilai
penjualan. Dari tahun ke tahun pangsa pasar Dexa
mengalami penurunan seiring dengan semakin bangakny
pelaku usaha lain dan merek obat lain yang dipasadk
pasar obat antihipertensi ini di Indonesia (Lihab@&l 2);-
Berdasarkan uraian fakta dan analisis di atas, kami
berpendapat bahwa pasar bersangkutan dalam pexkara
di

Meskipun demikian, apabila Majelis Komisi berperatap

guo adalah pasar obat antihipertensi Indonesia.
bahwa pasar bersangkutan dalam perkamguo adalah
pasar obat anti-hipertensi ber-zat aktif amlodipimaka
kami ingin menyampaikan hal-hal di bawah ini selbaga

bahan pertimbangan Majelis Komisi;-------------——----

35.3. TENTANG TINGKAT PERSAINGAN PENJUALAN OBAT ANTIHIPERTENSI BERZAT

AKTIF AMLODIPINE ;--
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35.3.1. Perkembangan Perdagangan Obat Antihipertensi Berza#ktif
AMIOdIPINE; === mmmmm oo

Sebelum menanggapi lebih lanjut mengenai tingkasgiegan
penjualan obat anti-hipertensi ber-zat aktif anpot, perlu kami
tegaskan kembali bahwa kami tidak sependapat dengan
pendefinisian pasar bersangkutan yang dibuat oiehPemeriksa.
Meskipun demikian, kami menganggap perlu untuk mggapi
kesimpulan Tim Pemeriksa terkait tingkat persaingemjualan

obat anti-hipertensi ber-zat aktif amlodipine;——------------------

Persaingan dalam Perdagangan Obat Antihipertensi Beat

Aktif Amlodipine pada Masa Paten dan SetelalOff-Patent

Perlu dipahami bahwa analisis terhadap tingkatgoegan dalam
perdagangan obat antihipertensi berzat aktif arpiodi harus
dibedakan antara masa paten dan setelfipatent Tingginya
tingkat konsentrasi pada masa paten tidak dapaggap sebagai
indikasi adanya praktek antipersaingan karena paalsa tersebut
persaingan memang menjadi terbatas karena adampgamiikan
paten amlodipine besylate oleh Pfizer Inc. Diperolehnya
kepercayaan dari Pfizer Inc. bagi Dexa untuk mewhgksi dan
memasarkan Tensivask yang menggunakamodipine besylate
merupakan suatu hal yang sangat menguntungkankbagumen
karena di masa paten konsumen memiliki pilihanhletari satu
merek obat antihipertensi berzat akdinlodipine besylat€dmore

choice during pateftdengan pilihan harga yang lebih murkdwer

Setelah off-patent, kondisi persaingan dalam pendggn obat
antihipertensi berzat aktif amlodipineeningkat pesat yang ditandai
dengan masuknya banyak pelaku usaha baru yang moeuoksr
obat ini. Selama periode 2005-2809 dari sisivalue— pasar obat
antihipertensi berzat aktif amlodipine telah tumlalari sekitar Rp
93,8 miliar di tahun 2005 menjadi Rp 181 miliatalhun 2009 atau

tumbuh sekitar 93%. Namun pada saat yang samaugianj

% Data IMS
halaman 161 dari 256

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012



SALINAN

Tensivask justru mengalami penurunan dari sekifaB3R 8 miliar
pada tahun 2005 menjadi Rp 34,8 miliar tahun 20@& &urun

SeKitar 3%0;------==-mnmmm e e

Pada masa yang sama, pangsa pasar Tensivask tastis alari
38,21% menjadi 19,23%. Ini menunjukkan bahwa meskigecara
nominal, penjualan Tensivask hanya turun sedikitmura
penguasaan pangsa pasarnya telah menurun secaniéikang
setelah berakhirnya masa pasenlodipine besylatedPada saat yang
sama, selain Tensivask, pangsa pasar Norvask tefain pula
secara signifikan dari 61,17% menjadi 38,17% datemode yang
sama (2005-2009). Ini menunjukkan bahwa persainggasar ini
telah terjadi persaingan dengan peningkatan yakgpcaignifikan

yang membedakan antara m&sdentdanOff-Patent----------------

Adalah sesuatu yang wajar pada md2atenf Norvask dan
Tensivask merupakan pemimpin dipasar obat antit@pser berzat
aktif amlodipine Namun demikian, pada masaff-Patent posisi
Norvask dan Tensivask perlahan mulai digantikarh gbemain
baru. Pada mas®ff-Patent, terjadi peningkatan pangsa pasar
pemain baru yang cukup signifikan, yaitu dari 6%g#hun 2007
menjadi 30% pada tahun 2009 (Lihat Tabel 3). Péwaitagn ini
termasuk hal yang luar biasa karena terjadi padankwaktu relatif
singkat (2 tahun);--------

Tabel 3

Perdagangan Obat Antihipertensi Berzat Aktif Amlodipine Berdasarkan

Nilai Penjualan 2005-2010

Tidak Ada Barrier to Expand

Product Name Launch Company 2005 2006 2007 2008 2009 | Q112010
Year RUPIAH | RUPIAH | RUPIAH | RUPIAH | RUPIAH | RUPIAH
AMLODIPINE 93803 97113 123320 162.241] 181332] 51796
M OR Y ASHK 199_2 Pf\@r 57;_381 54é59 53 337 fi6 7492 69.2_21 21@
r TENSIVASK 1445 Dienia Medica 4h,848 44,484 473 bk 40454 44,86/ I,BESJ']
AL AL piSjis oo e 0 S 74 I P L) R P ) I A5
DIVASK 2007 ] 0 1} 4 386 11,333 11,350 3687
OTHERS 0 0 7154 321407 53518 15,985
TOP4 93.003] 97113 115866 130.094] 127.704] 35801
TOF 7 93,219 93943] 101998] 106,751 104 088 78476
Product Name Launch Company 2005 2006 2007 2008 2009 Q112010
Year MS MS MS MS MS MS
AMLODIPINE 100 100 100 100 100 100
[N OR AT 15472 Bfizer i1 o A7 11 i 41
TENSIVASK, 1255 Diexa ivedica 38 4 25 2 19 14|
HiDIAAL 2004 andoz 1 3 k] 7 7 7
DIVASK 2007 Kalbe Farma 0 0 4 7 o 7
OTHERS halaman 16?2 dari 256 i 20 A0 £l
CRA4 100 100 94 80 70 69
CR2 99 97 83 66 57 55
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Sumber data: IMS, diolah

Selain dari aspek value (nilai penjualan), pertunaoupasar obat
antihipertensi berzat aktif amlodipine ini juga liteat sangat
signifikan apabila dihitung dalam unit/volurpenjualan yaitu dari

12,6 juta pil di tahun 2006 menjadi 26,4 juta pitahun 2009 atau
tumbuh sekitar 110% (Lihat Tabel 4). Pada saatrpasabuh dari
sisi unit, penjualan Tensivask dari sisi unit mguokkan

kecenderungan sebaliknya atau menurun secararnemesrus dan

Signifikan-------=--== =

Pada saat yang bersamaan, pada n@HePatent pasar obat
antihipertensi berzat aki@mlodipinemengalami pertumbuhan yang
konsisten. Demikian pula permintaan terhadap ObaneBk
Berlogo ("fOGB”) untuk produk ini meningkat secara signifikanidar
tahun ke tahun. Jelas sekali terlihat bahwa peninaub OGB
amlodipine lebih besar daripada Tensivask (Lihdierd, Grafik 1
dan Grafik 2);----=--==mmm oo e e

Tabel 4
Perdagangan Obat Antihipertensi Berzat Aktif Amlodipine Berdasarkan
Volume Penjualan 2005-2010

Product Name Launch Company 2005 2006 2007 2008 2009 QL2010
Year UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT
AVMLODIPINE 0 12,632,200 17,229,610 23,030,050 | 26,358,810 7,385,610
NORVASK 1992 Pfizer 0 7,017,330 | 7,796,760 | 8,587,050 | 8,583,060 | 2,576,310
TENSIVASK 1995 Dexa Medica 0 5,176,090 | 5,585,410 | 5,167,870 | 4,258,200 | 886,650
AMDIXAL 2004 Sandoz 0 438,780 | 2,024,970 | 2,492,280 | 2,379,570 | 645480
OGB BERNO 2007 Berno 0 0 117,600 657,270 | 1,497,240 | 496,530
OTHERS 0 0 1,704,870 | 6,125580 | 9,640,740 | 2,780,640
TOP4 0 12,632,200 15,524,740| 16,904,470 | 16,718,070| 4,604,970
TOP 2 0 12,193,420 13,382,170 13,754,920 | 12,841,260| 3,462,960
Product Name Launch Company 2005 2006 2007 2008 2009 QL2010
Year MS MS MS MS MS MS
AVLODIPINE 100 100 100 100 100 100
NORVASK 1992 Pfizer 0 56 45 37 33 35
TENSIVASK 1995 Dexa Medica 0 41 32 22 16 12
AVMDIXAL 2004 Sandoz 0 3 12 11 9 9
OGB BERNO 2007 Berno 0 0 1 3 6 7
OTHERS 0 0 10 27 37 38
CR4 0 100 0 73 63 62
CR2 0 97 78 60 49 47

Grafik 1
OGB Amlodipine Besylatdbmg tumbuh &

mengalahkan Tensivask dalam 2 tahun
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——Total5mg

Pasar AB 5 mg terus
tumbuh = NV5

TSV
—AMDI
._.—-\N — DIVASK
O 0GB Total
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oy 07 07 07 08 08 08 08 09 02 09 09 10

Sumber data: IMS, diolah

Grafik 2
Tensivask Dihukum Pasar:

Unit terus menurun, pangsa pasar terus menurun
(2006-2010)
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Sumber data: IMS, diolah

Pertumbuhanbranded genericdan OGB amlodipine lainnya,
menurut kami, bisa terjadi tidak hanya karena gpa&®epercayaan
dokter terhadap produk-produk baru tersebut, miedainjuga
meningkatnya akses pasien terhadap obat antihisetterzat aktif
amlodipine serta rendahnymarriers to entry Hal ini sangat dapat
dipahami mengingat harga rata-rata obat yang melugan
amlodipine cenderung turun. Penurunan sangat nggéali setelah
berakhirnya masa pateamlodipine besylatpada 2007. Penurunan
harga rata-rata terus berlanjut dengan semakinarnbehnya
produsen baru. Dengan demikian, pasien dapat nienoitiat
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antihipertensi berzat aktif amlodipine lainnya damgharga lebih

35.3.2. Jumlah Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Obat Antihipéensi

Berzat Aktif Amlodiping;--------=-===-m-mmmmmmmmom oo

Berdasarkan data yang kami miliki, pada kuartalulee(Q2) 2007
saja, ketika dimulai magaff-patent, telah muncul 7 pemain baru di
pasar ini. Selanjutnya di Semester 2 2007 telahukngmila 6
pemain baru. Pada tahun 2008 dan 2009 kemudiamgaassing
masuk 6 dan 9 pemain bailni_menunjukkan bahwa sejak off-

patent amlodipine besylate kondisi persaingan telah berubah

secara drastis dengan bertambahnya jumlah pemain sara

signifikan di pasar ini dan menunjukkan tidak adanya

hambatan masuk barrier_to_entry) (Lihat Tabel 5). Fakta ini

diperkuat dengan penjelasan dari saksi BPOM (vualtiEB9) yang
menyebutkan sekarang terdapat 26 merek obat derafamaktif

AMIOdIPING;-=-=== === oo e s

Tabel 5
Jumlah Produk Obat Antihipertensi Berzat Aktif Amlo dipine 2007-2009

Tidak Ada Barrier to Entry

Q2/2007 S2/2007 2008 2009
7 merk 6 merk 6 merk 9 merk
1. Divask/ Kalbe 1. Amledipine/ Berno 1. Cardisan/ Sanbe 1. Gensia/ Pharos
2. Actapin/ Actavis 2. Amlodipine/ Hexpharm 2. AB-VASK/ Lapi 2. Amlodipine/ IndoFarma

3. Intervask/ Interbat
4. Cardivask/ Dankos
5. Lovask/ Berno
6. Calsivas/ Fahrenheit
7. Amcor/ Merck

3. Theravask/ Darya
4. Normoten/ Soho
5. Lipiten/ Guardian
6. Amlodipine/ Fahrenheit

3. Amlodipine/ KF
4. Amlodipine/ Soho
5. Molesco/ Escolab
6. Hexavask/ Hexpharm

3. Comdipin/ Combiphar
4. Amlodipine/ Phapros
5. Sandovask/ Sandoz
6. Ethivask/ Ethica
7. Pehavask/ Phapros

8. Gravask/ Gracia
9. Amloten/IndoFarma

Sumber data: IMS, diolah

Selain itu, setelah masa paten berakhir, pasar atigtipertensi
ber-zat aktif amlodipine tumbuh dengan cepat daril23 miliar
menjadi Rp 181 miliar dalam waktu 2 tahun setelatep berakhir.
Sementara itu, Tensivask mengalami penurunan ganjugang
signifikan secara terus menerus di dalam pasar chpih@ yang
bertumbuh cepat, akibat direbut oleh pesaing yaegpnoduksi

halaman 165 dari 256

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012



35.3.3.

35.3.4.

SALINAN

branded generiecnaupun OGB yang masuk pasar. Pada awal tahun
2010, pangsa pasar OGB daranded generi@amlodipine besylate
adalah 65%. Berdasarkan hal tersebut, maka dapahpmlilkan

bahwapersaingan obat antihipertensi berzat aktif amlodipine

berkembang pesat setelah pateamlodipine besylatberakhir ;---

Konsentrasi Pasar Obat Anti-hipertensi Berzat Aktif

Amlodiping;---------------m-momememeem - s

Perubahan tingkat persaingan secara signifikan di asar ini

juga diperkuat dengan data indikator-indikator konsentrasi

pasar. Kondisi pasar yang semakin kompetitif ditunjukkdengan
penurunan CR4 dari 100% sebelwaff-patentmenjadi 69% pada
tahun 2009 berdasarkan data penjualan. Penurundnd@mR 100%
menjadi 69% dalam jangka waktu kurang lebih 2,5itahdalah
penurunan yang sangat drastis dalam perspektibipgen usaha
dan menunjukkan tingkat persaingan yang telah ng&ainsangat
tajam. Penurunan konsentrasi ini juga mengimplkasirendahnya
hambatan pasaeltry barrie. Sementara itu, nilai HHI turun dari
0,52 pada tahun 2005 menjadi 0,20 pada tahun Z¥furunan ini
juga menunjukkan bahwa tingkat persaingan di pasdah
mengalami peningkatan yang signifikan;--------——---------------
Penurunan konsentrasi rasio dan HHI yang cukuptigreeysebut
hanya dalam jangka waktu yang singkat dalam peti$pgakkum
persaingan usaha menunjukkan bahwa tingkat peesaiagtara
sesama produsen obat antihipertensi dengan kandurajaaktif
amlodipinetelah meningkat sangat drastis, dan bukan selyalikn
Grafik 2 di atas menunjukkan bahwa tingkat persaingdelah
berubah drastis dalam waktu 2 tahun sejéikpatentamlodipine

besylatg---------m-m e
Dampak Peningkatan Persaingan terhadap Tensivaski—------

Kenyataan makin banyaknya pemakaian obat antileipgrtoerzat
aktif amlodipine membuat pasar obat ini semakirabéan dengan
terus turunnya unit penjualan Tensivask, maka sugalsti

mengakibatkan turunnya penguasaan pangsa pasavasinsecara

signifikan;----------=-==-==-emmmmmeeeo s
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Penjualan Tensivask dalam Unit (menurun)
| )

. i !
Pangsa Pasar Tensivask (menurun) = : ————————
Total Pozar Obat Berzat Amlo dipine (meningkat]

Berdasarkan data-data dan analisis tersebut di, adapat
disimpulkan bahwa tingkat persaingan di pasar abé#hipertensi
berzat aktif amlodipine telah meningkat secara iSigm setelah
berakhirnya pateramlodipine besylatepada April 2007. Dari
peningkatan persaingan ini, ada 2 (dua) keuntuygag diperoleh

oleh konsumen:-------—mmemm e

35.3.4.1 Konsumen memiliki lebih banyak pilihan terkait obat
antihipertensi berzat aktif amlodipine di pasardneisia,
baik dalam hal produsen maupun jumlah produk yang
ditawarkan;------------==-mmm o
35.3.4.2 Konsumen memiliki lebih banyak pilihan harga yang
ditawarkan yang semakin kompetitif;------------——-----
35.3.4.3 Setelah kami menyampaikan dan memaparkan tanggapan
dan penjelasan kami terkait pasar bersangkutartagi a
perkenan kami untuk selanjutnya menanggapi sasaper
pernyataan, analisis dan kesimpulan Tim Pemeriksay y
menurut kami perlu dipertimbangkan kembali oleh
Majelis KOMISI;--=--=====nmmmmmmmm oo oo oo oo
35.4. TENTANG KETIADAAN PENGATURAN HARGA;-----------mommmmmmmmee oo
35.4.1. PERNYATAAN, PEMAPARAN, ANALISIS, DAN KESIMPULAN TIM

PEMERIKSA MENGENAI HARGA j--=========mmm oo oo

35.4.1.1 Dalam LHPL hal. 30, Tim Pemeriksa menyatakan bahwa
harga Tensivask per unit naik secara berkala;}——-----

35.4.1.2 Tim Pemeriksa pada hal. 3HPL juga menyatakan bahwa
selama periode 2000 hingga awal 2010 harga Temsivas
5mg mengalami kenaikan sebanyak 7 kali, sedangkan
Tensivask 10mg mengalami kenaikan sebanyak 3 Kkali.
Kenaikan harga juga terjadi ketika masa paten [dipioe
besylate] habis pada pertengahan 2007 dimanatsdwtrga
bahan baku dari Pfizer Overseas turun vyaitu dari
USD40.000 per KgA menjadi USD26.000 per KgA. Secara
rata-rata, Tim Pemeriksa menyimpulkan pada hal543-
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LHPL bahwa produk Tensivask 5mg mengalami kenaikan
sebesar 5,8%;------------mmmmm oo
35.4.1.3 Pada halaman 31 LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan &ahw
Tensivask yang diikutkan di dalam program ASKESualij
dengan harga lebih murah dibandingkan dengan ipegmr

UMUMINY@, ======== === == e m m e e e e e e e e e e oo
35.4.2. TANGGAPAN TERHADAP ANALISIS TIM PEMERIKSA ;----=====cennaaaam-

Harga Tensivask TIDAK PERNAH mengalami Kenaikan seara

Berkala; -----------mmm = m e

Kami menyayangkan sekaligus menolak pernyataan Heémeriksa
tentang kenaikan harga Tensivask per unit secakalbeyang tidak
didukung oleh fakta dan bukti yang ada, sebagaindijgdaskan
dalam huruf a di atas. Menurut Kamus Besar Bahas®nksia
online, kata “berkala” diartikan yaitu: berulangngy pada waktu
tertentu dan beraturaR® Berdasarkan pengertian tersebut jika
memang harga Tensivask per unit naik secara berkalka kenaikan
tersebut haruslah dilakukan secara berulang-ulamgdélam jangka
waktu yang beraturan (dapat berupa harian, bulat@mynan atau
lainnya). Hal ini jelas tidak sesuai dengan fakendkan harga
Tensivask yang terjadi. Kenaikan harga Tensivadkktah dalam
periode waktu yang beraturan dan kenaikan tersefagih berada
dalam kisaran yang wajar dan lebih disebabkan atieimya kenaikan

biaya produksi untuk pembuatan Tensivask itu seneif-------------

Terkait dengan pemaparan Tim Pemeriksa pada hudifabas yang
seolah-olah menyimpulkan bahwa tren kenaikan haegesivask 5mg
dan Tensivask 10mg selama periode 2000 hingga 20d4) sebagai
suatu dampak antipersaingan karena pada periodg sama harga
Norvask 5mg dan Norvask 10 mg juga menunjukkan tang

meningkat dari tahun ke tahun adalah suatu keleglirBerdasarkan
data harga jual obat antihipertensi yang kami misikbagaimana
terlihat pada grafik 3 di bawah, selama periodegyasama hampir

semua obat antihipertensi tersebut juga menunjuki@anharga jual

23 Lihat http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php
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yang meningkat dari tahun ke tahun selama perida@?2 2hingga
kuartal pertama (Q1) 2010. Dapat dilihat pada gradrsebut bahwa
kenaikan harga Tensivask adalah lebih sedikit dilveykan dengan
kenaikan harga jual obat antihipertensi lain segemexum, Zestril,
Herbesser, dan Blopress. Berdasarkan fakta-faktaniaka menurut
kami tidak ada yang mencurigakan dari tren kenaiksarga
Tensivask. Kenaikan harga Tensivask 5mg selamaogeer000
hingga awal 2010 yang sebesar 5,8% adalah wajatidiknada bukti
yang mendukung pernyataan atau kesimpulan Tim Rlesadbahwa
tren kenaikan harga Tensivask selama periode 20@@#& awal 2010
sebagai suatu dampak antipersaingan. Kenaikanaeb@80 adalah
kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan biaya psaddan/atau

pemasaran dan juga sebagai penyesuaian dari timglasi yang

terjadi pada periode tersebut;------------ -

Grafik 3
Perkembangan Harga Obat Antihipertensi
(2002-2010)
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Sumber data: IMS, diolah
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TIDAK ADA Parallel Pricing antara Tensivask dan Norvask:-----

Jika perbandingan dilakukan antara pergerakan hadgavask,
Tensivask dan Adalat Oros, maka akan terlihat batemaikan harga
yang simultan dan sistematis adalah justru tergadara harga jual
Norvask dan Adalat Oros, damukan antara harga jual Norvask
dengan Tensivask. Karena itu, tidak benar ada patge harga yang
paralel antara harga jual Tensivask dan Norvaskrtepang selalu
dinyatakan oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL (lihatf{&rd);----------

Grafik 4
Perkembangan Harga Tensivask, Norvask dan Adalat Qrs
(2002-2010)
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Sumber data: IMS, diolah

Mengenai tidak turunnya harga Tensivask setelah ampaten
amlodipine besylatderakhir, perlu kami kembali sampaikan bahwa
setelah masa paten berakhir, tingkat persainganingiaat tajam
karena berakhirnya masa paten tersebut telah diiklehgan
peningkatan jumlah pelaku usaha yang memproduksi/atiau
memasarkan obat antihipertensi dengan kandungan akéf
amlodipine besylate, baik yang bermerek maupun ygegerik,
dengan harga yang lebih murah dibandingankan dehgega jual
Tensivask seperti  Divask, Cardivask, Intervaskn dactapin.
Masuknya para pelaku usaha baru ini menyebabkagspapasar

Tensivask semakin tergerus sehingga Dexa haruspdguuntuk
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mencegah agar tingkat penjualan Tensivask tidalstenenurun.
Upaya Dexa untuk mempertahankan tingkat penjualansiVask
antara lain dengan mengalokasikan biaya pemasaram lgbih besar
seperti peningkatan pemberian diskon khususnyaadegh rumah
sakit dan apotek yang melakukan pembelian dalanajuivesar (lihat
perbandingan biaya produksi dan pemasaran Tensseisdum dan

sesudah masa paten berakhir);

Tabel 6 Struktur Biaya Tensivask

Tensivask Pada Masa | Tensivask Pada Masa
Patent Off-Patent
(2000-2007) (2007-2010)

Biaya Bahan Baku 35% 25%

Biaya Produksi dan 30% 40%

Pemasaran

Biaya Distribusi 10% 10%

Biaya Umum & Admin | 10% 10%

Biaya Keuangan 3% 2%

Margin Sebelum Pajak 12% 13%

Hal ini yang menyebabkan turunnya biaya pembeliahab baku
amlodipine besylateari USD 40.000 per KgA menjadi USD 26.000
per KgA, tidak bisa diikuti dengan penurunan hgugé Tensivask;---

Harga Jual Tensivask yang Lebih Murah ke ASKES adalh

Pernyataan Tim Pemeriksa yang menyatakan bahwa harga jual
Tensivask melalui program ASKES lebih murah dibagkan
dengan harga jual di pasar pada umumnya dapat kslaskan
bahwasanya dengan menjual melalui program ASKESaDRiapat

mengurangi komponen biaya pemasaran secara samiftkelain itu
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ASKES juga melakukan pembelian dalam jumlah yangabe
sehingga secara skala ekonomcdnomies of scgleDexa dapat

menawarkan harga yang lebih murah kepada ASKES:------------

Pernyataan atau penjelasan kami ini didukung pldha keterangan

yang diberikan ahli dan saksi sebagai berikut: e

PT Actavis menjelaskan sebagai berikut (vide BB&fb):------------------=-=-mmmmemmmeue

26

Pertanyaan: Tadi Bapak nyatakan untuk pasarsAgiterikan diskon 72%
dari HNA harga pasar. Besaran 72% cukup besabdeaipa?

Jawaban: HNA Rp 3333/tablet sehingga tinggal RptaBlet (5mg)

27

Pertanyaan: Apa saja yang dipotong sehingantesaberikan diskon 72%7?,

Jawaban: Kalau Askes biaya promosi marketing mahisekali kareng

1S =4

sudah terdaftar di list obat Askes

Prof.

Dr. lwan Darmansyah, Sp Fk menjelagdetragai berikut(vide Bukti B16):-------

26

Pertanyaan: Apakah KPPU dapat menjadikan Aséleagsi patokan harga

obat yang wajar?

Jawaban: Harga Askes tidak bisa dijadikan patokarga obat yang
wajar. Yang sudah kita lakukan dengan menghitumgahabat
berdasarkan perhitungan pabrik sebagaimana yanghsud

dilakukan saksi ahli.

Direktur Utama RS Stella Maris Makassar menjelaskebagai berikut (vide Bukti

Pertanyaan: Kenapa harga obat Askes lebih murah?

Jawaban: Mungkin menurut saya karena pembeliaand@ilmlah besar

tidak seperti rumah sakit dalam jumlah kecil.

Prof. lwan Dwiprahasto, M.Med.Sc, Ph.D menjelaskatagai berikut (vide Bukti
)
37 | Pertanyaan: Untuk masuk Askes biaya apa yarugaig?

Jawaban: Biaya promosi karena dengan masuk Asidsk tlagi
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diperlukan biaya promosi.

35.5. TENTANG KETIADAAN PENGATURAN PRODUKSI;-----=-=-=====n=nnnm---
35.5.1. PERNYATAAN, PEMAPARAN, ANALISIS, DAN KESIMPULAN TIM
PEMERIKSA TENTANG PERJANJIAN PEMASOKAN BAHAN BAKU ;------
35.5.1 Pada poin 5.4 hal. 55 LHPL, Tim Pemeriksa menyataka
dalam persaingan Dexa dan Pfizer Indonesia, pedoka
informasi sensitif terjadi secara intensif. Dimaimdormasi
diberikan oleh Dexa ke Pfizer Indonesia baik sedatak
langsung melalui kelompok usaha Pfizer maupun aecar
langsung ke Pfizer Indonesia. Informasi tersebukdrean
dengan informasi jumlah pemesanan bahan lzaklodipine
besylateyang dilakukan oleh Dexa ke Pfizer Global Trading.
Informasi tentang jumlah bahan baku zat aktif yagesan
dapat dengan mudah diubah menjadi informasi rencaniah
obat yang diproduksi;------=-=========mmmm e e
35.5.2 Lebih lanjut pada hal. 56 LHPL, Tim Pemeriksa meakan
informasi tersebut dapat dipergunakan oleh Pfinelohesia
untuk menyesuaikan strategi jumlah produksi dan/ata
pemasaran obatnya. Dengan demikian informasi imjacle
faktor yang mengurangi independensi antara pesaatgm

memilih strategi;-------------- e

35.5.3 Kemudian masih pada hal. 56 LHPL, Tim Pemeriksaa jug
mengatakan bahwa berdasarkan perjanjian pemasokan,
kelompok usaha Pfizer memiliki hak untuk melakukan
inspeksi dan penghitungan kesesuaian atas jumlatulpr
Dexa yang diedarkan di pasar;---------------=--—===m-=-mmmoum-

35.5.4 Sedangkan pada hal. 66 LHPL, Tim Pemeriksa mengatak
bahwa ketentuan dalanSupply Agreementmerupakan
instrumen untuk mengendalikan pasokan prodakodipine
besylatedi pasar yang sampai dengan tahun 2007 masih
diproduksi oleh Norvask dan Tensivask. Tim Pemariks
kemudian berpendapat bahwa dengan hal tersebudulsio
Norvask tidak pernah melebihi quota sesuai dengamarp

baku yang dibeli oleh Dexa. Dalam hal ini, pihakzexrf
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Overseas dan afiliasinya dapat terus memantau serta

mengendalikan ketersediaan serta pasokan pradidédipine

besylatedi pasar;---------------===-=-m- oo
TANGGAPAN TERHADAP ANALISIS TIM PEMERIKSA j------------------

Pemberian Forecast kepada Pemasok Bahan Baku adalah

Praktek Usaha yang Memiliki Dasar Ekonomi yang Waja dan

BUKAN Merupakan Informasi yang Sensitif; -----------======nnmmm--

Kembali kami sampaikan dalam Penjelasan tertuliD@Xa Medica
atas Laporan Dugaan Pelanggaran UU No0.5/1999 d&arkara
Nomor: 17/KPPU-1/2010 Penjelasan Tertulis atas LDP) bahwa
informasi yang dikirimkan oleh Dexa kepada Pfizdoldal Trading
dengancopy kepada Pfizer Indonesia terkait pemesaaantodipine
besylatehanyalah informasi mengerfarecastpembelian bahan baku

amlodipine besylatd=orecastrencana beli/kebutuhan bahan baku

amlodipine besylatdidak menjadikan Pfizer Overseas maupun

afiliasinya termasuk Pfizer Indonesia dapat mengetaui dan

membatasi seberapa banyak produk Tensivask yang aka

diproduksi dan dijual oleh Dexa Pernyataan ini didasari pada fakta

bahwa jumlah bahan bakamlodipine besylateyang benar-benar
digunakan oleh Dexa dalam memproduksi Tensivas&mnsselsatu
tahun tidak selalu menunjukkan jumlah yang samaaerumlah
forecast rencana beli’lkebutuhan bahan bakmonlodipine besylate
Selain itu, perlu pula kembali kami jelaskan bahwealisasi

pembelian amlodipine besylateoleh Dexa tidak pernah sama

dengan jumlah vang disampaikan dalamforecast dan bahkan

terdapat perbedaan di antara keduanya yang cukup gnifikan.

Untuk lebih jelas berikut kami sampaikan perbandmgantara
jumlah forecast bahan bakuamlodipine besylatedengan jumlah
pembelianamlodipine besylatgang direalisasikan oleh Dexa dalam
bentukPurchase Orde(PO);------------------ —

No. | Tahun | Annual Forecast | PO Issued

(gram) (gram)
1. 2009 125.010 103.827
2. 2008 125.010 103.576
3. 2007 66.672 113.180
4, 2006 108.342 109.076
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5. 2005 105.564 80.598
6. 2004 68.061 97.150
7. 2003 N/A 55.601
8. 2002 N/A 48.504
9. 2001 N/A N/A
10. 2000 N/A N/A

Kami menyayangkan kesimpulan Tim Pemeriksa yaeggatakan
informasi jumlah pemesanan bahan bakalodipine besylatgang
dilakukan oleh Dexa ke Pfizer Global Trading mekagra bentuk
pertukaran informasi sensitif. Sebagaimana telah kami jelaska
sebelumnya dalam Penjelasan Tertulis atas LDP bahwa
pemberitahuan informasi mengerfarecastpembelian bahan baku

amlodipine besylatekepada Pfizer Global Trading dengaopy

kepada Pfizer Indonesia merupalgmberitahuan satu arah tanpa

adanya kewenangan Pfizer Indonesia untuk menentukan

pemesananamlodipine besylatmleh Dexa Selain itu,Dexa juga

tidak mengetahui mengenai seberapa banyak produk Nwask

vang akan diproduksi dan dijual oleh Pfizer Indone&. Oleh

karena itu, kami menolak kesimpulan Tim Pemerilea@ika memang
pada faktanya tidak ada pertukaran informasi sémsiantara Dexa
dengan Pfizer maupun afiliasinya, termasuk Pfiadohesia;----------
Kami juga ingin kembali menekankan bahwarecast rencana
beli/kebutuhan bahan balamlodipine besylatenerupakan ketentuan
yang lazim terdapat pada setiap perjanjian pemasogapply
agreementskarena ketentuan tersebut dimaksudkan agar pemasok
dapat mempersiapkan dan memenuhi permintaan skebatuhan

dari pembeli. Selain itu, jikditinjau dari teori_ hukum persaingan

usaha, maka dapat diketahui bahwaforecast kebutuhan bahan

baku amlodipine besylatebukan merupakan informasi vyang

sensitif* karena bukan merupakan suatu informasi atau praigaha

24 Informasi yang sensitif dalam hubungan antarpesaing adalah antara lain harga jual produk, baik harga jual sekarang (actual transaction prices,
i.¢, including individual disconnts) maupun rencana harga jual (planned future price), biaya-biaya produksi, informasi yang detail tentang jumlah
produk yang dijual, rencana bisnis, utilisasi kapasitas produksi. Pertukaran informasi tersebut antar pesaing, baik pesaing aktual maupun
pesaing potensial, dapat menfasilitasi tetjadinya kolusi. Praktek menfasilitasi kolusi (facilitating practices) adalah praktek-praktek usaha yang
dapat membuat lebih mudah bagi pesaing untuk mencapai atau mempertahankan suatu perjanjian. Lihat OECD, Policy Roundtables: Prosecute
Cartels withont Direct Evidence of Agreement’ (2006). Lihat pula Mats Bergman, ‘Introduction’, dalam Swedish Competition Authority, “The Pros
and Cons aj Information Sljmmg (2000),
: . . 1
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yang memiliki dampak antipersaingan, juga tidaknak@mfasilitasi
terjadinya kolusi, sehingga tidak akan menyebabkmmbulnya
dampak antipersaingan dalam kaitannya dengan pgesaiantara
Dexa dan Pfizer Indonesia di pasar obat antihipsite----------------
Pernyataan kami di atas didasari juga pada bukstribution
Agreement antara Actavis Group PTC ehf dengan PT Actavis
Indonesia (tidak diberikan nomor referensi oleh Hemeriksa) yang
kami temukan dalanenzagedimana perjanjian tersebut juga memuat
ketentuan mengentorecastkebutuhan bahan baku;----------------------
“5. Forecast and Orders;--------=--=-=-mmmmmmmmmmm oo

5.1 Distributor shall no later than ten (10) days invaohce of
each calendar quarter provide PTC with a non-bimgglinwritten
forecast of its estimated purchase requirementstlier next twelve
(12) MONtNE == m e e e e
Ketentuan mengenaiforecast kebutuhan bahan baku juga
diterapkan pada perjanjian-perjanjian Dexa lainnya selainSupply
Agreementlengan Pfizer Overseas Inc., antara lagence Agreement
antara Licensor X dengan Dexa (lihat Lampiran 2) daence and
Distribution Agreementantara Licensor Y dengan Dexa (lihat
Lampiran 3);-----=m-mmm e e oo e e

Licence Agreemenantara Licensor X dengan Dexa------------------

“Article VI — Supplies;-----=-===mmm oo oo e

6.03 LICENSEE undertakes to send to LICENSORatssion or
confirmation of the sales forecast for the “Prodsictogether with its
first 2 (two) purchase orders of the “Substancef fbe first two six

months requirements, within 1 month from the ddt¢he obtained

LICENSEE will then always send to LISENSOR itsh&rrpurchase
orders and sales forecasts to allow LICENSOR tm ptee production

of the “Substance” with 6 months notice on the ekpe delivery and
to have always an estimate for the subsequentgefié months’;---

Licence and Distribution Agreementantara Licensor Y dengan

“Article 5: Orders — Forecasts;----------=--=-==-m==mmmmmmmmmmmme oo

Dexa Medica shall inform Licensor Y or its designee a monthly

basis and in accordance with the “Purchase” forecasd orders —

Guidelines” supplied to Dexa Medica by Licensorr¥te designee, of
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the quantities of compound necessary for the fatigwwelve (12)
months. The quantities indicated in the first thneenths ahead of the
current one shall be considered as firm orderdyeqlaced according
to the paragraph b hereunder. Each order shall hawvée submitted
to Menarini at least four (4) months before theindely date to Dexa
MediCE; === mm oo e e
Kami juga menyayangkan pernyataan Tim Pemeriksay yaamya
mengatakan bahwgumlah bahan baku zat aktif yang dipesan dapat
dengan mudah diubah menjadi informasi rencana jhndhat yang
diproduksi namun tidak mampu menjelaskan bagaimana caranya
mengubah informasi jumlah bahan ba&mlodipine besylateyang
dipesan menjadi informasi rencana jumlah obat yhpigpduksi;-------
Pernyataan kami bahwa ketentudanecastdalam Supply Agreement
merupakan ketentuan yang wagidukung pula oleh Keterangan Ahli,
Prahasto W. Pamungkas, S.H., LL.M (vide Bukti B5yang
menyatakan dalam suatu lisensi, pemilik/pemegang hak atas
kekayaan intelektual, dan terutama paten atas pkoshakanan dan
obat-obatan,sangat wajar bilamana pemilik/pemegang hak paten
mempersyaratkan pelaporan kebutuhan bahan 'haku---------------
Berdasarkan penjelasan tersebut, kami secara tegasolak
pernyataan Tim Pemeriksa sebagaimana disebutkam paadf a di
atas karena pemberian informasi berdpeecast selain merupakan
praktek usaha yang memiliki dasar ekonomi yang mwé#&aund
business justificationjuga bukan merupakan informasi yang sensitif
menurut hukum persaingan usaha;---------------=====--—-mmmcemmmeeme-

Pfizer selaku Market Leader TIDAK Mungkin Menyesuaikan

Produksi dengan Dexa;---------=-==-=-===m=mmmmmm oo

Terkait dengan pernyataan Tim Pemeriksa pada hudifatas, kami
berpendapat bahwa kesimpulan ini adalah sangat hlerDalam

persaingan di pasakebijakan pelaku usaha yang jadi pemimpin

pasar lah yvang mempengaruhi kebijakan pelaku usahgang lebih

kecil dan bukan sebaliknya Sangat tidak logis untuk membayangkan

bahwa Pfizer Indonesia akan mengurangi produksivésd hanya
karena Dexa berencana untuk memproduksi Tensiwdsk banyak
yang ditunjukkan dengan pemesanan bahan baku garighesar. Itu

sama saja dengan menganggap Pfizer Indonesialé&bdh posisinya
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di pasar obat antihipertensi dibandingkan dengasisp®exa, yang

mana hal ini tidak pernah terjadi.;------------——--==-==mmmmm e
Klausula Inspeksi pada Supply Agreementdalam Masa Paten
adalah DAPAT DIBENARKAN; ~=----- e e

Sedangkan mengenai pernyataan Tim Pemeriksa padaddi atas,

sebagaimana telah kami jelaskan dalam Tanggapatuli$eatas
LHPP, dalam Supply Agreemenselama masa pateamlodipine
besylate memang terdapat klausula yang mengatur mekanisme
inspeksi oleh Pfizer Overseas (bukan kelompok alshha Pfizer
termasuk Pfizer Indonesia) terhadap penggunaannbbhku dalam
membuat produk yang menggunakamlodipine besylateKlausula
tersebut tidak terlepas dari klausula lain daupply Agreemeryang
menentukan bahwa Pfizer Overseas sewaktu-waktut dapmutus
Supply Agreemerjika diketahui bahwa jumlah Tensivask yang dijual
oleh Dexa ternyata melebihi jumlah Tensivask yagtgasusnya dapat
diproduksi dengan menggunakan jumlah bahan bakuodipine
besylateyang dibeli oleh Dexa dari Pfizer Overseas;---—-—-—---------
Lebih lanjut dalam Tanggapan Tertulis atas LHPPmikdelah
menyampaikan pendapat kami mengenai mekanismekisiggesebut
dimana kami mengatakan bahwa pencantuman klausigpeksi
dalamSupply Agreememhungkin merupakan bentuk antisipasi Pfizer
Overseas guna meminimalisasi risiko yang timbuli d&rjasama
Pfizer Overseas dengan Dexa. Pfizer Overseas sefsqjual
amlodipine besylat&kemungkinan ingin memastikan bahwa Dexa
benar-benar menggunakan bahan bakuolodipine besylateyang
dipasok oleh Pfizer Overseas dan bukan menggunakdadipine
besylatedari perusahaan lain dalam memproduksi Tensivesi#ebih
dalam produk Tensivask dicantumkan informalsatfan berkhasiat
dari Pfize? yang berarti Pfizer Overseas berkepentingan untuk
memastikan kebenaran informasi yang dicantumkarsebeit.
Pendapat kami tersebut diperkuat pula oleh Ketaraddli, Prahasto
W. Pamungkas, S.H., LL.M (vide Bukti B54) yang matakan bahwa
sangat wajar jika pemilik/pemegang paten mensyaratkan pemutusan
perjanjian kerjasama apabila produksi perusahaang ydiberi
kewenangan untuk menggunakan produk pemilik/pentegaaten

melebihi penghitungan atau jumlah yang dianggapawajleh

pemilik/pemegang paten;-------------- e
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Perlu pula diperhatikan bahwa klausula yang memgatekanisme
inspeksi hanya terdapat dal&upply Agreemerselama masa paten
klausula tersebut tidak lagi tercantum di dal&upply Agreement

setelah paten berakhiDalam kenyataannya, tidak ada tindakan

inspeksi vang dilakukan oleh Pfizer Overseas maupupihak lain

yang ditunjuk oleh Pfizer Overseas, baik selama pan berlaku

maupun setelah paten berakhif---------=--==========mmemmmmm oo

TIDAK Ada Kuota/Pembatasan dalam Supply Agreement----------

Terhadap pendapat Tim Pemeriksa pada huruf d & gtng
menyatakan produksi Norvask tidak pernah melebiota sesuai
dengan bahan baku yang dibeli oleh Dexa, kami inggmyampaikan

bahwa pendapat Tim Pemeriksa tersebut sangat tidak releva

karena tidak ada kaitannya antara bahan baku yang teli oleh

Dexa dengan produksi Norvask oleh Pfizer Indonesia--------------

Jika yang dimaksud oleh Tim Pemeriksa adalah protemsivask,

maka kembali kami jelaskan bahwalak ada ketentuan yang

mengatur mengenai _kuota atau ketentuan vang membasa

pembelian amlodipine besylateleh Dexa dalamSupply Agreement

Dalam Supply Agreementmemang terdapat ketentuan mengenai
kuantitas pembelian, namun ketentuan yang dimaksaddlah
ketentuan minimum pembelian amlodipine besylateyang harus
dipenuhi oleh Dexa. Selain itu tidak ada bukti yamgmpu ditunjukan
oleh Tim Pemeriksa yang menyimpulkan adanya kuotau a
pembatasan pembeliamlodipine besylate------------------=-=---------
35.6. TENTANG KETIADAAN PENGATURAN DISTRIBUSI;
35.6.1 Fakta-fakta dan Pemaparan dalam LHPL tentang PReragat
DiStrDUSI ;=== === oo oo
35.6.1.1Pada poin 5.5.3 hal. 57 dan hal. 64 LHPL, Tim Pémar
menyebutkan bahwa proses kerjasama distribusieaRfaer

Indonesia dengan Dexa yang diawali di tahun 2006
merupakan waktu yang sama dengan proses sengketa pa
yang terjadi antara Pfizer Indonesia dengan DexalarD
proses sengketa tersebut, terdapat fakta bahwaerPfiz
Indonesia menjalin kerjasama dengan anak perusadtaan
anak perusahaan dari perusahaan yang tengah meijadies

sengketa paten (Dexa). Kondisi tersebut disebaliiah
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fakta bahwa AAM adalah satu-satunya penyalur (0istor)
untuk produk Tensivask yang merupakan salah sajiek ob
sengketa hak paten antara Pfizer Indonesia denga.D
Berdasarkan data dan fakta tersebut, Tim Pemeniesalai
bahwa proses negosiasi dan penetapan AAM selaku
distributor dari Pfizer Indonesia merupakan bagdari
proses negosiasi yang dilakukan antara Dexa deRgjaar
Indonesia, Pfizer Inc, dan Pfizer Overseas;--——---------
35.6.1.2Pada poin 5.5.4 hal. 57 LHPL, Tim Pemeriksa menyilkgn
adanya kepentingan Pfizer Indonesia kepada AAM.
Kesimpulan Tim Pemeriksa tersebut diperoleh dengan
melihat Pasal 2.4 huruf ¢ Pfizer Distribution Agresnt yang
mengatur pemutusan hubungan terhadap AAM oleh Pfize
Indonesia apabila AAM mengalami perubahan kepeanlik
dan pemegang saham yang mana pemegang saham
mayoritasnya dimiliki oleh Dexa. Lebih lanjut Tineferiksa
mengatakan bahwa Tim Pemeriksa telah melakukan
perbandingan atas perjanjian distribusi beberapasphaan
dan ketentuan mengenai pemutusan hubungan apabila
distributor mengalami perubahan kepemilikan danemang
saham tidak dicantumkan;---------------=-=-----——--mmemmo-
35.6.1.3Sedangkan pada poin 5.9.3.7 tentang Adanya Agejudten
Yang Sama di halaman 74 LHPL, Tim Pemeriksa
menyatakan adanya agen penjualan yang sama diaantar
pesaing, memudahkan pelaku usaha yang terlibad!| kartuk
memantau strategi yang ditetapkan oleh pesaingirSeu,
agen penjualan yang sama ini menjadi instrumen kuntu
melakukan koordinasi tindakan antara pesaing sékiguna
melakukan monitoring perubahan output dan hargaipgs
Atas dasar teori tersebut Tim Pemeriksa kemudian
menyimpulkan bahwa penunjukan AAM selaku distrilbuto
Dexa untuk memasarkan produk Tensivask dan selaku
distributor Pfizer Indonesia untuk memasarkan pkodu
Norvask mewajibkan AAM untuk menyampaikan informasi
perkembangan pasar serta kondisi pesaing kepada par

PriNSipalNya;------=-=-==-m-m oo
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35.6.1.4Selanjutnya pada poin 5.9.3.8 tentang Transpardasi
Pertukaran Informasi halaman 74 - 75 LHPL, Tim Peéksa
menyatakan antara Dexa dan Pfizer Indonesia terdapa
informasi yang tersedia secara transparan kareriaexa
selalu menginformasikan jumlah pembelian bahan baku
kepada Pfizer Indonesia dan ii) Dexa dan Pfizeomedia
menunjuk AAM untuk menjadi distributor yang bergaidi
pasar. Tim Pemeriksa lebih lanjut mengatakan dalam
perjanjian distribusi terdapat kewajiban bagi AAMtuk
menginformasikan kondisi pasar terhadap termastikitais

pesaing terhadap prinsipal;----- S —

35.6.2 TANGGAPAN TERHADAP ANALISIS TIM PEMERIKSA ;----=---==--==-----

Terhadap pernyataan dan penilaian Tim Pemeriksa paduf a di

atas, kami ingin kembali mengoreksi dimana fakta sebenamga

adalah sengketa paten terjadi antara Dexa dengan R&r Inc.

pada tahun 1996 dan bukan antara Dexa dengan Pfizéndonesia

pada tahun 2006 Kami juga ingin menyampaikan keberatan atas

pernyataan dan penilaian tersebut karena jika Tiemedriksa
mempertimbangkan atau setidaknya membaca TangJapanis atas
LHPP dimana telah kami jelaskan dengan melampidinaa
pemberitaan harian Kompas tertanggal 21 Juni 19%hgenai
sengketa paten tersebut, kami meyakini Tim Peneertidak akan

membuat pernyataan dan penilaian seperti sebagaidisebutkan di

Kami juga ingin menerangkan sebagaimana telah kamnaingkan
sebelumnya pada Tanggapan Tertulis atas LHPP biiakapernah
ada kerjasama distribusi_antara Pfizer Indonesia _degan Dexa

Fakta Perjanjian Kerjasama Distribusi membuktikahviea kerjasama
distribusi hanya terjadi antara Dexa selaku penpehgan AAM
selaku distributor untuk mendistribusikan produkeduk yang
diproduksi oleh Dexa di wilayah dimana AAM memilikabang.
Sudah sepatutnya Tim Pemeriksa memahami PerjaKj@aasama
Distribusi hanya mengikat para pihak yang terdajadam Perjanjian

Kerjasama Distribusi yaitu Dexa dengan AAM, atangsn kata lain
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tidak mengikat pihak di luar Perjanjian Kerjasamastiibusi,
termasuk tidak mengikat Pfizer Indonesia;----------------===--=--=----

Pernyataan Tim Pemeriksa yang menyebutkan faktavdahAM
adalah satu-satunya penyalur (distributor) untuknsivask yang
merupakan salah satu objek sengketa hak pateradffiaer Indonesia
dengan Dexa semakin mempertegas bahwa Tim Pemedaksag
memahami fakta-fakta dan oleh karenanya kesimplilmnPemeriksa
kurang dapat dipertanggungjawabkan sumber kebemganTim
Pemeriksa selaku pihak yang melakukan pemeriksashadap
perkaraa quo sudah seharusnya atau setidak-tidaknya mengetahui

bahwasengketa hak paten terjadi antara Dexa dengan Pfizénc.,

bukan antara Dexa dengan Pfizer Indonesja-------------=--========n---

Berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta hukum yada &ami

menolak penilaian Tim Pemeriksa yang menyebutkdiwhaproses
negosiasi dan penetapan AAM selaku distributor dPfilmdonesia
merupakan bagian dari proses negosiasi yang diéakaktara Dexa
dengan Pfizer Indonesia, Pfizer Inc, dan Pfizerr€s@s. Hal tersebut

dikarenakampenilaian Tim Pemeriksa merupakan suatu penilaian

yang kurang berdasar dan tendensius serta dibangumli atas

kerangka berpikir dan cara pandang yang salah terhdap fakta-

fakta hukum yang adg-----------============mmmmmmm oo

Ketentuan mengenai Perubahan Kepemilikan dan Pemegq

Saham merupakan Ketentuan yang Umum dan TIDAK Hanya

terdapat dalam Pfizer Distribution Agreement antara Pfizer

Kami menolak kesimpulan Tim Pemeriksa sebagaimasebdtkan
pada huruf b di atas karena kesimpulan tersebutlisdigi
membuktikan bahwa Tim Pemeriksa telah bersikapeiesids dalam
memeriksa perkara quo dan mengesampingkan serta bertentangan
dengan fakta-fakta hukum yang ada. Pernyataan kianmsebut
didukung oleh beberapa bukti dokumen berupa péamerjanjian
distribusi yaitu Distribution Agreement antara Ripal X dengan
AAM (vide Bukti C.3.34), Distribution Agreement amé Principal X
dengan AAM (vide Bukti C.3.35), dan Distribution rsgment antara
Actavis Group PTC ehf dengan PT Actavis IndoneiaK diberikan
nomor oleh Tim Pemeriksa). Untuk lebih jelas, barikami uraikan
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ketentuan dalam perjanjian-perjanjian tersebut yangndukung
pernyataan Kami;---=--==-==-=mmmm oo oo oo e
Distribution Agreement antara Principal X dengan AAM (vide
BUKtl C.3.34 ) - m oo oo e e
“17.2  Notwhitstanding anything contained to the contrary
elsewhere in this DA, either Party shall be entitte terminate this
DA at any time with immediate effect by giving é@temn notice to the

other Party, if any one of the following eventswsc-------------------
c. if the other party convenes a general meetinghareholders to
discuss any of the following or a decision has baade by the other

Party, regarding;---------==-=-=======-m=m=mmemm e

(v) the corporate reorganization of that other Bdrt--------------------

Distribution Agreement antara Principal X dengan AAM (vide
Bukti C.3.35):--=-=rmrmmmmememmeme oo e e

“Article 5: Duration and Terminatigp----------------=-====-mm-msemnmmuoo-

(b)The present Agreement may be terminatee ------------------------

(Nforthwith by notice in writing, by Principal XfiAAM shall be
dissolved or has a receiver appointed or go intuidation whether
voluntarily or compulsorily or if AAM shall compadirwith or make

any arrangement with its creditors, or in the evemtthe control,

management or ownership of AAM or its businessipasstol hands

other than those now exercising or entitled to sgme----------------

Distribution Agreement antara Actavis Group PTC ehf dengan

PT Actavis Indonesia---------=-=-=-=-=mmmmmmmm oo
“16.2  Notwithstanding the provision of previous ggaaph, each
party shall have the right to immediately termin#tes agreemenby

a notice in writing sent to the other party--------------=-m-mmmcmmmee-

c) If there is a material change in the ownershgntcol of other

Berdasarkan perjanjian-perjanjian distribusi setragaa diuraikan di

atas, maka jelas terbukti bahw@tentuan yang mengatur mengenai

penghentian kerjasama dengan distributor apabila tgadi
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perubahan kepemilikan dan pemegang saham pada digiwutor

merupakan sesuatu ketentuan yvang umum terjadi, tide hanya

diterapkan oleh AAM. Perusahaan lain seperti PT Actavis Indonesia

juga menerapkan ketentuan tersebut. Selain ityamem-perjanjian
distribusi tersebut membuktikan bahwa pernyataam Pemeriksa
adalah salah karena jelas terbukti terdapat péjaperjanjian
distribusi selain Pfizer Distribution Agreement ganjuga
mencantumkan ketentuan pemutusan hubungan apaistiabutor

Penggunaan Satu Perusahaan Distribusi Oleh Beberagarinsipal

Merupakan Hal Yang Biasa Dan TIDAK Serta Merta Merupakan

Terkait pernyataan dan kesimpulan Tim Pemeriksa paduf ¢ dan d
di atas, kami menyampaikan bahwa kami tidak memianglori yang
mengatakan bahwa untuk menentukan ada atau tidddaryel dapat
dilihat pada faktor-faktor tertentu dimana salatuga adalah adanya
agen penjualan yang sama. Akan tetapi kami sargjmritan dengan
kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan AAM beédjian
untuk menyampaikan informasi perkembangan pasda $emdisi
pesaing kepada para prinsipalnya sebagaimana dkaatoleh Tim
Pemeriksa pada poin 5.9.3.7 dan 5.9.3.8 hal. 7484tPL;----------
Jika saja Tim Pemeriksa mempertimbangan TanggapaiuliE atas
LHPP, Tim Pemeriksa sudah seharusnya atau seiiaya
mengetahui bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Duisrilberdapat

klausula-klausula vang justru mencegah adanya pertkaran

informasi di antara pabrik farmasi yang menunjuk AAM sebagai

distributor_produk-produknya . Pernyataan kami tersebut didasari

karena dalam Tanggapan Tertulis atas LHPP, kamihtel
menyampaikan bahwa dalam Perjanjian Kerjasamailisiy laporan
yang disampaikan oleh AAM hanyalah sebatas lapsa#sdanstock
milik Dexa yang diperlukan oleh Dexa (Pasal 5 Rgiga Kerjasama
Distribusi) yang mana hal tersebut merupakan hagjyazim terdapat
dalam perjanjian distribusi pada umumnya. Selain, itlalam
Perjanjian Kerjasama Distribusi juga ditentukanvi@iAAM selaku
distributor Dexa memiliki kewajiban untuk melindurgepentingan-
kepentingan Dexa (Pasal 8 angka a Perjanjian KemasDistribusi).
Kewajiban AAM untuk melindungi kepentingan-kepegan Dexa
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tersebut secara jelas telah menutup kemungkinan AAMuk
memberikan informasi kepada prinsipal lain yangupeakan pesaing
Dexa, termasuk Pfizer Indonesia, dimana informassetut dapat
membahayakan atau merusak kepentingan Dexa tepkaitasaran
produk-produk Dexa termasuk Tensivask sebagaimelah tiakui
oleh Tim Pemeriksa pada angka 6.2 halaman 24 LHBEhgah
menyatakan PT Pfizer Indonesia dan PT Dexa Medica mensyaratkan
kepada PT Anugrah Argon Medica untuk melakukan efett dan
memaksimumkan kepentingan/interest dari masingfgasricipal
termasuk melindungi rahasia masing-masing perusahaan dari

PESAUNG. ;=== === mm o o e

Kembali kami tegaskan sebagaimana telah kami jefaglada bagian

Tentang Ketiadaan Pengaturan Produksi di atas bafdat ada
pertukaran informasi antara Dexa dengan Pfizer onawdiliasinya
termasuk Pfizer Indonesia. Hal tersebut karena peitabuan
informasi mengenaiforecast pembelian bahan bakamlodipine

besylatehanyalah pemberitahuan satu arah tanpa adanyan&agen

Pfizer Indonesia untuk menentukan atau membatasieganan

amlodipine besylateleh Dexa Selain itu, Dexa juga tidak mengetahui

mengenai seberapa banyak produk Norvask yang agesddksi dan
dijual oleh Pfizer Indonesia;------------=-==-=-—===-mmmmm oo
Kami juga ingin mempertanyakan dasar dari kesimpulEm

Pemeriksa karenhingga saat ini kami belum menemukan fakta

vang mendukung uraian Tim Pemeriksatersebut, dimana tidak

pernah disebutkan bukti seperti apa yang menunjukia@k Dexa
maupun Pfizer Indonesia memperoleh informasi pebamgan pasar
termasuk kondisi pesaing dari AAM. Tim Pemeriksanyza
memaksakan asumsinya dengan terus menerus mengdiakava,
dalam Perjanjian Distribusi, AAM memiliki kewajibaruntuk
menginformasikan kondisi pasar termasuk aktivit@samg tanpa
merujuk kepada klausula-klausula mana dalam Pajamferjasama
Distribusi yang mendukung kesimpulan Tim Pemerilesaebut. Jika
Tim Pemeriksa menelaah secara baik satu per satsw{h dalam
Perjanjian Kerjasama Distribusi, maka kami meyaKim Pemeriksa
tidak akan memiliki asumsi seperti itu karena megnahalam

Perjanjian Kerjasama Distribusi tidak terdapat $dawsula pun yang
halaman 185 dari 256

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012



SALINAN

mengatakan AAM memiliki kewajiban sebagaimana difiedn oleh
Tim Pemeriksa terlebih klausula yang mengataksecdra berkala
berdasarkan bentuk yang ditetapkan oleh prinsipdistributor
berjanji memberikan informasi pasar, perkembangawithyah yang
diperjanjikan, statistic perdagangan, informasi t@mg kegiatan
pesaing, dan informasi lain yang diminta oleh pijpad agar produk
dapat dipromosikan dengan mendapatkan keuntungawg yarbaik
sebagai promosi yang efektif di wilayah produk ébrg yang menjadi
perhatian penting bagi kedua belah pihak dalam ggran’;-----------

Selain itu, kembali kami jelaskan agar Tim Pemeriksemahami
industri farmasi sebagaimana pernah kami sampaikiatam

Tanggapan Tertulis atas LHPP bahwa penggunaanpsatisahaan
distribusi oleh beberapa perusahaan farmasi meampaksuatu hal
yang biasa dalam industri farmasi dan tidak seraamenunjukkan
adanya kartel. Pernyataan kami tersebut didukuelg lolikti dokumen
berupa tabel dari AAM (tidak diberikan nomor olelmTPemeriksa)
yang kami temukan dalam pemeriksaan berkaszggg dimana

melalui dokumen tersebut dapat diketahui balseimin AAM juga

terdapat beberapa distributor lain yang memasarkan obat

antihipertensi berzat aktif amlodipine besylat@lari prinsipal yang

berbeda-beda yang tidak menjadi terlapor dalam perkaaqua
Untuk lebih jelas, berikut kami uraikan daftar pukd zat aktif,

perusahaan farmasi dan perusahaan distribusg———----------------

Nama _ Perusahaan -

S Zat Aktif S Perusahaan Distribusi

Norvask Amlodipine Pfizer Indonesia Anugrah Argon Medica
Besylate

Tensivask | Amlodipine Dexa medica Anugrah Argon Medica
Besylate

Amdixal Amlodipine Sandoz Anugrah Pharmindo Lestari
Besylate

Amcor Amlodipine Merck KGAA | Anugrah Pharmindo Lestayi
Besylate

Sandovask| Amlodipine Sandoz Anugrah Pharmindo Lestari
Besylate
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Exforge Amlodipine Novartis Anugrah Pharmindo Lestari
Besylate, Valsartan

Theravask | Amlodipine Darya Varia Anugrah Pharmindo Lestari
Besylate

Comdipin | Amlodipine Combiphar Anugrah Pharmindotheis

Intervask Amlodipine Interbat Anugrah Pharmindo
Besylate Lestari, Kalista Prima

Ab-vask Amlodipine Lapi Kalista Prima
Besylate

Lopiten Amlodipine Guardian Kalista Prima
Besylate Pharma

Divask Amlodipine Kalbe Farma Enseval Putra Megatradipng
Besylate

Cardivask | Amlodipine Dankos Enseval Putra Megatrading
Besylate

Amlodipine | Amlodipine Hexpharm Jaya| Enseval Putra Megatrading
Besylate

Hexavask | Amlodipine Hexpharm Jaya| Enseval Putra Megatrading
Besylate

Normoten | Amlodipine Soho Parit Padang
Besylate

Amlodipine | Amlodipine Soho Parit Padang
Besylate

Ethivask Amlodipine Ethica Parit Padang
Besylate

Sepengetahuan kami, perusahaan distribusi sebagia perusahaan
jasa akan selalu berusaha mengembangkan ukuraorek@tonomic
sizg-nya dengan cara menambahkan prinsipal baru dan/at
mengembangkan volume penjualan setiap produk darsipalnya.
Perlu pula diperhatikan bahwa perusahaan distribdak memiliki
kewenangan dalam menentukan jumlah produk yang akan
didistribusikan karena kewenangan tersebut ditamugepenuhnya
oleh prinsipal. Sehingga kebijakan pemasaran prdduisivask tetap

ditentukan oleh Dexa, begitu pula kebijakan penssaproduk
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Norvask tetap ditentukan oleh Pfizer Indonesia. hOkarena itu,
penggunaan satu perusahaan distribusi oleh bebepasipal
merupakan hal yang biasa dan tidak serta mertapakan kartel;-----
Berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta hukum yada &ami
menolak kesimpulan Tim Pemeriksa sebagaimana Hamadi atas

karenakesimpulan Tim Pemeriksa tersebut merupakan tuduhan

yang semena-mena _tanpa ada bukti dan sekali lagi

mengesampingkan serta bertentangan dengan fakta-fé hukum

YaNQ adg------=-=-=n=n=nmnmm o e
35.7. TENTANG KETIADAAN HARGA EKSESIF (EXCESSIVEPRICING);----

35.7.1. Pernyataan, Pemaparan, Analisis, dan Kesimpulan Femeriksa

Mengenai DugaaBxcessive PriCing-----------=--=-===mmmmmmmmmmmmemmeeee

35.7.1.1Pada hal. 81 hingga 84 LHPL, Tim Pemeriksa melakuka
estimasi terhadap potensi keuntungan yang eksegiegsive
profit) untuk produk Tensivask dengan menggunakan metode
analisis yang didasarkan pada pendekatdstick Metode
yardstickmenggunakan data harga perbandingan di pasar atau
negara yang berbeda untuk mengetahui selisih ahtnga
saat kartel (harga yang tidak kompetitif atau pbFio
terjadinya persaingan tidak sehat) dengan hargap&biif
atau diasumsikan kompetitif yang terjadi di pasang

berbeda;------------------mcm o

35.7.1.2Tim Pemeriksa melakukan perhitungan dengan didasark
pada data MPR dengan menggunakan data harga amédip
di pasar internasional yang diperoleh daternational Drug
Price Indicatoruntuk periode 2004-2009 dimana data median
harga amlodipine di pasar internasional dijadikeunaa;-------

35.7.1.3Pada hal. 84 LHPL, berdasarkan perhitungan di &ftams,
Pemeriksa mencoba menghitung nilai kerugian konsume
yang disebabkan adanya harga jual Tensivask 5mg yan
eksesif, serta mendapatkan hasil sebesar Rp
228.553.591.281,25;---------====mmmmmmmm-

35.7.2. TANGGAPAN TERHADAP DUGAAN EXCESSIVE PRICING ;----------=------
Penggunaan Metode VYardstick oleh Tim Pemeriksa adah
TIDAK TEPAT; ~-mmm e e e
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35.7.2.1Kami menolak dan berkeberatan dengan metgatelstick
yang digunakan oleh Tim Pemeriksa. Dapat kami sé&apa
bahwa definisi atau pengertian metod@ardstick yang
digunakan oleh Tim Pemeriksa dalam LHPL tidak tepat
karena tidak menjelaskan secara rinci kriteria pasmg
kompetitif dan kemungkinan dapat digunakan sebhghan
perbandingan dengan pasar obat anti-hipertensddnlesia;-
John M. Connor dalanGlobal Cartels Redux: The Amino
Acid Lysine Antitrust Litgation (1996nhenyatakan sebagai
berikut: “The yardstick approach involves the identificatadn
a market similar to the one in which prices wepedi but in
which prices were unaffected by the conspiracyaflstick

market should have cost structures and demand

characteristics highly comparable to the cartelizadhrket

yet lie outside the orbit of the cartel’s influefite-------------
Emily Clark, Mat Hughes, dan David Wirth dale®&tudy on
the conditions of claims for damages in case afrigément
of EC competition rules: Analysis of Economic Meader the
Calculation of Damages 31 Agustus 2004, hal. 19,
mengungkapkan sebagai berikut mengengardstick
APPIOACKH ==
“This approach involves the comparison of prices tire
market where collusion is alleged to have occurvgth a
similar market where prices are unaffected by thespiracy.
This could be either a comparison of identical prod
markets in other geographic areas; different pracomarkets
in the same geographic areas; or different produetrkets in
different geographic areas. The benchmark markeulavo
ideally have similar competitive characteristics tine
allegedly collusive market (i.e. similar cost stwes and
demand characteristics, thus allowing differencesprices
between the two markets to be attributed largelthweffects
of the cartel as opposed to other market condidioret lie

%5 John M. Connor, “Global Cartels Redux: The Amino Acid Lysine Antitrust Litigation (1996), dalam John E.
Kwoka, Jr. and Lawrence J. White, The Antitrust Revolutiom: Economics, Competition, and Policy, fourth
edition, (New York: Oxford University Press 2004), hal. 263.
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outside the influence of the cartel.s activitieie Tmore
different the yardstick market is, the more difticuwill be to
isolate the effect of the cartel, and the hardemiy be to
convince a court of the validity of the comparisdgpically
this approach is used where the product markehés gsame
but is geographically localised. i.e. where locanditions
determine prices and where it may be the case ¢behin
local areas are affected by cartel activities artdevs are not.
In these circumstances, it may be possible to coenpaces
in areas where collusion is alleged to have ocodirmith
prices in areas where it is accepted that collusdid not
OPErAL. ==mmmmmmmm e e e e e e e eeee

Dari definisi diatas terlihat bahwasanypasar yang
diperbandingkan haruslah sama ataupun serupa dalam

hal struktur biaya dan karakteristik permintaan_sehingga

dapat saling diperbandingkan Pasar yang tidak sama atau
memiliki kemiripan dalam struktur biaya dan karaistek
permintaan tidaklah dapat diperbandingkan karenan ak
menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan;---——---
35.7.2.2Sesuai dengan tanggapan kami pada poin 1 di atks kaani
menolak dan berkeberatan dengan metgdedstick yang
digunakan oleh Tim Pemeriksa. Pada halaman 81 LH®Ph,
Pemeriksa mencoba membandingkan harga amlodipide pa
pasar obat amlodipine di Indonesia dengan hargachpnhe
yang terdapat di dalamrhe International Drug Price
Indicator Guide Dalam situsnya dijelaskan bahwd&he
International Drug Price Indicator Guide containsspectrum
of prices from pharmaceutical suppliers, internatb
development organizations, and government agehtips---
Pada halaman lain di situs yang sama dijelaskamagseb
berikut:---------mmm
“Most supplier prices in this guide do not includesurance

and transportation charges. The buyer (governmegenay

26 T_ihat http:
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international competitive bidding, or tender) pricasually do

Lebih jauh dijelaskan definisi buyer sebagai berik--------
“Buyer are Usually government agency international
competitive bidding, or tender, prices from pub8ector
sources. These are actual prices obtained by the
organizations listed and are included for infornaeti
purposes. It is not possible for a reader to plaoceorder with

any of these organizationghese prices should not be used

as international reference prices since they mayhorbe

available to the organization conducting the tender

procurement. This is especially true in domesticnders
n28

because local manufacturers may not sell internatally.

Perbandingan Harga Jual Retail dengan Harga
Internasional adalah TIDAK TEPAT untuk Menentukan

Ada-Tidaknya Kerugian Konsume;-----------=--=-==-==--------

Dari penjelasan di atas terlihat dengan jelas bapevaasok
padaThe International Drug Price Indicator Guididaklah
sama dengan produsen obat antihipertensi di Incoodaam
hal ini Dexa) dan definisi pembeli padde International
Drug Price Indicator Guidetidaklah sama dengan posisi
konsumen obat antihipertensi akhir di Indonesidafdahal
ini pasien). Harga padalhe International Drug Price
Indicator Guide bukanlah harga retail/eceran dari produsen
kepada pasien, melainkan harga pokok produksi kananga
tersebut tidak melibatkan komponen biaya pemasdam
biaya untuk distribusi. Di dalam penjelasan mengbuogerdi

atas bahkan telah dinyatakan secara jelas larangéuk

menggunakan hargahe International Drug Price Indicator

Guide sebagai referensikarena hanya ditujukan untuk

organisasi atau lembaga yang ingin melakukan testdeipun

pembelian (“These prices should not be used as

guage=english#InterC
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international reference prices since they may onhke

available to the organization conducting the tender

procurement. This is especially true in domesticnders

because local manufacturers may not sell internatally)”

Dapat pula kami sampaikan bahwa pada pasar obat
antihipertensi di Indonesia, penentuan harga jubhto
antihipertensi selain mengacu kepada struktur bidga
perusahaan juga mempertimbangkan faktor-faktor yaing
mempengaruhi struktur biaya, seperti tingkat infla&Gami

tidak yakin bahwa harga yang terdapat di daldime
International Drug Price Indicator Guidéelah memasukkan
perhitungan tingkat inflasi di dalamnya. Ataupukajitelah
memasukkan, namun dengan besaran yang berbedandenga

tingkat inflasi di Indonesia;------------=--=-=-—— = mmmmmmmmeo -

Dengan kondisi demikian metod@rdstick yang digunakan
Tim Pemeriksa yang membandingkan harga retail obat
amlodipine di pasar Indonesia dengan hdrge International
Drug Price Indicator Guidemerupakan pendekatan yang
salah dalam menentukan besavarrcharge Oleh karena itu,
kami sekali lagi menyatakan menolak dan berkeberatas
analisis Tim Pemeriksa tersebut;--------------———------------
TIDAK ADA Kerugian Konsumen; --------=-=-=-===-===-=------

35.7.2.3Dengan tidak relevannya penggunaan ddta International

Drug Price Indicator Guidemaka kami berpendapat analisis
Tim Pemeriksa tentang adanya kerugian konsumenadaien]
tidak lagi berdasar dan tidak dapat dibuktikan.hOkarena

itu, kami menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian
konsumen vyang diakibatkan oleh penerapan harga jual
Tensivask baik untuk dosis 5mg ataupun dosis 10mg:---

35.7.3. TANGGAPAN TENTANG DUGAAN KEUNTUNGAN YANG EKSESIF
(EXCESSIVEPROFIT); -=--=mmmmm o s m e oo e oo

TIDAK ADA Keuntungan yvang Eksesif yang Dinikmati oleh Dexa

Tujuan dari penetapan harga yang eksesif adalatk unendapatkan
keuntungan yang eksesif. Tanpa diperolehnya kegatugang eksesif

maka dugaan penetapan harga yang eksesif menjadi beralasan.
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Dengan latar belakang penjelasan tersebut maka kKapa sampaikan
kepada Majelis Komisi perbandingan perolelpaofit margin before
tax yang diperoleh dari has#énzagePT Sandoz Indonesia dengan
Amdixal-nya (vide Bukti C.4.19), dan SOHO denganriNoten-nya
(vide Bukti C.4.30) dengan profit margin yang digdeh Dexa dengan

Tensivask-nya sebagai berikut (lihat Tabel 7):——-------
Tabel 7: Perbandingan Profit Margin

Tensivask 5 mg| Amdixal 5 mg | Normoten 5 mg

Profit Margin 12-13% 30% 50%

Before Tax

Dari data pada Tabel 7 di atas terlihat bahwasdmyssivask hanya
memperoleh profit margin before tax12% atau 13%. Tingkat
keuntungan ini adalah di bawaprofit margin before taxyang
diperoleh Sandoz Indonesia dari penjualan Amdixalgysebesar 30%
dan bahkan jauh dibawabrofit margin before taxyang diperoleh
SOHO dari penjualan Normoten yang sebesar 50%. dedgmikian
kami mempertanyakan dugaan Tim Pemeriksa mengedanya
penetapan harga yang eksesif oleh Dexa untuk TasisiHarga jual
Tensivask yang lebih mahal karena secara kompbsiga terutama
biaya pembelian bahan baku sangat jauh berbed@aetsa yang
telah berkali-kali kami sampaikan dalam Penjelabartulis kami dan
dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan. Harga peroldadran baku
amlodipine Tensivask tidaklah sama dengan hargaolglean
amlodipine besylate untuk bahan Amdixal dan Normgote------------
Harga Tensivask yang Lebih Tinggi adalah karena Hagma Bahan
Baku yang LEBIH MAHAL; ----------- LR e
Dapat pula kami sampaikan data harga perolehan nbdfeku

amlodipine disertai dengan harga jual dari Sandolbresia dengan
Amdixal-nya (vide Bukti B6), SOHO Industri Pharmadengan
Normoten-nya, dan Sanbe Farma dengan Cardisanuviga Bukti
B23 dan Rangkuman sebagai saksi pada tanggal 2V 28410 yang
dibuat oleh Bapak Purwadi) yang kami peroleh dasilhenzage
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dibandingkan dengan harga perolehan Dexa dengasivésk-nya,
sebagai berikut (lihat Tabel 8):-----------=---——---m-mmmee oo

Tabel 8 Perbandingan Harga Bahan Baku dan Harda Jua

Harga Bahan Harga Jual/Tablet 5
Baku mg
Sandoz Indonesia | US$ 400 Rp. 4.200,-
(Amdixal)
SOHO (Normoten)| US$135 Rp. 3500,-
Sanbe Farma US$ 1.000 Rp. 4 615,-
(Cardisan)
Dexa Medica US$ 26.000 Rp. 5.200,-
(Tensivask)

Dari tabel di atas terlihat dengan jelas bahwa dengomposisi
perbandingan biaya bahan baku terhadap hargamadda harga jual
Tensivask tergolong lebih murah. Tim Pemeriksaktidapatutnya
hanya melihat harga jual dari masing-masing prodokuk dapat
menyimpulkan terjadinya harga yang eksesif, tetagnusnya juga
menganalisis dengan cermat komposisi biaya masesjrg produk
yang membentuk harga jual. Berdasarkan bukti-bigksiebut di atas,
maka sangat tidak masuk akal jika disimpulkan balinaega jual

Tensivask adalah ekSesif;-------=-m-mommmm e

35.8. TENTANG KETIADAAN KARTEL DAN INDIKATOR KARTEL;----- ----

35.8.1.

Pemaparan tentang Konsep Kartel dan Indikator Adanya

Dalam Bagian 5.7 hal.61 LHPL, Tim Pemeriksa memds&kan

kartel sebagai kerjasama sejumlah perusahaan yarsgibg untuk
mengkoordinasikan jumlah produksi, harga suaturlgadan atau jasa
untuk memperoleh keuntungan di atas tingkat kewamnryang wajar
atau berdampak negatif terhadap persaingan. Dedefamsi tersebut,
Tim Pemeriksa berpendapat suatu tindakan dianggée! kapabila
terdapat elemen a. perjanjian, b. antar pesaingn « adanya

kesepakatan atau pengaturan harga, produksi, pgrasa, atau

halaman 194 dari 256

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012



SALINAN

wilayah pemasaran dan atau lainnya yang menguraéingkat
persaingan antarpelaku usaha; mmemmmmmmmmmeemeees

Dalam Bagian 5.9 hal.66 - 75 LHPL, Tim Pemeriksammaparkan
faktor-faktor yang dapat mendorong atau menfasiliti@rjadinya
kartel, yaitu yang mencakup faktor struktural daktdr perilaku.
Sebagian atau seluruh faktor tersebut, menurutH@meriksa, dapat
digunakan sebagai indikator dalam melakukan id&asf eksistensi
sebuah kartel pada sektor bisnis tertentu. Selaygutim Pemeriksa
menyebutkan bahwa faktor struktural yang dapat asgithsi kartel
adalah tingkat konsentrasi [yang tinggi] atau jumperusahaan yang
tidak banyak, produk yang homogen, adanya kontaltipasar,
tingginya hambatan masuk pasar, permintaan yangtuterdan
inelastis dengan pertumbuhan yang stabil, lemalkekaatan tawar
pembeli, dan adanya agen penjualan yang sama. eaarfaktor
perilaku yang dapat menfasilitasi kartel adalahtykaran informasi
antar pelaku usaha dan transparansi di antara Welaaha.
Transparansi informasi semakin memudahkan kartebikp hal
tersebut termasuk informasi terkait harga, produkksin tingkat
penjualan pesaing;------==--=-==n=mm e
Berikut ini adalah analisis Tim Pemeriksa tentandikator kartel
untuk penjualan obat antihipertensi berzat aktilodipine besylate
35.8.1.1 Tingkat konsentrasi pasar tinggi, dengan CR2 10G¥ d
HHI berkisar di tingkat 5011 sampai 5440 dalam qui
2000-2006, lalu mengalami penurunan setelah nudsa
patentamlodipine besylate------------=-----=-msmsmmm oo
35.8.1.2 Obat antihipertensi dengan zat akdiimlodipine besylate
yang diedarkan di Indonesia adaledmogenous------------
35.8.1.3 Adanya kontak multipasar antara Dexa dengan Pfizer
Indonesia. Kontak multipasar terjadi karena 2 alasa
pertama, selain produk yang menggunakan zat aktif
amlodipine  besylate, Dexa dan Pfizer Indonesia
memproduksi obat-obatan lain yang bersaing di pasar
bersangkutan yang berbeda dengan Norvask dan &sksiv
dan kedua, terjadinya kontak karena Dexa dan Pfizer
Indonesia pernah mendirikan perusal@nt ventureyaitu

PT Pfidex Pharma pada tahun 2000;---------------=-=------
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35.8.1.4 Tingginya hambatan masuk pasar karena perusahaan ba
membutuhkan: 1) izin untuk menggunakan paten dat a
menunggu waktu agar dapat menggunakan paten yang
sudah habis masa berlakunya, 2) akses terhadaf yeoap
besar agar dapat mencapai skala ekonomi sehingust da
bersaing di dalam pasar—dengan karakteristik produrig
dipengaruhi brand awarness yang tinggi, maka pelskha
yang terlebih dahulu masuk ke pasar memililst mover
advantage 3) dalam memasarkan produk obat perusahaan
harus mempunyai jalur distribusi untuk memasarkan
produknya, dan 4) dibutuhkan biaya promosi yangdin
agar dapat dikenal oleh masyarakat;------------------------
35.8.1.5 Permintaan atas obat antihipertensi dengan zatf akti
amlodipine besylatenemeliki karakteristik inelastis;---------
35.8.1.6 Lemahnya daya tawar pembeli karena kondisi informas
yang asimetris serta penentuan obat yang dilakuten
dokter bukan oleh pasien;-----------=-==-= s — e
35.8.1.7 Penggunaan AAM sebagai agen penjualan yang sama
menjadi instrumen untuk mengkoordinasikan dan
memonitor perubahaoutputdan harga pesaing;--------------
35.8.1.8 Transparan informasi terkait harga jual dan nilanjpalan
karena adanya data yang disediakan oleh IMS,
penginformasian pembelian bahan baku oleh Dexadeepa
Pfizer Indonesia, dan adanya kewajiban AAM untuk

menginformasikan kondisi pasar terhadap [Pfizeohasia]

termasuk aktivitas pesaing;--------------==-==-——=-nmmmmnu-
Tanggapan atas Analisis adanya Dugaan Terjadinya Keel;-------
35.8.2.1 KONSENrasi;-----=-==-mmmmm oo oo oo
Sebagaimana yang telah kami sampaikan di dalam
pembahasan mengenai struktur pasar, maka tidakr bena
Tensivask dipasarkan di pasar dengan tingkat kdrasen
yang tinggi. Dalam pasar obat antihipertensi, taigk
konsentrasi sangat rendah karena CR2 yang kuran@@la
persen dan HHI lebih kecil dari 350. Dengan tingkat
konsentrasi yang sangat rendah ini, maka dugaatel kar

adalah sangat tidak relevan karena dalam kondisarpa
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seperti ini pembentukan kartel tidak akan efekaima

35.8.2.Kontak Multipasar;---------==-=======-mmmmmmmme oo
Kesimpulan Tim Pemeriksa bahwa ada kontak multipasa
antara Dexa dan Pfizer Indonesia merupakan kesanpul
yang keliru. Kontak multipasar dapat dianggap tetajadi
antara Dexa dan Pfizer Indonesia apabila dapamnjdkian
bahwa kedua perusahaan ini bersaing di lebih déuigasar
bersangkutan yang sama, yang mana komposisi persguas
pangsa pasar kedua pelaku usaha di pasar bersamgkut
yang berbeda tersebut memungkinkan untuk adanya
tindakan balasan apabila di satu pasar yang tetspakati
untuk dilakukan kartel, salah satu pihak bertindakang.
Oleh karena itu, dengan adanya kontak multipasatek
akan lebih efektif karena tersedia sarana untukakoéian
“penghukuman” terhadap peserta kartel yang cufaRgrlu
kami sampaikan bahwa selain di pasar obat antieipsi
Dexa dan Pfizer Indonesia hanya bersaing di pabat o
analgesik, yang mana Dexa menjual Pondex dan Pfizer
Indonesia menjual Ponstan, keduanya mengandurakiift
asam mefenamat. Dalam pasar obat analgesik inst&on
memiliki pangsa pasar sebesar kurang lebih 60%estETa
itu Pondex hanya memiliki pangsa pasar kurang lebih
sebesar 6%. Berdasarkan komposisi pangsa pasaddak
pasar tersebut, maka dapat dikatakan Dexa samk tsddda
memiliki kemampuan untuk melakukan penghukuman
terhadap Pfizer Indonesia karena di kedua pasaeltet
pangsa pasar Dexa jauh di bawah pangsa pasar Pfizer
Indonesia. Oleh karena itu, kesimpulan Tim Pemariks
mengenai kontak multipasar yang dapat menfasilitasi
terjadinya kartel dalam perkara ini sama sekaliakid
terbukti;------------m e
Interaksi antara Dexa dan Pfizer Indonesia melBlidex

Pharma sama sekali bukan merupakan kontak multipasa

? Lihat pembahasan tentang Multi-Market ContactamiaMassimo MottaCompetition Policy: Theory and
Practice Cambridge University Press, 2004, hal. 148-149.
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karena produk Dexa dan produk Pfizer Indonesia yang
dipasarkan melalui perusahapmnt ventureini tidak ada
yang berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau
dengan kata lain tidak saling bersaing (lihat T&)eSelain
itu, Pfidex Pharma hanya bertahan kurang darih2irta
yaitu sejak didirikan pada Februari 2000 hinggékditiasi
pada November 2001 ;----------=-==-mmmmmmmm oo
Tabel 9
Produk-Produk yang Dipasarkan oleh Pfidex Pharma

No. | Produk Dexa Produk Pfizer Indonesia

1 Magalat (mengandung magaldratd-eldene (mengandung piroxicam;
dan simethicone; obat maag) analgesik anti-inflamasi)
Medixon (mengandung Unasyn (mengandung sultamicillin,

2. methylprednisolone; sulbactam dan amlipicillin;
kortikosteroid) antibiotika)

3 Dexacef (mengandung cefadroxil

monohydrate; antibiotika)

4. Oxyvit (multi vitamin)

Trentox (mengandung

5. pentoxifylline; obat

cardiovascular)

35.8.2.3Hambatan masuk;-----------------------
Terkait dengan kesimpulan Tim Pemeriksa bahwa dalam
pasar bersangkutan hambatan masuk tinggi adalak tid
tepat. Hambatan masuk ke pasar bisa ditunjukkagaten
lamanya waktu yang dibutuhkan sebuah produk untuk
masuk ke pasar dan berkembang termasuk di dalamnya
untuk mendapat nomor registrasi dari regulator,amisa
dari BPOM di Indonesia. Dalam hukum persaingan asah
yang berlaku di Amerik¥ dan Eropa diatur bahwa titik
psikologis lama waktu yang ideal sebuah produk kasun
berkembang ke dalam pasar adalah 2 tahun;-------------

%0 ABA Section of Antitrust LawMergers and Acquisitions: Understanding the Anstrlssueshal. 212.
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“... whether entry would be sufficiently swift andstined

to deter or defeat the exercise of market poweratWh
constitutes an appropriate time period depends be t
characteristics and dynamics of the market, as asllon
the specific capabilities of potential entrants. viver,
entry is normaly only considered timely if it ocswwithin
WO YIS, | -=mmmmm e e o e e e e e e e
Jika sebuah produk bisa masuk ke dalam pasar dan
mengalami peningkatan penjualan yang baik dalamgkgn
waktu kurang dari 2 tahun, maka hambatan masukrdala
suatu pasar adalah rendah. Jika lebih dari 2 tamaka
hambatan masuknya bisa dikategorikan cukup tinggk-
Hambatan untuk melakukan usaha produksi dan pearasar
obat anti-hipertensi ber-zat aktif amlodipine satebff-
patent di Indonesia adalah rendah. Kesimpulan ini
dibuktikan dengan cepatnya pemain-pemain baru mgmnas
pasar. Pada kuartal kedua 2007 saja telah adaékmang
masuk pasar. Kemudian pada semester 2 tahun 2@08 ad
merek, lalu tahun 2008 ada 6 merek, dan tahun 2089
merek yang masuk. Dengan begitu, hingga akhir (2009
telah ada 31 merek yang bersaing di pasar ini.iigliga
menunjukkan bahwa obat anti-hipertensi berzat aktif
amlodipine banyak diminati sehingga banyak produseat
yang masuk ke pasar. Dalam volume penjualan, pesagna
pasar pemain-pemain baru lebih besar lagi, yaitpdsden
pada tahun 2009, meningkat dari hanya sebesar r22me
pada tahun 2007. Tanpa melakukan analisis lebjbtlann,
fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hambatan maswdampa
adalah rendah di sub-pasar amlodipine;-------——------
Mudahnya pelaku usaha baru masuk ke pasar obat anti
hipertensi berzat aktif amlodipine tidak terlepaarid
pengaruh UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten. Pasal
135(b) menyebutkan:-------------=--=-mmcm oo

31 Komisi EropaGuidelines on the assessment of horizontal mengedsr the council regulation on the
control of concentrations between undertakihgl. 13.
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“Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud dalam Bab ini adalah: memproduksi produk
farmasi yang dilindungi Paten di Indonesia dalanmgka

waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindumga
Paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian

melakukan pemasaran setelah perlindungan Paterhets

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa:

“Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam huruf thapa
Pasal ini adalah untuk menjamin tersedianya produk
farmasi oleh pihak lain setelah berakhirnya masa
perlindungan Paten. Dengan demikian, harga produk
farmasi yang wajar dapat diupayakan. Yang dimaksud
dengan proses perizinan dalam huruf ini adalah psos
untuk pengurusan izin edar dan izin produksi ataats
produk farmasi pada instansi terkaifz®-----------------------
Dengan adanya pasal ini, dimungkinkan bagi perwsaha
obat generik untuk mempersiapkan diri untuk masek k
pasar menjelang habisnya masa paten daniodipine
besylate yang dimiliki oleh Pfizer Inc Dengan adanya
ketentuan ini, maka proses pra-registrasi dan tragisobat
generik bermerek yang membutuhkan waktu kuranglebi
1,5 hingga 2 tahun sama sekali tidak menjadi haambat

untuk masuk ke pasar;---------=-=======-mm-mme e

Analisis kami di atas didukung pula oleh keterangaksi

dan keterangan ahli sebagaimana dikutip di bawiah--

Saksi, Herry Suheryana SE. Ak., Direktur Keuangdn $andoz, menjelaskan
sebagai berikut (vide Bukti B6);-------=-=--=-=-mmmm oo

43. | Pertanyaan; Apa ada kesulitan memasarkan prdaiddipine
Jawaban: Kami tidak bisa menjawab secara detli s®lama ini
cukup diterima baik di kalangan dokter (25% datalisales
Sandoz)
50. | Pertanyaan]; Bagaimana dengan data dari pearsdltak lolos? Apad

1S4

saja yang dibutuhkan agar lolos dari pemeriksaaDN8P

Jawaban:

Data yang yang diminta berupa data muhasiat,
efficiency (data uji Klinik/pre-klinik), safety, aa data
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pementauan setelah obat dipasarkan. Nanti kamiaikarp

summary-nya.

Saksi, Lany Marliany, Asisten Manager Strategc &usiness Development PT

Indofarma, menjelaskan sebagai berikut (vide BBKY;---------------------==-==--=----

22. | Pertanyaan; Apa strategi pasarnya untuk pearaggnerik?

Jawaban: Kami berusaha untuk meningkatkan kebanga@duk kam
di apotek-apotek, dan kami juga melakukan promesi k
dokter, selain itu sekarang apoteker boleh merdlaah

brended ke generik apabila ada permintaan darepasi

Saksi, Dra. Endang Woro T, M.Sc., Direktur Penidi2zbat dan Produk Biologi
BPOM, menjelaskan sebagai berikut (vide Bukti BO}—----------=-=mmmmmmmmmmmmeeee

6. | Pertanyaan; Apabila dokter meresepkan Norvaelhika tidak tersedia
bolehkah apoteker mengganti merek obat?
Jawaban: Pasal 24 huruf b PP 51 tahun 2009 menggiwa apoteker

sebagai tenaga pelayanan farmasi boleh menggaatti ob

asalkan komposisi molekulnya sama. Sebelum adaoPR n
tersebut penggantian obat harus selalu dikonskdtagie
dokter yang meresepkan. Untuk sarana layanan kiaseha
pemerintah harus mencantumkan obat generik, dap res

generik tidak boleh diganti.

12. | Pertanyaan; Bagaimana pengaturan pendaftaedipaitu, sejak
amlodipine habis masa patennya?
Jawaban: PP 17 tahun 2001 biaya obat copy baiturielrah tapi

tetap harus melalui uji bio-ekuivalensi sampai saisgudah
ada 26 obat dengan zat aktif amlodipine yang bereda
Produsen baru boleh mengedarkan sesudah patest habi
(sudah diatur UU HKI sejak tahun 2001 akan tetapub
diadopsi Permenkes tahun 2008). Obat baru hargigt
ekuivalensinya terhadap obat milik Pfizer sebaganifik

patent dan uji klinis khasiatnya (tidak harus padausia)

17. | Pertanyaan; Bagaimana fungsi/kesempatan mepaiiien apabila obat
sudah diresepkan dokter?

Jawaban: Apabila diberi harga yang dianggap mahkalen bisa
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meminta di apotik untuk berganti merek dengan tetap
menggunakan zat aktif amlodipine yang sama.

Saksi, Ridwan Ong, Deputi Direktur PT. Kalbe Farmanjelaskan sebagai berikut

(vide Bukti B12);

7. | Pertanyaan; Bagaimana proses peluncuran pronask?
Jawaban: Divask launching 2007 (registrasi ke BPDishun
sebelumnya)
20. | Pertanyaan; Apa hambatan dari marketing Didatkpangan?
Jawaban: Hambatannya karena banyaknya produseadar
33. | Pertanyaan; Apakah ada hambatan dari produksRisaat masuk ke

apotek atau rumah sakit?

Jawaban:

Tidak ada pak, tapi ada beberapa Runkathy&ag

menerapkan 1 originator dan 3 copy.

Saksi, Drs. A.J. Halim Djamwari, General Manager3dho Industri Pharmasi,

menjelasakan sebagai berikut (vide Bukti B13);

12.

Pertanyaan

Kapan launching normoten dan apiteggenerik?

Jawaban:

Normoten didaftarakan di BPOM pra reggsttO Oktober
2006, memasukkan registrasi 26 April 2007, mendiapat
ijin 10 September, dan launching 1 Oktober 2007.
Sedangkan yang amlodipine SOHO (generic) mendaifsar
registrasi 22 Maret 2007, melakukan registrasiu 2007,
mendapat ijin 9 Januari 2008, launching 1 Mei 2008

34.

Pertanyaan

Apakah produk-produk amlodipineyyzaru dengan harga
yang lebih murah berhasil membuat pasien beralih da

produk originator?

Jawaban:

Sebagian pasien lama beralih ke produk ba

Saksi, PT Actavis, Teddy Herawan, Direktur Sales déarketing PT.Actavis,
menjelaskan sebagai berikut (vide Bukti B15);-------=-=-=-=-=-=-mmmmmmmemmm oo

7. | Pertanyaan; Kapan actapin dilaunching?
Jawaban: Sekitar April 2007
29 | Pertanyaan; Bagaimana trend market actapirapan®?

Berdasarkan data gross mulai tahun 2008 Rp13iitdaun
2009 Rp17M, naik sekitar 26%/tahun. Karena trent/alit
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hipertensi naik pertahun dan meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam hal pengobatan hipertensi.

Saksi, Dr. Hasyim Kasim, SpPD-KGH, Dokter Ahli GikHipertensi, menjelaskan
sebagai berikut (vide Bukti B19);--------=--=-=mmmmm oo

16. | Pertanyaan; Berapa merek obat dengan zatakiifdipine yang dokter
sudah ketahui?

Jawaban: Saya hapal kurang dari sepuluh

Saksi, Dra. Siti Wahyuni, Apoteker Instalasi FarniRS. Dr. Soetomo, menjelaskan
sebagai berikut (vide Bukti B28 ); S —

12. | Pertanyaan; Apakah sudah ada generic di ruaiahilsu?

Jawaban: Sudah ada banyak produk generik aml@dthirumah sakit

kami

Saksi, Liliek Setiawati Sutanto, Bagian Pembeligmo#k Melawai, menjelaskan
sebagai berikut (vide Bukti B46);------------=-==mmmmm oo

12. | Pertanyaan; Amlodipine jenis apa yang di sediak apotik Melawai?

Jawaban: Kami membeli obat berdasarkan pemintakierd di apotik
Melawai ada lebih dari 10 obat yang mengandung
amlodipine, ada amdixal, normoten, divask, norvask,

tensivask

Akses terhadap modal yang besar juga bukan meraopaka
hambatan pasar. Dalam industri farmasi, suatu pedu
tidak hanya memproduksi dan memasarkan satu jdras o
saja, bahkan ada perusahaan obat yang memprodaksi d
memasarkan hingga ratusan jenis obat, misalnya c2and
Indonesia dengan 102 item produk (vide Bukti B6) &
Actavis dengan 220-an merek dagang (vide Bukti B15)
Perlu dijelaskan bahwa satu mesin yang sama dapat
digunakan untuk memproduksi berbagai jenis obatsiiMe
untuk memproduksi obat lain dapat digunakan untuk
memproduksi obat antihipertensi dengan kandungdn za

aktif amlodipine besylate Tidak diperlukan spesifikasi
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khusus atau biaya yang tinggi untuk memodifikassime
agar bisa memproduksi obat jenis ini. Dengan demiki
produsen obat yang sebelumnya sudah ada di palsdr ti
harus mengeluarkan investasi dalam jumlah yangrbesa
Selain itu, harga bahan baku juga dapat dibeli aer@rga
yang sangat murah. Bayangkan saja, Sanbe Farma dapa
membeliamlodipine besylatelengan harga USD 1000/kg,
SOHO dengan harga USD 135/kg, dan Sandoz dengan
harga USD 400/kg (vide Bukti B23, B6, dan B13). Gam
demikian, tidak benar bahwa diperlukan modal yaagab
untuk memproduksi obat antihipertensi dengan kagain
zat aktifamlodipine besylate--------------=--=--m-mmemememeeo
Untuk kegiatan distribusi, produsen obat juga tigesklu
melakukan usaha ekstra. Jalur distribusi yang telah
digunakan untuk mendistribusikan obat-obat laindgpat
pula digunakan untuk mendistribusikan obat antitgesi
berzat aktif amlodipine. Sebagai contoh, ketika €0dkan
mendistribusikan Normoten atau Sandoz Indonesian aka
mendisribusikan Amdixal, kedua produsen obat idaki
perlu membangun jaringan distribusi baru. Kedua
perusahaan ini cukup menggunakan saluran distriarsy
sudah ada yang telah digunakan selama bertahun-tahu
untuk mendistribusikan produk obat-obatan lainnygagy
sudah diproduksi terlebih dahulu. Oleh karenadistribusi
sama sekali bukan hambatan masuk pasar;-------------
35.8.2.4Transparansi dan Pertukaran Informasi
Dalam LHPL hal. 74, Tim Pemeriksa menyebutkan bahwa
transparansi terdapat dalam pasar obat antihiserenzat
aktif amlodipine besylatgyang mencakup harga obat dan
nilai penjualan karena adanya data yang disediaitehn
IMS, Dexa selalu menginformasikan jumlah pembelian
bahan baku kepada Pfizer Indonesia, adanya kewajiba
AAM, yang merupakan distributor Dexa dan Pfizer
Indonesia, untuk menginformasikan kondisi pasan&suk

aktifitas pesaing terhadap prinsipal;---------——-----------
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Perlu kami sampaikan bahwa tidak pernah terjadtugaran
informasi exchange of informatiQnantara Dexa dan Pfizer
Indonesia. Aliran informasforecast hanya bersifat satu arah,
hanya dari Dexa ke Pfizer Overseas dan tidak adanal
informasi dari Pfizer Indonesia ke Dexa. Tanpa kalaunikasi
dua arah, maka akan sulit dicapai kesepakatan unaltkukan
kartel dan mempertahankan kartel juga menjadi dditena
monitoring untuk mendeteksi adanya kecurangan tidagat
dilakukan oleh Dexa sehingga insentif bagi Dexaukirierlibat
dalam kartel menjadi rendah dan bahkan tidak ade ssekali.
Sementara itu pertukaran informasi melalui AAM jutydak
dapat dilakukan karena AAM memiliki kewajiban untulenjaga

kerahasiaan informasi terkait kegiatan usaha pahst-----------

35.9. TENTANG KETIADAAN PELANGGARAN PASAL 5, PASAL 11 DAN
NS N I Y U I N 7 T L —

35.9.1.

TANGGAPAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PASAL 5Uu No. 5/1999
Kesimpulan Tim Pemeriksa pada hal. 86 LHPL yang yatakan
bahwa terdapat bukti yang cukup telah terjadinyarmgaran pasal 5
yang dilakukan oleh Dexa adalah sangat tidak b&aal&arena tidak
memenuhi unsur-unsur pasal 5 UU No0.5/1999 sehintidak
memiliki dasar sama sekali. Analisis Tim Pemerikyang
menyimpulkan bahwa kenaikan harga Tensivask sepemade 2000
hingga awal 2010 sebagai bentuk penetapan yangatdibtas
kesepakatan bersama dengan PT. Pfizer Indonedahastana sekali
tidak berdasar. Kenaikan harga Tensivask sebe8% &gdalah murni
bentuk penyesuaian dari kenaikan biaya produksisiVask dan
tingkat inflasi, dan bukan karena adanya kesepakdengan PT.
Pfizer Indonesia. Pada faktanya seperti yang tdrlgada grafik 3
tentang harga jual obat, bahwa kenaikan hargaguygal dialami oleh
pelaku usaha lain;-----=-======= = e e
Dugaan mengenai adanyarallel pricing terhadap harga Norvask
dan Tensivask juga tidak dapat dibuktikan sama lisek@h Tim
Pemeriksa. Berdasarkan grafik 4 tentang harga NkrvBensivask,
dan Adalat Oros, terlihat dengan jelas bahwa pefaikan harga jual

Tensivask berbeda dengan pola kenaikan harga Norvas---------
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Tindakan penetapan harga yang dilakukan oleh diakypesaha atau
lebih dapat ditunjukkan oleh adanya penetapan hargh yang
eksesif yang tidak didukung oleh adanya pembenaiasan
ekonomi. Pada LHPL, Tim Pemeriksa juga tidak dapatunjukkan
adanya penetapan harga jual yang eksesif yanguédakoleh Dexa.
Seperti yang terlihat di dalam Tabel 7 tentang aedingan profit
margin dan Tabel 8 tentang perbandingan harga bahkno dan
harga jual, bahwasanya harga jual Tensivask samgathjar baik
dari nilai perolehanprofit margin maupun nilai perolehan harga
bahan baku;-------------====sm o
Berdasarkan fakta dan uraian di atas, tidak adggatdugaan Tim
Pemeriksa tentang penetapan harga Tensivask yaag didbuktikan
dengan jelas di dalam LHPL. Pada dasarnya Dex& tmanah
melakukan penetapan harga terkait harga jual Tasksiwehingga
dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingahaiyang tidak
sehat. Oleh karena itu, dengan tidak adanya bu&ti gakta yang
dapat ditunjukkan oleh Tim Pemeriksa terkait pegpetaharga jual
Tensivask, maka Dexa menolak seluruh dugaan yawcgnieim di
dalam LHPL terkait adanya penetapan harga jual iVasis yang
dilakukan oleh Pfizer Indonesia dan Dexa;--------==-========mmmmmmem-
TANGGAPAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PAsaL 11 UU NO.
571999, -
Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 11 UU N®9 tentang
kartel pada dasarnya mengatur mengenai larangganpan antara
pelaku usaha yang bersaing untuk mempengaruhi hdegagan
mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu batangpaa;---------
Menanggapi mengenai unsur “perjanjian”, Dexa mekat bahwa
Dexa tidak pernah melakukan perjanjian dengan pegsaintuk
mempengaruhi harga dengan mengatur produksi darpat@asaran

obat antihipertensi berzat akéimlodipine besylate--------------------

35.9.2.1Ketiadaan Pengaturan Produksi;-------------======-==memunu-

Supply Agreemensebagai perjanjian jual beli bahan baku
amlodipine besylatantara Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer
Overseas Inc) dan Dexa, bukan merupakan perjagpag
dapat membatasi atau melemahkan persaingan antexa D
dengan Pfizer Indonesia di pasar obat antihipart&wpoply
Agreement tidak memfasilitasi dilakukannya pertukaran
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informasi sensitif di antara Dexa dengan Pfizer poau
afiliasinya termasuk Pfizer Indonesia karena peitdiaran
informasi mengenai forecast pembelian bahan baku
amlodipine besylat&kepada Pfizer Global Trading dengan
copy kepada Pfizer Indonesia merupakan pemberitahuan sa
arah tanpa adanya kewenangan Pfizer Indonesia untuk
menentukan pemesanamlodipine besylateleh Dexa;-------
Forecast rencana beli’lkebutuhan bahan bakwmlodipine
besylate merupakan ketentuan yang lazim terdapat pada
setiap perjanjian supply karena ketentuan tersebut
dimaksudkan agar pemasok dapat mempersiapkan dan
memenuhi permintaan sesuai kebutuhan dari pembeli.
Forecast kebutuhan bahan bakamlodipine besylatguga
bukan merupakan informasi yang sensitif karena muka
merupakan suatu praktek usaha yang memiliki dampak
antipersaingan, juga tidak akan memfasilitasi tknya
kolusi, sehingga tidak akan menyebabkan timbulrgamhk
antipersaingan dalam kaitannya dengan persaingsaraan
Dexa dan Pfizer Indonesia di pasar obat antihipsrte-------
Meskipun dalam Supply Agreementterdapat ketentuan
mengenai kuantitas pembelian, namun ketentuan yang
dimaksud adalah ketentuan minimum pembehariodipine
besylate yang harus dipenuhi oleh Dexa sehingga dalam
Supply Agreemertidak terdapat ketentuan yang membatasi
pembeliaramlodipine besylateleh Dexa;----------------------
35.9.2.2Ketiadaan Pengaturan Distribusi;------------=-==--—==-monuo-
Sama sepertiSupply Agreement Perjanjian Kerjasama
Distribusi juga bukan merupakan perjanjian yang atlap
membatasi atau melemahkan persaingan antara Degarde
Pfizer Indonesia di pasar obat antihipertensi. dggn
Kerjasama Distribusi juga tidak memfasilitasi di&knnya
pertukaran informasi sensitif di antara Dexa denBémer
maupun afiliasinya termasuk Pfizer Indonesia karéalam
Perjanjian Kerjasama Distribusi terdapat klausudargula
yang justru mencegah adanya pertukaran informaantira
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pabrik farmasi yang menunjuk AAM sebagai distrilsuto
produk-produknya;--------==-===mmm s
Penunjukkan AAM selaku distributor produk Tensivaksn
Norvask juga tidak dapat dijadikan indikasi adakgatel di
antara Dexa dengan Pfizer Indonesia. Hal tersebutnia
penggunaan satu perusahaan distribusi oleh beberapa
perusahaan farmasi dengan produk yang sama merupaka
sesuatu hal yang biasa dalam industri farmasg——-------
Berdasarkan uraian fakta dan data tersebut di ataka
secara jelas dapat diketahui bahwa tidak ada peragat
pasokan, produksi atau pemasaran secara sistegaaics
dilakukan oleh Dexa dalam rangka mempengaruhi atau
menaikkan harga yang tidak rasional atau tanpamlgang
jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;-------——-------

TANGGAPAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PAsaAL 16 UU NO.

B/ 1990 - o s

Bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa yang tercantum tindd HPL

hal. 86 yang menyatakan antara lain: e

“terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggargmasal 16...yang
dilakukan oleh PT Pfizer Indonesia, PT Dexa Medieéizer Inc,
Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc), dPfitslobal
Trading (c/o Pfizer Service Company) dan Pfizer gooation
(Panama).’}======-==mmm e oo e e e

Bahwa Pasal 16 UU No. 5/1999 melarang pelaku usadabuat
perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yangrmat ketentuan

yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek momogah/atau

persaingan usaha tidak sehat;---------------- e

Terkait dengan kesimpulan dan rumusan pasal tersklatas, kami
ingin menyampaikan bahwa dalam LHPL yang disusweh dlim
Pemeriksa, kami tidak menemukan adanya pembahasan jglas
dan terinci mengenai fakta, petunjuk atau buktingdaperjanjian
yang dilakukan antara Dexa dengan Pfizer Indondiger Inc,
Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc),d?f@lobal Trading
(c/o Pfizer Service Company) ataupun dengan Pfzemoration
(Panama) yang mengarah kepada pelanggaran PasalU16lo.
5/ 1999 - s
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Bahwa sebagaimana diakui oleh Tim Pemeriksa dnd&lAPL hal.

11, Dexa hanya membuat dan menandatangani pernjg®gimasokan
bahan baku Supply Agreementdengan Pfizer Overseas LLC (d/h
Pfizer Overseas Inc) dalam rangka pemasokan badien zat aktif
amlodipine besylatePerjanjian ini dibuat menyusul adanya somasi
dari Pfizer Inc. dan Pfizer Indonesia terkait adapglanggaran paten
atas zat aktiamlodipine besylateHak paten atas zat aktif ini baru
diberikan kepada Pfizer Inc di Indonesia pada tahd@ Nopember
1995 dan berlaku sampai dengan tanggal 2 April 28@wmentara itu,
Dexa sudah memperoleh ijin edar obat yang mengandan aktif
amlodipine besylatedengan merek Tensivask pada tanggal 12
Desember 1994 dimana bahan baku untuk memprodwkssiviask
didapatkan dari Eropa;---------==-=======mmm oo oo
Bahwa Supply Agreemenyang dibuat dan ditandatangani antara
Dexa dan Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Oversea$ hanyalah
mengatur mengenai pemasokan dan pembelian bahanzhalaktif
amlodipine besylatelari Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas
Inc) kepada Dexa serta ketentuan-ketentuan lainygray umum
diatur dalam suatu perjanjian pemasokan yang lamujagar
pelaksanaan perjanjian pemasokan tersebut dapgtlabedancar.
Supply Agreemerdntara Dexa dan Pfizer Overseas LLC (d/h Pfizer
Overseas Inc) tersebut hanya berlaku untuk penmbedat aktif
amlodipine besylateleh Dexa dan tidak berlaku untuk atau mengatur
pembelian oleh pembeli yang lain. Dalam Perjanfiarsebut dan
dalam pelaksanaannya tidak ada satupun ketentwan tetdakan
yang bertujuan untuk mengatur mengenai harga juadiux yang
diproduksi oleh Dexa ataupun mengatur mengenai ptasén
produksi oleh Dexa atau pihak lain ataupun ketenjizang mengatur
mengenai wilayah pemasaran atau konsumen yang dagatbeli
Produk DeXa;---=--======mmmm e oo e o e e e
Bahwa dengan adanyapply Agreemenérsebut, maka konsumen di
Indonesia pada masa paten pada dasarnya memperaefaat
karena memiliki pilihan lain dalam membeli produkbab
antihipertensi dengan zat akéimlodipine besylateerutama dengan
bertambahnya jumlah pasokan obat antihipertensgaterzat aktif

amlodipine besylataedi pasar Indonesia dengan harga yang lebih
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kompetitif. Sedangkan pada masa setelah patenukwers Indonesia
memiliki lebih banyak lagi pilihan dengan adanyatofenerik yang
masuk ke pasar Indonesia yang bahkan telah mergupamlah
penjualan produk Dexa (Tensivask);------------——-----=mmmmmueum-
Sebagai pembeli bahan baku zat atiflodipine besylatekhususnya
pada masa paten, Dexa tidak memiliki kekuatan tgamag lebih kuat
atau tinggi dibandingkan dengan penjual. Oleh kain kebijakan
harga beli zat aktif tersebut lebih banyak diteatukoleh Pfizer
Overseas LLC (d/h Pfizer Overseas Inc). Meskipusartzerlaku hak
paten atas zat aktif telah habis pada bulan A@072 tetapi Dexa
memutuskan untuk tetap menggunakan bahan baku aeatpaktif
amlodipine besylatdari Pfizer karena sebagai originator, bahan baku
tersebut memiliki keunggulan dammage yang baik di mata
konsumen, meskipun pada dasarnya kualitas obdti@eriensi yang
mengandung zat aktibmlodipine besylateyang diproduksi oleh
produsen manapun harus memenuhi standar tertetdm dangka
menjageefficacydan/atau mutu dari obat tersebut. Sejalan denglan h
tersebut, Dexa juga memutuskan untuk tetap mencdatu label
“manufactured utilizing active material of Pfizertalam setiap

kemasan Tensivask;---------=-===-mmmmmmmmm oo

Alasan lain mengapa Dexa tetap menggunakafodipine besylate
dari Pfizer adalah karena formulasi Tensivask sdghun 1997
dibuat menggunakaamlodipine besylatalari Pfizer. Penggantian
sumber zat aktif akan berpotensi mengubah disdsiabsorbsi obat
yang kemudian dapat mengubah efek klinis obat (&hiaficacydan
efek sampinglafety. Perlu pula diperhatikan bahwa perubahan
sumber zat aktif juga memerlukan uji stabilita dginbio-ekivalensi
ulang. Keterangan kami ini didukung oleh kesakdban. Endang
Woro T., M.Sc. selaku Direktur Penilaian Obat dandek Biologi
dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide BuKtyB®g secara
jelas menyatakan sttiap tahap dan bahan baku berubah harus
dilakukan pendaftaran. Apabila ada perubahan balmku atau
tempat produksi maka harus dikaji uldngr--------------------=--=-----
Berdasarkan fakta dan uraian di atas, tidak adapsatketentuan
dalam Supply Agreemenyang berakibat atau dimaksudkan untuk
melakukan praktek monopoli dan/atau persainganauidbk sehat.
Pada dasarnya Dexa tidak pernah membuat perjasgingan pihak
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luar negeri terkait pembelian zat akaimlodipine besylateyang
bertujuan atau berakibat terjadinya praktek monogmtan/atau
persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena ituk tamtida fakta,
petunjuk maupun bukti yang membuktikan adanya pgsja antara
Dexa dengan pihak lain di luar negeri yang meme#trkuan yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli /atan
persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana didéum &asal 16 UU
NO. 5/1999; - oo
35.10. KESIMPULAN DAN PENUTUR;==--=mm-mmm oo oo
Berdasarkan alat-alat bukti dalam pemeriksaan égladhh melakukan analisis
terhadap pernyataan, pemaparan dan kesimpulan @mefksa sebagaimana
tertuang dalam LHPL, kami sampai pada kesimpulaaga berikut:-------------
35.10.1Tidak terbukti adanya perjanjian pengaturan hargatel (untuk
mengatur produksi dan distribusi), dan perjanjiangan pihak asing
yang bertujuan atau dapat melemahkan atau mengkéarpersaingan
antara Dexa dan Pfizer Indonesia;-------------——-----=------=-o-oo----
35.10.2Tidak terbukti adanya kerugian konsumen yang diseda oleh
penetapan harga yang eksesif;---------=-=-mmmmmmmm s
35.10.3Dengan tidak terbuktinya dugaan perjanjian pengaturarga, kartel,
dan perjanjian dengan pihak asing yang bertujuaau atlapat
melemahkan persaingan, serta dengan tidak terlyaktkeuntungan
eksesif yang disebabkan penetapan harga jual Tesksivang eksesif,
maka tidak terbukti pula adanya pelanggaran Pas#&laSal 11, dan
Pasal 16 UU No. 5/1999 yang dilakukan oleh Dexas------------------

TENTANG HUKUM

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutaar(gghya disebut “LHPL”), Pendapat
atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen ddnbakti lainnya Majelis Komisi

menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggatah para Terlapor dalam perkaaa

guo. Dalam melakukan penilaian Majelis Komisi mengkaai dalam beberapa bagian
yaitu pertama LHPL Mengenai Pelanggaran; keduantitdes Para Terlapor; ketiga Aspek
Formal; keempat, Pasar Bersangkutan; kelima, Ketdnipelaku Usaha Pfizer, keenam
Perjanjian Antar Pesaing, ketujuh PfizBrstribution AgreementSebagai Penyelesaian
Sengketa Antar Pesaing, kedelapan Isi Perjanjianngsi@h Kartel, kesembilan

Komunikasi Antar Pesaing, kesepuluh Indikator Kartkeesebelas Dampak Kartel,
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keduabelas Dampak Akhir Bagi Konsumen dan Pes&atigabelas Posisi Dominan,
keempatbelas Aspek Materil, kelimabelas Kesimpukegnambelas Hal- hal lain yang
dipertimbangkan; ketujuhbelas Diktum Putusan damuRIp. -------------=--=-=--=mmmummmo-
1. LHPL Mengenai Pelanggaran--------=-=-=--zmmmmmm oo

1.1 Bahwa Kelompok Usaha Pfizer dengan PT Dexa Medidagd melakukan
pelanggaran pasal 5 Undang-undang nomor 5 tahud yiE8& menetapkan harga
obat Anti Hipertensi dengan Zat AkiNmlodipine Besylate------------------------

1.2 Bahwa Kelompok Usaha Pfizer dengan PT Dexa Medidagd melakukan
pelanggaran Pasal 11 Undang-undang nomor 5 tal@f yiitu secara bersama
melakukan pengaturan produksi dan/ atau pengatpesnasaran obat Anti
Hipertensi dengan Zat AktAmlodipine Besylate-----------------===-mcmmmmeemu-

1.3 Bahwa PT Dexa Medica bersama dengan Pfizer Overse@s (d/h Pfizer
Overseas Inc) serta PT Pfizer Indonesia, didugakokhn pelanggaran Pasal 16
yaitu melakukan perjanjian dengan pelaku usahaasng berakibat terjadinya

praktek monopoli dan persaigan usah tidak sehat;----------------=-mcmmcmememo-
1.4 Bahwa Kelompok Usaha Pfizer diduga melakukan pegjaran Pasal 25 ayat (1)
huruf (a) Undang-undang nomor 5 tahun 1999 yaitinyakhgunakan posisi
dominan untuk mempengaruhi dokter dan/atau apaf@k hanya meresepkan
obat dengan merek Norvask;--------====-mmm oo e

2. Identitas Terlapor: ------==mnme oo e -

Terlapor dalam perkara ini adalah sebagai berttts---------------=-mcmmmmmmmmomm -

2.1 Terlapor |, PT Pfizer Indonesia,---------=-=====-=— = mmmm oo oo
2.1.1Bahwa PT Pfizer Indonesia didirikan berdasarkan aARendirian
Perseroan Terbatas Nomor 72, Notaris Lindasari @ahrS.H, pada

tanggal 30 April 1969 di Jakarta;--------------——=-=----=-m-mmmm e
2.1.2Bahwa terdapat Pernyataan Keputusan Rapat PT Phmnesia
terhadap Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatdasarkan
Akta Notaris Liliana Arif Gondoutomo No. 12 tanggaB Juni 2008

sebagaimana penjelasan Berikut:---------=--=--memmmmm e

2.1.2.1 Perkataan “Pfizer” didalam nama “PT Pfizer Indoatgelah
dipergunakan dengan persetujuan “Pfizer Inc” denglasan
bahwa “Pfizer Corporation” telah mengambil bagiaany

terbanyak dalam modal saham perseroan yang telah

ditempatkan dan disetor;------------=--==mmmmemmem -
2.1.2.2 Modal dasar perseroan terdiri dari 6.970.826 |lemdmram
terbagi atas 600.000 saham seri A dan 6.370.82&sakri B
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masing-masing bernilai Rp.1000 dari modal dasaahtel
ditempatkan dan disetor 100%;------------=-=--=====---nm-mmnmo--
2.1.3PT. Pfizer Indonesia dapat membuka cabang atauagéan di dalam
dan luar wilayah RI;.--===mmmmmmm oo oo
2.1.4Bahwa PT Pfizer Indonesia memiliki keterkaitan kap#&an dengan
Pfizer Inc melalui anak perusahaan yaitu PfizerpGmation (Panama).
Beberapa pemilik saham terbesar dari PT. Pfizesredia adalah :-------
2.1.6.1 Pfizer Corporation (Panama) sejumlah 42/88aham terdiri
dari 587.600 saham seri A dan 2.400.000 sahanBselengan
nominal Rp.2.987.600.000,-;-------=-===-======-mmmmmmmo--
2.1.6.2 Warner Lambert Company A.G., sejumlatD8% saham

terdiri dari 1.957.535 saham seri B dengan nominal
Rp.1.957.535.000,-;-----=-=-=-=-===mmmmmm oo
2.1.6.3 Pharmacia & Upjohn Company LLC. sejumlah 21.68&kam
terdiri dari 1.506.107 saham seri B dengan nonfikml.506.107

2.1.6.5Keempat perusahaan tersebut tercatat sebagai amakapaan
Pfizer Inc dan secara bersama-sama menguasai 96;888m

PT Pfizer Indonesia;-----------=-==-=-===mmmo oo

2.1.6.6PT Pfizer Indonesia mendistribusikan Norvask melaRT
Anugrah Argon Medica, berdasarkan perjanjian digsi yang
ditandatangani oleh H. Sidi Said selaku Presiderelir PT

Pfizer Indonesia dengan Mr. Andi Wijaya selaku Riue PT.

Anugrah Argon Medica;----------========mmmm oo

2.1.6.7PT Pfizer Indonesia merupakan anak perusahaanr RficePT
Pfizer Indonesia mempunyai kewenangan terhadapasipeal

Pfizer di Indonesia termasuk dalam pemasaranupkm dan

produksi secara terbatas sedangkan untuk kepubisais terkait
raw materialmerupakan kewenangan Pfizer Inc. -------------—---

2.2 Terlapor I, PT Dexa Medica;------=-========mmmmmmm oo
2.2.1Bahwa PT Dexa Medica adalah pelaku usaha yang fmtekbdadan
hukum yang didirikkan berdasarkan peraturan perupdanciangan
Republik Indonesia, yang Anggaran Dasar-nya dimdeam Akta

Notaris Justin Aritonang No0.37 tanggal 22-09-1968ng mendapat
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pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indend&i.J/A.5/25/5

yang kemudian dilakukan perubahan guna disesuai&agan ketentuan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana tiohalaan Akta

Notaris Winarti Lukman Widjaja No.1 tanggal 01-0808 yang

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HsdsiaManusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertdrfiyga0-2008 No.

AHU-7642.AH.01.02 tahun 2008;--------=-=-=-====mmmmmmm oo

2.2.2Bahwa PT. Dexa Medica merupakan perusahaan farResnaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berlokasi di Titaer@er 3rd Floor
JI. Boulevard Bintaro Blok B7/B1 No.05, Bintaro daysektor 7,
Tangerang 15224, Indonesiilodal ditempatkan dan disetor sebesar
Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar Rupiah) temtias 12.000.000
(dua Dbelas juta) lembar saham dengan komposisiegang saham
adalah sebagai berikut :-------======= o
2.2.2.1 PT Inertia Utama sebanyak 99,97% saham terdiri dari
11.997.546 lembar saham senilai Rp. 11.997.546-006:----
2.2.2.2 PT Ekon Prima sebanyak 0,02% saham terdiri dar452.
lembar saham senilai Rp. 2.454.000,-.;--------=====-=====--=---

2.2.3PT. Dexa Medica merupakan produsen obat anti leipgrtdengan zat

aktif Amlodipine Besylatenerek Tensivask yang memiliki ijin edar obat
dari Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderag®@gasan Obat
dan Makanan pada tanggal 12 Desember 1994 untukase® mg
dengan Nomor Pendaftaran DKL9405014110A1;----——-----

2.2.4Sebagaimana produk-produk PT Dexa Medica lainnya)and

mendistribusikan Tensivask, PT Dexa Medica menggan PT
Anugrah Argon Medica sebagai distributor utama. Aiugrah Argon
Medica adalah anak perusahaan PT. Dexa Medica yamguasai +
98,13% saham PT. Anugrah Argon Medika;---------——--------=--------

2.3 Terlapor Ill, Pfizer INC;----=-==mmmmmmm e oo e
2.3.1 Bahwa pada tahun 1900, Company Charles Pfizer igicikéhn di New

2.3.2
2.3.3
234
2.3.5

Bahwa Pfizer Inc adalah pemegang paten zat Aktibdipine Besylate:-
Bidang usaha Pfizer Inc adalah Manufaktur Persiagéarmasi;
Manufaktur Obat dan Botanical; Pestisida dan Maktufa Kimia
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Pertanian Lainnya, Pengembangan di bidang Rekayhsik, dan

Kehidupan ilmu.-=-===-== s e o oo e e

2.4 Terlapor IV, Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer Oversas Inc)---------------------
2.4.1 Bahwa Pfizer Overseas (d/h Pfizer Overseas In@lahdanak perusahaan

dari Pfizer INC;-------m-mmmm oo oo
2.4.2 Bahwa Pfizer Overseas (d/h Pfizer Overseas Indphd@serusahaan yang
bertindak sebagai pihak yang terlibat dalam pegarupply Agreement

dengan PT Dexa Medica untuk pemasokan bahan bakualzd#

2.5 Terlapor V, Pfizer Global Trading ( c/o Pfizer Senice Company) --------------
2.5.1 Bahwa Pfizer Global Trading (c/o Pfizer Service @amy) adalah pihak
yang menerima Planing Order, memberikan persetujsaupply,
mengirimkan zat aktiAmlodipine Besylate menerbitkan Invoic@acking
list, dan memberikagertificate of analysikepada PT Dexa Medica dan
PT Pfizer Indonesia;-----------=-==-=== == oo
2.5.2 Bahwa Pfizer Global Trading c/o Pfizer Service Camp adalah

perusahaan anak perusahaan dari Pfizer Inc.--------------
2.6 Terlapor VI, Pfizer Corporation Panama-------------==-======-mmmmmmmmm oo
2.6.1 Bahwa Pfizer Corporation Panama adalah perusabaak perusahaan
dari Pfizer INC;--------=-m-mmmm oo oo
2.6.2 Pfizer Corporation Panama adalah pemegang sahagoritas di PT
Pfizer Indonesia berdasarkan Pernyataan KeputusgratRoerdasarkan
akta Notaris Lelyana Arif Gondoutomo tentang PTzé&fi Indonesia
No0.12 tanggal 23 Juni 2008;--------=-=--==-mm-— mmm oo

3. Aspek FOrmil----m-mmmmm oo oo
3.1 Bahwa Majelis Komisi terlebih dahulu menilai asp&kmil yaitu tentang

Yurisdiksi Komisi dalam menangani perkara ini; e
3.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat bahwa Komisi menyau kewenangan
untuk memeriksa dan menilai perkara ini karena kipgrkara ini adalah dugaan
penetapan harga, Kkartel, perjanjian dengan pihakr luegeri serta
penyalahgunaan posisi dominan untuk obat anti t@psr dengan zat aktif

Amlodipine Besylate-----------mmmm oo
3.3 Bahwa para Terlapor tidak menyerahkan pembelaaadap yuridiksi Komisi -----
3.4 Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan-penjelamag telah dikemukakan

mengenai kewenangan Komisi di atas, Majelis Komigkemudian

mempertimbangkan dugaan pelanggaran pada perkaebimgai berikut: ----------
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4. Pasar Bersangkutan ---=----=-mmmmmmm oo -

4.1 Sebelum melakukan penilaian mengenai ada tidakmglanggaran, Majelis

4.2

Komisi terlebih dahulu menguraikan pembahasan meaigeasar bersangkutan

dalam perkara ini berdasarkan LHPL, yaitu sebagakbt: ------------------------ —-

4.1.1 Bahwa pasar produk dalam perkara ini adalah oliahgertensi dengan
zat aktif Amlodipine Besylatdengan mempertimbangkan cara kerja, titik

tangkap atau reseptor serta adanya kontraindileasg perbeda untuk tiap

jenis zat aktif; -=-=--===s=m=mmmemmm e e oo
4.1.2 Bahwa berdasarkan Joint National Committee (JNC) m@yoritas
penderita hipertensi membutuhkan kombinasi lebit 2labat, sehingga

bersifat komplementer bukan substitusi; --
4.1.3 Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari digtib penjualan kedua

produk mencapai hampir ke seluruh propinsi di Iresia Berdasarkan

data penjualan dan distribusi, penjualan Norvask Tansivask tercatat

menjangkau sekitar 18 wilayah penjualan yang manzake seluruh

propinsi di INdONESIA; -----=-========mmmm e
4.1.4 Bahwa berdasarkan data tersebut, LHPL menyatak&nvabacakupan
geografis dari pasar bersangkutan adalah wilayatonesia secara

NASIONA; === === === = m e -

4.1.5 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/ PT. Pfizetomesia pada
pokoknya menyatakan Pasar produk dalam perkam@delah kelas terapi
Calcium Channel Blocke(CCB) dengan pertimbangan fungsi dan cara
kerja yang sama, ----=-===-=s=s=mmmme oo e

4.1.6 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/ PT. Pfizetomesia, dan
Terlapor II/PT. Dexa Medica pada pokoknya menyatak&lPL telah
salah dalam melakukan intepretasi terhadap dokulNéh7, dimana obat
anti hipertensi tidaklah bersifat komplementer; --

4.1.7 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor IlI/PT. Dexa bMegdada pokoknya
menyatakan Pasar produk adalah semua obat antérniperdengan

pertimbangan semua fungsinya sama,; -- --

Berdasarkan wuraian tersebut, Majelis Komisi melakukanalisis pasar

bersangkutan sebagai berikut: --------- e

4.2.1 Pasar bersangkutan sesuai dengan Pasal 1 angkada@dJundang No. 5
Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengangaagkatau daerah
pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barargfalajasa yang sama

atau sejenis atau substitusi dari barang dan asautgrsebut; ------------- --
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4.2.2 Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerahspran tertentu
dalam hukum persaingan usaha dikenal sebagai pgsagrafis.
Sedangkan barang dan atau jasa yang sama atais segnsubstitusi dari
barang dan atau jasa tersebut dikenal sebagai pasdwnk. Karena itu

analisis mengenai pasar bersangkutan dilakukanlunedaalisis pasar

produk dan pasar geografis; ------------- -- - --
4.2.2.1 Pasar Produk; —-==========mmm e

1.2.2.1.1 Analisis pasar produk pada intinya bertujuan untuk

menentukan jenis barang dan atau jasa yang sejenis
atau tidak sejenis tapi merupakan substitusinya yan
saling bersaing satu sama lain;---------------——---
1.2.2.1.2 Bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam
pemeriksaan dinyatakan bahwa tiap obat memiliki
cara kerja yang berbeda atau memiliki keunggulan
dan kelemahan (walaupun dalam satu kelas terapi

sekalipun); ~========mmmmmmmmmm e -

1.2.2.1.3 Bahwa berdasarkan keterangan ahli dalam
pemeriksaan dinyatakan kombinasi obat perlu dan
bersifat komplementer; ---------------=---m-ece— - -

1.2.2.1.4 Bahwa LHPL tidak melakukan interpretasi yang
salah, berikut kutipan nya: -------------=-=-=--=-m-o-- --

"More than two-thirds of hypertensive individuals
cannot be controlled on one drug and will requive t
or more antihypertensive agents selected from
different drug classes (JNC 7 hal 26)”

“In hypertensive patients with lower BP goals othwi
substantially elevated BP, three or more
antihypertensive drugs may be required (JNC hdl 26)

“Since most hypertensive patients will require tovo
more antihypertensive medications to achieve their
BP goals, addition of a second drug from a differen
class should be initiated when use of a single taigen
adequate doses fails to achieve the goal. WhersBP i
>20 mmHg above systolic goal or 10 mmHg above
diastolic goal, consideration should be given to
initiate therapy with two drugs, either as separate
prescriptions or in fixed-dose combinations (JNC ha
30-31)
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1.2.2.1.5 Bahwa Majelis Komisi memperkuat LHPL dengan
menganalisis daur hidup produk norvask dan
tensivask yang dikategorikan masuk dalam tahapan
mature berbeda dengan produk zat aktif Amlodipine
lain yang masuk dalam tahapatroductiorn-------- --
1.2.2.1.6 Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat keeratan
konsumen terhadap merek suatu produk. Konsumen
produk Norvask dan para Dokter memiliBrand
Loyalty karena merupakan produk originator yang
lebih dahulu masuk ke pasar;-----------------==--=----
1.2.2.1.7 Bahwa Majelis Komisi menilai terdaphtand loyalty
konsumen terhadap tensivask yang mendapatkan hak
produksi dan pemasaran di Indonesia bersama
Norvask ketika masa paten. Merek tersebut dinilai
memiliki brand loyalty yang kuat bagi Dokter dan
konsumen karena dipasarkan sejak masa paten
berlaku; --------=-=-=-mmm e
1.2.2.1.8 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan
menyimpulkan pasar produk dalam perkara ini adalah
obat anti hipertensi dengan zat aktif Amlodipine
Besylate dengan pertimbangan cara kerja, titik
tangkap atau reseptor serta adanya kontraindikasi
yang berbeda untuk tiap zat aktif, daur hidup pkodu
danbrand loyalty -----------=-===mmsmm e -

4.2.2.2 Pasar geografis;--------------m-mmmmmmmm e

4.2.2.2.1 Bahwa dalam LHPL disebutkan pasar geografis
adalah wilayah dimana suatu pelaku dapat
meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya
pelaku usaha baru atau kehilangan konsumen yang
signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain di
luar wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena biaya
transportasi yang dikeluarkan konsumen tidak
signifikan, sehingga tidak mampu mendorong
terjadinya perpindahan konsumsi produk tersebut.
Apabila dalam sebuah Negara dijual sebuah produk
dengan biaya transportasi yang tidak signifikankana
pasar geografis produk tersebut adalah seluruh
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wilayah negara tersebut. Di sisi lain, jika pelalsaha

menjual produk dalam satu wilayah tertentu dan
konsumen tidak memiliki akses terhadap produk dari
luar wilayah tersebut, maka juga dapat disimpulkan
bahwa pasar geografis produk tersebut adalah wilaya
tersebut;

Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari
distributor, penjualan kedua produk mencapai hampir
ke seluruh propinsi di Indonesia. Berdasarkan data
penjualan dan distribusi, penjualan Norvask dan
Tensivask tercatat menjangkau sekitar 18 wilayah
yang mencakup seluruh propinsi di Indonesia; —----
Bahwa berdasarkan data penjualan untuk tiap
wilayah, lima daerah yang memberikan kontribusi

paling signifikan untuk Norvask adalah DKI Jakarta,

Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera
Utara. Sementara lima daerah yang memberikan
kontribusi paling signifikan untuk Tensivask adalah

DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera

Selatan dan Kalimantan (C4.34; C4.35); --------- —

Table.6
Data Penjualan Norvask dan Tensivask tiap wilaydhdibnesia
Norvask 5mg 2005 2006 2007 2008 2009
DK Jakarta 2927322300 | 23390703.00 | 3251178100 3073800200) 36,5639 335.00
Jatim 14424 037.00 | 1674795600 | 1994451300 | 1907922200 | 266634220
Jabar BA9597100 | 6407 037.00 | 9,151,88400 | 1051638200 1195259400
Jateng 7547,339.00 | 900652300 | 09.88099400 | 12,311780.00 | 12,081,329.00
Sumut 737481200 | B091FO00O0 | 6,15486000 | 7,140317.00| B781972.00
sublotal B5,115,382.00 | BB 544 219.00 [ 77,653,132.00 | 79,835,703.00 [ 96,049 302,00
total nasional 86,179.433.00 | 89 9393 410.00 | 10217 708.00 | 109122 989.00 | 127 237 334.00
rasia 5 dih 076 0.74 076 073 075
Tahun
Tensivask 5mg 2005 2006 2007 2008 2009
DK jit 18,305, 980.00 | 21,062,115.00 | 20554 03500 | 15 84663000 | 20,166 380.00
Jatim 454285500 | 6,404 05500 5985 350.00 f,156 B25.00 7440 160.00
Jabar 482820000 | 499408000 | 447566000 431266000| 3.223740.00
Sumsel 3413,14500 | 334939600 | 297969000 2657,270.00 | 3.369,860.00
Kalimantan 254184000 | 320888000 | 291501000 2787590.00 | 2531,115.00
sublotal 34,333,020.00 | 39,088 525.00 | 3701974500 | 35,860 B75.00 | 36,731 266 00
total nasional AINE574200 | 5024533500 | 4709033500 | 4521957000 46570392000
rasia 5 dh 078 078 079 079 0.79

4.2.2.2.4 Bahwa tidak ada pembelaan dari Terlapor 1I/PT. Dexa
Medica terkait pasar geografis;----------------—----
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4.2.2.2.5 Bahwa Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia sependapat
dengan LHPL bahwa pasar geografis adalah nasional.
4.2.2.2.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan
menyimpulkan bahwa cakupan geografis dari pasar

bersangkutan adalah wilayah Indonesia;-------—-

5. Tentang Kelompok Usaha Pfizer -------=----m-m oo s

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Bahwa Kelompok Usaha Pfizer didirikan dan berkedadudi USA, namun
sebagai suatu Kelompok Pelaku Usaha melakukantkegialam wilayah hukum
negara Republik Indonesia, melalui PT. Pfizer Irehia, --------------------=--=--- —-
Bahwa Kelompok Usaha, Pfizer melakukan kegiatahaisi@lam wilayah hukum
negara Republik Indonesia secara bersama-sama rdeguibak lain melalui
perjanjian. Kelompok Usaha Pfizer mengendalikan Fizer Indonesia bersama-
sama dengan pemegang saham lainnya yang masinggndsak dan
kewajibannya diatur dalam Anggaran Dasar PT. Pfirdonesia; ----------------- --
Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/PT. Pfizer ned@ pada pokoknya
menyatakan bahwa Terlapor I/PT. Pfizer Indonesibdma entitas dengan grup

Pfizer lain ; = oo

Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/PT. Pfizer ned@ pada pokoknya
menyatakan bukan sebagai pihak dalam supply agreematara Terlapor
IV/Pfizer Overseas LLC dengan Terlapor II/PT. D&4edica;--------------------- --
Bahwa Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dalam pen#eiga tidak menyampaikan
tanggapannya terkait dengan Kelompok Usaha Pfzef------------=--=-mmmmnuv —-
Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yangyakan Terlapor I/PT.
Pfizer Indonesia adalah anak perusahaan TerlapidPfizer Inc dengan
kewenangan operasional di Indonesia. Terlapor I/Pfizer Indonesia juga
menyatakan bahwa selaku anak perusahaan, otomatislapat kewenangan
untuk memproduksi dan menjual produk Terlapor fiZ& Inc, termasuk produk
yang berada pada masa paten. Bahkan terkait déisgasi untuk produk norvask
dari Terlapor lll/Pfizer Inc kepada Terlapor I/FHfizer Indonesia diberikan pada
tanun 2007, —-mmmmmmm oo -
Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL TerafsoT. Pfizer Indonesia

merupakan bagian dari kelompok usaha Pfizer yarkgtdadukan di luar wilayah
Indonesia dengan mempertimbangkan kepemilikan sakeata pengendalian; -- --
Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL TerafsoT. Pfizer Indonesia
merupakan satu kesatuan entitas dengan grup Rémer hal tersebut terjadi
karena adanya pengendalian oleh Terlapor IllI/Pfizec. dalam bentuk
kepemilikan saham mayoritas. Hal tersebut menumukkerlapor lll/Pfizer Inc
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bukanlah investor pasif atas anak-anak perusahaadiayn juga merupakan
pemegang saham mayoritas atas Terlapor I/PT. Plimemesia melalui anak-

anak perusahaan; ------------------=--m-m-m---- e e

5.9 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I/PTiZef Indonesia merupakan

bagian dari Kelompok Usaha Pfizer; ---- et

5.10 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Kelompok Usah&®&f dalam perkara ini
adalah Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia, TerlapbPfizer Inc, Terlapor IV/Pfizer
Overseas LLC, Terlapor V/Pfizer Global Trading, [&por VI/Pfizer Corporation

Panama;-----==-====m=mm e

. Perjanjian Antar PeSaing ------==-====mmm s e e e -
Bahwa yang dimaksud perjanjian antar pesaing dadarkara ini adalah Perjanjian
antara PT Dexa Medica dan Kelompok Usaha Pfizéaga berikut : ------------------ --
6.1 Supply Agreemeninerupakan bagian penyelesaian sengketa paten
6.1.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakaBupply Agreementlilakukan dalam
rangka penyelesaian sengketa paten akibat penggumat aktif
Amlodipine Besylatenon Pfizer selama masa paten oleh PT Dexa
MediCa;--=-m-mmm = m o m e o e
6.1.2. Bahwa Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dan TerlapiorPT. Dexa
Medica tidak memberi pembelaan terhadap pernyateargenasupply
agreementyang dilakukan dalam rangka penyelesaian senghatien
tersebut;-------------mr o
6.1.3. Bahwa dalam LHPL dinyatakaSupply Agreemenbukan merupakan
perjanjian HAKI;----m-mmmm oo oo
6.1.4. Bahwa Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dalam peewdo@hya pada
pokoknya menyatakaSupply Agreemenmerupakan perjanjian HAKI
selama masa paten dan karenanya harus dikecuald@ikeberlakuan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-------------——--mmmmmmmrmm e
6.1.5. Bahwa Majelis Komisi menilaiSupply Agreemenbukan merupakan
perjanjian HAKI; ------mmn e oo oo
6.1.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat :-------------=====-mmmmmmmmmm oo
6.1.6.1 Bahwa tidak ada bukti bahwa Terlapor IV/Pfizer Geas LLC
merupakan pemegang paten dan/atau pernah diberikadat
oleh Terlapor lll/Pfizer Inc untuk menjalankan pgte-----------
6.1.6.2 Bahwa para pihak dalam Supply Agreement yaitu Perla
IV/Pfizer Overseas LLC selaku penjual dan TerlapidPT
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Dexa Medica selaku pembeli, bukan antara licensan d

lICENSEE;---mmmmm e e
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapagaerHPL dan
menyimpulkanSupply Agreemerdilakukan dalam rangka penyelesaian

sengketa paten akibat penggunaan zat amodipine Besylatanon

6.2 PT Pfizer Indonesia merupakan pihak dalam Supply Ageement;---------------

6.3

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor I/ PT. Pfizedonesia
merupakan pihak dalar8upply Agreemerkarena PT Pfizer Indonesia
merupakan bagian dari Kelompok Usaha Pfizer mengada Butir 22.2

Bagian Tentang Duduk Perkara;------------=-==-==mmmmmmmmm oo
Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor [I/PT. Pfizer oredia
menyatakan bukan sebagai pihak dalawpply agreementantara
Terlapor IV / Pfizer Overseas LLC dengan Terlaptr RT. Dexa

Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/PT. Pfizerned@ menyatakan
secara substantiBupply Agreementersebut juga tidak mempunyai
kaitan apapun dengan Terlapor |/Pfizer Indonesiaera supply
agreementersebut adalah mengemaal beli bahan baku Amlodipine

Besylate antara Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC dengan apemn
[I/Dexa Medica. Perjanjian tersebut tidak mempunkaitan apapun
dengan produksi, pemasaran dan penjualan Norvas§ ggproduksi
oleh Terlapor I/Pfizer Indonesia;--------------——=-==-m=-mmmmmmmm oo

Bahwa Majelis Komisi menilai  Terlapor I/ PT Pfizdndonesia
merupakan bagian dari Kelompok Usaha Pfizer, karereupakan
perusahaan afiliasi dari Terlapor IV/Pfizer OvessédC sebagai pihak
utama dalam perjanjian tersebut, serta terlibatardaimplementasi
perjanjian sehingga dengan demikian cukup buktyatekan bahwa
Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia merupakan pihakaaal Supply
AQreEM BNt mm e oo oo e

Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapagae LHPL dan
menyimpulkan Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia mekgwapihak dalam

SUPPIlY AQreeME ---=====mm e mmm e e e e

Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpydananjian antar pesaing

dalam perkara ini adalgBupply Agreemerantara Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia

yang merupakan bagian dari Kelompok Usaha Pfizegaie Terlapor 1I/PT Dexa
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7. Pfizer Distribution Agreementsebagai penyelesaian sengketa antar pesaing;-—-

7.1 Pfizer Distribution agreementantara Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dengan

7.2

PT Anugrah Argon MediCa j-----=-===m=m=mmmmmmm oo

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Bahwa dalam LHPL terdapat fakta adamfezer Distribution Agreement
yang dibuat oleh Terlapor I/PT Pfizer Indonesia gén PT Anugrah
Argon Medica pada tanggal 22 November 1996 sebagaindiuraikan

dalam butir 22.5 bagian tentang duduk perkaraz-----------

Bahwa dalam pembelaanya Terlapor I/ PT Pfizer ledan tidak
menyangkal mengenai adanya Pfizer Distribution Agrent antara
Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia dan PT Anugrah Ardtedica;-----------

Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapagaerHPL dan
menyimpulkan terdapat Pfiz&istribution Agreemenyang dibuat oleh
Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia dengan PT AnugragoA Medica pada
tanggal 22 November 1996;-----------===mmm s

Perjanjian Distribusi sebagai bagian Solusi SengkatPaten; ------------------ --

7.2.1

Tentang Pihak dan Waktu PfizerDistribution Agreemenj-------------
7.2.1.1 Bahwa dalam LHPL dinyatakan perjanjian distribusing
dibuat oleh Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia dengdamlapor
[I/PT Dexa Medica terjadi di tahun 2006;-----------------------
7.2.1.2 Bahwa dalam pembelaannya baik Terlapor II/PT Degapun
Terlapor 1/ PT Pfizer Indonesia menyatakan pergamji
distribusi dibuat oleh Terlapor I/ PT Pfizer Indsia dengan
PT Anugrah Argon Medica di tahun 1996;---------——---------
7.2.1.3 Bahwa setelah membaca pembelaan dari para terldgor
melihat alat bukti Pfizedistribution agreemenMajelis Komisi

menilai fakta mengenai waktu terjadinya Pfiadistribution

agreement serta para pihak yang menandatangani Pfizer

distribution agreementtersebut sebagaimana diuraikan dalam

butir 22.5 bagian tentang duduk perkara adalahrikedan
selanjutnya Majelis Komisi sependapat dengan pariapor
yang menyatakan “perjanjian distribusi terjadi aat&erlapor 1/
PT Pfizer Indonesia dengan PT Anugrah Argon Medica
tahun 1996;-----------m-m =
7.2.1.4 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Pfizedistribution
agreementerjadi antara Terlapor I/ PT Pfizer Indonesiagian

PT Anugrah Argon Medica ditandatangani pada talfQ@61---
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Keterkaitan antara pengaturan distribusi dengan Prses Negosiasi
Sengketa Paten;----------=-mmm oo e e
7.2.2.1 Bahwa dalam LHPL terdapat fakta terkait dengans¢so
negosiasi dan penetapan PT Anugrah Argon Medickakise
distributor dari Terlapor I/ PT Pfizer Indonesmerupakan
bagian dari proses negosiasi yang dilakukan antaréapor
[I/PT Dexa Medica dengan Kelompok Usaha PfizeF—----
7.2.2.2 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/ PT Pfizer ned@
pada pokoknya menolak fakta yang disampaikan daldrL,
yang menyatakan bahwa Pfizelistribution agreemenbukan
merupakan bagian darsupply agreementTerpilihnya PT
Anugrah Argon Medica adalah melalui proses selhsier
yang ketat diantara beberapa kandidat distribudogyada;------
7.2.2.3 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor IlI/PT Dexa Medica
menolak penilaian LHPL yang menyebutkan proses siago
dan penetapan PT Anugrah Argon Medica selaku bligtt
Terlapor I/ PT Pfizer Indonesimerupakan bagian dari proses
negosiasi yang dilakukan antara II/PT Dexa Medieagan
Kelompok Usaha Pfizer;---------=-====mmmmmm oo
7.2.2.4 Bahwa Majelis Komisi menilai, terdapat keterkaitantara
Pfizer Distribution Agreemendan proses negosiasi sengketa
paten. Keterkaitan tersebut terlihat dalam perkamuPT
Anugrah Argon Medica oleh Terlapor I/ PT Pfizer dnésia
dalam rentang waktu proses negosiasi sengketa, psgbagai
berikut;--------mm e

Sengketa Paten Distribution Agreement Supply Agreement
(21 Juni-26 Juni 1996) 22 November 1996 27 Februari 1997

Proses Negosiasi Sengketa Paten
7.2.2.5 Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya Terl#pBT
Pfizer Indonesia dapat membuktikan dalilnya yangyatakan
PT Anugrah Argon Medica terpilih berdasarkan prosesler

untuk melakukan distribusi produk Norvask;----——---------

halaman 224 dari 256

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012




7.2.3

SALINAN

7.2.2.6 Bahwa sampai dengan saat putusan ini dibuat, Teerlgd@T
Pfizer Indonesia tidak pernah menyerahkan bukti gaeeai
adanya proses tender untuk mendistribusikan probiuikask;--

7.2.2.7 Bahwa dengan demikian majelis Komisi menyimpulkan
terdapat keterkaitan antara Pfizstribution agreemendengan
proses penyelesaian sengketa paten antara Tetl&pbrDexa

Medica dan kelompok usaha Pfizer;-------------——------—----

Pengaturan distribusi diantara Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia
dengan Terlapor II/PT Dexa Medica melalui penunjukan PT
Anugrah Argon MediCa;--------=-====mmmm s
7.2.3.1 Bahwa dalam LHPL dinyatakan mengenai adanya kepgai
Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia dengan mencantumkan
ketentuan dalam Pfizedistribution agreementmengenai
adanya penghentian Pfizdistribution agreementerhadap PT
Anugrah Argon Medica apabila perusahaan tersebagaiemi
perubahan kepemilikan dan pemegang saham yang mana
pemegang saham mayoritasnya dimiliki oleh Terlapt?T
Dexa Medica, sebagaimana diuraikan dalam butir B2gian
Tentang Duduk Perkara;-------=--=========mmmmm oo
7.2.3.2 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor II/PT Dexa Mepaa
pokoknya menolak kesimpulan LHPL dan menyatakan
ketentuan yang mengatur mengenai penghentian Pfizer
distribution agreementlengan pihak distributor, apabila terjadi
perubahan kepemilikan dan pemegang saham pad#utisty
merupakan sesuatu ketentuan yang umum terjadi dalam
perjanjian distribusi;-----------=-==-=mm s m e
7.2.3.3 Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/ PT Pfizer ned@
menganggap ketentuan yang mengatur mengenai pdisghen
kerjasama dengan pihak distributor apabila teretubahan
kepemilikan dan pemegang saham pada distributoupakan
hal yang wajar, tidak melanggar ketentuan hukunpapaerta
merupakan ketentuan yang umum ada dalam suatunjemja
diStribUSI; === ==
7.2.3.4 Bahwa Majelis Komisi menilai ketentuan mengenai persan

perjanjian akibat perubahan kepemilikan saham Hakan
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ketentuan yang umum yang selalu terdapat dalamapseti
perjanjian distribusi;----------=======-mmmmme oo
7.2.3.5 Bahwa sebagai contoh Majelis Komisi memperhatikeimelbapa
perjanjian distribusi yang didapat dalam proses gyémaan
sebagai berikut:-----=-=======smmmememme e
7.2.3.5.1 Perjanjian antara Terlapor 1/ PT Dexa Medica dan
PT Anugrah Argon Medica;------------------------ —
7.2.3.5.2 Perjanjian Distribusi antar PT Sandoz dan PT

7.2.3.5.3 Kedua perjanjian distribusi tersebut tidak satupun
mencantumkan ketentuan mengenai pemutusan

perjanjian akibat adanya perubahan kepemilikan

7.2.3.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat ketentuan umurnédéa
umum dalam perjanjian pada umumnya bdfisice majeure
penyelesaian sengketa, pilihan hukum, bahasa hukum,
keseluruhan perjanjian (lampiran perjanjian adaterupakan
satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidalsaéian),
Domisili  Hukum, perubahan perjanjian (amandemen).
Sedangkan ketentuan/Klausula khusus mengatur pakiak p
perjanjian yang tujuannya untuk melindungi paraekgmgan
para pihak , mengatur hak dan kewajiban para piak;------

7.2.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pencantuman ke#ent
mengenai pemutusan hubungan akibat adanya perubahan
kepemilikan saham yang menjadi Kklausula pemutusan
perjanjian, merupakan bentuk perlindungan kepeating
Terlapor I/PT Pfizer Indonesia terhadap TerlapdPTl Dexa
Medica terkait kebijakan penunjukan distributor Rmugrah
Argon MediCa;-------=-==-=mm oo

7.2.3.8 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkatat
terjadi pengaturan distribusi diantara TerlaporTI/RPfizer
Indonesia dengan Terlapor II/ PT Dexa Medica melalu
penunjukan PT Anugrah Argon Medica selaku distdbu
Norvask dan Tensivask;-------------==-=-mmmmmmmm oo

8. Isi Perjanjian Mengarah Kartel; ---------=-=-m-mme cmmmm oo
8.1 Pengaturan mengenai komunikasi antar pesaing dalarSupply Agreement---
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Bahwa dalam LHPL terdapat fakta mengenai ketenfouasal dalam
supply agreement yang mewajibkan Terlapor 1lI/PT @bledica untuk
menembuskan dan atau memberi copy semua bentakspaban
supply agreement antara Terlapor II/PT Dexa Mediea Terlapor
IV/Pfizer Overseas LLC kepada Presiden DirektuiTerlapor I/PT
Pfizer Indonesia sebagaimana diuraikan dalam Bat® bagian tentang
duduk perkara;-----=-===-=m oo e
Bahwa dalam pembelaannya baik Terlapor I/PT Pfinglonesia
maupun Terlapor II/PT Dexa Medica tidak membantakta dalam
LHPL yang menyatakan adanya ketentuan mengenai no@amerima
tembusan atau copy semua bentuk pelaksanaan sagmglgment antara
Terlapor 1I/PT Dexa Medica dan Terlapor IV/Pfizevedseas LLC;-------
Bahwa Majelis Komisi menilai fakta dalam LHPL tersé telah
menunjukan bukti adanya ketentuan dalaopply agreementyang
mengatur komunikasi diantara pesaing yaitu Terldpelr Dexa Medica
dan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia;-----------==========-mcmmmmmm e
Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkaardéapat
ketentuan dalam supply agreement yang mengatur tikasi diantara
pesaing yaitu Terlapor 1II/PT Dexa Medica dan TestaiPT Pfizer

INAONESIA;=-=-=-====== == m oo

Pengaturan pemberian informasi dalam PfizeDistribution Agreement----- --

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Bahwa dalam LHPL terdapat fakta terkait Pfibestribution Agreement
antara Terlapor I/PT Pfizer Indonesia.dengan PTghalu Argon Medica
yang mewajibkan PT Anugrah Argon Medica untuk menkbe
informasi sensitif kepada Terlapor I/PT Pfizer dndsia.sebagaimana
diuraikan dalam butir 22.6 tentang duduk perkata;----------------------
Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/PT Pfizer led@n tidak
menyangkal fakta LHPL mengenai ketentuan dalamePistribution
Agreement dan menyatakan kewajiban distributor untuk merkhe
laporan informasi pasar, perkembangan wilayah ydipgrjanjikan,
statistik perdagangan informasi tentang kegiatasaipg dan informasi
lain, dianggap Terlapor I/PT Pfizer Indonesia selbagformasi yang
sangat berharga bagi Terlapor I/PT Pfizer Indianéalam menghadapi
PEISAINQAN;--=== === === o o oo e e
Bahwa Majelis Komisi sependapat dendadPL dan menyimpulkan

terkait fakta dalam PfizeDistribution Agreemenantara Terlapor I/PT
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Pfizer Indonesia dengan PT Anugrah Argon Medicagyaewajiban PT
Anugrah Argon Medica untuk memberikan informasissire kepada

Terlapor I/PT Pfizer Indonesia;---------=-=========mnmmmmmmmommm oo

8.3 Substansi pengaturan produksi --------=======m-m—mmmmmm oo

8.3.1

8.3.2

Bahwa dalam LHPL dinyatakan terdapat beberapa midam supply
agreement yang diduga mengarah kepada bentuk pesmggbroduksi
berupa penyampaian rencanfarécas}) pembelian bahan baku serta
prosedur pemesanan bahan baku oleh Terlapor IlIlEka Medica,
kewenangan inspeksi kelompok usaha Pfizer, pencemukalimat
“dibuat dengan zat aktif dari Pfizer” dalam setigmasan Tensivask,
adanya opsi bagi Kelompok Usaha Pfizer untuk memigkeen perjanjian
secara sepihak apabila dijumpai produk tensivask) yeeredar di pasar
melebihi dari kuantitas yang dapat diproduksi denigahan baku yang
dibeli dari kelompok usaha Pfizer, serta pembeudah persetujuan dan
berbagai bentuk komunikasi sebagai pelaksanaaasuggly agreement
yang melibatkan Terlapor Il /PT Dexa Medica den§applier (Terlapor
IV/Pfizer Overseas LLC) juga harus disampaikan foeléembusan
kepada Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dalam jangk&tu yang telah
ditentukan, sebagaimana diuraikan dalam butir 2#2a§ian Tentang
Duduk Perkara;--------==-==-==mm oo
Bahwa Terlapor I/PT Pfizer Indonesia menyampaikamipelaan yang

pada pokoknya sebagai berikut:---- e

8.3.2.1 Bahwa penyampaian forecast pemakaian bahan balkahaul
Yang Wajar;=-=-=-===snssssnen e e e e e e e e e e e e e

8.3.2.2 Bahwa tidak ada bukti Terlapor I/PT Pfizer Indoaesi
memproduksi Norvask berdasarkan prediksi kebututeman
baku Terlapor II/PT. Dexa Medica;--------------——-=-----------

8.3.2.3 Bahwa ketentuan mengenai inspeksi bahan baku dafulor
tensivask adalah wajar untuk melindungi hak patemgy
dimiliki Terlapor Ill/Pfizer INC;--------=-=-=-=--=mnmmmemmm oo

8.3.2.4 Bahwa Inspeksi yang terdapat dal&@upply Agreementidak
pernah dilaksanakan;--------------=--=--mmmmmemmeo

8.3.2.5 Bahwa karena dalam kemasan Tensivask terdapat Réeek,
maka Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC berhak untuk

menghentikan pasokan apabila produk Tensivask iheleb
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8.3.4

Bahwa
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jumlah yang dapat diproduksi dengan bahan bakuTaatapor

IV/Pfizer Overseas LLC;---------m-mmmmmmmm oo
dalam pembelaannya, Terlapor II/PT. Dexa Keedi

menyampaikan sanggahan yang pada pokoknya ad&lapasderikut:--

8.3.3.1

8.3.3.2

8.3.3.3

8.3.3.4

Bahwa pemberian informasi rencana pemesanan badlan b
kepada supplier adalah wajar dan bukan informasy g&nsitif;
Bahwa Terlapor I/PT Pfizer Indonesia seldWarket Leader
TIDAK Mungkin Menyesuaikan Produksi dengan Terlapor
[I/PT. Dexa Medica;---------=-=--=-==mmm oo
Bahwa Klausula Inspeksi pa&upply Agreemerdalam Masa

Paten adalah dapat dibenarkan; S —

Bahwa Pencantuman Pfizer dalam kemasan Tensivask un

meningkatkan image produk serta volume penjualapi—----

Bahwa menanggapi Pembelaan Terlapor I/PT Pfizeonagia Majelis

komisi berpendapat:-------=-=-=-=-==mmmmm oo

8.3.4.1

8.3.4.2

8.3.4.3

8.3.4.4

8.3.4.5

Bahwa Informasi mengenai bahan baku dan produksiviask
dapat digunakan untuk menjadi acuan bagi Terla|gar Pfizer
Indonesia (selaku pesaing) untuk memantau pasar datiam
artian yang lebih khusus, dapat mengetahui renpan@uksi,
realisasi produksi serta penjualan produk pesdieggivask);--
Bahwa pasal 10 mengenai inspeksi adalah pasal lyardiri
sendiri serta tidak terkait secara langsung demgaiindungan
atau antisipasi pelanggaran paten ke depan oldapber!/PT.
Dexa Medica karena sudah masuk dalam ketentuan diain
supply agreemengaitu pasal 7, 8 dan 9;------------------------—--
Bahwa Pencantuman merek pfizer dalam kemasan &shsiv
menjadi sarana untuk mengendalikan jumlah prodokitask
di pasar;------=-m=m=mmm e
Bahwa pembelaan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia ypada
pokoknya menyatakan Inspeksi tidak pernah dilaksama
adalah tidak rasional karena pada tiga tahun pertdan setiap
tahun setelah itu, pasal yang bersangkutan teniasmeksi
dalamsupply agreementetap ada dan dengan demikian secara

de facto dan de jure masih berlaku;-----------

Bahwa sampai saat putusan ini dibuat, perjanjsupply

agreemenmmasih berlaku, sehingga produk tensivask yg bereda
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8.3.6

8.3.7

Bahwa
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di pasar masih sesuai dengan penghitungan pengyinadan
baku oleh Terlapor 1lI/PT. Dexa Medica yang dilakukaeh
Kelompok Usaha Pfizer;-------------------memms oo

berkaitan dengan Pembelaan Terlapor Il/PTxaD®ledica

Majelis komisi berpendapat;--------=-=-==========mmmmm oo

8.3.5.1

8.3.5.2

8.3.5.3

8.3.5.4

Bahwa Penyampaian rencana pemesanan bahan bakdakepa
supplier adalah wajar, tapi apabila juga disampaikepada
pesaing secara berkala dan sistematis, menjadk tickgar.
Selain hal tersebut, terjadinya variasi antara aeacdengan
realisasi pemesanan bahan baku masih sesuai dengan
persyaratan yang diatur dalam supply agreemeni yit25%
dariforecast-----------=-=-m-m-m s

Bahwa klausula inspeksi oleh supplier wajar, narapabila
melibatkan pesaing serta obyek inspeksi adalahajumtoduk

pesaing, menjadi tidak wajar dalam perspektif pegsm

Bahwa Supply agreementebih bersifat perjanjian jual beli
bahan baku yang masih dalam masa paten, bukamjmarja

mengenai paten atau pelimpahan paten;--
Bahwa tidak ada korelasi atau hubungan secara isnguitara
pencantuman merek pfizer dalam kemasan Tensivasgade

tingkat penjualan produk Tensivask;------------=-==-------------

Bahwa Majelis Komisi menilai pembelaan terlapork#liru, karena

LHPL tidak pernah mencantumkan atau menyebutkahagar I/PT.

Pfizer Indonesia sebagaarket leadef------------------=-m-mommemmm e

Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan ymgwulkan

dengan demikiansupply agreementmengarah kepada pengaturan

produksi dengan fakta sebagai berikut: penyampeanana forecas)

pembelian bahan baku serta prosedur pemesanan Hakan oleh

terlapor IlI/PT. Dexa Medica, kewenangan inspekdork@ok usaha

Pfizer, pencantuman kalimat “dibuat dengan zaff aldri Pfizer” dalam

setiap kemasan Tensivask, adanya opsi bagi Kelonysdha Pfizer

untuk menghentikan perjanjian secara sepihak apaljiimpai produk

Tensivask yang beredar di pasar melebihi dari kiasntyang dapat

diproduksi dengan bahan baku yang dibeli dari kelaknusaha Pfizer,

serta pemberitahuan, persetujuan dan berbagai kekdmunikasi

sebagai pelaksanaaan daupply agreementang melibatkan Terlapor Il
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/PT. Dexa Medica dengan Supplier (Terlapor IV/Rfidwerseas LLC)

yang juga harus disampaikan melalui tembusan kepadapor I/PT.

Pfizer Indonesia dalam jangka waktu yang telamtlitean, sebagaimana
diuraikan dalam butir 22.6 bagian Tentang Dudulk&ex;-----------------

9. Komunikasi Antar PESaing ----------=-==mmmmm oo oo

9.1 Bahwa dalam LHPL terdapat fakta komunikasi antesamg dalam bentuk-

bentuk sebagai berikut: adanya komunikasi tentaf@masi pemesanan bahan

baku yang selalu disampaikan oleh Terlapor llI/PTxd&&ledica ke Terlapor

I/PT. Pfizer Indonesia melalui e-mail, dan adanyaw&jiban menyampaikan

forecastkebutuhan bahan baku yang dikomunikasikan olekaper II/PT Dexa

Medica ke Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia sebagavdjiban pelaksanaaupply

agreement

9.1.1

9.1.2

Terkait Komunikasi Tentang Pemesanan Bahan Baku

9.1.11

9.1.1.2

Bahwa Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dan Terldp®T Dexa
Medica dalam pembelaannya tidak membantah adanya
informasi pemesanan bahan baku yang selalu dikdasikan

oleh Terlapor II/PT Dexa Medica ke Terlapor I/PTiizér
Indonesia melalug-maik-----------=-==-=-m-mmmm e
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkalah
terjadi komunikasi diantara pesaing setiap kali @ssnan
bahan baku oleh Terlapor II/PT Dexa Medica kepad@idpok

Usaha Pfizer;--------m-m-mmmmm oo

Terkait Komunikasi ForecastKebutuhan Bahan Baku;-----------------

9.1.21

9.1.2.2

Bahwa Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dan Terldp®T Dexa
Medica dalam pembelaannya tidak membantah adanya
komunikasi tentandprecastkebutuhan bahan baku yang selalu
disampaikan oleh Terlapor II/PT Dexa Medica ke djgokr
IV/IPT. Pfizer Overseas LLC dengan tembusan/copyedaapor
I/PT. Pfizer Indonesia;-----------=-=-=--=-=-mmo oo
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkalah
terjadi komunikasi diantara pesaing terkait Foregabutuhan

bahan baku;---------=-=-mom e

9.2 Bahwa Majelis Komisi menilai informasi tentang jahlpemesanan bahan baku

dan forecast kebutuhan yang dikomunikasikan oletaper II/PT Dexa Medica

ke Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia merupakan infasmyang seharusnya
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dirahasiakan dari pesaing. Keterbukaan informasebat mengakibatkan mudah

terjadinya koordinasi diantara pesaing;------- et EEEEEE R e e
Bahwa Majelis komisi dengan demikian menyimpulkelah terjadi komunikasi

diantara pesaing ketika menyampaikarecastdan pemesanan bahan baku;------

10. Indikator Kartel;

10.1

10.2

Bahwa dalam LHPL dinyatakan faktor-faktor yang atamendorong terjadinya
kartel antara lain: tingkat konsentrasi tinggi, quk yang bersifahomogeneoys
terjadinya kontak multi-pasar antar pelaku, adahganbatan masuk pasar,
karakter permintaan yang inelastis, lemahnya kekuaawar pembeliblyer
powen) untuk mengkoreksi kekuatan monopoli, adanya agemualan yang
sama, serta transparansi informasi diantara pefakg bersaing, sebagaimana
diuraikan dalam butir 22.9 bagian tentang dudukauex;--------------------=--------
Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam mengasalisidakan kartel yang
dilakukan oleh pelaku usaha selayaknya mempertmak&adisi industri di pasar
bersangkutan. Kondisi tersebut dapat memberikanbgean bagaimana kartel
dapat berlaku secara efektif serta menggambarkaarig dampak negatif
tindakan anti persaingan di pasar, namun demikiaed Komisi merasa perlu
untuk menegaskan bahwa ada tidaknya tindakan Kaatels tetap didasarkan
atas ada tidaknya instrumen yang digunakan olehkpelisaha yang bersaing
untuk mengkoordinasikan tindakannya atau setidakme@ngurangi tingkat
persaingan, dan bukan semata atas indikator-iratikadrtel diatas. Instrumen
tersebut dapat berupa komunikasi intensif pelakahasdengan pesaingnya
terkait informasi sensitif. Informasi sensitif tebsit, dapat berupa informasi

harga, produksi, dan/atau rencana yang akan didgakaleh pelaku usaha;---------

10.3 Tentang Tingkat Konsentrasi Yang Tinggi di Pasar Besangkutan;-------------

10.3.1 Bahwa LHPL menyatakan pasar bersangkutan obat Kertensi
dengan Zat AktiAmlodipine Besylatgang memiliki tingkat konsentrasi
tinggi. Konsentrasi yang tinggi tersebut mendukuangtuk tetap
terjadinya kartel sebagaimana diuraikan dalam 22i® bagian Tentang
Duduk Perkara;------=--==-=-==m oo oo e

10.3.2 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor I/ PT. Pfizedomesia
menyatakan produk di pasar bersangkutan obat gr@rtensi golongan
Calcium Channel Blocker tidaklah terkonsentragigir-------------------

10.3.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor II/ PT. Dexaitéethenyatakan
produk di pasar bersangkutan obat anti hipertensiakiah

terkONSENtrasi;-----=======mmmmm oo oo oo e e e
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10.3.4 Bahwa dalam pembelaanya, Terlapor IlI/ PT. Dexa bednenyatakan
produk di pasar obat Anti Hipertensi dengan ZatifAlkmlodipine
Besylatepada masa paten memang terkonsentrasi tinggi gleglampada
masa setelah paten tingkat konsentrasi berubah adengdikator
CRAZB9Y0; === mm i m e o e

10.3.5Bahwa Majelis Komisi berpendapat perhitungan kotrash harus
didasarkan pada penentuan pasar bersangkutan gjaaig Berdasarkan
pendapat Majelis Komisi pada butir 22.9 bagian tdeg Duduk Perkara
maka Majelis Komisi hanya mempertimbangkan tingkahsentrasi
yang diukur berdasarkan definisi pasar bersangkp&akara ini, yaitu
"obat Anti Hipertensi dengan Zat AktAmlodipine Besylate Dengan
demikian, pernyataan Terlapor I/ PT. Pfizer Indemetan Terlapor 11/
PT. Dexa Medica bahwa tingkat konsentrasi tidaggdinadalah tidak
relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara int—-------------------
10.3.6 Bahwa sehubungan dengan poin diatas, Majelis Kooiga sependapat
dengan LHPL maupun keterangan Terlapor 1l/ PT Dibaalica yang
menyatakan bahwa tingkat konsentrasi sangat tipaydg masa paten;----
10.3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai penurunan tersebutpemenjadikan
produk bersangkutan berada pada tingkat konsengrasg tinggi,
meskipun terjadi penurunan tingkat konsentrasi laeteff patent
sebagaimana yang disampaikan oleh Terlapor 1l/ BXalMedica;-------
10.3.8Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkarasar
bersangkutan di perkara ini terkonsentrasi tinggi—----------------------
10.4 Tentang Sifat Produk yanghomogeneous------------=-====-=-msmmmmmmmmmmmoeoo
10.4.1Bahwa LHPL menyatakan padas pasar bersangkutan @At
Hipertensi dengan Zat Akthmlodipine Besylatenemiliki sifat produk
yang homogeneoussebagaimana diuraikan dalam butir 22.9 bagian
Tentang Duduk Perkara;--------=-==-==mmmmmm oo
10.4.2 Bahwa Terlapor I/ PT Pfizer Indonesia dan TerldpdPT Dexa Medica
tidak memberikan pembelaan atas kesimpulan LHRebert;-------------
10.4.3 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapagaernHPL dan
menyimpulkan produk di pasar bersangkutan adad@hogeneoys-----
10.5 Tentang Terjadinya Kontak Multi Pasar;----------=-= -=======-mmmmmmmmmmm oo
10.5.1 Bahwa LHPL menyatakan adanya kontak multipasarrartxlapor |/
PT Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/ PT Dexa ieedkarena

memproduksi beberapa produk farmasi yang sama gerteah bekerja
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sama mendirikan perusahgamt venturesebagaimana diuraikan dalam

butir 22.9 bagian tentang Duduk Perkara;--- eEEEEE R

10.5.2Bahwa Terlapor I/ Pfizer Indonesia dalam pembelgannidak
menanggapi mengenai terjadinya kontak multi pasgara Terlapor I/
PT. Pfizer Indonesia dengan Terlapor II/ PT. D&bedica;---------------
10.5.3Bahwa Terlapor II/ PT Dexa Medica dalam pembelaanmgnyatakan
kesimpulan LHPL mengenai adanya kontak multi pasarg terjadi
antara Terlapor Il/ PT Dexa Medica dan Terlapd?T/ Pfizer Indonesia
adalah keliru. Di sisi lain, pembelaannya menyatakantak multi pasar
antara Terlapor Il/ PT Dexa Medica dan Terlapd?T/ Pfizer Indonesia
terjadi selain di pasar bersangkutan perkara iga jterjadi di dalam
produk obat analgesik dengan zat aktif asaefienamatNamun kontak
multipasar tersebut tidak dapat memfasilitasi tenga kartel karena
Terlapor 1/ PT Dexa Medica memiliki pangsa pasang lebih kecil
dibandingkan Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia eliliia pasar tersebut;---
10.5.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kontak multipasdalah persaingan
simultan antar pelaku usaha di beberapa pasamgtgan;---------------
10.5.5Bahwa Majelis Komisi menilai pembelaan dari Terlapd PT Dexa
Medica justru menegaskan adanya kontak multi peetaagaimana yang
dianalisis dalam LHPL;---------=-m-mmm oo
10.5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai pembelaan TerlaporAT Dexa Medica
yang menyatakan Terlapor I/ PT.Pfizer Indonesialgehemiliki pangsa
pasar yang tinggi di beberapa pasar bersangkuttrujmembuktikan
bahwa perilaku kartel yang melibatkan TerlaporT. Pfizer Indonesia
terjadi secara efektif. Terkait hal tersebut, Kammemiliki preseden
berupa Putusan Perkara Nomor 26/ KPPU-L/ 2007 ymua amarnya
menghukum perilaku kartel diantara para pelaku aisgng memiliki

pangsa pasar tidak simetris;---------------- memememememememememeeeeees

10.5.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkardapat kontak
multi pasar diantara Terlapor 1l/ PT Dexa Medicagin Terlapor I/ PT.
Pfizer Indonesia yang terjadi di pasar bersangkptkara ini maupun

di pasar bersangkutan yang lain;--------------——==-mmmsmm o

10.6 Tentang Hambatan Masuk;--------===-==mmm s oo
10.6.1 Bahwa LHPL menyatakan adanya hambatan masuk yaggi tili pasar
bersangkutan dengan didasarkan pada adanya hanwatanodal yang
besar, jalur distribusi, serta biaya promosi yamgdi sebagaimana

diuraikan dalam butir 22.9 bagian Tentang Dudulk&ex;-----------------
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10.6.2 Dalam pembelaannya, Terlapor I/ PT Pfizer Indonesienyatakan
hambatan masuk tidaklah tinggi karena jumlah pelging bersaing
mencapai 45 pelaku usaha. Sedangkan izin, modlal,destribusi, biaya
promosi, kondisifirst mover advantagdukanlah hambatan masuk di

pasar bersangkutan dalam perkara ini;--------——------- -

10.6.3 Bahwa dalam pembelaannya, Terlapor 1/ PT Dexa Mgedienyatakan
hambatan masuk tidaklah tinggi karena pelaku uskpat masuk ke
dalam pasar kurang dari waktu 2 tahun, banyakngdaju pelaku di

pasar, modal yang tidak besar, dan tidak memerly&lm distribusi

10.6.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat hambatan masuknadahdustri
farmasi dapat berupa adanya paten, btayalty, skala ekonomi maupun
skala kemampuan melakukan riset sebagaimana yaeigsétan oleh
Viscusi, Harrington, Vernon (2008) Selain itu, indikator-indikator yang
digunakan dalam LHPL maupun pembelaan para terlagpkait dengan
hambatan masuk patut mempertimbangkan apakah pakianya
indikator tersebut menciptakan persaingan sehag géektif di pasar;----

10.6.5 Bahwa Majelis Komisi juga berpendapat jumlah pelakaha yang telah
masuk ke dalam pasar tidak serta merta dapat meé@amjtingkat
hambatan masuk yang rendah selama tidak mengakibatkanan
persaingan yang berarti bagi pelaku usaha dorfiipa ------------------

10.6.6 Bahwa Majelis Komisi Menilai hal-hal sebagai betiky------------------
10.6.6.1Pada masa paten berlangsung, di pasar hanya terdapa

pelaku usaha, yang menunjukkan dengan jelas balaten p
adalah sebagai hambatan pelaku usaha di pasaraktdatk
adanya pelaku usaha lain yang dapat masuk sebelasa m
paten berakhir;------=--== e
10.6.6.2Berlakunya regulasi bahwa pelaku usaha dapat mimnkizm
produknya dua tahun sebelum paten berakhir tidakumjakan
hambatan masuk rendah, karena pelaku usaha belektf ef
masuk ke pasar dan belum terbukti memberikan tekana
persaingan yang efektif bagi pelaku usaha domingashr;----
10.6.6.3Meksipun setelah selesainya masa paten, dimanaptrd

sejumlah pelaku usaha farmasi baru di pasar, nanmasuknya

%2 viscusi, Harringto, Vernon (2005)Economics of Regulation and Antitrust”
% Lihat putusan Perkara No.7/KPPU-L/2007
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mereka belum menciptakan tekanan persaingan yagigifef
bagi pelaku usaha dominan. Tingkat CR4 yang tingggla
masa tersebut menunjukan ketiadaan tekanan peasayang
efektif dari pelaku usaha baru terhadap pelakuaisiminan.
Hal tersebut merupakan fenomena umum di Industmdai
dimana kuatny@rand loyalty;----------------emmmeememmeeeeee
10.6.6.4Adanya fenomendérand loyaltydi industri farmasi dipastikan
mendorong tingginya biaya promosi atau pengenaladul
agar diterima di pasar dan memberikan tekanan ipgesayang
efektif bagi pelaku usahacumbertt--------------=-==-mmmmmmmmnee
10.6.7 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapagaerHPL dan
berkesimpulan tingkat hambatan masuk di pasar hgkséan dalam
perkara ini adalah tinggi;---------=--====== - s
10.7 Tentang Karakter Permintaan yang inelastis:-------------========mmmmcmmmememe
10.7.1Bahwa LHPL menyatakan karakter permintaan produk pdsar
bersangkutan adalah inelastis karena obat tersedutpakan obat resep
sehingga konsumen sulit merespon perubahan hangatggadi dengan
merubah jumlah permintaan, sebagaimana yang damagkalam butir
22.9 bagian Tentang Duduk Perkara;----------=-=======mmmmmmmmmmmmmeee
10.7.2 Bahwa Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dalam pewrwo@hya membantah
kesimpulan LHPL dengan menyatakan, permintaan Brodiupasar
bersangkutan adalah elastis dengan didasarkanaflakiuasi produksi
obat dan penggunaan bahan baku yang digunakarpdetfaPT. Pfizer
INAONESIA;----m-== ==
10.7.3Bahwa Terlapor 1l/ PT Dexa Medica tidak menyampaikembelaan
atas masalah tersebut;------------=-=--m-msm s
10.7.4Bahwa Majelis komisi berpendapat elastisitas memdgakan
perubahan permintaan akibat adanya perubahan hbigatersebut
menunjukan tingkat sensitifitas konsumen dalam spe perubahan
harga dengan menurunkan atau menaikkan jumlah pe@am. Oleh
karena itu, pengukuran elastisitas harus didasatasrespon konsumen
terhadap harga dan bukan berdasarkan fluktuasi uksod dan
penggunaan bahan baku oleh produsen sebagaimagpaligalilkan oleh

Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia;----------=--=———==-mmmmmmmmm oo

% vViscusi, Harrington, Vernon (2005¥Economics of Regulation and Antitrust”
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10.7.5Bahwa Majelis Komisi menilai pembelaan Terlapor RT. Pfizer
Indonesia adalah keliru dan tidak didasarkan pada tlan aplikasi ilmu
ekonomi maupurindustrial Organization Sehingga penjelasan dalam
pembelaannya tersebut tidak layak untuk dipertigkan oleh Majelis
Komisi dalam putusan ini;-=-==-========= = e
10.7.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapagaen.HPL dan
menyimpulkan karakter permintaan produk di pasasdekutan adalah
INEIASTHIS; -----= === == oo oo
10.8 Daya tawar pembeli sebagai kekuatan yang mengimbangartel;--------------
10.8.1 Bahwa LHPL menyatakan obat di pasar bersangkutalalaadbat resep
sehingga terjadi adanya asimetrik informasi yangngakibatkan daya
tawar konsumen adalah rendah sebagaimana diurdddam butir 22.9
Tentang Duduk Perkara;-------=-=====mmmm s oo o oo
10.8.2Bahwa Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dalam pesd@hya
menyatakan adanya daya tawar pembeli karena aghlityan berbagai
merk obat di pasar bersangkutan;-----------=--=——mm oo e
10.8.3 Bahwa Terlapor Il/ PT Dexa Medica tidak menyampaikantahan atas
masalah tersebut;--------------—---m s
10.8.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat daya tawar konsuhmeaus diukur
dari elastisitas permintaan. Semakin inelastis pgean, menunjukkan
bahwa konsumen semakin tidak memiliki daya tawdraigap kekuatan
monopoli yang dimiliki oleh pelaku. Adanya sejumlaterk di pasar
belum dapat dijadikan ukuran apabila tidak terdaegaimlah konsumen
potensial yang dapat merespon perubahan dan vdréaga berbeda
yang terdapat di pasar;----------=-=-=-m=m-m-ms oo
10.8.5 Bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Komisi terdtaitgan elastisitas

permintaan sebelumnya, diketahui bahwa permintaadug di pasar

bersangkutan adalah inelastis; e

10.8.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkaayal tawar

konsumen adalah rendah di pasar bersangkutan:;
10.9 Tentang adanya transparansi informasi diantara pel&u yang bersaing;------
10.9.1 Bahwa LHPL mendalilkan terjadi transparansi informasi diantara
pesaing didasarkan hal-hal sebagai berikut:------—----------=-=-emceev—-
10.9.1.1Bahwa transparansi nilai dan harga jual yang dasesh melalui
perusahaan IMS Health;-----------==-==-mmmmmmm e
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10.9.1.2Bahwa adanya kewajiban menyampailianecast kebutuhan
bahan baku yang dikomunikasikan oleh Terlapor T/ Bexa
Medica ke Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia sebadgavajiban
pelaksanaaBupply agreemept-----------------mmmmmmmmmmmeme -
10.9.1.3adanya informasi pemesanan bahan baku yang dik&asikan
oleh Terlapor 1l/ PT Dexa Medica ke Terlapor | /.FHfizer
Indonesia yang disampaikan melalui e-mail;-------------------
10.9.1.4Penunjukan PT Anugrah Argon Medica oleh kedua perla
yang disertai kewajiban PT Anugrah Argon Medicauunt
menginformasikan kondisi pesaing terhadap prinsizal
sebagaimana diuraikan dalam butir 22.5 bagian ngnEuduk
Perkara;-----------=-=m-mmm oo
10.9.2 Terkait Tranparansi nilai dan harga jual yang disedakan melalui
perusahaan IMS Health;--------====m s
10.9.2.1Bahwa Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dan TerlapbPT
Dexa Medica dalam pembelaannya tidak membantalartgnt

transparansi nilai dan harga jual yang disediakkh dMS

10.9.2.2Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkan

terdapat transparansi informasi harga dan nilal jegadi

10.9.3 Terkait Komunikasi Tentang Pemesanan Bahan Baku;---------------
10.9.3.1Bahwa Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dan TerlapbPT
Dexa Medica dalam pembelaanya tidak membantah adany
informasi pemesanan bahan baku yang selalu dikdasikan
oleh Terlapor 1l/ PT Dexa ke Terlapor I/ Pfizer émesia
melalui e-mail;--------=-==-m =
10.9.3.2Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkalah
terjadi komunikasi diantara pesaing pada saat pemaesbahan
baku oleh Terlapor II/ PT Dexa Medica;-------------------------
10.9.4 Terkait Komunikasi ForecastKebutuhan Bahan Baku;-----------------
10.9.4.1Bahwa Terlapor I/ Pfizer Indonesia dan TerlaporAT Dexa
Medica dalam pembelaannya tidak membantah adanya
komunikasi tentandprecastkebutuhan bahan baku yang selalu
disampaikan oleh Terlapor Il/ PT Dexa Medica dalaemtuk

tembusan/ copy ke Terlapor I/ Pfizer Indonesia—---------
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10.9.4.2Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkalah
terjadi komunikasi diantara pesaing terlaitecastkebutuhan

bahan baku;---------=-=-mceemm e

10.9.5Terkait Dengan PT Anugrah Argon Medica yang memilik
kewajiban menyampaikan informasi tentang pesaing gnsipal;-------
10.9.5.1Bahwa Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dalam pekdoahya
menyatakan tidak pernah melakukan pertukaran irderifibaik
secara langsung atau pun melalui PT. Anugrah AiMedica)
mengenai kegiatan produksi dan pemasaran Norvask da
Tensivask dengan Terlapor Il/Dexa Medica;------------------
10.9.5.2Bahwa Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia dalam pegwo®ya
menyatakan PT. Anugrah Argon Medica dalam pelaksamz
berkewajiban untuk melindungi informasi dari kepegan
pesaing Pfizer Indonesia;---------------=--==-s——mmmmmmm oo
10.9.5.3Bahwa Terlapor IlI/PT Dexa Medica dalam pembelaanya
menyatakan PT. Anugrah Argon Medica dalam pelaksamz
berkewajiban untuk melindungi informasi dari kepegan
pesaing Terlapor I/ PT. Pfizer Indonesia;-----——------------
10.9.5.4Bahwa Majelis Komisi menilai sepanjang kewajiban.PT
Anugrah Argon Medica untuk menginformasikan kondisi
pesaing terhadap prinsipalnya tidak dicabut darizelPf
Distributrion Agreement maka perjanjian tersebut tetap
memberikan kesempatan bagi prinsipalnya untuk
memanfaatkan PT. Anugrah Argon Medica dalam mealkgt

transparansi diantara pesaing;----------------——-----

10.9.5.5Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan transparansi infasi

masih terjadi melaui PT. Anugrah Argon Medica selak
distributor kedua perusahaan yang bersaing;-——---------
10.9.6 Bahwa dengan memperhatikan pertimbang-pertimbangandiatas,
Majelis Komisi berkesimpulan bahwa transparansi inbrmasi
diantara terlapor yang seharusnya bersaing terjadi di pasar
bersangkutan;--------=-==m-m oo
10.10Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dgan LHPL dan
menyimpulkan terdapat indikator yang dapat menimbulkan terjadinya
kartel di pasar bersangkutan;-------=-=======m oo

11. Dampak/Output Kartel; ----====mmmmmmmm oo oo
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11.1 Paralel PriCing; ------=--=mmmmmm oo oo o e e

11.1.1 Bahwa dalam LHPL terdapat fakta tren kenaikan hgegey sama antara
Norvask yang diproduksi oleh Terlapor I/PT Pfizerddnesia dan
Tensivask yang diproduksi oleh Terlapor [I/PT DexXdedica
sebagaimana diuraikan dalam butir 22.3 bagianngrdaduk perkara;---

11.1.2Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/PT Pfizer Ied@an pada
pokoknya menyatakan Tidak ada kesamaan pola dajenaéan harga
antara norvask dan tensivask. Pola atau pergesaansama bukan alat
bukti adanya kartel, karena pergerakan atau pahg yama juga bisa
terjadi di pasar yang kompetitif;------=--=====mmmm s

11.1.3Bahwa dalam pembelaannya Terlapor 1I/PT Dexa Medp=da
pokoknya menyatakan Harga tensivask tidak naikraebarkala (atau
mengikuti kenaikan harga norvask). Kenaikan hargajaw untuk
penyesuaian inflasi. Tidak ada paralel pricing entaorvask dan
teNSIVASK;----m-mmm oo

11.1.4Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat pola pergarakharga yang

tidak mencerminkan persaingan sehat karena :———------
11.1.4.1Pergerakan harga antara Norvask dan Tensivask rketrehd
yang sama (naik dalam periode tertentu);-----——----------
11.1.4.2Pergerakan harga antara Norvask dan Tensivask gkatin
secara linier (relatif stabil), dimana besaran psogian atau
kenaikan harga relatif identik antara 3-6%;---—-------------
11.1.4.3Bahwa baik Terlapor I/PT Pfizer Indonesia maupumlaper
[I/PT Dexa Medica berpeluang mendapat informasighar
pesaing secara sistematis melalui distributor t&® teport;----
11.1.5Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL dan menyikgoul
terdapat tren kenaikan harga yang sama antarap®erldPT Pfizer

Indonesia dan Terlapor IlI/PT Dexa Medica terhadamduk Norvask

11.2.1 Bahwa dalam LHPL dinyatakan terdapat pola paraam penjualan
kedua produk yang terlihat dari adanya fluktuashjypedan dalam
volume untuk merk Norvask dan Tensivask yang saraa homogen,
fluktuasi penjualan total unit antara periode sefmepaten Norvask habis
berbeda dengan fluktuasi penjualan unit setelalogeerpaten Norvask

habis, serta pola pergerakan volume penjualanaptaduk norvask dan

halaman 240 dari 256

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012



SALINAN

tensivask adalah terkointegrasi sebagaimana damailalam butir 22.3
bagian Tentang Duduk Perkara;-------------==--——==nnmnnmunun
11.2.2Bahwa baik Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia mauperldpor II/PT.
Dexa Medica tidak menyampaikan pembelaan terkaingae hal
tersebuUt;--------m oo
11.2.3Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menyimpulkardapat pola
paralel dalam fluktuasi maupun kointegrasi terkdéngan volume
penjualan produk norvask dan tensivask yang telbbktlkan secara
S]] S
12. Dampak Akhir bagi Konsumen dan Pesaing;----------—=--==-====mmmmmmmmmmm oo
12.1 EXCESSIVE PriCR-----mmmmmmm e oo oo e
Bahwa LHPL menyatakan terdapadcessive pricdan atau profit yang mengarah
kepada kerugian konsumen yang diperoleh oleh TarldPT Pfizer Indonesia
untuk produk Norvask dan Terlapor II/PT Dexa Medicduk produk Tensivask
yang diperoleh dengan menggunakan metode analisalstighk yang
membandingkan harga produk dengan harga acuamastenal sebagaimana
diuraikan dalam butir 22.12 bagian tentang dudukagre;----------------------------
12.1.1Bahwa dalam pembelaannya, baik Terlapor I/PT Pfizedonesia
maupun Terlapor II/PT Dexa Medica menyampaikan lzatidak ada
excessive profitdan harga yang ditetapkan adalah wajar. Hal latse
didasarkan pada komposisi struktur biaya dan tingkarjin yang

dibandingkan antara produk terlapor dengan strukdga pesaing yang

12.1.2 Bahwa Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dan TerlapttT Dexa Medica
juga keberatan dengan metode perbandingan hargq g@unakan
dalam LHPL, karena metode perbandingan tersebutHenhari sisi
metodologi dan validitas seperti pemilihan paramehtarga, tidak
memperhitungkan biaya distribusi dan transportasiasfaktor inflasi
antar negara, sehingga metodologi tersebut menkduasiangka

perbandingan yang tidak akurat;--------------- mmmmmemmmmmeeoemeeee

12.1.3Bahwa Majelis Komisi menilai para terlapor tidakpda memberikan
informasi yang detail dan rinci mengenai komposlari pos biaya
pemasaran yang merupakan pos biaya paling besan daiuktur biaya

obat khususnya norvask dan tensivask;------ e

12.1.4Bahwa Majelis Komisi berpendapat terkait denganngdaperbedaan

harga kedua produk Norvask dan Tensivask untuk ASKEN non
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ASKES, terlihat bahwa komponen biaya pemasaranasasignifikan
kontribusinya terhadap harga jual akhir yang hdrbayar konsumen;---
12.1.5Bahwa Majelis Komisi berpendapat para terlapor ktiddapat
memberikan keterangan yang detail mengenai metokientansi
manajemen serta akuntansi biaya yang digunakamdalengkalkulasi
biaya produksi dan distribusi produk Norvask dansheask;--------------
12.1.6 Bahwa Majelis Komisi berpendapat semua metode smalintuk
mengukur excessive profitmaupun kerugian konsumen memiliki
keunggulan sekaligus kelemahan. Namun, estimasigkar konsumen
dalam LHPL sudah menggunakan harga normal yang pakan
kelipatan 3 kali dari harga acuan internasionalukinproduk yang
bersangkutan;--------=-=-m - oo
12.1.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perkalian 3 dargha internasional
tersebut sudah dapat memasukkan berbagai unsur digagpaikan
dalam sanggahan para terlapor seperti faktor infiesbedaan struktur
biaya, distribusi dan transportasi, pemasaran dga fluktuasi kurs.
Dengan demikian, estimasi penghitungan kerugianskmen dalam
LHPL dapat menjadi salah satu pertimbangan bagehdakomisi;-------
12.1.8 Bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan informas seperti
mengenai rasio Medicine Price Ratio (MPR) sebaga@mdiuraikan
dalam 22.12bagian Tentang Duduk Perkara. Metode MPR untuk
perbandingan harga merupakan metode yang sudam kiterapkan
oleh praktisi dunia farmasi maupun kesehatan séaga dalam hal ini
digunakan oleh Departemen Kesehatan bekerjasangan&4HO;-------
12.1.9 Berdasarkan perbandingan data MPR sepanjang 20®l-2@apat
diperoleh nilai rata rata MPR untuk Norvask adalah6 kali diatas
harga acuan internasional dan Tensivask sebes30 k3li diatas harga
acuan internasional. Berdasarkan fakta yang dipkrMajelis Komisi,
batasan rasio MPR yang dikategorikan excessiveaddibtas 2,5 kali

dari harga acuan internasional. Berikut adalalpltinya:-----------------

“WHO and HAI consider an MPR 1 to indicate that procurement
for public sector is efficient and an MPR2.5 to be acceptable in

the private sector. Larger price ratios are comslexcessive”

12.1.10 Selain data MPR, Majelis Komisi juga mempertimbaagkerbedaan
harga Norvask dan Tensivask bagi konsumen non ASHK&SRjan
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Norvask dan Tensivask untuk peserta ASKES yangféign dimana

salah satu penyebabnya diakibatkan oleh faktorlp@ymnasaran;

12.1.11 Dengan mempertimbangkan analisa LHPL, sanggaha&a iséormasi

mengenai rasio MPR tersebut diatas, dapat diswhet perbandingan

harga berikut:

Tabel perbandingan harga produk Norvask dan Tesisidamg dengan produk sejenis

Harga Produk 5mg per
butir 2007 2008 2009 2010

Rata-rata Tensivask 5mg 4.900 5.125 5.200 5.200
Rata-rata Norvask 5mg 5.500 5.775 6.064 6.367
Norvask 5mg 30 Askes 2.357 2.200 2.420 2.200
Tensivask 5mg Askes 4.000 4.000 4.000 4.000
Perbandingan Internasional | 3.659 1.528 1.903 NA

Rata-rata generik 5 mg 1.500 1.655 1.664 1.871

Tabel perbandingan harga produk Norvask danifasis 10 mg dengan produk sejenis

Tahun
Harga produk 10 mg per butir 2007 2008 2009 2010
Rata-rata Tensivask 10 mg 8.800 9.325 9.50( 9.50
Rata-rata Norvask 10 mg 9.857 10.350 10.867 11.41
Rata-rata 10 mg generic 3.200 2.529 2.874 3.226

12.1.12 Bahwa berdasarkan tabel perbandingan tersebut, liMaj@misi

menilai harga produk Norvask dan Tensivask relatiih mahal dari

harga normal berdasarkan harga acuan internagiandharga rata rata

generik serta harga bagi peserta ASKES;------

12.1.13 Bahwa Majelis Komisi berpendapat harga produk rekvalan

tensivask khususnya kemasan 5mg dapat dikategorgkaessive

mengacu pada rata rata rasio MPR kedua merk tdrsebia batasan

MPR yang normal mengacu pada keterangan Depkes \8840 dan

Management Sciences for Health;--

12.1.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan minimnyéormasi

mengenai komponen biaya pemasaran mengakibatkaktustrharga

obat menjadi tidak transparan dan cenderung meangidepentingan

dan kesejahteraan konsumen;
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12.1.15 Bahwa Majelis Komisi berpendapat minimnya informasengenai
biaya pemasaran obat resep merupakan faktor kuacg ydapat
menjelaskan  hubungan dokter dengan perusahaan siarma
Mempertimbangkan informasi dan keterangan dari &rinakolog,
Majelis Komisi sependapat dengan LHPL bahwa terdapaungan
yang bersifat koneksitas dan transaksional antara gokter dengan
perusahaan farmasi yang diduga menjadi penyebjoliteya berbagai
anomali dalam penetapan harga obat serta praktekigpen resep obat

yang tidak rasional;-----------=-==mmmsm e

12.1.16 Bahwa Majelis Komisi menilai pendapat ahli (Proft. Blikmahanto
Juwana, S.H.) yang diajukan Terlapor I/PT. Pfizedohesia dalam
lampiran pembelaan yang pada pokoknya menyatakaga habat
harusnya diserahkan kepada mekanisme pasar addih tepat,
karena: pertama, ahli bukan farmakolog yang mengegngenai
produk farmasi, khususnya obat ethical, kedua, hbhkan ekonom
yang mengerti produk jenis apa yang cocok untukamiskne pasar
dan produk jenis apa yang tidak dapat diserahkaneédeanisme pasar;-

12.1.17 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan fenomenzaiia terjadi
ketimpangan informasi antara pasien dengan doktan tau
perusahaan farmasi, praktek pemasaran yang tidakpgaran, karakter
permintaan obat resep yang berbeda dengan produkahgada
umumnya serta faktor klinis, menyebabkan prosesmean harga
untuk produk obat resep tidak dapat diserahkan deepaekanisme

12.1.18 Bahwa Majelis Komisi memandang perlu ditetapkanhgaga obat
resep, baik untuk sektor publik maupun sektor sayast-----------------

13. POSIiSI DOMIN@N; === e e

13.1 Bahwa dalam LHPL dinyatakan fakta mengenai adamyg/gdahgunaan posisi

13.2

dominan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dalam padet anti hipertensi dengan
zat aktif amlodipine besylate pada periode tahuwwbZampai dengan tahun 2007
melalui program Health Care Compliance ProgrammgHCCP) yang
mempengaruhi preferensi para dokter untuk meresepkeat anti hipertensi
dengan zat aktif amlodipine besylate kepada pasgbagaimana diuraikan dalam

butir 22.11 bagian tentang duduk perkara;-- e R e R

Bahwa dalam pembelaannya Terlapor I/PT Pfizer led@an pada pokoknya

menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----------——-----m-msmmmm
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13.2.1 Bahwa Terlapor I/PT Pfizer Indonesia tidak memilgasisi dominan
karena berdasarkan data IMS, pangsa pasar Terl&pdr Pfizer
Indonesia dalam golongan ob@&alcium Antagonistatau Calcium
Channel Blockepada tahun 2009 adalah hanya sebesar 15.15%:------

13.2.2 Bahwa HCCP bukan merupakan bentuk penyalahgunasisip
dominan, Karena :------------mmmmm o
13.2.2.1Program HCCP tidak bertujuan untuk mempengaruhtedok

agar hanya meresepkan obat Norvask saja, melatiKasP

bertujuan untuk membangun kepatuhan pasien untakimi

13.2.2.2Program HCCP justru merupakan program kepedulian da
Terlapor I/PT Pfizer Indonesia kepada pasien supagen
patuh minum obat;------=--====== == e

13.2.2.3Keikutsertaan dokter dan apotik dalam program HCCP
bersifat sukarela dan tidak mengikat. Dokter yalkgt i
program ini adalah dokter yang mempunyai visi yaaga

dengan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia, yaitu yareglyh

13.2.2.4HCCP merupakan program yang justru menguntungkan
pasien, baik untuk kepentingan penyembuhan maupuin d
segi harganya yang lebih murah dibandingkan deingaga
reguler mengingat terdapat potongan harga (disgeunt---

Bahwa Majelis Komisi menilai pembelaan Terlapor TI/RPfizer Indonesia
mengenai analisis pasar bersangkutan adalah tidglat,t karena pasar
bersangkutan yang dimaksud dalam perkara iniahdabat antihipertensi
dengan zat aktif Amlodipine Besylate;----------———==-mmmm oo
Bahwa Majelis Komisi menilai selama periode 2000-20Terlapor I/PT Pfizer
Indonesia memiliki pangsa pasar > 50% sehingga mehiekriteria posisi
JOMIN@AN == m = m o o
Bahwa Majelis Komisi berpendapat program HCCP yamgibatkan dokter
berpotensi menimbulkan praktsklf dispensingtau dokter yang terlibat secara

tidak langsung dalam penjualan obat resep;- e

Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan keterliitaya dalam program

HCCP akan mempengaruhi preferensi dan obyektifithser dalam meresepkan
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obat kepada pasiennya, khususnya Norvask dan odikpTerlapor I/PT Pfizer
Indonesia dalam program tersebut;------------= = m oo m -
13.7 Bahwa Majelis Komisi menilai meskipun diberikan kiia, harga produk
Terlapor I/PT Pfizer Indonesia tetap masih lebihhatadibandingkan dengan
rata-rata harga obat generic dalam pasar bersagiahg sama;-------------------
13.8 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapangdn LHPL dan
menyimpulkan terdapat penyalahgunaan posisi dominenhapor I/PT Pfizer
Indonesia dalam pasar obat anti hipertensi dengaiaktif amlodipine besylate
pada periode tahun 2005 sampai dengan tahun 20@unprogram HCCP;-----
14. Aspek Materiil;-=--=--=mnmmmmm oo oo e e
14.1 Tim Pemeriksa dalam LHPL menyimpulkan adanya pejaran terhadap Pasal 5
Undang-undang No. 5 Tahun 1999;---------=- s e
14.2 Ketentuan Pasal 5 Undang-undang No 5. Tahun 19@@raselengkapnya

berbunyi sebagai berikut:---- et
(1)‘Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengamake usaha pesaingnya
untuk menetapkan harga atas suatu barang dan aaa yang harus dibayar
oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkatag sama”
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tdalaku bagi:
a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha pg#mn; atau
b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yaeraku;

14.3 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi ataaktictrjadinya pelanggaran
Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka lislajeomisi
mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undadgag Nomor 5 Tahun
1999 sebagai berikut:------------ e

14.3.1 Pelaku Usaha;---------=--=-m-m oo oo

14.3.1.1Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Rasal

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalahang
perorangan atau badan usaha baik yang berbentukaba
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupu
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan
berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi

14.3.1.2Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran
ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I, Terlaporéklapor lll,
Terlapor IV, Terlapor V,Terlapor VI sebagaimanatuang

dalam butir 2 bagian Tentang Hukum;-----------——------—-
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14.3.1.3Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unselaku
usahaerpenuhi;-------=--==mmm oo e
14.3.2 Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuletapan harga
atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibl@yakonsumen atau
pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama——-------------
14.3.2.1Bahwa definisi dan bentuk perjanjian telah diuraikzada
butir 6, butir 7 dan butir 8 Bagian Tentang Hukuehiagga
secaramutatis mutandismenjadi bagian dari pertimbangan
hukum ini;----=-=====m e
14.3.2.2Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir —r buti
mengenaparalel pricing pembuktian adanya kartel termasuk

diantaranya kartel harga dapat menggungkamalel pricing

sebagai bukti tidak langsung;------------------——=-=----
14.3.2.3Bahwa berkaitan dengaparalel pricing Majelis Komisi
menyimpulkan terdapat trend kenaikan harga yangasam
antara Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia dan Terlapd?T.
Dexa Medica terhadap produk Norvask dan Tensivask:--
14.3.2.4Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur
Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuktapan
harga atas suatu barang dan atau jasa yang haayadboleh
konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutasyaa
terPeNUNI;--m-m oo
14.4 Tim Pemeriksa dalam LHPL menyimpulkan adanya pejaran terhadap Pasal
11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999;-----------mmmmmmm e
14.5 Ketentuan Pasal 11 Undang-undang No 5. Tahun 1@@8r& lengkapnya

berbunyi sebagai berikut:---- me e e e e e

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengatagu usaha pesaingnya,
yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan ahengroduksi dan

atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yangatdapengakibatkan

terjadinya praktek monopoli dan atau persainganhastdak sehat.”

14.6 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atauktig@jadinya pelanggaran
Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, makaelislaKomisi
mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undadgag Nomor 5 Tahun
1999 sebagai berikut;------------ e

14.6.1 Pelaku Usaha;---------=-==mmm oo
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14.6.1.1 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran
ketentuan Pasal ini adalah Terlapor |, Terlapoidtlapor
lll, Terlapor IV, Terlapor V,Terlapor VI sebagaiman
tertuang dalam butir 2 bagian Tentang Hukum;-——---
14.6.1.2 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur
pelaku usahgerpenuhi;--------====-mmm oo
14.6.2 Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yangaksud untuk
mempengaruhi harga dengan mengatur produksi danpaiaasaran
suatubarang dan atau jasg------------=--=======mmmmmm oo
14.6.2.1 Bahwa definisi dan bentuk serta pembuktian adanya
perjanjian telah diuraikan pada butir 6, butir % dautir 8
Bagian Tentang Hukum sehingga secamatatis mutandis
menjadi bagian dari pertimbangan hukum ini;-------------
14.6.2.2 Bahwa dalam perkara ini, Majelis Komisi menemukan
adanya bukti perintah untuk melakukan komunikasntdira
para pesaing dalamsupply agreement.Implementasi
komunikasi diantara para pihak melalui email dan
korespondensi pemesanan bahan baku, pengaturankgrod
melalui forecast dan pencantuman merek Pfizer dalam
kemasan Tensivask, kewenangan inspeksi Kelompdkausa
Pfizer terhadap Terlapor II/PT. Dexa Medica, sebagaa
telah diuraikan pada butir-butir mengenai  pengetur
produksi, komunikasi antar pesaing, serta indikdtantel
yang sekaligus secarmutatis mutandismenjadi bagian
pertimbangan hukum ini; ---------=-====-mmmmm o
14.6.2.3 Bahwa atas dasar tersebut, Majelis Komisi mempi&ilaku
yang dilakukan Kelompok Usaha Pfizer dan Terlap/®TI.
Dexa Medica tersebut dapat dikategorikan sebagai
perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, Yyang
bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi produk Norvask dan Tensivask; -------—-------
14.6.2.4 Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan dalgmaralel pricing
terdapat trend kenaikan harga yang sama antarapberl
I/PT. Pfizer Indonesia dengan Terlapor 1I/PT. Dé&adica
terhadap produk Norvask dan Tensivask yang sehgusn

bersaing di pasar;-----------=-=-==-=-m=m oo
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14.6.2.5 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsu
Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang
bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur
produksi dan atau pemasaran suatu barang dan agau |
terpenUNi;-----==-m oo
14.6.3 Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan g@rsaingan usaha
tidak sehat;--------------=-= oo
14.6.3.1 Bahwa tidak terjadi persaingan antara Terlapof.l/Pfizer
Indonesia dengan Terlapor [I/PT. Dexa Medica,
berdasarkan:------------=-=-eom oo
14.6.3.1.1 Bahwa terdapat pola paralel dalam fluktuasi
maupun kointegrasi terkait dengan volume

penjualan produk Norvask dan Tensivask di

14.6.3.1.2 Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask
dapat dikatakanexcessiveberdasarkan rasio
MPR kedua merek tersebut terhadap harga
acuan internasional;---------------=--=--------- —

14.6.3.1.3 Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask
relatif lebih mahal dibanding harga rata-rata

obat generik dalam pasar bersangkutan yang

14.6.3.2 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak setapenuhi;------------------------
14.7 Tim Pemeriksa dalam LHPL menyimpulkan adanya pejaran terhadap Pasal
16 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ;------------mmmmmmmmm e
14.8 Ketentuan Pasal 16 Undang-undang No 5. Tahun 1@@8ra lengkapnya

berbunyi sebagai berikut:---- e

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengahati lain di luar negeri
yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkaadiseyja praktek monopoli
dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

14.9 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atauktiggjadinya pelanggaran
Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, makaelislaKomisi
mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undadgag Nomor 5 Tahun

1999 sebagai berikut:------------ e e
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14.9.1 Pelaku Usaha;-------=--=-==mmmmm oo oo e
14.9.1.1 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggara
ketentuan Pasal ini adalah Terlapor |, Terlapoi dtlapor
lll, Terlapor 1V, Terlapor V,Terlapor VI sebagaiman
tertuang dalam butir 2 bagian Tentang Hukum;-——---
14.9.1.2 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur
pelaku usahgerpenuhi;------------=-msm oo oo
14.9.2  Perjanjian;------m-mmmmmm oo e
14.9.2.1 Bahwa yang dimaksud perjanjian adatapply Agreement
yang dibuat oleh Terlapor IV/Pfizer Overseas LLCh(d
Pfizer Overseas Inc) (Kelompok Usaha Pfizer) damaper
[I/PT Dexa Medica pada tanggal 27 February 1997 dan
terus diperbaharui dan berlaku sampai saat putusian
dibacakan sebagaimana diuraikan dalam butir 6 Biti
butir 8 bagian tentang Hukum;-------------=-- - —— e~
14.9.2.2 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur
perjanjianterpenuhi;---------------=--msmmmmmm e
14.9.3 Pihak Luar Negeri;----==-n==nmmmmm oo e o e oo
14.9.3.1 Terlapor 1I/PT. Dexa Medica melakukaupply agreement
dengan Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer
Overseas Inc) yang merupakan bagian dari Kelompok
Usaha Pfizer yang berkedudukan di New York, Amerika
Serikat, didirikan dan beroperasi berdasarkan hukum
Amerika Serikat. Terlapor IV juga merupakan anak
perusahaan Terlapor Il yaitu PT. Pfizer Inc. belkaukan
di New York, Amerika Serikat yang merupakan peniid&k
paten atas zat ak@fmlodipine besylate----------------------
14.9.3.2 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur
perjanjianterpenuni;--------------mmm oo
14.9.4 Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan giatsaingan usaha
tidak sehat;-------------==- oo s
14.9.4.1 Bahwa tidak terjadi persaingan antara PT. Pfiadonesia
dengan PT. Dexa Medica, berdasarkan:---------——----
14.9.4.1.1 Bahwa terdapat pola paralel dalam fluktuasi
maupun ko integrasi terkait dengan volume

penjualan produk Norvask dan Tensivask di
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14.9.4.1.2 Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask
dapat dikatakanexcessiveberdasarkan rasio
MPR kedua merek tersebut terhadap harga
acuan internasional;---------------------------- —

14.9.4.1.3 Bahwa harga produk Norvask dan Tensivask
relatif lebih mahal dibanding harga rata-rata

obat generik dalam pasar bersangkutan yang

14.9.4.2 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur
Mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak seteapenuhi;------------------------
14.10Tim Pemeriksa dalam LHPL menyimpulkan adanya pejaran terhadap Pasal
25 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 5 Tahun }999--------------nmmnemmmmm-
14.11Ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-undamdép . NTahun 1999 secara

lengkapnya berbunyi sebagai berikut:----------——-=-m- o mm
“(1) Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi danifaik secara langsung
maupun tidak langsung untuk:

(@) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuamuk
mencegah dan atau menghalangi konsumen memperatehdgodan
atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maukualitas.”

14.12Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atauktiggjadinya pelanggaran
Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, makaelislaKomisi

mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undadgag Nomor 5 Tahun
1999 sebagai berikut:------------ e
14.12.1 Pelaku Usaha;-------=-=-=-mmm oo oo
14.12.1.1 Bahwa Bahwa pelaku usaha adalah Terlapor I, perldl,

Terlapor 1V, Terlapor V,Terlapor VI sebagaimanauang
dalam butir 2 bagian Tentang Hukum;-----------——------
14.12.1.2 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsu
pelaku usaha terpenuhi;-------==-======mmmmms oo
14.12.2 POSiSI DOMINAN; === mmm e oo oo
14.12.2.1 Bahwa PT. Pfizer Indonesia (bagian dari kelompskha
Pfizer) memiliki pangsa pasar lebih dari 50% unpasar
bersangkutan obat anti hipertensi dengan zat aktif
Amlodipine Besylateselama periode tahun 2000 — 2007;-----
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14.12.2.2 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsu
Posisi Dominan pada Pasal 25 ayat 2 hutefgenuhi;----
14.12.3 Syarat Perdagangan denganojuan untuk mencegah dan atau
menghalangi konsumen memperoleh barang dan ata yasg
bersaing;-------------m-m oo
14.12.3.1 Bahwa syarat-syarat perdagangan dalam programPHCC
yang melibatkan Dokter berpotensi melibatkan Dokter
dalam praktek penjualan obat resep secara tidajsulsy.
Dengan keterlibatannya tersebut preferensi darkbuigas
Dokter dalam meresepkan obat kepada pasiennya dyesu
Norvask akan terpengaruh;-----------=-----=- oo — oo
14.12.3.2Meskipun program HCCP memberikan diskon kepada
pasien, harga produk Norvask masih tetap lebihamah
dibandingkan rata-rata obat generik dalam pasar
bersangkutan yang sama;-----------------=--=-mommmmmmmeemoo
14.12.3.3Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai unsur
Syarat Perdagangan denganuan untuk mencegah dan
atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan ata
jasa yang bersaingrpenuhi;-----------=--==smmmemmrmmmeeeeo
14.13Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undamgpr 5 Tahun 1999
kegiatan Terlapor tidak termasuk dalam kegiataryyikecualikan;----------------
15. KeSIMpPUlaN;-=---mmmmmm s oo oo oo e e e

15.1 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan wlagtas, Majelis Komisi

sampai pada kesimpulan sebagai berikut:---------—=--=-m- oo
15.1.1 Bahwa Kelompok Usaha Pfizer dan Terlapor II/PT. ®é#kedica telah

melakukan pelanggaran pasal 5, pasal 11, dan pésdhdang-undang
Nomor 5 tahun 1999;--------mmmmmm e e

15.1.2 Bahwa Terlapor I/PT. Pfizer Indonesia sebagai bagiari Kelompok
Usaha Pfizer telah melakukan pelanggaran pasahy2b 1 huruf a

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999;-------------——-----

15.1.3 Bahwa sebagai akibat dari perilaku persaingan ugahg tidak sehat
yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Pfizer dan pendl/PT. Dexa
Medica, maka konsumen dirugikan dalam bentuk hargag harus
dibayar oleh Konsumen terlalu mahak¢essive prigg---------------------
16.Menimbang bahwa Majelis Komisi tidak berada padaigipoyang berwenang untuk

menjatuhkan sanksi ganti rugi kepada konsumen——---------------mmmmemmmemeeo
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17.Menimbang bahwa perilaku kartel yang dilakukan dkeHompok Usaha Pfizer dan
Terlapor 1I/PT. Dexa Medica merupakan pelanggararatbterhadap persaingan yang

18.Menimbang terhadap pelanggaran berat tersebut,liMaemisi memandang perlu
untuk menjatuhkan denda kepada pelaku kartel tetseb----------------=---=-mcmecmmee-
19.Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda, Md@misi mempertimbangkan

hal-hal yang meringankan masing-masing Terlapoagatberikut:------------------------

19.1 Bahwa Terlapor | bersikap kooperatif pada saat gmogpemeriksaan
berlangsung;-----========ssemem e e e e e
19.2 Bahwa Terlapor Il bersikap kooperatif pada saat sgso pemeriksaan

berlangsSuNg;----------mmm s
20.Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan denda, Mdf@misi mempertimbangkan
hal-hal yang memberatkan masing-masing Terlapagalberikut:------------------------

20.1 Bahwa Terlapor Ill bersikap tidak kooperatif padmats proses pemeriksaan
berlangSuNQ;---------mmm oo

20.2 Bahwa Terlapor IV bersikap tidak kooperatif padatsproses pemeriksaan
berlangsungQ;------=--==-m s s

20.3 Bahwa Terlapor V bersikap tidak kooperatif padat sa@ses pemeriksaan
berlangsungQ;------=-==m s s

20.4 Bahwa Terlapor VI bersikap tidak kooperatif padatsproses pemeriksaan
berlangSuNQ;---------mm oo

21.Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dmda#alam Pasal 35 huruf e

Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi rkemeendasikan kepada Komisi

untuk memberikan saran dan pertimbangan kepadarfPéamesebagai berikut:

21.1 Memberlakukan regulasi yang mengatur harga basssadat generik bermerek
(branded generic) yaitu maksimal 3 kali dari rateatharga obat generik dalam
kelas terapi berdasarkan zat aktif yang sama,;

21.2 Memberlakukan regulasi yang membatasi kegiatampsi dan atau penjualan
obat resep yang dilakukan perusahaan farmasi padenaya; --------------------

22.Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan kesimpulatadi serta dengan mengingat

Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1M8flis Komisi:------------------

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I/PT Pfizer Indonesia, Telapor Ill/Pfizer Inc.,

Terlapor 1V/Pfizer Overseas LLC, Terlapor V/Pfizer Global Trading dan VI/PT
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Pfizer Corporation Panama terbukti secara sah dan myakinkan melanggar Pasal
5, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 25 ayat (1) hurufidJ No 5 Tahun 1999;-----------------
2. Menyatakan bahwa Terlapor II/PT. Dexa Medica terbuki secara sah dan
meyakinkan melanggar Pasal 5, Pasal 11, Pasal 18) No 5 Tahun 1999;-----------
3. Menyatakan Pasal 5, Pasal 13 huruf c angka 1V, Pak&8 dalam Supply Agreement
antara Terlapor lll/Pfizer Overseas LLC dengan Terlapor II/PT. Dexa Medica
batal demi hukum ;---------m-m e
4. Menyatakan Pasal 9.1 angka (V) dalam PfizeDistribution Agreementantara

Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dengan PT. Anugrah Agon Medika batal demi

5. Memerintahkan kepada Terlapor I/PT Pfizer Indonesig Terlapor II/PT Dexa
Medica, Terlapor lll/Pfizer Inc., Terlapor IV/Pfize r Overseas LLC, Terlapor
V/Pfizer Global Trading dan VI/PT Pfizer Corporation Panama menghentikan
komunikasi yang berisi informasi harga, jumlah produksi dan rencana produksi
Kepada pesaing;----------=-nmmmm e

6. Memerintahkan kepada PT Pfizer Indonesia untuk menwunkan harga obat
Norvask sebesar 65%dari HNA sampai saat putusan berkekuatan hukum tedp;-

7. Memerintahkan kepada PT Dexa Medica untuk menurunka harga obat
Tensivask sebesar 60% dari HNA sampai saat putusaberkekuatan hukum

8. Memerintahkan PT. Pfizer Indonesia untuk tidak melibatkan Dokter dalam
program Health Care Compliance Program{HCCP);-------=--====mmmmmmmm oo

9. Memerintahkan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dan Telapor II/PT Dexa Medica
untuk menurunkan biaya promosi sebesar 60 %0;----—------=--=--=mmmmmmmmmm e

10.Memerintahkan Terlapor I/PT Pfizer Indonesia dan Terlapor II/PT Dexa Medica
untuk membatasi kegiatan sponsorshipkepada dokter sesuai dengan kode etik
yang berlaku;-------=-=mmm oo oo

11.Menghukum Terlapor I/PT Pfizer Indonesia membayar dnda sebesar
Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah yang harus disetor ke Kas
Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggarah bidang persaingan
usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal afian Kerja Komisi
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintateidgan kode penerimaan
423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pamsgan Usaha);--------------

12.Menghukum Terlapor II/PT Dexa Medica membayar dend sebesar
Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yandparus disetor ke Kas Negara
sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di ladg persaingan usaha
Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal SatuaKerja Komisi Pengawas
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Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kedpenerimaan 423755
(Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingassaha);------------------------
13.Menghukum  Terlapor  lll/Pfizer Inc. membayar denda  sebesar
Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah yang harus disetor ke Kas
Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggarah bidang persaingan
usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal afian Kerja Komisi
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintatedgan kode penerimaan
423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pamsgan Usaha);--------------
14.Menghukum Terlapor IV/Pfizer Overseas LLC (d/h. Pfizer Overseas Inc)
membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dualyh lima miliar rupiah)
yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoranmmapatan denda pelanggaran
di bidang persaingan usaha Departemen Perdaganganel@etariat Jenderal
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melal bank Pemerintah
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda &wegaran di Bidang
Persaingan Usaha);--------=--=mmmmmm oo o
15.Menghukum Terlapor V, Pfizer Global Trading ( c/o Ffizer Service Company) :
membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dualyh lima miliar rupiah)
yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoranmapatan denda pelanggaran
di bidang persaingan usaha Departemen Perdaganganel@etariat Jenderal
Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melal bank Pemerintah
dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda #&wejgaran di Bidang
Persaingan Usaha);---------==-==mmmm s oo oo e e e
16.Menghukum Terlapor VI, Pfizer Corporation Panama: membayar denda sebesar
Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah yang harus disetor ke Kas
Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggarah bidang persaingan
usaha Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal afian Kerja Komisi
Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintatedgan kode penerimaan

423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pamsgan Usaha);--------------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawadatam Sidang Majelis Komisi pada
hari Senin tanggal 27 September 2010dan dibacakan di muka persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggaf sama oleh Majelis Komisi
yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhamne§ar, M.S., sebagai Ketua Majelis
Komisi, Erwin Syahril, S.H. dan Ir. H. Tadjuddin 8lo Said masing-masing sebagai
Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Akbar HariyaédiH. dan Yossi Yusnidar, S.H.

masing-masing sebagai Panitera.
halaman 255 dari 256

Penerapan harga..., Madonna Corry Evelyna, FHUI, 2012



SALINAN

Ketua Majelis,

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S.
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